PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

2. Risiko . . .
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Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian
dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan
akibat bahaya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk menunjang kegiatan usaha.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan ekonomi khusus.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya  disingkat KPBPB adalah kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang
selanjutnya  disebut Administrator KEK adalah
administrator sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi
khusus.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan
Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

11. Pelaku ...
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Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yvang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup vyang selanjutnya
disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup vyang selanjutnya
disingkat UKL-UPL adalah Upaya  Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK
adalah wusaha mikro dan wusaha kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya
disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Klasifikasi ...
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Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission} yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Penanaman Modal adalah penanaman modal

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal.

Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang penanaman modal.

Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

a.

b.

pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan
Sisten OSS;

tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko; dan

sanksi.
Pasal 3 ...
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Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
meningkatkan eckosistem investasi dan kegiatan berusaha,
melalui:

a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih
efektif dan sederhana; dan

b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku
Usaha wajib memenuhi:
a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,
persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

{2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan
gedung.

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;

d. energi ...
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energi dan sumber daya mineral;
ketenaganukliran;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;

kesehatan, obat, dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;

pariwisata;

keagamaan;

B g EFST IR ™o A

pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik;

o. pertahanan dan keamanan; dan
p. ketenagakerjaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing
sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengaturan:

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan
kewenangan Perizinan Berusaha,

b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

(6) Pedoman ...
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Pedoman Perizinan Berusaha  Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Standar Kkegiatan usaha dan/atau standar produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada
masing-masing sektor diatur dengan peraturan
menteri/kepala lembaga.

Penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
secara transparan, memperhatikan kesederhanaan
persyaratan, dan kemudahan proses bisnis dengan
melibatkan Pelaku Usaha,

Penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan  menteri/kepala lembaga  sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah mendapat
persetujuan Presiden dan berkoordinasi dengan
kementerian yang  menyelenggarakan  koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian wurusan kementerian
dalam penyeclenggaraan pemerintahan di  bidang
perekonomian.

Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, Administrator KEK dan Badan
Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan
Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing
sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh
menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

BAB 1I ...
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BAB Il

PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kesatu
Analisis Risiko

Pasal 7

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan
berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat
skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha
besar.

Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data
dan/atau penilaian profesional.

Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 8

Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

a.

op0

(1)

pengidentifikasian kegiatan usaha;

penilaian tingkat bahaya;

penilaian potensi terjadinya bahaya;

penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 9

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap aspek:

a. keschatan,

b. keselamatan;

c. lingkungan; dan/atau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

(2) Untuk ...
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Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat
mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan
usaha.

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
memperhitungkan:

jenis kegiatan usaha;
kriteria kegiatan usaha;

a
b
c. lokasi kegiatan usaha;
d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. Risiko volatilitas.

Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ terdiri dari:

a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;

¢c. kemungkinan terjadi; atau

d. hampir pasti terjadi.

Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diperoleh
berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi
terjadinya bahaya.

Pasal 10

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi
terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala
usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan
menjadi:

a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;

b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
dan

c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:

a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1} huruf a berupa NIB yang merupakan identitas
Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan
usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh
UMK, berlaku juga sebagai:

a. Standar Nasional Indonesia (SNI} sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
dan/atau

b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
jaminan produk halal.

Pasal 13

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:

a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf b merupakan legalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha
untuk memenuhi standar wusaha dalam rangka
melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem
OSS.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan
persiapan, operasional, dan/atau komersial Kkegiatan
usaha.

{4) Standar ...
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Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku
Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 14

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:

a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan
kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan
melalui  Sistem 0SS untuk memenuhi standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan
verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai kewenangan masing-masing.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang
belum terverifikasi.

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha
untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha
bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria; dan

b. berdasarkan ...
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b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan
persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak NIB terbhit,

Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang
belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf ¢ berupa:

a. NIB; dan
b. Izin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan  persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk
persiapan kegiatan usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan
kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
memerlukan pemenuhan standar wusaha dan/atau
standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan
Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 16

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan
Pasal 15 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan
dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 17 ...
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Pasal 17

Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap:
a. persiapan; dan
b. operasional dan/atau komersial.

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari kegiatan:

a, pengadaan tanah;

pembangunan bangunan gedung;
pengadaan peralatan atau sarana,
pengadaan sumber daya manusia;
pemenuhan standar usaha; dan/atau

kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional
dan/atau komersial, termasuk:

1. prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan

2. pembiayaan operasional selama masa
konstruksi.

-0 a0

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis
mengenai  dampak lingkungan  hidup, kegiatan
pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan
lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan:

a. produksi barang/jasa;

b. logistik dan distribusi barang/jasa;

¢c. pemasaran barang/jasa; dan/atau
d

kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau
komersial.

Bagian Kedua

Langkah - langkah Analisis Risiko Kegiatan Usaha

Pasal 18

Analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha.

Pasal 19 ...
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Pasal 19
Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor
dan/atau beririsan antarkementerian/lembaga.

Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e dapat
berupa:

a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko
kegiatan usaha;

b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan
usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan

c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk
melakukan manajemen Risiko.

Pasal 20

Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial
kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha, kementerian/lembaga
mengidentifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat
Risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat
pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial
kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

BABIII. ..
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BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(1)

(2)

(3)

4)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi
pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala
daerah vang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 22

Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS;

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;

d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota;

e. Administrator ...
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e. Administrator KEK; dan
{. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing yang
tercantum dalam Lampiran I.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d:

a. dalam hal kegiatan usaha terdapat:
1. Penanaman Modal Asing; dan/atau

2. Penanaman Modal yang menggunakan modal
asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain,

kewenangan  penerbitan  Perizinan  Berusaha
dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman
Modal sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KEK, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
dilakukan oleh Administrator KEK sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang KEK; atau

c. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KPBPB, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang KPBPB.

Pasal 23

Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, dan/atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-
masing dalam:

a. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan
Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu; dan

b. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai
dengan masa berlaku,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(2) Pelaku ...
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Pelaku Usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau
kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.

Bagian Kedua
Sektor Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 24

Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri
atas subsektor:

-0 op 0 TP

pengelolaan ruang laut;
penangkapan ikan,
pengangkutan ikan;
pembudidayaan ikan,
pengolahan ikan; dan

pemasaran ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan ruang
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:

a.

Sm ™o oo o

pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan
konservasi;

pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
produksi garam,

biofarmakologi;

bioteknologi;

pemanfaatan air laut selain energi;
pelaksanaan reklamasi;

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di
sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing;

i. pemanfaatan ...



SK No 065145 A

(3)

4

(5)

(6)

(7)

%
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

i, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau
yang termasuk dalam appendix Convention on
International Trade Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES), selain appendix I; dan

j.  pemanfaatan pasir laut.

Perizinan Berusaha pada subsektor penangkapan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha penangkapan ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha pengangkutan ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:

a. pembenihan ikan; dan/atau

b. pembesaran ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pengolahan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurufl e yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha pengolahan ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pemasaran ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf { yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha pemasaran ikan.

Pasal 25

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor kelautan dan perikanan meliputi:

a.

b.

penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha; dan

ekspor dan impor.

Pasal 26 ...
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Pasal 26

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum
dalam Lampiran L

Persyaratan dan/atau kewsjiban Perizinan Berusaha
pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang  Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam
Lampiran II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 27
Batasan ukuran kapal penangkap ikan:

a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5
(lima) gross tonnage diberikan daerah penangkapan
ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI) di:

1. perairan darat; atau

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil
laut atau lebih dari 12 {dua belas} mil laut;

b. kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 5 {lima)
gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage diberikan daerah penangkapan ikan lebih
dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas)
mil laut, lebih dari 12 (dua belas) mil laut, Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), atau laut lepas;

c. kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga
puluh) gross tonnage diberikan daerah penangkapan
ikan di wilayah laut lebih dari 12 {dua belas} mil
laut, dengan ketentuan:

1. kapal ..
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1. kapal penangkap ikan berukuran sampai
dengan 100 (seratus) gross tonnage diberikan
daerah penangkapan ikan di perairan
kepulauan, ZEEI, atau laut lepas;

2. kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100
(seratus) gross tonnage diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI atau laut lepas;

3. kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 300
(tiga ratus} gross tonnage diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI lebih dari 150
(seratus lima puluh) mil laut dan laut lepas;
dan

4. kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 300
(tiga ratus) gross tonnage yang beroperasi di
WPPNRI diberikan daerah penangkapan ikan di
ZEEL

Batasan ukuran kapal penangkap ikan di kawasan
konservasi berukuran paling besar 5 {lima) gross tonnage.

Pasal 28

Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat {1) huruf a diberikan daerah penangkapan
ikan di 1 (satu) atau 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan.

Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ diberikan daerah

penangkapan ikan di:

a. 1 {satu) atau 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan;
atau

b. laut lepas, yaitu Samudera Hindia atau Samudera
Pasifik.

Pasal 29

Kapal penangkap ikan dari daerah penangkapan ikan
diberikan 4 {empat) pelabuhan pangkalan di WPPNRI
yang menjadi daerah penangkapan ikannya dan 1 (satu)
pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau
domisili tempat tinggal.

(2) Kapal ...
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Kapal penangkap ikan dari daerah penangkapan ikan
yang beroperasi di laut lepas diberikan 1 (satu)
pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau
domisili tempat tinggal dan paling banyak 40 (empat
puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara
anggota Regional Fisheries Management Organizations
(RFMO) pada wilayah RFMO yang sama dan
melaksanakan ketentuan perjanjian internasional terkait
pelabuhan perikanan.

Pasal 30

Andon penangkapan ikan dilakukan oleh kapal penangkap
ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage.

(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

Pasal 31

Kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan pangkalan
lain diberikan paling banyak 20 (dua puluh) pelabuhan
muat di 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan dan 2 (dua)
pelabuhan pangkalan.

Kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan negara
tujuan diberikan 1 (satu} pelabuhan pangkalan dan 1
(satu) pelabuhan negara tujuan.

Kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan pangkalan
di dalam negeri diberikan paling banyak 50 {lima puluh)
pelabuhan muat dan 5 (lima) pelabuhan pangkalan.

Kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor diberikan
paling banyak 10 (sepuluh) pelabuhan muat dan 6
(enam) pelabuhan negara tujuan.

Kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup di dalam negeri dapat mengangkut sarana
pembudidayaan ikan, khusus untuk usaha
pembudidayaan mutiara.

Pasal 32

Batasan ukuran kapal pengangkut ikan:

a. kapal ...
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kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan pangkalan lainnya, tidak diberikan batasan;

kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan negara tujuan, berukuran lebih dari 20 {dua
puluh) gross tonnage;

kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan di
perairan kepulauan ke pelabuhan pangkalan di dalam
negeri, berukuran sampai dengan 300 (tiga ratus) gross
tonnage;

kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan di
ZEEIl dan laut lepas ke pelabuhan pangkalan di dalam
negeri, berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross
tonnage,

kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan di
laut lepas ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi
negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama
dan melaksanakan ketentuan port state measure
agreement, berukuran lebih dari 300 (tiga ratus) gross
tonnage,

kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan pangkalan
di dalam negeri, berukuran paling besar 300 (tiga ratus)
gross tonnage; dan

kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor,
berukuran paling besar 500 (lima ratus) gross tonnage.

Pasal 33

Kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
diberikan 4 (empat) pelabuhan pangkalan di WPPNRI
yang menjadi daerah penangkapan ikannya dan 1 {satu)
pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau
domisili tempat tinggal.

Kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
yang beroperasi di laut lepas diberikan 1 (satu)
pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau
domisili tempat tinggal dan paling banyak 40 {(empat
puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara
anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan
melaksanakan ketentuan perjanjian internasional terkait
pelabuhan perikanan.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI dapat
melakukan alih muatan ke kapal pengangkut ikan.

Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan
dapat melakukan alih muatan di laut lepas maupun di
pelabuhan di negara tujuan yang menjadi negara anggota
RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan
ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan
perikanan dan resolusi RFMO.

Pasal 35

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat
izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan hanya
merealisasikan sebagian rencana usaha yang tercantum
dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha
perikanan  dilakukan perubghan tanpa adanya
permohonan sesuai dengan realisasi yang dilakukan.

Apabila dalam jangka waktu 2 {dua) tahun sejak surat
izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan tidak
merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam
surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan
dicabut tanpa adanya permohonan.

Bagian Ketiga
Sektor Pertanian
Pasal 36

Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas
subsektor:

a. perkebunan;

b. tanaman pangan,

c. hortikuitura;

d. peternakan dan kesehatan hewan;

e. ketahanan ...
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e. ketahanan pangan; dan
f. sarana pertanian.

Perizinan Berusaha pada subsektor perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. budi daya;

b. pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi
dengan budi daya perkebunan;

c. pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M; dan
d. produksi benih perkebunan.

Perizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan
sebagaimana pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha
terdiri atas:

budi daya;
perbenihan;
pascapanen;
pengolahan;
jasa; dan

-0 a0 oW

keterpaduan.

Perizinan Berusaha pada subsektor hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. budi daya; dan
b. produksi perbenihan hortikultura.

Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. peternakan;

b. hijauan pakan ternak;

c. rumah potong hewan,;

d. penanganan daging dan hasil ikutan;

e. veteriner ...
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e. veteriner; dan
f.  obat hewan.

Perizinan Berusaha pada subsektor ketahanan pangan
dan subsektor sarana pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf e dan huruf f tidak memiliki Perizinan
Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko.

Pasal 37

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor pertanian meliputi:

a.

b.

(1)

(2)

penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha; dan

ekspor dan impor.

Pasal 38

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum
dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pertanian yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Keempat

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(1)

Pasal 39

Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan
kehutanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
Risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha:

a. pemanfaatan ..
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pemanfaatan hutan,;
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

pengelolaan air limbah;

e o o P

pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan
konservasi;

e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
{. perbenmihan tanaman hutan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. pemanfaatan hutan produksi;

b. pemanfaatan hutan lindung;

c. pengolahan hasil hutan skala besar;

d. pengolahan hasil hutan skala menengah; dan
e. pengolahan hasil hutan skala kecil.

Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil
analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
beracun;

b. pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
dan

d. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yvang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. pengangkutan air limbah tidak berbahaya;
b. pengangkutan air limbah berbahaya;

c. pengolahan air limbah tidak berbahaya; dan
d. pengolahan air limbah berbahaya.

{5} Perizinan ...
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Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan jasa
lingkungan pada kawasan konservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha
terdiri atas:

a. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap
eksplorasi;

b. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap
eksploitasi dan pemanfaatan;

c. pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro;

d. pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil,

e. pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah;

f.  pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar;

g. pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro;

h. pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil;

i. pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala
menengah;

j.  pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala besar;

k. pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam,
l. penyediaan jasa wisata alam;

m. penyediaan jasa lingkungan air;

n. penyediaan jasa lingkungan energi air; dan

0. pengusahaan taman buru.

Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan
tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. lembaga konservasi untuk kepentingan umum,
b. penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;

c. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam
negeri;

d. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar
negeri; dan

e. peragaan tumbuhan dan satwa liar.
(7) Perizinan ...
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Perizinan Berusaha pada subsektor perbenihan tanaman
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. pengadaan dan pengedaran benih:

b. pengadaan dan pengedaran bibit;

c. pengadaan dan pengedaran benih dan bibit;
d

pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan
dari luar negeri; dan

e. pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke
luar negeri.

Pasal 40

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 tercantum dalam Lampiran [.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tercantum
dalam Lamptran IL

Bagian Kelima

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 41

Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya
mineral terdiri atas subsektor:

a. minyak dan gas bumi;
b. ketenagalistrikan;
¢. mineral dan batubara; dan
d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
{2} Perizinan ...
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Perizinan Berusaha pada subsektor minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:

a. kegiatan survei umun,;
b. kegiatan usaha hulu; dan
c. kegiatan usaha hihr.

Perizinan Berusaha pada subsektor ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:

a. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
dan

b. jasa penunjang tenaga listrik.

Perizinan Berusaha pada subsektor mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdin atas:

a. pertambangan;
b. pertambangan khusus;

c. pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi
kontrak/perjanjian;

pertambangan rakyat;
penambangan batuan;

pengangkutan dan penjualan;

® ™o A

jasa pertambangan; dan
h. pertambangan untuk penjualan.

Perizinan Berusaha subsektor energi baru, terbarukan,
dan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
Risiko kegiatan usaha terdin atas:

a. pengusahaan panas bumi; dan

b. niaga bahan bakar nabati (biofue) sebagai bahan
bakar lain.

Pasal 42 ..
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Pasal 42

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

da.

b.

C.

L.
.

surat kemampuan usaha penunjang jasa dan
industri minyak dan gas bumi;

rencana impor barang operasi minyak dan gas bumi;

penandasahan hasil verifikasi tingkat komponen
dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan
gas bumi;

rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah;
rekomendasi ekspor hasil kilang;

rekomendasi  pertimbangan  tertulis pabrikasi
pelumas;

rekomendasi ekspor dan impor niaga minyak dan
gas bumi untuk badan usaha niaga dan pengguna
langsung;

pelaporan penyalur badan usaha niaga minyak dan
gas bumi meliputi penyalur bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, dan liquid petroleum gas;

izin pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi
serta fasilitas dan sarana pendukung untuk
kepentingan sendiri;

izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;
rekomendasi ekspor minyak dan gas bumi hasil
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
persetujuan penyisihan wilayah kerja minyak dan
gas bumi;

persetujuan pengalihan partisipasi interes;
penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas
bumi;

persetujuan rencana pengembangan lapangan
minyak dan gas bumi yang pertama kali dan
perubahannya;

persetujuan pemanfaatan data minyak dan gas
bumi;

persetujuan survei keluar wilayah kerja minyak dan
gas bumi;

r. rekomendasi .
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r. rekomendasi penggunaan wilayah kerja minyak dan
gas bumi untuk kegiatan lainnya;

s. rekomendasi penetapan lokasi;

t. persetujuan pengalihan partisipasi interes 10%
(sepuluh perseny);

u. persetujuan pemroduksian minyak bumi pada
sumur tua;

v. persetujuan penunjukan pihak lain untuk
pengelolaan data kontraktor;

w. persetujuan penyimpanan salinan data di luar
wilayah hukum pertambangan Indonesia;

izin gudang bahan peledak;
penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan
usaha minyak dan gas bumi;

z. rekomendasi teknis injeksi air limbah;

aa. persetuyjuan dokumen rencana tanggap darurat
penanggulangan tumpahan minyak;

bb. persetujuan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi
pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

cc. persetujuan layak operasi;

dd. pengesahan kualifikasi prosedur dan ahli las;
ee. nomor pelumas terdaftar;

ff. pengesahan perusahaan inspeksi; dan

gg. persetujuan pengalihan sisa komitmen pasti ke
wilayah terbuka.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum;

b. kegiatan  penyediaan tenaga  listrik untuk
kepentingan sendiri; dan

c. kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat {1) huruf ¢ meliputi:

a. persetujuan ...
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a. persetujuan program kemitraan;

b. persetujuan konsultasi dan/atau perencanaan pada
usaha jasa pertambangan; dan

c. persetyjuan penggunaan  keikutsertaan anak
perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa
pertambangan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf d meliputi:

a. registrasi usaha penunjang panas bumi;
b. izin gudang bahan peledak;

c. sertifikasi peralatan, instalasi, welding procedure
specification/ procedure qualification record, dan juru
las panas bumi;

d. Perizinan Berusaha pengusahaan panas bumi;

persetujuan studi kelayakan proyek pembangkit
listrik tenaga panas bumi;

f.  penandasahan impor barang panas bumi; dan

g. rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar
nabati.

Pasal 43

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum
dalam Lampiran L

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor energi dan sumber daya mineral yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam
Lampiran II.

Paragraf 2 ..
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Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 44

Untuk menunjang penyiapan wilayah kerja, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral melakukan kegiatan survei
umum.

Kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada wilayah terbuka di dalam wilayah
hukum pertambangan.

Kegiatan survei umum paling sedikit meliputi survei
geologi, survei geofisika, dan survei geokimia.

Pelaksanaan survei umum oleh badan usaha
dilaksanakan atas biaya dan Risiko sendiri.

Sebelum melaksanakan survei umum, badan usaha
sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) wajib
menyampaikan terlebih dahulu jadwal dan prosedur
pelaksanaan survei umum kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

Pasal 45

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha
atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja
sama.

Dalam penerapan Perizinan Berusaha pada kegiatan
usaha hulu:

a. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperlakukan sebagai Izin dalam kegiatan
usaha hulu; dan

b. badan wusaha atau bentuk usaha tetap yang
menandatangani kontrak kerja sama wajib memiliki
NIB.

Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghapus keberlakuan seluruh
ketentuan dalam kontrak kerja sama.

Pasal 46 ...
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Pasal 46

Kegiatan usaha hilir meliputi:

a.

(1)

(2)

kegiatan wusaha pengolahan yang meliputi kegiatan
memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi
mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas
bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, hasil olahan, liquified petroleum gas, dan/atau
liquified natural gas tetapi tidak termasuk pengolahan
lapangan;

kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan
pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik
melalui darat, air, dan/atau udara termasuk
pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat
ke tempat lain untuk tujuan komersial,;

kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan
pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas
dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau
permukaan air untuk tujuan komersial; dan

kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian,
penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan,
termasuk gas bumi melalui pipa.

Pasal 47

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga
bahan bakar nabati (biofitel) sebagai bahan bakar lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b
wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagal bahan bakar
lain.

Pengajuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban.

Pasal 48 ...
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Pasal 48

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dapat diperpanjang
berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

(1)

(2)

{3)

Pasal 49

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar
lain wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan
sarana Kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)
sebagai bahan bakar lain.

Fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas penyediaan,
pendistribusian, dan pemasaran.

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan
bakar nabati {biofuel) sebagai bahan bakar lain wajib:

a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi
standar sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;

c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan,
jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri;

d. mengutamakan penggunaan tenaga Kerja warga
negara Indonesia dengan memperhatikan
pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan
standar kompetensi yang dipersyaratkan;

e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta
lingkungan hidup; dan

f.  membantu pengembangan masyarakat setempat.

Pasal 50 ...
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Pasal 50

Dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain, badan usaha wajib:

a.

(1)

(2)

menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat
penyalur/konsumen akhir atas standar dan mutu bahan
bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain yang
diniagakan sesuai standar dan mutu/spesifikasi yang
ditetapkan;

menjamin harga jual bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain pada tingkat yang wajar;

menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan
usaha niaga bahan bakar nabati {biofuel) sebagai bahan
bakar lain yang memadat;

menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan
peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang
digunakan yang memenuhi standar sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang
tertentu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain;

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
dan

menyampaikan data dan laporan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan
kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)
sebagai bahan bakar lain termasuk harga jual bahan
bakar nabati {biofuel) sebagai bahan bakar lain setiap 1
(satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

Pasal 51

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat
meniagakan bahan bakar nabati {biofuel) sebagai bahan
bakar lain kepada konsumen akhir.

Terhadap bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain yang dicampur dengan bahan bakar minyak
hanya dapat diniagakan oleh badan usaha pemegang izin
usaha niaga bahan bakar minyak.

“ Pasal 52 ...
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Pasal 52

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan
bahan bakar nabati {biofuel) sebagai bahan bakar lain di
dalam negeri, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan
usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel sebagai bahan
bakar lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor bahan
bakar nabati (biofuel)] sebagai bahan bakar lain
berdasarkan rekomendasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan
jaminan pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain di dalam negeri.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan:

a. 1 (satu) kali untuk 1 (satu} tahun pelaksanaan
ekspor; dan/atau

b. untuk setiap kali pelaksanaan impor.

Rekomendasi ekspor dan/atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} diberikan paling lama 7 (tujuh)
Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi ekspor
dan/atau impor dari Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan ekspor
dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Sektor Ketenaganukliran

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 53

Perizinan Berusaha pada sektor ketenaganukliran terdiri
atas subsektor:

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;
b. instalasi ...
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instalasi nuklir dan bahan nuklir;
pertambangan bahan galian nuklir; dan

pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan sumber
radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a.

b
c.
d

o

™
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produksi radioisotop;
produksi radioisotop dan radiofarmaka;
produksi radiofarmaka;

produksi peralatan vyang menggunakan zat
radioaktif;

produksi barang konsumen;

kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi
pengion;

pengelolaan limbah radioaktif;

ekspor zat radioaktif;

impor dan/atau pengalihan zat radiocaktif;
pengalihan pembangkit radiasi pengion,;
produksi pembangkit radiasi pengion;

impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion;
ekspor barang konsumen;

impor dan/atau pengalihan barang konsumen;

pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan
untuk penggunaan sumber radiasi pengion; dan
penggunaan, yang meliputi:
1. kedokteran nuklir, yang meliputi:

a} kedokteran nuklir terapi; dan

b} kedokteran nuklir diagnostik in vivo;
2. radioterapi;
3. iradiasi dengan iradiator, yang meliputi:

a) iradiator kategori II menggunakan sumber
radioaktif;

b} iradiator ..
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b) iradiator kategori I  menggunakan
pembangkit radiasi pengion;

c) iradiator kategori III menggunakan sumber
radioaktif; dan

d) iradiator kategori IV menggunakan sumber
radioaktif;
radiologi diagnostik dan/atau intervensional;

iradiasi dengan iradiator, yang meliputi:

a) iradiator kategori I menggunakan sumber
radioaktif; dan

b) iradiator kategori I menggunakan
pembangkit radiasi pengion;
uji tak rusak, yang meliputi:

a) uji tak rusak menggunakan sumber radiasi
pengion mobile atau portabel; dan

b) uji tak rusak menggunakan sumber radiasi
pengion terpasang tetap,

perekaman data dalam sumur pengeboran (well

logging);

penanda dan/atau perunut;

pengukuran (gauging) yang meliputi:

a) pengukuran menggunakan sumber radiasi
pengion portabel dan/atau mobile; dan

b} pengukuran menggunakan sumber radiasi
pengion terpasang tetap;

pemindaian bagasi menggunakan pembangkit
radiasi pengion portabel;

pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan
pembangkit radiasi pengion;

pemeriksaan kargo dan/atau peti kemas
menggunakan sumber radiasi pengion;

fasilitas penyimpanan sumber radioaktif;
penyimpanan sementara zat radioaktif;
radiologi diagnostik yang meliputi:

a) pengukuran densitas tulang; dan

b) pesawat gigi intra oral,

16. kedokteran ...
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16. kedokteran nuklir diagnostik in vitro;

17. pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat
radioaktif;

18. analisis menggunakan sumber radiasi pengion;

19. pemindaian bagasi dengan pembangkit radiasi
pengion terpasang tetap; dan

20. penyimpanan sementara pembangkit radiasi
pengion.

Perizinan Berusaha pada subsektor instalasi nuklir dan
bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. reaktor nuklir;
b. instalasi nuklir nonreaktor; dan
c. pemanfaatan bahan nuklir.

Perizinan Berusaha pada subsektor pertambangan bahan
galian nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. penyelidikan umum;

b. eksplorasi,

¢. studi kelayakan;
d. konstruksi;

e. penambangan;

f. pengolahan;

g. penyimpanan;
h.

pengalihan; dan/atau

dekomisioning.

s

Perizinan Berusaha pada subsektor pendukung sektor
ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. lembaga uji ketenaganukliran:

1. lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X
radiologi diagnostik dan intervensional,

2. laboratorium ...
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2. labotorium dosimetri;
3. laboratorium uji bungkusan zat radioaktif;

laboratorium uji peralatan radiografi industri;
dan

5. laboratorium uji radioaktivitas lingkungan,;

b. lembaga pelatihan ketenaganukliran.

Pasal 54

Perizinan Berusaha untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf f dan huruf p angka 1 sampail dengan angka 3,
diterbitkan sesuai tahapan kegiatan.

Tahapan Kkegiatan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tahap kegiatan konstruksi;
b. tahap kegiatan operasi; dan

¢. tahap Kkegiatan dekomisioning fasilitas sumber
radiasi pengion.

Pasal 55

Perizinan Berusaha untuk pengelolaan limbah radicaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g,
diterbitkan sesuai tahapan:

a. tahap kegiatan penentuan tapak;
b. tahap kegiatan konstruksi,

c. tahap kegiatan operasi; dan
d.

tahap kegiatan dekomisioning fasilitas sumber
radiasi pengton.

Permchonan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan
pelaksana.

Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan badan pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai ketenaganukliran.

Pasal 56 ...
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Pasal 56

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor ketenaganukliran meliputi:

a.

e 0 o

U O I

<

—t
.

N -

»

izin produksi radioisotop dan radiofarmaka,;

izin produksi radiofarmaka;

izin produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;
izin produksi barang konsumen;

izin kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;
izin kedokteran nuklir terapi dan diagnostic in vivo;

izin radioterapi;

izin iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif;

izin iradiator Kkategori II menggunakan pembangkit
radiasi pengion;

izin iradiator kategori IIl menggunakan sumber radioaktif;

izin iradiator Kkategori IV menggunakan sumber
radioaktif;

izin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan
pendidikan;

izin ekspor zat radioaktif;

izin impor dan/atau pengalihan zat radioaktif;

izin pengalihan pembangkit radiasi pengion;

izin produksi pembangkit radiasi pengion;

izin radiologi diagnostik dan/atau intervensional;

izin iradiator kategori [ menggunakan sumber radioaktif;

izin iradiator kategori | menggunakan pembangkit radiasi
pengion;

izin uji tak rusak terpasang tetap/ mobile;

izin perekaman data dalam sumur pengeboran (well
logging};

izin penanda dan/atau perunut;

izin pengukuran {gaugingj

izin pemindajan bagasi menggunakan pembangkit radiasi
pengion portabel;

y. izin ...
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izin pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan
pembangkit radiasi pengion,;

izin pemeriksaan kargo dan/atau peti kemas
menggunakan sumber radiasi pengion;

izin fasilitas penyimpanan sumber radicaktif;
izin menyimpan sementara zat radioaktif;
impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion;
ekspor barang konsumen; dan

impor dan/atau pengalihan barang konsumen.

Pasal 57

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum
dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada  sektor ketenaganukliran yang  ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum dalam
Lampiran II.

Paragraf 2

Norma dan Kriteria

Pasal 58

Perizinan Berusaha pemanfaatan sumber radiasi pengion
dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam
peraturan pemerintah tersendiri,

Dalam hal tertentu, pemanfaatan sumber radiasi pengion
untuk pemanfaatan yang menggunakan zat radicaktif
atau pemanfaatan vyang menggunakan pembangkit
radiasi pengion dan barang konsumen dikecualikan dari
Perizinan Berusaha.

Pasal 59 ...
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Pasal 59

Ketentuan mengenai norma dan kriteria pemanfaatan
sumber radiasi pengion, instalasi nuklir dan bahan
nuklir, pertambangan bahan galian nuklir, dan
pendukung sektor Kketenaganukliran diatur dalam
peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran.

Peraturan kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan
Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian,

Bagian Ketujuh
Sektor Perindustrian

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 60

Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi
kegiatan usaha:

a. penyelenggaraan industri yang mengolah bahan
baku dan/atau memanfaatkan sumber daya
industri; dan

b. kawasan industri.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha
penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya industn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. kegiatan vyang menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi;
dan/atau

b. kegiatan yang menyediakan jasa industri.

Perizinan Berusaha pada Kkegiatan usaha kawasan

industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko

kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha kawasan
industri.

(4) Kegiatan ...
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Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:

a. industri kecil;
b. industri menengah; dan

c. industri besar.

Pasal 61

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor perindustrian meliputi:

a.

(1)

(2)

rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan,
surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar,
dan/atau surat keterangan dalam kegiatan operasional
usaha industri tertentu;

verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha industri; dan

verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha kawasan industri.

Pasal 62

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum
dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor perindustrian yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan wusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 63

Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan melalui
Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional {SlINas)
secara terintegrasi.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 64

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
berlaku juga sebagai Perizinan Berusaha untuk tempat
penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong,
dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

a.

(1)

(2)

(3)

tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan
dan/atau kepentingan produksi Pelaku Usaha di sektor
perindustrian bersangkutan yang tidak terpisahkan dari
kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi
usaha industri; dan

tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau
dikomersialkan.

Pasal 65

Perizinan Berusaha wuntuk kegiatan usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
diperuntukan untuk kegiatan usaha industri yang wajib
dilakukan di lokasi kawasan industri.

Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berlokasi di luar kawasan industri apabila:

a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum
memiliki kawasan industri atau telah memiliki
kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri
dalam kawasan industrinya telah habis;

b. berlokasi di zona industri dalam KEK;

c. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri
menengah yang tidak berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan hidup yang berdampak
luas; atau

d. industri yang menggunakan bahan baku khusus
dan/atau proses produksinya memeriukan lokasi
khusus.

Kegiatan usaha industri yang berlokasi di luar kawasan
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dengan
ketentuan:

a. berlokasi ...
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a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau

b. termasuk klasifikasi industri menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana
tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota.

Industri kecil dan industri menengah vyang tidak
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ dan industri yang menggunakan bahan baku
khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 66

Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha
nonperseorangan di  sektor  perindustrian yang
melakukan perubahan klasifikasi usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat {4} wajib
memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku
Usaha nonpersecrangan di sektor perindustrian yang
melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri
tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah
lokasi industri.

Pasal 67

Dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha hanya berlaku bagi 1

(satu) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang:

a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok
usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada
dalam 1 (satu) lokasi industri;

b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1
(satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima)
digit yang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industri;
atau

c. memiliki ...



SK No 063197 A

(2)

{1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

c.. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu)
kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit
yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1
(satu) kawasan industri.

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki
usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib memiliki Perizinan Berusaha baru.

Pasal 68
Pelaku Usaha di sektor perindustrian wajib:

a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan
Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan

b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,
hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan
keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 69

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) haruf
a berlaku selama Pelaku Usaha di sektor perindustrian
melakukan kegiatan usaha industri.

(1)

(2)

Pasal 70

Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah
memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri.

Perluasan kegiatan usaha industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelaku Usaha
di sektor perindustrian melakukan penambahan
kapasitas produksi terpasang.

(3) Dalam ...



SK No 065196 A

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!IA

- 49 -

Dalam hal perluasan kegiatan wusaha industri
berpengaruh terhadap lingkungan hidup, Pelaku Usaha
harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 71

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan:

a. jumlah tenaga kerja;

b. nilai investasi;

c. kapasitas produksi terpasang;

d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI
5 {lima) digit; dan

e. penambahan/pemindahan lokasi usaha,

wajib melakukan penyesuaian data Perizinan Berusaha.

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan/atau nilai investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha industri
wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan bagi Pelaku Usaha di sektor perindustrian
yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri
tanpa menambah lahan lokasi industri dan pindah lokasi
industri.

Penyesuaian data Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.

Pasal 72

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf b diberikan hanya kepada Pelaku Usaha
nonperscorangan, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas,
yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional,
rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Pelaku ...
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(2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} yang telah memperoleh Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan
perusahaan kawasan industri.

(3} Perizinan Berusaha kawasan industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan usaha
kawasan industri.

Pasal 73

Pembangunan kawasan industri dilakukan dengan mengacu
pada pedoman teknis pembangunan kawasan industri.

Pasal 74

{1) Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar
kawasan industri.

{2} Perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi
standar kawasan industri diberikan akreditasi.

Pasal 75

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
{1) huruf b berlaku selama perusahaan kawasan industri
melakukan kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 76

etiap perusahaan kawasan industri yang melakukan
(1) Setiap p h k ind i lakuk
perluasan kawasan wajib memiliki Perizinan Berusaha.

(2) Sebelum mengajukan permohonan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, perusahaan
kawasan industri harus telah menguasai dan selesai
menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat
digunakan, menyusun perubahan analisis dampak
lingkungan, perencanaan, dan pembangunan
infrastruktur kawasan industri, serta kesiapan lain dalam
rangka perluasan kawasan.

(3} Perluasan ...
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Perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di dalam kawasan peruntukan industni.

Perluasan kawasan industri hanya diberikan seluas lahan
yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan
dengan surat pelepasan hak atau sertifikat.

Bagian Kedelapan
Sektor Perdagangan

Pasal 77

Perizinan Berusaha pada sektor perdagangan meliputi
kegiatan usaha:

a. perdagangan dalam negeri;
b. pengembangan ekspor nasional; dan

c. perdagangan berjangka komoditi, sistem resi
gudang, dan pasar lelang komoditas.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sebagaimana tercantum dalam Lampiran ! dan
Lampiran II.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha pengembangan
ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdin atas kegiatan usaha
pameran dagang.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan
berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang
komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi,
sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Pasal 78

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor perdagangan meliputi:

a. perdagangan ...
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perdagangan dalam negeri;
perdagangan luar negeri; dan

perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 79

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berjaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tercantum
dalam Lampiran L.

Persyaratan dan/atau Kkewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor perdagangan yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 dan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kesembilan

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(1)

(2)

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 80

Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat terdiri atas subsektor:

a. jasa konstruksi;
b. sumber daya air; dan

¢. bina marga.

Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. jasa konsultansi konstruksi;
b. pekerjaan konstruksi; dan
c. pekerjaan konstruksi terintegrasi.

(3) Perizinan ...
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Perizinan Berusaha pada subsektor sumber daya air
sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan subsektor bina
marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak
memiliki  Perizinan Berusaha yang  ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

Pasal 81

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor jasa konstruksi terdiri atas:

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;

c. registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing (BUJKA),

d. lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi (BUJK}; dan

e. lisensilembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor sumber daya air meliputi izin
penggunaan sumber daya air.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor bina marga terdiri atas:

a. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan non tol; dan

b. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan tol.

Pasal 82

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tercantum
dalam Lampiran L.

(2} Persyaratan ...
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Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tercantum
dalam Lampiran IL.

Paragraf 2

Norma dan Kriteria Subsektor Jasa Konstruksi

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 83

Kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2} huruf a dan kegiatan
usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b tidak dapat dilakukan
bersamaan dengan kegiatan usaha lain.

Kegiatan usaha pekerjaan Konstruksi terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c
dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan usaha
pekerjaan Kkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (2) huruf b.

Pasal 84

Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk
jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a
dan huruf b meliputi kualifikasi:

a. kecil;
b. menengah; dan
¢. besar.

Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk
usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf ¢ hanya meliputi
kualifikasi besar.

Badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan
konstruksi kualifikasi menengah dan besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan
pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia.

(4) Kantor ...
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Kantor perwakilan BUJKA harus berbadan hukum di
negara asal.

BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing harus
memenuhi persyaratan kualifikasi besar.

Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan sifat usaha umum dan
spesialis dikelompokan ke dalam klasifikasi.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri
atas subklasifikasi.

Pimpinan tertinggi kantor perwakilan BUJKA dijabat oleh
warga negara Indonesia, sebagai penanggung jawab
teknis.

Pimpinan  tertinggi  kantor  perwakilan = BUJKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan konstruksi guna proses alih
teknologi dapat dijabat warga negara asing.

Pasal 85

Penetapan kualifikasi badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat {1} dan ayat (2) dilakukan
berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen:

a. penjualan tahunan;

b. kemampuan keuangan;

c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
d.

kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi.

Penetapan kualifikasi badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap
subklasifikasi yang diusulkan.

Penetapan kualifikasi badan wusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan
usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis dan
pekerjaan konstruksi bersifat spesialis.

Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi,
penyebutan entitas BUJK mengacu pada kualifikasi
tertinggi pada subklasifikasi yang dimiliki.

Pasal 86 ...
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Pasal 86

Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat {1) huruf a dibuktikan dengan rekaman Kkontrak
kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan
dan telah tercatat sebagai pengalaman badan usaha.

Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam
masa berlakunya SBU konstruksi.

Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk
kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan
subpenyedia jasa, laporan penjualan tahunan dipisahkan
sesuai dengan porsinya.

Dalam hal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} sudah digunakan pada subklasifikasi
tertentu, penjualan tahunan tidak dapat digunakan
untuk permohonan kualifikasi dan subklasifikasi yang
berbeda.

Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk
peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan
tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan
tahunan sejenis.

Pasal 87

Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf b diperoleh dari nilai total ekuitas
pada:

a. neraca keuangan BUJK, untuk BUJK kualifikasi
kecil; dan

b. neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan
publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, untuk BUJK
kualifikasi menengah dan besar.

Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang
asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang
rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Pasal 88 ...
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Pasal 88

Ketersediaan tenaga Kkerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat {1} huruf c¢ harus
memenuhi persyaratan minimal yang terdiri atas:

a. jumlah tenaga kerja;
b. kualifikasi tenaga kerja; dan
¢c. jenjang tenaga kerja,

yang dibuktikan dengan  kepemilikan  sertifikat
kompetensi kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi.

Tenaga kerja Kkonstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);

b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU);
dan/atau

c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan WUsaha
(PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak
boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Jumlah tenaga Kkerja konstruksi PJSKBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sesuai dengan jumlah
dan kualifikasi subklasifikasi yang dimiliki.

Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi
dengan kualifikasi berbeda, kualifikasi dan jenjang
PJTBU mengacu kepada subklasifikasi dengan kualifikasi
tertinggi.

Dalam hal tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} mengundurkan diri, BUJK harus
melakukan penggantian tenaga kerja konstruksi dengan
kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) minimal sama dengan yang diganti, paling lama 7
(tujuh) Hari sejak tenaga kerja konstruksi mengundurkan
diri.

Setiap penggantian tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), BUJK wajib melaporkan kepada
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 89 ...
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Pasal 89

Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d
harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah
peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.

Kemampuan dalam penyediaan peralatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Pelaku Usaha
paling lama 30 {tiga puluh} hari kalender sejak SBU
konstruksi diterbitkan.

Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
jasa konsultansi konstruksi bersifat umum.

Pasal 90

Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha
jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. kualifikasi kecil, paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah);

b. kualifikasi menengah, paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah);

c. kualifikasi besar, paling sedikit Rp2.500.000.000,00
{dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

d. kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedikit Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah}.

Penilaian penjualan tahunan secbagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha

pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. kualifikasi kecil, paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. kualifikasi menengah, paling sedikit
Rp2.500.000.000,00 {dua miliar lima ratus juta
rupiah);

c. kualifikasi besar, paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
dan

d. kualifikasi ...
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d. kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedikit Rpl100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha
pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. kualifikasi besar, paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiahj;
dan

b. kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedikit Rpl100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Pasal 91

Penilaian kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha
jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. kualifikasi kecil, paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

b. kualifikasi menengah, paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah);

c. kualifikasi besar, paling sedikit RpS500.000.000,00
{lima ratus juta rupiah); dan

d. kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penilaian kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha
pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. kualifikasi kecil, paling sedikit Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah);

b. kualifikasi menengah, paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiahy);
¢. kualifikasi besar, paling sedikit

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah); dan

d. kualifikasi ...
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kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling

sedikit Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar
rupiah}.

(3) Penilaian kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha
pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.

kualifikasi besar, paling sedikit
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh Iima miliar
rupiah); dan

kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedikit Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar
rupiah}.

Pasal 92

Penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ untuk kegiatan
usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kualifikasi kecil terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu} PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi
KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh)
atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstruksi;

PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU; dan

1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

b. kualifikasi menengah terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagail pimpinan tertinggi;

1 (satu} orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstrukst; dan

1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

c. kualifikasi ...
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kualifikasi besar terdini atas:

L.
2.

1 {satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu) PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi
KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau
memiliki sertifikat Association of South East Asian
Nation (ASEAN) Architect atau ASEAN Chartered
Professional Engineer; dan

1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 {satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect
atau ASEAN Chartered Professional Engineer; dan

1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang ©
(sembilan) atau ahli utama sesuai dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki
sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered
Professional Engineer.

Pasal 93

Penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat {1) huruf ¢ untuk kegiatan
usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.

kualifikasi kecil terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 {(enam) atau
teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstruksi;

PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU; dan

4. 1 (satu) ...
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1 {satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha

dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analis sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

kualifikasi menengah terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau
ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi; dan

1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

kualifikasi besar terdiri atas:

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 {satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstruksi; dan

1 {satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect
atau ASEAN Chartered Professional Engineer, dan

1 {satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9
(sembilan) atau ahli utama sesuai dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki
sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered
Professional Engineer.

Pasal 94 .
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Pasal 94

Penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ untuk kegiatan
usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenubhi
persyaratan sebagai berikut:

a.

(1)

kualifikasi besar terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan)
atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstruksi; dan

2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri atas:

1.
2.

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi,

1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect
atau ASEAN Chartered Professional Engineer; dan

2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9
(sembilan) atau ahli utama sesual dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki
sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered
Professional Engineer.

Pasal 95

Penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(1) huruf d untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi
bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.

b.

kualifikasi kecil, memiliki peralatan utama paling
sedikit 1 (satu) per subklasifikasinya;

kualifikasi menengah, memiliki peralatan utama
paling sedikit 2 (dua) per subklasifikasinya;

c. kualifikasi ...
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c. kualifikasi besar, memiliki peralatan utama paling
sedikit 3 (tiga) per subklasifikasinya; dan

d. kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, memiliki
paling sedikit 5 (lima) peralatan utama per
subklasifikasinya.

Penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(1) huruf d untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi
terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. memiliki peralatan utama paling sedikit 3 {tiga) per
subklasifikasinya; dan

b. kantor perwakilan BUJKA, memiliki paling sedikit 5
(lima) peralatan utama per subklasifikasinya.

Pasal 96

Penilaian BUJK untuk jasa konsultansi konstruksi

dengan sifat usaha spesialis didasarkan pada

ketersediaan aset dan ketersediaan tenaga kerja
konstruksi sebagai berikut:

a. paling sedikit memiliki aset senilai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiahj;

b. 1 (satu} orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

c. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 {tujuh) atau
ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi; dan

d. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

Penilaian kantor perwakilan BUJKA untuk jasa
konsultansi konstruksi dengan sifat usaha spesialis
didasarkan pada ketersediaan aset dan ketersediaan
tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. paling sedikit memiliki aset senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

c. 1 (satu) ...
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1 (satu} orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect
atau ASEAN Chartered Professional Engineer, dan

1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

Penilaian BUJK untuk pekerjaan konstruksi dengan sifat
usaha spesialis didasarkan pada ketersediaan aset,
ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan peralatan
utama sebagai berikut:

a.

b.

paling sedikit memiliki aset senilai
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiahj;

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu) orang PJTBU dengan SKK Kkonstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan}
atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstruksi;

1 (satu} orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 {tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

memiliki peralatan utama paling sedikit 2 (dua) per
subklasifikasinya.

Penilaian kantor perwakilan BUJKA untuk pekerjaan
konstruksi dengan sifat usaha spesialis didasarkan pada
ketersediaan aset, ketersediaan tenaga kerja konstruksi,
dan peralatan utama sebagai berikut:

a,

b.

paling sedikit memiliki aset senilai
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

1 (satu} orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect
atau ASEAN Chartered Professional Engineer,

d. 1 (saty) ...
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d. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan} atau ahli madya sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

e. memiliki peralatan utama paling rendah 5 (lima) per
subklasifikasinya.

Hasil penilaian BUJK atau kantor perwakilan BUJKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4) merupakan dasar penerbitan SBU konstruksi.

Pasal 97

Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang
bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri
atas:

a. arsitektur;

b. rekayasa,

c. rekayasa terpadu; dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang

bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi
terdiri atas:

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan

b. pengujian dan analisis teknis.

Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat
umum serta klasifikasi dan subkliasifikasi terdiri atas:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat
spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:
persiapan;

konstruksi khusus;

konstruksi prapabrikasi;

penyewaan peralatan;

instalasi; dan

penyelesaian bangunan.

o A0 TP

(5) Jenis ...
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(5) Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi
serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

a. bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil.

Pasal 98

(1) Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
terdiri atas beberapa subklasifikasi usaha.

(2) BUJK hanya dapat mengambil subklasifikasi dari
klasifikasi yang dimilikinya.

Pasal 99

Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa
konstruksi meliputi:

a. SBU konstruksi;
b. SKK konstruksi; dan
c. lisensi.

Pasal 100

(1) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
huruf a wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan
layanan jasa konstruksi.

(2) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan melalui sertifikasi dan pencatatan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa
konstruksi terintegrasi.

(3) BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekeriaan umum melalui Lembaga Sertifikasi Badan
Usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi.

(4) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk jangka waktu 3 {tiga) tahun dan dapat
diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan.

(5) SBU konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan
sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 101 ...
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Pasal 101

SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi.

SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi kerja.

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi
bidang konstruksi.

Sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui
sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu 5 {lima) tahun dan dapat
diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan.

SKK konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan
sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 102

Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan
Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.

Pengajuan sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kualifikasi KKNI jenjang 1
(satu) sampai dengan 4 (empat) dapat dilakukan melalui
asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan
pelatihan kerja.

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
jenis layanan:

a. permohonan baru;
b. perpanjangan; atau

¢. perubahan.

Pasal 103 ...
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Pasal 103

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. permohonan,

b. pembayaran biaya;

c. verifikasi dan validasi; dan
d

persetujuan/penolakan permohonan SBU
konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS dengan
dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan kriteria penilaian kelayakan
yang telah ditetapkan dalam Pasal 85 ayat (1}, sesuai
subklasifikasi dan jenis kegiatan usaha.

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari
setelah terbitnya surat tagihan.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah
dokumen dinyatakan lengkap dan BUJK melakukan
pembayaran biaya.

Apabila permohonan disetujui, paling lambat 15 (lima
belas) Hari sejak pembayaran diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat {(4), diterbitkan SBU konstruksi, dan
dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistemn
informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Apabila permohonan tidak disetujui, BUJK tidak dapat
menuntut ganti rugi kepada LSBU.

Pasal 104

Dalam hal pengajuan permohonan SBU konstruksi
dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, ketentuan
mengenai sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap  proses penyetaraan kualifikasi dan
subklasifikasi kantor perwakilan BUJKA.

(2) Dalam ...
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Dalam hal pengajuan pencatatan SBU konstruksi
dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, ketentuan
mengenai pencatatan SBU konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pencatatan atas SBU konstruksi hasil
penyetaraan.

Paragraf 3

Norma dan Kriteria Subsektor Sumber Daya Air

(1)

(2)

Pasal 105

Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya
air dapat diberikan untuk:

a. titik atau tempat tertentu pada sumber air;
b. ruas tertentu pada sumber air; atau
c. bagian tertentu dari sumber air.

Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi
kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang
besar;

b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang
mengubah kondisi alami sumber air;

c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada dan/atau mengubah kondisi alami sumber air;

d. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
melalui sistem penyediaan air minum;

e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

f. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan

g. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 106 ...
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Pasal 106

Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air dilakukan melalui
tahapan:

a. permohonan; dan

b. penetapan,

Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Penetapan Pernizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian
antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan
pertimbangan hukum.

Ketentuan mengenali  evaluasi  kesesuaian dan
rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang
penyusunannya berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

Pasal 107

Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya
air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun.

Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan
usaha memerlukan prasarana sumber daya air dengan
investasi besar, investor pembangun dapat diberi
Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya
air dan memanfaatkan potensi sumber daya air yang
timbul untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan
rencana keuangan investasi.

Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {(2) dapat diperpanjang.

Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan
usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air
yang tidak menggunakan air, Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka
waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang

dibangun, Pasal 108 ...
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Pasal 108

Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya
dapat diperpanjang dengan mengajukan permochonan
perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu
Perizinan Berusaha berakhir.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:

a. kuota dan jadwal pengambilan air;

b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
c. cara pengambilan dan/atau pembuangan air;

d. cara penggunaan sumber daya air;

e. jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun;
dan/atau

f.  spesifikasi teknis bangunan.
Perpanjangan Perizinan Berusaha mempertimbangkan:

a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan
Berusaha mengalami perubahan;

b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang
sangat berarti; dan/atau

c. kebijakan pemerintah.

Pasal 109

Pelaku Usaha dapat mengajukan perubahan Perizinan
Berusaha, dalam hal:

a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan
Berusaha mengalami perubahan;

b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang
sangat berarti;

c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau

d. volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan
dalam Perizinan Berusaha.

{2) Dalam ...
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Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha diakibatkan
oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, pemberi Perizinan
Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan
Perizinan Berusaha kepada pemegang Perizinan
Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.

Perubahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa perubahan:

a. kuota dan jadwal pengambilan air;

b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;

c. jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;

d. cara pengambilan dan/atau pembuangan air;
dan/atau

e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang
digunakan.

Paragraf 4

Norma dan Kriteria Subsektor Bina Marga

(1)

{2)

(3)

(4)

Pasal 110

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna
jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna
melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.

Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan
ruang pengawasan jalan selain peruntukannya wajib
memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai
dengan kewenangannya.

Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan
perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan
jembatan wajib memperoleh dispensasi dari
penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan
untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang
tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan
keamanan konstruksi jalan oleh instansi Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh
rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 111 ..,
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Pasal 111

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan
menggunakan jalan non tol dan jalan tol diberikan
dengan memperhatikan pengamanan fungsi jalan,
menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan,
dan keamanan konstruksi jalan.

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan
menggunakan bagian-bagian jalan dapat diberikan
untuk:

a. ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik jalan
(rumija} non tol; atau

b. rumaja, rumija, dan ruang pengawasan jalan
(ruwasjaj tol.

Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-
bagian jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan
dan menggunakan bagian-bagian jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan
urutan prioritas:

a. pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat seperti
jaringan air, jaringan listrik, pipa gas, dan
telekomunikasi;

kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

c¢. pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan

d. pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 112

Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan terdiri atas:
a. rumaja dan rumija non tol;

dispensasi rumija non tol;

rumaja, rumija, dan ruwasja tol;

dispensasi rumija tol; dan

o a0 o

transportasi lain sejajar jalan tol.

Pasal 113...

pembangunan simpang susun dan = prasarana
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Pasal 113

Tata cara dan persyaratan Izin pemanfaatan dan penggunaan
bagian-bagian jalan dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

permohonan; dan

Izin.

Pasal 114

Permohonan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-
bagian jalan diajukan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum melalui Sistem OSS.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin pemanfaatan
bagian-bagian jalan tol dan jalan non tol dikenakan biaya
pemanfaatan barang milik negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
non tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua}
tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat
pembahasan dan dapat diperpanjang.

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat
pembahasan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh

Sektor Transportasi

Pasal 116

Perizinan Berusaha pada sektor transportasi terdiri atas
subsektor:

a. transportasi ...
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a. transportasi darat;

b. transportasi laut;

¢. transportasi udara; dan

d. transportasi perkeretaapian,

Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. penyelenggaraan sarana transportasi darat;
b. penyelenggaraan prasarana transportasi darat; dan

c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana
transportasi darat.

Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. penyelenggaraan sarana transportasi laut;
b. penyelenggaraan prasarana transportasi laut; dan

c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana
transportasi laut.

Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. penyelenggaraan sarana transportasi udara;
b. penyelenggaraan prasarana transportasi udara; dan

c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana
transportasi udara.

Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi
perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. penyelenggaraan sarana transportasi
perkeretaapian;
b. penyelenggaraan prasarana transportasi

perkeretaapian; dan

c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana
transportasi perkerctaapian.

(6) Kegiatan ...
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Kegiatan usaha penunjang sarana dan prasarana
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, ayat (3) huruf c, ayat {4) huruf ¢, dan ayat (5) huruf ¢
merupakan jasa terkait sarana dan prasarana
transportasi yang dapat dilakukan secara langsung oleh
UMK-M atau bekerja sama dengan badan usaha.

Pasal 117

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor transportasi meliputi penunjang operasional dan/atau
komersial kegiatan usaha pada subsektor:

a0 gp

(1)

{2)

transportasi darat;
transportasi laut;
transportasi udara; dan
transportasi perkeretaapian.

Pasal 118

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
tercantum dalam Lampiran 1.

Persyaratan dan/atau Kkewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor transportasi yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 dan Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kesebelas
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 119

Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan
terdiri atas:

a. subsektor ...
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subsektor kesehatan; dan

subsektor obat dan makanan.

Pasal 120

Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan
usaha:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga; dan

c. pengendalian vektor dan binatang pembawa
penyakit.

Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi
Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.

Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus dimiliki cleh
Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau
yang mengimpor cbat dan makanan untuk diedarkan.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk pangan olahan industri rumah tangga yang
diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor kesehatan meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga,

c. pengendalian vektor dan binatang pembawa
penyakit; dan

d. kesehatan lingkungan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor obat dan makanan meliputi:

a. obat dan bahan obat;
b. obat ...
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b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi,
dan kosmetik; dan

c. pangan olahan.

Pasal 122

Kode KBLI/KBL! terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
tercantum dalam Lampiran [.

Persyaratan dan/atau Kkewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor kesehatan, obat dan makanan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tercantum
dalam Lampiran 1I.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 123

Perizinan Berusaha subsektor kesehatan yang berkaitan
dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kesehatan.

(1)

(2)

Pasal 124

Obat dan makanan yang dibuat dan/atau diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) wajib
memenuhi standar dan/atau persyaratan.

Standar dan/atau persyaratan diberlakukan untuk:

a. obat dan bahan obat;

b. obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat
kuasi;

c. kosmetik; dan
d. pangan olahan.
Pasal 125 ..
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Pasal 125

Standar dan/atau persyaratan untuk obat dan bahan
obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2)
huruf a meliputi keamanan, khasiat, dan mutu serta
informasi produk yang ditetapkan.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari farmakope Indonesia, metode
analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa farmakope Indonesia disusun oleh
tim penyusun dan ditetapkan oleh mentert yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau
persyaratan obat dan bahan obat seclain farmakope
Indonesia diatur dengan peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pengawasan obat dan makanan.

Pasal 126

Standar dan/atau persyaratan untuk obat tradisional,
suplemen keschatan, dan obat kuasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2} huruf b meliputi
keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta
informasi produk yang ditetapkan.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari farmakope herbal Indonesia,
metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} berupa farmakope herbal Indonesia disusun
oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau
persyaratan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
obat kuasi selain farmakope herbal Indonesia diatur
dengan peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

Pasal 127 ...
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Pasal 127

Standar dan/atau persyaratan untuk kosmetik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf ¢
meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta
informasi produk yang ditetapkan.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari kodeks kosmetik Indonesia,
metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa kodeks kosmetik Indonesia disusun
oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau
persyaratan kosmetik selain kodeks kosmetik Indonesia
diatur dengan peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

Pasal 128

Standar dan/atau persyaratan untuk pangan olahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d
meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta informasi
produk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 129

Setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib
dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang baik.

Setiap orang yang mengedarkan obat dan bahan obat
wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan
pengelolaan obat dan bahan obat yang baik.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri dari:

a. cara distribusi yang baik untuk kegiatan penyaluran
obat dan bahan obat; dan

b. standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan
obat dan bahan obat yang bailk untuk kegiatan
penyerahan obat dan bahan obat.

Pasal 130...
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Pasal 130

(1) Setiap orang yang membuat dan/atau mengedarkan obat
tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan wajib
dilakukan sesuai dengan cara yang baik.

(2) Setiap orang membuat dan/atau mengedarkan kosmetik
wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik.

Pasal 131

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan
pangan olahan wajib menerapkan prinsip cara yang baik
dalam produksi dan/atau peredaran.

{2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan
pangan olahan wajib menerapkan sistem jaminan
keamanan pangan dan mutu pangan berdasarkan kajian
Risiko.

Pasal 132

Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi pangan, bahan baku,
bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang
dihasilkan dari rekayasa genetik pangan wajib memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Ketentuan mengenai standar pelayanan kefarmasian dan alat
kesehatan diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Belas
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 134

(1) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan dapat
dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Perizinan ...

SK No (68239 A



SK No 068238 A

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 83 -

Perizinan Berusaha Berbasis Risike untuk satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan.

Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk
lembaga pendidikan formal di KEK wajib dilakukan
melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan
kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan
lembaga pendidikan formal di KEK diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden
berdasarkan rekomendast dari kementerian yang
menyelenggarakan  koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 135

Perizinan Berusaha subsektor kebudayaan meliputi
kegiatan usaha perfilman.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perfilman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha
terdiri atas:

pembuatan film;

jasa teknik film;

pengedaran film;

pertunjukan film;

penjualan film dan/atau penyewaan film;
pengarsipan film;

ekspor film; dan/atau

TR T a0 g

impor film.
Pasal 136 ...
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Pasal 136

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor kebudayaan meliputi:

a. pemberitahuan pembuatan film;

b. penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh
pihak asing;

c. rekomendasi impor film; dan
d. tanda lulus sensor.

Pelaku Usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan
Berusaha atas kegiatan wusaha pembuatan film
menyampaikan surat pemberitahuan pembuatan film
setiap akan melakukan kegiatan pembuatan film.

Pelaku Usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan
Berusaha atas kegiatan usaha impor film mengajukan
permohonan rekomendasi impor .film setiap akan
melakukan kegiatan impor film.

Pasal 137

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
135 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
tercantum dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan wusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 tercantum
dalam Lampiran II.

Paragraf 2 ..
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Paragraf 2
Norma dan Kriteria
Pasal 138

Pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat (2) huruf a oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di wilayah Indonesia mengajukan persetujuan
penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kebudayaan melalui kedutaan, konsulat jenderal,
atau konsulat scbagai perwakilan Indonesia di luar
negeri.

Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan perusahaan asing yang telah memiliki
Perizinan Berusaha dari negara asal.

Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib bekerja sama dengan Pelaku Usaha pembuatan film
di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal.

Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan melalui mekanisme evaluasi.

Pasal 139

Pelaku Usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan
Berusaha atas kegiatan usaha pembuatan film dan usaha
impor film mengajukan permohonan tanda lulus sensor
kepada lembaga vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sensor film untuk setiap judul
film yvang akan dipertunjukkan untuk umum.

Tanda hulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan melalui mekanisme evaluasi oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sensor film.

Bagian Ketiga Belas
Sektor Pariwisata
Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 140

Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. daya ...
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daya tarik wisata;

kawasan pariwisata;

jasa transportasi wisata;

jasa perjalanan wisata;

jasa makanan dan minuman;

penyedia akomodasi;

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

penyelenggaraan  pertemuan, perjalanan  insentif,
konferensi, dan pameran;

jasa informasi panwisata,
jasa konsultan pariwisata;
jasa pramuwisata;

wisata tirta; dan

spa.

Pasal 141

Kode KBLI/KBL1 terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
140 tercantum dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 142

Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata
merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup
sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan,
persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian
kesesuaian, dan Pengawasan.

(2) Standar ...
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Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memasukkan unsur:

a. pengutamaan penggunaan produk masyarakat
setempat dan produk dalam negeri serta pemberian
kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan

b. pengembangan kemitraan dengan UMK dan koperasi
setempat.

Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan ayat (2) disusun secara bersama-sama oleh
instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata,
asosiasi profesi, dan akademisi.

Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan
usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pariwisata.

Pasal 143

Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha secktor
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat
(1) dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat
Risiko tinggi diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha
pariwisata dalam rangka sertifikasi dan surveilans.

Lembaga sertifikasi wusaha pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang
terakreditast oleh lembaga pemerintah yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Lembaga pemerintah yang mempunyai Kkewenangan
untuk melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaporkan setiap hasil akreditasi kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pariwisata.

Dengan telah dipenuhinya standar usaha tingkat Risiko
menengah tinggi dan Risiko tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi usaha
pariwisata menerbitkan Sertifikat Standar wusaha
pariwisata yang berlaku selama pengusaha pariwisata
menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan .
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Pelaksanaan verifikasi standar usaha tingkat Risiko
menengah tinggi dan Risiko tinggi dapat dilakukan secara
daring atau luring termasuk audit jarak jauh (remote
audit).

Untuk UMK dengan standar usaha tingkat Risiko
menengah tinggi dan Risiko tinggi dilaksanakan secara
daring termasuk audit jarak jauh (remote audit).

Usaha pariwisata dengan tingkat Risiko menengah
rendah dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha
pariwisata secara sukarela sesuai ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat Belas

Sektor Keagamaan

Paragraf 1

Perizinan Berusaha

Pasal 144

Perizinan Berusaha pada sektor keagamaan yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha meliputi
kegiatan usaha:

a.
b.

(1)

(2)

penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan

penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Pasal 145

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 tercantum dalam Lampiran [.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor keagamaan yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko Kkegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2

Norma dan Kriteria

Pasal 146

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 huruf a diperoleh setelah
Pelaku Usaha menjadi penyelenggara perjalanan ibadah
umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah
memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000
(seribu) orang.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 huruf b dapat dimohonkan
setelah Pelaku Usaha memiliki Perizinan Berusaha untuk
melakukan kegiatan usaha biro perjalanan wisata paling
singkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 147

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah haji
khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 wajib
menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari standar pelaksanaan kegiatan
usaha sektor keagamaan.

Pasal 148

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama melaksanakan akreditasi terhadap Pelaku
Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan
ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

(2) Dalam ...
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Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama menunjuk lembaga
pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan akreditasi, seleksi, dan menetapkan lembaga
penilaian kesesuaian.

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melakukan sertifikasi terhadap Pelaku
Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan
ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Sertifikasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan
kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus dan
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 dilakukan setiap 5 (lima)
tahun.

Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan akreditasi, seleksi, dan menetapkan
lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaporkan setiap hasil akreditasi dan
sertifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama menetapkan skema dan kriteria akreditasi
dan sertifikasi usaha penyelenggaraan ibadah haji
khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Skema dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama setelah berkoordinasi
dengan lembaga  pemerintah yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama memublikasikan hasil akreditasi dan
sertifikasi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
penyelenggaraan ibadah haji khusus dan
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat secara
elektronik dan/atau nonelektronik.

(9) Dalam ...



9

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah
haji khusus, sertifikasi kegiatan usaha penyelenggaraan
perjalanan ibadah umrahnya dilakukan secara bersama-
sama dalam 1 (satu) waktu pada saat sertifikasi kegiatan
usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus
dilaksanakan.

Bagian Kelima Belas

Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

SK No 003230 A

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 149

Perizinan Berusaha pada sektor pos, telekomunikasi,
penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik meliputi
subsektor:

a. pos;
b. telekomunikasi;

c. penyelenggaraan penyiaran; dan

d. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Perizinan Berusaha pada subsektor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha
terdiri atas:

a. penyelenggaraan pos; dan
b. agen kurir.

Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

c. penyelenggaraan teleckomunikasi khusus; dan
d. jasa jual kembali jasa telekomunikasi.

Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:

a. jasa ...
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a. jasa penyiaran radio; dan
b. jasa penyiaran televisi,

Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan

sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil

analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a. aktivitas pengembangan teknologi blockchain;

b. aktivitas pemrograman  berbasis kecerdasan
artifisial;

c. aktivitas konsultasi dan perancangan intermet of
things {1oT);

d. aktivitas penyediaan identitas digital; dan

e. aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan
layanan yang menggunakan sertifikat elektronik.

Pasal 150

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
subsektor POS, telekomunikasi, penyiaran, dan
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi:

a.
b.
o

@ ™o oA

(1)

penetapan multipleksing;

penomoran telekomunikasi;

hak labuh sistem komunikasi kabel laut transmisi
telekomunikasi internasional;

hak labuh satelit;

izin penggunaan spektrum frekuensi radio;

sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan

pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat.

Pasal 151

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
149 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150
tercantum dalam Lampiran 1.

{2) Persyaratan ...
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(2) Persyaratan dan/atau Kkewajiban Perizinan Berusaha

pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem
dan transaksi elektronik yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 dan Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Keenam Belas
Sektor Pertahanan dan Keamanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 152

Perizinan Berusaha pada sektor pertahanan dan keamanan
terdin dari subsektor:

a.

subsektor industri pertahanan; dan

b. subsektor keamanan.

Paragraf 2
Subsektor Industri Pertahanan

Pasal 153

Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan terdiri
atas:

a. badan usaha milik negara; dan

b. badan usaha milik swasta,

yang baik secara sendiri maupun berkelompok ditetapkan
oleh Pemernintah Pusat untuk sebagian atau seluruhnya
menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan
serta jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan
strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 154

Perizinan Berusaha pada subsektor industri pertahanan
meliputi:

a. penetapan ...
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penetapan sebagai industri pertahanan;

izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan;
kelaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan,
pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan;

penjualan, ekspor, dan transfer alat peralatan
pertahanan dan keamanan,;

pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan
keamanan; dan/atau

perizinan industri bahan peledak.

Pasal 155

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
berkaitan dengan industri pertahanan yang menjalankan
kegiatan usaha:

a.
b.
C.

d.

(1)

(2)

industri alat utama;
industri komponen utama dan/atau penunjang;

industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan);
dan

industri bahan baku.

Pasal 156

Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 huruf a dilakukan oleh badan usaha milik negara
dan/atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai pemadu utama flead integrator) yang
menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau
mengintegrasikan semua komponen utama, komponen,
dan bahan baku menjadi alat utama.

Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. industri senjata dan amunisi;
industri pesawat terbang;
industri kendaraan perang;
industri kapal perang; dan

o a0 o

industri radar pertahanan.
(3) Industri ...
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Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 yang bidang usahanya terbuka dengan
persyaratan tertentu dan wajib mendapatkan persetujuan
dari menteri yang  menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.

Industri komponen utama dan/atau penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b
dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen
utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku
cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama
alat peralatan pertahanan dan keamanan dan/atau
wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.

Industri komponen dan/atau pendukung {perbekalan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c
dilakukan oleh badan wusaha milik negara dan/atau
badan usaha milik swasta yang memproduksi suku
cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang
untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan
produk perbekalan.

Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 huruf d dilakukan oleh badan usaha milik negara
dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi
bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat
utama, industri komponen utama dan/atau penunjang,
dan industri komponen dan/atau  pendukung
(perbekalan).

Pasal 157

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
154 tercantum dalam Lampiran [.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor
industri pertahanan tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3 ...
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Paragraf 3

Norma dan Kriteria Subsektor Industri Pertahanan

{1

(2)

Pasal 158

Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 153 mempunyai
kegiatan usaha dan/atau kompetensi berdasarkan
kriteria dalam bidang:

a.

b
C.
d

rancang bangun dan perekayasaan;
pengembangan desain dan produk;
produksi; dan/atau

pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

rancang bangun produk alat peralatan pertahanan
dan keamanan yang memuat metodologi, standar
acuan desain dan analisis, proses desain, simulasi
yang wajib dilakukan, pengujian, penggunaan dari
data rujukan atau data teknis milik perusahaan,
dan/atau sistem dokumentasi dari setiap aktivitas
dari proses rancang bangun scbuah produk alat
peralatan pertahanan dan keamanan;

kegiatan perekayasaan dituangkan dalam bentuk
desain dan rancang bangun untuk menghasilkan
nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan sudut pandang dan/atau
konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya,
estetika serta pertahanan dan keamanan;

pengembangan desain meliputi kegiatan
pengembangan desain fungsi dan kemampuan
produk alat peralatan pertahanan dan keamanan,
teknologi dan material, arsitektur fungs: dan
arsitektur fistk serta konfigurasi dari produk alat
peralatan pertahanan dan keamanan;

pengembangan produk meliputi pengembangan:

1. desain dari produk alat peralatan pertahanan
dan keamanan yang dapat menggambarkan
fitur dan kemampuan secara fungsional,

2. konfigurasi ...
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2. konfigurasi dart produk alat peralatan
pertahanan dan keamanan yang secara terpadu
dapat mewakili produk yang ditetapkan oleh
operational requirement,

3. bentuk, fitur, fungsi, dan kemampuan teknis
produk alat peralatan pertahanan dan
keamanan yang secara terintegrasi dapat
memberikan gambaran kemampuan operasi
dari produk alat peralatan pertahanan dan
keamanan;

4. varian konfigurasi dari produk alat peralatan
pertahanan dan keamanan yang dapat
dijadikan sebagai kandidat prototipe vyang
memenuhi operational requirement; dan

5. system requirements dari produk alat peralatan
pertahanan dan keamanan sebagai penjabaran
teknis dari operational requirement.

proses produk alat peralatan pertahanan dan
keamanan memiliki fungsi dan/atau secara
bersama-sama mempergunakan sejumlah fungsi dan
fitur untuk memproduks: sesuai standar industri
pertahanan dengan memperhatikan keamanan
informasi teknologi pertahanan dan keamanan; dan

kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi
alat peralatan pertahanan dan keamanan dilakukan
di dalam negeri.

Pasal 159

Persyaratan terhadap permohonan:

a.

penetapan sebagal industri pertahanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 154 huruf a;

b. izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b; dan

c. izin produksi bahan peledak,

dilakukan verifikasi pada saat permohonan diajukan.

Paragraf 4 ..



SK No 087283 A

PRESIDEN
HREPUBLIK INDONESIA

- Q8 -

Paragraf 4
Subsektor Keamanan

Pasal 160

Perizinan Berusaha subsektor keamanan yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

a.

-0 Qo g

(1)

(2)

3)

jasa konsultansi keamanan;

jasa penerapan peralatan keamanan;

jasa pelatihan keamanan;

jasa kawal angkut uang dan barang berharga;
jasa penyediaan tenaga pengamanan; dan
jasa penyediaan satwa.

Pasal 161

Pemohon Perizinan Berusaha subsektor keamanan
meliputi atas Pelaku Usaha nonperseorangan.

Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} merupakan perusahaan yang berbentuk
perseroan terbatas.

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan badan usaha jasa pengamanan.

Pasal 162

Kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha subsektor
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
tercantum dalam Lampiran I.

(1)

(2)

Pasal 163

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
160 tercantum dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada subsektor keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 160 tercantum dalam Lampiran II.

Bagian ...



SK No 0638273 A

(1)

(2)

&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Bagian Ketujuh Belas
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 164

Perizinan Berusaha sektor ketenagakerjaan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:

a.
b.

pelatihan kerja;

penyediaan sumber daya manusia dan manajemen
fungsi sumber daya manusia termasuk alih daya;

aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja
dalam negeri/tenaga kerja swasta;

penyalur pekerja rumah tangga;
aktivitas penempatan tenaga kerja daring (job portal);

aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja
luar negeri/pekerja migran Indonesia;

reparasi mesin untuk keperluan umum, dengan
lingkup kegiatan usaha meliputi fabrikasi,
pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3};

jasa sertifikasi, dengan lingkup kegiatan usaha
meliputi lembaga audit Sistem Manajemen K3
(SMK3);

jasa pengujian laboratorium, dengan lingkup
kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian
K3;

jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan
usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3; dan
pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta dengan

lingkup kegiatan usaha meliputi pembinaan dan
konsultasi K3.

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas pelatihan kerja untuk:

a.
b.

C.

pemerintah;
perusahaan; dan

swasta.

Pasal 165 ...
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Pasal 165

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor ketenagakerjaan meliputi:

a.

(1)

(2)

1zin  pemeriksaan/pengujian dan/atau  pelayanan
kesehatan kerja;

sertifikat SMK3;

surat keterangan layak K3 bagi peralatan, pesawat
angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan
produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki timbun,
elevator/lift, eskalator, instalasi penyalur petir, sarana
proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko
tinggi, pengendalian bahan kimia berbahaya dan
lingkungan kerja; dan

izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja
migran Indonesia.

Pasal 166

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
tercantum dalam Lampiran I.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada  sektor ketenagakerjaan yang = ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Perizinan
Berusaha  Untuk  Menunjang  Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 tercantum
dalam Lampiran II.

BAB IV ..
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BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE

SK No 063271 A

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

SINGLE SUBMISSION}

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 167

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui
Sistem OSS.

Sistem OSS terdiri dari:

a. subsistem pelayanan informasi;

b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
c¢. subsistem Pengawasan.

Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
digunakan oleh:

a. kementerian/lembaga;

pemerintah provinsi;

pemerintah kabupaten/kota;
Administrator KEK;

Badan Pengusahaan KPBPB; dan
Pelaku Usaha.

-0 a o o

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 168

Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 ayat {2} huruf a menyediakan informasi
dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;

b. rencana tata ruang;

¢. ketentuan ..
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c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;

d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan
Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan
kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan
ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur,
dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman
dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan
I1zin;

e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung
dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan
lingkungan;

f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;

g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban
pelaporan;

h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan
pengguna Sistem 0SS, kamus Sistem 0SS dan hal-
hal vyang sering ditanya (frequently asked
questions/FAQ);

i.  pelayanan pengaduan masyarakat; dan

j.  informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan

Lembaga OSS.

Informast sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat
diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak
akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 169

Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b.

Subsistern Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan
Perizinan Berusaha:

a. pendaftaran akun/hak akses;

b. Risiko rendah berupa NIB;
c. Risiko ...
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c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
1. NIB; dan
2. Sertifikat Standar.

d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
1. NIB; dan
2. Sertifikat Standar.

e. Risiko tinggi terdiri dari:
1. NIB; dan
2. lIzin.

Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak
akses oleh:

a. Pelaku Usaha;

b. Lembaga OSS;

¢c. kementerian/lembaga;

d. DPMPTSP provinsi;

e. DPMPTSP kabupaten/kota;
f. Administrator KEK; dan

g. Badan Pengusahaan KPBPB.

Kepala Lembaga OSS dapat memberikan hak akses
terbatas selain kepada pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}.

Paragraf 2
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 170

Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
167 ayat (2} huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan,
b. badan usaha;

c. kantor perwakilan; dan
d. badan usaha luar negeri.

(2) Orang ...
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Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan
perbuatan hukum.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum
atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
b. orang perseorangan warga negara asing; atau

c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku
Usaha dari luar negern,

dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang
didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

b. persekutuan komanditer (commanditaire
vennotschap);

persekutuan firma (venootschap onder firmaj;
persekutuan perdata;

koperasi;

yayasan,;

perusahaan umurm,;

RO 0 a0

perusahaan umum daerah;

badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan

[

J. lembaga penyiaran.

(7) Kantor ...
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Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}

paling sedikit terdiri atas:

a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

b. Kkantor perwakilan perusahaan asing; atau

c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi
asing.

Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) vang dapat melakukan kegiatan usaha di
Indonesia paling sedikit terdiri atas:

a. pemberi waralaba dari luar negeri;

b. pedagang berjangka asing;

c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat
asing; dan

d. bentuk usaha tetap.

Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf b termasuk dalam tingkat
Risiko rendah.

Paragraf 3
Pendaftaran Hak Akses

Pasal 171

Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a meliputi:

a. orang perseorangan;
b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau

c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi
dan yayasan.

Hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (3) huruf ¢ sampai dengan huruf g
diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan
oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi,
kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK,
atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

(3) Pengelola ..
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(3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat memberikan hak akses turunan sesuai
kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 172

Lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian hak
akses dan hak akses turunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 171.

Pasal 173

(1) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a diberikan untuk:

a. mengajukan permoheonan Perizinan Berusaha
termasuk perubahan dan pencabutan;

b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
¢. menyampaikan pengaduan; dan/atau
d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

(2) Hak akses kepada kementerian/iembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (3) huruf ¢ sampai dengan huruf g
diberikan untuk:

a. melakukan verifikasi teknis dan  notifikasi
pemenuhan  persyaratan Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko;

b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan

c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara
pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 174

Permochonan hak akses melalui Sistem OS8S dilakukan oleh
Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk
kependudukan,;

b. badan ...
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badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan
badan usaha;

badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan
umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum
lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data
dasar hukum pembentukan;
persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data
dasar hukum pendirian; dan

kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan
mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor
perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan
Indonesia atau nomor paspor kepala  kantor
perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan
asing.

Pasal 175

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak
akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 secara
mandiri dalam Sistem OS88S.

Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit:

a. nama penanggung jawab;

b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor
penanggung jawab;

c. nomor telepon penanggung jawab;

d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau

e. kata sandi.

Atas perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada
Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Paragraf 4
NIB

Pasal 176
NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
(2) Setiap ...
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Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Lembaga OSS.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
identitas bagi  Pelaku  Usaha  sebagai  bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kegiatan usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berlaku juga

sebagai:

a. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai angka
pengenal impor;

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan;

c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk
jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama
Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya
dapat memilih:

a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor
barang yang diperdagangkan; atau

b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan
impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai
barang modal, bahan baku, bahan penolong,
dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b dapat digunakan oleh:

a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk
melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan
hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.

NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan
disertai dengan tanda tangan elektronik.

Pasal 177 ...
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Pasal 177
NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 mencakup
data:
profil;
permodalan usaha,;
nomor pokok wajib pajak;
KBLI; dan
lokasi usaha.

a0 T

Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data
pada Sistem OSS.

Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan
nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan
sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, sesuai dengan integrasi antara Sisten (OSS
dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Sistem OSS melakukan
validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagi Pelaku Usaha orang persecrangan yang belum
memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan
permohonan nomor pokcok wajib pajak melalui Sistem
OSS.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai
dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan
sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan
pengisian pada Sistem OSS.

(9) Bagi ...
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Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha
luar negeri, harus mengisi data paling sedikit:

a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
b. alamat perusahaan asing; dan
c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 178

Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian
ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman
Modal lainnya, termasuk:

a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang
usaha prioritas;

b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;

c. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi; dan

d. ketentuan bidang usaha khusus (single purpose).

Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan
Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas
Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku
Usaha.

Paragraf 5

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

{2)

Pasal 179

Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha
yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177 ayat (1) huruf e mencakup:

a. daratan;

b. laut; dan/atau

¢. kawasan hutan.

Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan
rencana detail tata ruang daerah dalam sistem di
kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang
tata ruang yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

(3) Dalam ...
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Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang:

a. bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai
dengan rencana detail tata ruang daerah, Sistem
0SS secara otomatis menerbitkan konfirmasi
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai kegiatan usaha;
atau

b. bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai
dengan rencana detail tata ruang daerah, Sistem
0SS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata
ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 180

Dalam hal rencana detail tata ruang daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2} belum tersedia,
pemeriksaan lokast dilakukan berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah nasional;

b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;

¢. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang belum tersedia rencana detail
tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang melakukan validasi
kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, untuk menerbitkan
atau tidak menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) paling lama 20 {dua puluh} Hari
sejak permohonan NIB diajukan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem OSS.

Pasal 181 ...
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Pasal 181

Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara
otomatis lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 dengan ketentuan:

a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi
KEK atau kawasan industri;

b. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak
tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan
tata ruang yang sama;

¢. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah
yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang

telah mendapatkan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dan akan digunakan oleh Pelaku
Usaha;

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada
wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau

e. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita
atau badan penyelenggara pengembangan suatu
kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan
pengembangan tersebut.

Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/atau
yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan
Berusaha bagi UMK berdasarkan pernyataan Pelaku
Usaha sesuai format pada Sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan
pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare,
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha sesuai format
pada Sistem OSS.

Pasal 182

Pemeriksaan lokasi di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Pelaku
Usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Lokasi ...
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Lokasi usaha mengacu pada pemanfaatan sesuai dengan
rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antar
wilayah, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional
tertentu.

Pemeriksaan lokasi di laut dilakukan kepada Pelaku
Usaha yang memanfaatkan ruang secara menetap di
sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut,
kolom air, dan/atau permukaan dasar laut pada batas
keluasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana tata ruang
yang mencakup rencana zonasi dalam sistem di
kementerian yang menyelenggarakan urusarn
pemerintahan di bidang kelautan yang terintegrasi
dengan Sistem OSS.

Dalam hal lokasi yang dimohonkan berada di laut, Pelaku
Usaha menyampaikan permohonan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang di laut kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan melalui Sistem 0SS.

Terhadap permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5},
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan menyampaikan notifikasi persetujuan
atau penoclakan ke dalam Sistem OSS paling lama 20
(dua puluh) Hari sejak permohonan NIB diajukan.

Berdasarkan notifikasi persetujuan atau penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS akan
menerbitkan persetujuan atau penolakan kegiatan
pemanfaatan ruang.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {6} terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang di laut diterbitkan secara otomatis
oleh Sistem OSS.

Pasal 183 ...



SK No 085493 A

(1)

2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

P
%

PRESIDEN
REPUBLHC INDONESIA

- 114 -

Pasal 183

Dalam hal kegiatan usaha berada di darat, wilayah
pesisir, dan laut, persetujuan kesesuaian pemanfaatan
ruang diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria dan tata ruang dan menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Persetujuan dan penoclakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
agraria dan tata ruang dan menten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan melalui Sistem 0SS,

Pasal 184

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tidak
melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah
sesuai tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dibatalkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Terhadap lokasi usaha pada kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf ¢
dapat mencakup kegiatan:

a. penggunaan kawasan hutan; dan
b. pemanfaatan hutan.

Dalam hal kegiatan yang akan dilakukan oleh Pelaku
Usaha menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat
dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung.

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui persetujuan
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

(4) Permohonan .
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Permohonan dan kelengkapan persyaratan pemanfaatan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diajukan melalui Sistem OSS.

Permchonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan untuk dilakukan verifikasi.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi
atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh
kementenan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan yang dinotifikasi ke
Sistem OSS,

Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan tidak memberikan
notifikasi persetujuan atau penoclakan ke Sistem OSS
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga 0SS
menerbitkan izin pemanfaatan hutan.

Paragraf 6
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 186

Dalam hal menggunakan tenaga Kkerja asing, Pelaku
Usaha menyampaikan permohonan pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik
yang diselenggarakan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
kepada Lembaga OSS dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 7 ...
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Paragraf 7
Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha

Pasal 187

Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan
usaha berupa:

a. kegiatan usaha utama,;
b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
c¢. kantor cabang administrasi.

Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang
tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan
bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau
menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.

Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan:

a. kegiatan yang bertujuan untuk mendukung
kelancaran kegiatan usaha utama,;

b. tidak merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku
Usaha; dan

c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu
sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan wunit atau bagian dari
perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di
tempat berlainan dan bersifat administratif.

Pasal 188

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem
0SS untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk
masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling
sedikit memuat:

a.

b
c.
d

jenis produk yang dihasilkan;
kapasitas produk;
jumlah tenaga kerja; dan
rencana nilai investasi.
Pasal 189 ..
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Pasal 189
Sistern OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas
data usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 huruf d yang diajukan oleh
Pelaku Usaha meliputi:
a. minimum investasi; dan
b. ketentuan permodalan,
untuk Penanaman Modal Asing.

Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal

Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi total investasi lebih besar dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah}, di luar

tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit

per lokasi proyek.

Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:

a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar,
lebih besar dari Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah
per 4 (empat) digit awal KBLI;

b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan
minuman sepanjang terbuka untuk Penanaman
Modal Asing, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan,
adalah per 2 {dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik
lokasi;

c. khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang
terbuka untuk Penanaman Modal Asing, lebih besar
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di
luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan,
adalah per 4 (empat) digit awal KBLI; atau

d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang
menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima)
digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih
besar dari Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Pasal 190

Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3), Pelaku Usaha wajib
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk
pengidentifikasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2} Kegiatan ...
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Kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses
pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat
(2) serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud
dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.

Terhadap kegiatan wusaha pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf b, ketentuan
dalam Pasal 188 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 191

Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) pada
Sistem OSS dengan melengkapi data paling sedikit:

a. alamat kantor cabang administrasi;

b. nomor pokok wajib pajak kantor cabang
administrasi; dan

¢c. penanggung jawab kantor cabang administrasi.

Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu)
lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi
kantor cabang administrasi.

Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS
sebagai lampiran NIB.

Pasal 192

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) merupakan:

a.

b.

dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1
(satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit
dengan lokasi yang sama; atau

kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode
KBLI 5 (lima} digit berbeda dengan lokasi yang sama,

kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satuy}.

Pasal 193 ...
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Pasal 193
Lembaga OSS menerbitkan NIB melalui Sistem 0SS
berdasarkan:
a. tingkat Risiko;
b. pemeriksaan ketentuan bidang usaha;
c. ketentuan mimimum investasi; dan
d. ketentuan permodalan.
Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mengikuti tingkat Risiko sesual dengan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang secara otomatis
terverifikasi oleh Sistem OSS.

Paragraf 8

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

(1)

(2)

Pasal 194

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Ristko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem
0SS setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai
legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha
sekaligus menjadi SPPL.

Paragraf 9

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

(1)

(2)

Pasal 195

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Risiko menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Pelaku
Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi
standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan
kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha
mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS
untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

(3) Dalam ...
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Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain
mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di
Sistem OSS untuk memperolech NIB dan Sertifikat
Standar.

Paragraf 10

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 196

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Pelaku
Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi
standar kegiatan usaha melalui Sistemn OSS.

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar  UKL-UPL, selain mengisi  pernyataan
kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Pelaku Usaha
mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem 0SS
untuk mempercleh NIB dan Sertifikat Standar yang
mencantumkan tanda belum terverifikasi.

Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain
mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di
Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat
Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang
mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha
melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai
jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria melalui Sistem OSS.

Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem 0SS kepada
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
untuk dilakukan verifikasi.

(6} Verifikasi ...
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Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan
masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma,
standar, prosedur, dan kriteria.

Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga,
perangkat  daerah provinsi, perangkat  daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan
Pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi ke Sistem
OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi
persyaratan.

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (S5) dan ayat (6), Administrator KEK atau Badan
Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 ayat (7) dinyatakan memenuhi
persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan
bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang
telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 198

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 ayat {7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak
memenuhil persyaratan, Sistem OSS menyampaikan
kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan
persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria.

Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui
Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah
melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.

(3) Dalam ...
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Dalam melakukan verifikasi kembali, ketentuan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (5), ayat
{6}, ayat (7), ayat (8), dan Pasal 197 berlaku secara
mutatis mutandis.

Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap
tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar,
prosedur, dan kriternia, Sistem OSS membatalkan
Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Pasal 199
Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah
provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota,

Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangan masing-masing tidak memberikan
notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS
secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa
Sertifikat Standar telah terverifikasi.

Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang
telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 200

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko
menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
195 ayat (1) dan Risiko menengah tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) memerlukan
standardisasi produk, Pelaku Usaha menyampaikan
pemenuhan standar produk melalui Sistern OSS.

Lembaga OSS meneruskan pemenuhan standar produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing
untuk dilakukan verifikasi.

Kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-
masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi
standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk dinotifikasi
ke Sistem OSS.

(4) Kementerian/ ...
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Kementerian/lembaga dalam melakukan  verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat bekerja sama
dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui,
kementerian /lembaga menyampaikan persetujuan
sertifikasi standar produk kepada Pelaku Usaha melalui
Sistem OSS.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta
melengkapi pemenuhan persyaratan,
kementerian/lembaga menyampaikan kepada Pelaku
Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 11

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

n

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 201

Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke
dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki
N1B yang diterbitkan melalui Sistem OSS.

Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau
komersial.

Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi
kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak
lingkungan.

Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui
Sistem OSS.

Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Adminisirator KEK, atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi ...



SK No 068287 A

o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5},
dilakukan oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah
provinsi, perangkat daerah kabupaten /kota,
Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu
sesuat norma, standar, prosedur, dan kriteria,

(7} Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga,
perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/
kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan
KPBPB menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS
berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi
persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {5) dan ayat (6), Administrator KEK atau Badan
Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 202

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi
persyaratan, Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku
Usaha.

Pasal 203

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada
Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan
persyaratan Izin melalui Sistem OSS.

Pasal 204

Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau
Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-
masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada
Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 205 ...
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Pasal 205

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan
pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan
standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui
Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria.

Sistem OSS meneruskan:

a. pemenuhan standar kegiatan usaha kepada
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-
masing untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi
ke Sistem OSS; dan

b. pemenuhan standar produk kepada kementerian/
lembaga, untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi
ke Sistem OSS.

Pasal 206

Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2)
huruf a dalam jangka waktu sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk dinotifikasi ke
Sistem OSS.

Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, kementerian/
lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangan masing-masing menyampaikan
notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha melalui
Sistem OSS.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha
yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak,
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku
Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 207 ...
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Pasal 207

Kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-
masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi
standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
ayat (2) huruf b dalam jangka waktu sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
untuk dinotifikasi ke Sistem OSS.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui,
kementerian/lembaga menyampaikan persetujuan
sertifikasi standar produk kepada Pelaku Usaha melalui
Sistem OSS.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, kementerian/
lembaga menyampaikan penolakan sertifikasi standar
produk kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 12
Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 208
Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko
tinggl yang:
a. Dberlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri;
atau

b. termasuk dalam proyek strategis nasional,
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
langsung menerbitkan Izin.

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai
Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan
dan operasional.

Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 201 berlaku secara mutatis
mutandis bagi kegiatan usaha se¢bagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek
strategis nasional.

(4) Dalam ...
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Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3}, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau
Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-
masing, membatalkan Izin yang telah diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem
0SS.

Paragraf 13

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk

SK No 063284 A

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

UMK

Pasal 209

UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui
perizinan tunggal.

Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal 210

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 memiliki Risiko
rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistemn
0SS, sebagai identitas dan legalitas usaha.

Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah
atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki
Sertifikat Standar dan/atau Izin.

Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan permohonan untuk memperoleh
Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Ketentuan mengenai pemberian Sertifikat Standar
dan/atau Izin bagi pelaku UMK mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Pasal 196, dan
Pasal 201 berlaku secara mutatis mutandis.

Bagian
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Bagian Keempat
Subsistermn Pengawasan

Pasal 211

Subsistern Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 ayat (2) huruf c¢ digunakan sebagai sarana
untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat;
a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;

b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data
perkembangan kegiatan usaha;

c. perangkat kerja Pengawasan,

d. penilaian kepatuhan = pelaksanaan  Perizinan
Berusaha;

e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana
Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan

f. pembinaan dan sanksi.

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ terdiri dari:

a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang
terdapat pada Sistem OSS;

b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;

c. surat pemberitahuan kunjungan;

d. berita acara pemeriksaan,;

e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait

pemenuhan standar pelaksanaan Kegiatan usaha

dan kewajiban; dan/atau

f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam
rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti
oleh:

a. Pelaku Usaha;
b. Lembaga OSS;
c. kementerian/lembaga;

d. DPMPTSP
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DPMPTSP provinsi;
DPMPTSP kabupaten/kota;
Administrator KEK; dan
Badan Pengusahaan KPBPB.

® MO Q

Bagian Kelima
Pencabutan NIB

Pasal 212

NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak
sesuai dengan NIB;

b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait Perizinan
Berusaha;

c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas
pencabutan NIB;

d. pembubaran badan usaha; atau

e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian
(post-audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.

Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dilakukan oleh Lembaga OSS.

Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui
notifikasi kepada Lembaga OSS.

Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/
keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak
hukum atau lembaga peradilan.

{7) Atas ...
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Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (5} atau surat/keterangan/informasi tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (6}, Lembaga OSS
menerbitkan keputusan pencabutan NIB.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
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(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 213

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing,

Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan
tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi;

a. tata ruang dan standar bangunan gedung;

b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau
lingkungan hidup;
c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;

d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II; dan/atau

e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau
pemanfaatan insentilf dan fasilitas Penanaman
Modal.

Pasal 214

Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1)
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan:

a. tugas dan fungsi masing-masing; atau
b. kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha.

(2) Pengawasan ...
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Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1)
dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KEK atau
KPBPB, Pengawasan dilakukan oleh Administrator KEK
atau Badan Pengusahaan KPBPB,

Pasal 215

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi
antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan.

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam
pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya
manusia pelaksana Pengawasan.

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang
melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 216

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
213 dikoordinasikan oleh:

a.

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal,
atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha melalui
Sistem OSS;

DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;

c. DPMPTSP ...
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DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan Perizinan
Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;

Administrator KEK, atas pelaksanaan Pengawasan
Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK; dan

Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan
Pengawasan yang berlokasi di KPBPB.

Pasal 217

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213
dilakukan dengan tujuan untuk:

a.

b.

memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan
kewajiban oleh Pelaku Usaha;

mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya
bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan
hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan
dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 218

Jenis Pengawasan terdiri dari:

a.
b.

Pengawasan rutin; dan

Pengawasan insidental.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Pengawasan Rutin

Pasal 219

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218
huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko
kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan
Pelaku Usaha.

Pasal 220

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a.
b.

(1)

(2)

laporan Pelaku Usaha; dan

inspeksi lapangan.

Pasal 221

Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a
dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:

a. standar pelaksanaan usaha; dan
b. perkembangan kegiatan usaha.

Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b memuat:

a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada
tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga)
bulan; dan

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan
lingkungan {corporate social responsibility),
pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan
komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan
melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja
Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan
komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 222 ..
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Pasal 222

Pengawasan rutin  melalui  inspeksi lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b
dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB dalam bentuk kunjungan fisik atau melalu
virtual.

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas
pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau
standar produk/jasa;

pengujian; dan/atau

c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan
penyuluhan.

Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan
surat tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB.

Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan

paling banyak:

a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah,
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1! (satu) tahun
untuk setiap lokasi usaha; dan

b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi,
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
untuk setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan

rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha

dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4):

a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak
dilakukan; dan

b. wuntuk Risiko menengah tinggi dan tinggi,
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 223 ...
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Pasal 223

Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan
dan Pelaku Usaha.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

Pengisian dan  penandatanganan  berita  acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan.

Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan secara
manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan
mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan
hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah
ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling
lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita
acara.

Paragraf 3
Pengawasan Insidental

Pasal 224

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 218 huruf b merupakan Pengawasan yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB pada waktu tertentu.

Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara virtual.

(3) Pengawasan ...
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Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan  berdasarkan pengaduan  dari
masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin
kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) wajib disampaikan secara benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:

a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan/atau

b. tidak langsung yang disampaikan secara:

1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; atau

2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran
pengaduan yang disediakan.

Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan
pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf b angka
2.

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menindaklanjuti
pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama
dengan kementerian/lembaga lainnya dan/atau
Pemerintah Daerah.

Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan
surat tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB.

Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem
0SS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi
lapangan.

Paragraf 4 ...
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Paragraf 4
Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 225

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing melakukan penilaian hasil
Pengawasan.

Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213.

Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku
Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB menyampaikan laporan penilaian
hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS,

Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat {4), Sistem OSS
melakukan:

a. pengolahan data dan/atau informasi untuk
peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap
penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;

b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada
Pengawasan; dan

¢. pembaruan profil Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh
informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi
lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan
profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b dan huruf ¢ pada Sistem OSS.

Pasal 226 ...
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Pasal 226

Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 225 ayat (5) huruf a dilakukan terintegrasi secara
elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan berbagi data (data sharing).

Bagian Ketiga
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 227

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  memberikan
kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku
UMK.

(2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan
dengan ketentuan:

1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan

2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 ({satu) tahun
laporan bagi Pelaku Usaha kecil;

b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku
UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan,
atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan

c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas
Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya
terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang
dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi
lapangan.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan

Pasal 228

(1) Dalam Pengawasan rutin melahii laporan Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a,
pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang
diberikan oleh Pelaku Usaha;

b. menyusun ...
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b. menyusun laporan hasil reviu; dan

¢. menyampaikan rekomendasi.

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b,

pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling
lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;

b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha
yang akan diperiksa;

¢. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku
Usaha yang diperiksa;

d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan
berkala dengan kondisi lapangan;

e. membuat berita acara = pemeriksaan dan
menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 223 ayat {4} dan ayat (5}); dan

f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b,

pelaksana Pengawasan mempunyal wewenang:

a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan
yvang diperlukan;
memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau
mendokumentasikan secara elektronik;

d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan
pengujian; dan/atau

e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana
dan/atau sarana.

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan

pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana

Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut

untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 229

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar
yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus
tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan
lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau
terakreditasi sebagal pelaksana Pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...
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(2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga
atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan
lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam
perencanaan Pengawasan.

(3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan
pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi
melaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) Hart sejak lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(4) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan
penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang
lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)
Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli
vang Dbersertifikat atau terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 230

(1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 228 harus memiliki kompetensi yang mencakup
kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar
pelaksanaan kegiatan usaha.

(2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan

peningkatan kompetensi pelaksana  Pengawasan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) untuk
mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan

pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 231

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
Pengawasan.
{2) Peran . ..
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(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan
kegiatan usaha; dan
b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3), ayat {4}, dan
ayat (5).

Pasal 232

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap
pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 233

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diberikan
sanksi sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 234

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai
sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawasan Sektor

Paragraf 1
Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 235

(1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
kelautan dan perikanan dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan  perikanan, gubernur, bupati/wali
kota, Admimstrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan . . .
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Kewenangan Pengawasan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh:

a. polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil; dan

b. pengawas perikanan.

Paragraf 2
Sektor Pertanian

Pasal 236
Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
pertanian dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Laporan Pelaku Usaha wuntuk Perizinan Berusaha
subsecktor perkebunan yang ditetapkan berdasarkan
analisis Risiko pada kegiatan usaha:

a. budi daya dengan luasan lahan lebih dari 25 (dua
puluh lima) hektare;

b. budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan
pengolahan hasil perkebunan; dan

c. produksi benih perkebunan,
disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor perkebunan
meliputi:

a. pemasukan benih tanaman perkebunan,
disampaikan:

1. instansi ...
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1. instansi pemerintah, pemerhati, dan
perseorangan paling lambat 7 (tujuh) Hari; dan

2. badan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) Hari,

terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan;

b. pengeluaran benih tanaman perkebunan,
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Harn terhitung
sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan;

¢. sertifikasi benih tanaman perkebunan, disampaikan
setiap 3 {tiga) bulan sekali;

d. impor tembakau, disampaikan paling lambat 5 (lima)
Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat
pelepasan;

e. pelepasan varietas tanaman perkebunan,
disampaikan paling lambat 5 (lima} Hari terhitung
sejak pelepasan varietas; dan

f. penyaluran benih kelapa sawit, disampaikan paling
sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 237

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha

subsektor perkebunan yang ditetapkan berdasarkan

analisis Risiko pada kegiatan usaha:

a. budi daya dengan luasan lahan lebih dari 25 (dua
puluh lima} hektare; dan

b. budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan
pengolahan hasil perkebunan,

memuat rencana kerja pembangunan kebun perusahaan
serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
dan/atau unit industr pengolahan hasil perkebunan.

Laporan perkembangan usaha untuk kegiatan usaha
produksi benih perkebunan, memuat rencana kerja
produksi benih dan rencana pengembangan usaha
produksi benih perkebunan.

Pasal 238

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
perkebunan yang ditetapkan berdasarkan analisis Risiko
pada kegiatan usaha:

a. budi ...
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a. budi daya dengan luasan lahan lebih dari 25 (dua
puluh lima} hektare;

b. budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan
pengolahan hasil perkebunan; dan

c. produksi benih perkebunan,
dilakukan setiap 6 {enam) bulan.

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor

perkebunan yang ditetapkan berdasarkan analisis Risiko

pada kegiatan usaha:

a. budi daya dengan luasan lahan kurang dari 25 (dua
puluh lima) hektare; dan

b. pengolahan perkebunan skala UMK-M,
dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor perkebunan yang
meliputi:

pemasukan benih tanaman perkebunan;
pengeluaran benih tanaman perkebunan;

sertifikasi benih tanaman perkebunan;

rekomendasi impor tembakau;

pelepasan varietas tanaman perkebunan; dan

surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit,
d1lakukan setiap 1 (satu) tahun.

-0 n0 o

Pasal 239

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha
subsektor tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan
analisis Risiko pada kegiatan usaha:

budi daya;

perbenihan;

pascapanen;

pengolahan;

jasa; dan

keterpaduan,

dlsampalkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

.o a0 o

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor tanaman pangan
meliputi:

a.izin ...
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1zin pemasukan benih tanaman pangan;
izin pengeluaran benih tanaman pangan;
rekomendasi ekspor beras;

rekomendasi impor beras;

rekomendasi impor jagung;

rekomendasi impor kedelai,

rekomendasi impor ubi kayu; dan
rekomendasi impor gandum,
disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

SRS e Ao T

Pasal 240

Laporan perkembangan usaha subsektor tanaman pangan
memuat laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses
produksi dan pemasaran.

Pasal 241

(1) Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan analisis
Risiko pada kegiatan usaha:

a. skala mikro dan skala kecil, dilakukan sectiap 6
(enam) bulan; atau

b. skala menengah dan skala besar, dilakukan setiap 1
(satu) tahun.

(2) Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor tanaman pangan
yang meliputi:

izin pemasukan benih tanaman pangan;

izin pengeluaran benih tanaman pangan;

rekomendasi ekspor beras;

rekomendasi impor beras;

rekomendast impor jagung;

rekomendasi impor kedelai;

rekomendasi impor ubi kayu; dan

rekomendasi impor gandum,

dllakukan setiap 1 (satu) tahun.

PR ™0 a0 op

Pasal 242 ...
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Pasal 242

Laporan Pelaku Usaha wuntuk Perizinan Berusaha
subsektor hortikultura yang ditetapkan berdasarkan
analisis Risiko pada kegiatan usaha:

a. budi daya hortikultura; dan
b. produksi perbenihan hortikultura,
disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha Untuk

Menunjang Kegiatan Usaha subsektor hortikultura

meliputi:

a. izin impor produk hortikultura, disampaikan setiap
6 {enam) bulan,;

b. izin pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura,
disampaikan setiap 6 (enam) bulan; dan

c. pendaftaran  varietas tanaman = hortikultura,
disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 243

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha
subsektor hortikultura yang ditetapkan berdasarkan analisis
Risiko pada kegiatan usaha:

a.
b.

budi daya; dan
perbenihan hortikultura,

memuat rencana kerja produksi dan rencana pengembangan
usaha hortikultura.

(1)

(2)

(3)

Pasal 244

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
hortikultura dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Inspeksi lapangan untuk kegiatan usaha subsektor
hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
UMK-M dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor hortikultura yang
meliputi:

a. izin ...
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a. 1izin impor produk hortikultura;

b. izin pemasukan dan pengeluaran benih hortikuitura;
dan

c. pendaftaran varietas tanaman hortikultura,

dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 245

{1} Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha
subsektor peternakan dan kesechatan hewan vang
ditetapkan berdasarkan analisis Risiko pada kegiatan
usaha disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

{2} Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subscktor peternakan dan
kesehatan hewan disampaikan setiap 3 {tiga) bulan
sekali.

Pasal 246

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha
subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan
berdasarkan analisis Risiko pada kegiatan usaha:

a. peternakan meliputi:
1. jumlah populasi yang diusahakan;
2. jumlah produksi ternak; dan
3. jumlah tenaga kerja;
b. hijauan pakan ternak meliputi:
1. jumlah luas vang diusahakan;
2. jumlah produksi hijauan pakan ternak;
3. pengelahan dan distribusi; dan
4. jumlah tenaga kerja;
c. rumah potong hewan meliputi:
1. kapasitas pemotongan;
2. sarana prasarana;
3. jumlah tenaga kerja;
4. jumlah ...

SK No 068307 A



SK No 068306 A

4.,
S.

6.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

jumlah hewan yang dipotong;

hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem,
dan

penerapan kesejahteraan hewan;

penanganan daging dan hasil ikutannya meliputi:

1.
2.
3.
4.

jenis produk;

kapasitas produksi;

hasil pemeriksaan laboratorium; dan
distribusi;

veteriner meliputi:

I.
2.

jumlah tenaga kerja; dan
rekam medik veteriner; dan

obat hewan meliputi:

1.

produsen melaporkan:

a. produksiobat hewan,;

b. pemakaian bahan baku obat hewan; dan
c. eksistensi produk;

distribusi obat hewan;

importir melaporkan:

a. pemasukan produk jadi obat hewan;

b. pemasukan bahan baku obat hewan;

c. distribusi obat hewan; dan

d. eksistensi produk;

eksportir melaporkan:

a. pengeluaran produk jadi obat hewan; dan
b. pengeluaran bahan baku obat hewan;
distributor melaporkan:

a. pengadaan obat hewan; dan

b. distribusi obat hewan; dan

depo, apotek veteriner, pet shop, poultry shop, dan
toko obat melaporkan:

a. pembelian obat hewan; dan
b. penjualan obat hewan.
Pasal 247 ...
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Pasal 247

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha
subsektor peternakan dan kesehatan hewan disampaikan oleh
Pelaku Usaha setiap:

a. 1 (satu} bulan untuk kegiatan usaha hijauan pakan
ternak, rumah potong hewan, penanganan daging dan
hasil ikutannya, dan veteriner; atau

b. 3 (tiga} bulan untuk kegiatan usaha peternakan dan obat
hewan.

Pasal 248

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha subsektor peternakan dan
kesehatan hewan sesuai karakteristiknya terdiri atas:

a. laporan realisasi pemasukan dan/atau pengeluaran;
b. laporan distribusi;

c. laporan pelaksanaan usaha;

d

laporan dalam hal ditemukan hasil diagnosis penyakit
hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah
dan/atau penyakit hewan menular strategis; dan/atau

e. pemenuhan persyaratan teknis.

Pasal 249

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha subsektor peternakan dan
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
disampaikan oleh Pelaku Usaha setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 250

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
peternakan dan kesehatan hewan dilakukan setiap 6 (enam)
bulan.

Pasal 251

(1) Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor ketahanan pangan
meliputi:

a. izin ...
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a. izin surat keterangan keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT)/ health certificate;

b. izin rumah pengemasan;

¢. pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi
Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)}; dan

d. izin edar PSAT.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.

Pasal 252

Laporan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar
pelaksanaan kegiatan usaha subsektor ketahanan pangan
untuk:

a. izin surat keterangan keamanan PSAT/ health certificate
berupa:

1. laporan realisasi ekspor;

2. rekapan hasil pengujian atau kesesuaian standar
negara tujuan;

3. laporan pemberitahuan kasus keamanan pangan
dan/atau kasus penolakan produk ekspor; dan

4. laporan audit internal;
b. izin rumah pengemasan berupa:
1. laporan realisasi ekspor;

2. rekapan kesesuaian standar negara tujuan dan/atau
hasil pengujian apabila dilakukan pengujian
terhadap PSAT;

3. laporan pemberitahuan kasus keamanan pangan
dan/atau kasus penolakan produk ekspor; dan

4. laporan audit internal;

c. pendaftaran PSAT-PDUK berupa laporan ketelusuran
produk; atau

d. izin edar PSAT berupa:
1. laporan ketelusuran produk;
2. hasil pengujian produk; dan
3. laporan audit internal.

Pasal 253 ...
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Pasal 253

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
ketahanan pangan dapat dilakukan di sepanjang rantai
pangan PSAT dengan mempertimbangkan analisis Risiko
keamanan pangan.

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha
dan/atau melalui virtual.

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan
pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat
disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.

Inspekst lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dilakukan kepada pemegang Perizinan
Berusaha/Pelaku Usaha mikro harus disertai dengan
pembinaan dan pendampingan pemenuhan standar.

Inspeksi lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan
kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha/Pelaku Usaha
dan analisis Risiko keamanan pangan atau dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 254

Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha subsektor ketahanan pangan dilakukan
oleh pengawas mutu hasil pertanian.

Dalam hal pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau memadai,
Pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain.

Pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan
di bidang keamanan dan mutu PSAT atau pelatihan lain
yang terkait.

Pasal 255

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha subsektor
sarana pertanian yang meliputi:

a. pendaftaran ...
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a. pendaftaran pupuk; dan
b. pendaftaran pestisida,

disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 256

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha
subsektor sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 255 memuat:

a. jumlah produksi serta penyaluran pupuk dan pestisida;
b. jumlah impor bahan aktif dan formulasi; dan

c. perkembangan Izin/nomor pendaftaran.

Pasal 257

Laporan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain
yang berkaitan dengan kegiatan usaha subsektor sarana
pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 memuat
kesesuaian antara label dengan mutu pupuk dan pestisida
vang beredar.

Pasal 258

Inspeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
sarana pertanian dilakukan pada kegiatan usaha pupuk dan
pestisida berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan
Pelaku Usaha.

Pasal 259

Laporan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar
pelaksanaan usaha untuk:

a. Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan analisis
Risiko pada kegiatan usaha; dan

b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,

memuat pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan
Perizinan Berusaha sektor pertanian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.

Pasal 260 ...
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Pasal 260

Ketentuan mengenai kompetensi dan peningkatan kapasitas
pengawas pada sektor pertanian diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian.

Paragraf 3
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 261

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan oleh menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati/wali
kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 262

Tanggung jawab kegiatan Pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan berada pada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan
sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
dapat menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
Pengawasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penugasan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 263 ...
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Pasal 263

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan
Pengawasan atas kegiatan usaha hulu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak
kerja sama.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan
Pengawasan atas kegiatan survei umum, kegiatan usaha
hilir, dan kegiatan penunjang usaha minyak dan gas
bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 264

(1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor
ketenagalistrikan  dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, Administrator KEK,
atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

Pasal 265

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor
mineral dan batubara dilakukan oleh menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan
sumber daya mineral, dan/atau gubernur sesuai kewenangan
masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor energi
baru, terbarukan, dan konservasi energi dilakukan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 267 ...
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Pasal 267

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 266 dalam melakukan Pengawasan dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan tahunan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral dalam melaksanakan
Pengawasan di provinsi.

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
266 menyampaikan laporan tahunan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energl dan sumber daya mineral dalam melaksanakan
pembinaan dan Pengawasan di kabupaten/kota dengan
tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

Pasal 268

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral melakukan
pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap
penyelenggaraan pengusahaan panas bumi untuk
pemanfaatan langsung yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan
pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung
yvang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Paragraf 5 ...
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Paragraf 5
Sektor Ketenaganukliran

Pasal 269

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
ketenaganukliran dilakukan oleh kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan:

a. selama proses penilaian kesesuaian Perizinan
Berusaha; dan

b. selama masa berlaku Perizinan Berusaha.
Pengawasan selama proses penilalan kesesuaian

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan dalam bentuk verifikasi lapangan.

Pengawasan selama masa berlaku Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dalam bentuk surveilans.

Pasal 270

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269
ayat (2) dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir.

Pengawasan sechbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara rutin atau insidental.

Pasal 271

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
270 ayat (2) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu) kali masa berlaku Perizinan Berusaha.

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 270 ayat (2) dilakukan dalam hal:

a. Pelaku Usaha mengajukan penetapan penghentian
kegiatan dan pernyataan pembebasan;

b. adanya laporan terjadinya penyimpangan terhadap
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha; dan

¢. timbulnya ...
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c. timbulnya keadaan darurat.

(3) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti hasil Pengawasan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
s¢jak laporan hasil Pengawasan diterima.

Paragraf 6
Sektor Perindustrian

Pasal 272

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
perindustrian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan Peraturan Pemerintah 1ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Sektor Perdagangan

Pasal 273

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
perdagangan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

(1) Terhadap kegiatan usaha subsektor perdagangan luar
negeri khusus untuk kegiatan yang terkait dengan impor
tethadap barang tertentu, dilaksanakan Pengawasan
kegiatan perdagangan bidang impor setelah melalui
kawasan pabean.

(2} Tata ...
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(2) Tata cara Pengawasan kegiatan perdagangan bidang
impor setelah melalui kawasan pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pengawasan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 275

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor pekerjaan
umum dan perumahan rakyat dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBFPB
sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 276

(1) Pengawasan rutin pada subsektor jasa Kkonstruksi
dilakukan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan
dan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha
orang perseorangan.

(2} Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk usaha orang perseorangan dan BUJK
kualifikasi kecil meliputi:

a. data usaha orang perseorangan atau badan usaha;
dan

b. data kewajiban pelaksanaan berusaha.

(3} Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} untuk BUJK kualifikasi menengah, besar,
dan BUJK spesialis meliputi:

a. data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
b. data kinerja manajemen perusahaan; dan

c. data kinerja proyek.
{4} Laporan ...
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(4) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk usaha orang perseorangan, BUJK
kualifikasi kecil, menengah, besar, dan BUJK spesialis
dilengkapi dengan:

a. pemenuhan standar keamanan, keselamatan,
kesehatan dan keberlanjutan;

b. daftar penggunaan tenaga kerja konstruksi dan
tenaga kerja konstruksi bersertifikat; dan/atau

c. daftar penggunaan tenaga kerja asing.

(5} Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} wajib disampaikan melalui aplikasi usaha
jasa konstruksi sistem informasi jasa konstruksi
terintegrasi.

(6) Pencatatan pengalaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. usaha orang perseorangan dan BUJK kualifikasi
kecil:

1. nama paket pekerjaan;

nama pengguna jasa;

tahun pelaksanaan pekerjaan;
nilai pekerjaan; dan

@k Lo

berita acara serah terima pekerjaan;

b. BUJK kualifikasi menengah, besar, dan BUJK
spesialis:

nama paket pekerjaan;

nama pengguna jasa,

tahun pelaksanaan pekerjaan;

nilai pekerjaan;

berita acara serah terima pekerjaan; dan

AR o

kinerja penyedia jasa tahunan.

Pasal 277

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276
akan mempengaruhi layanan sertifikasi BUJK.

Pasal 278 ...

SK No 068295 A
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Pasal 278

Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air bertujuan untuk
menjamin  ditaatinya ketentuan dalam  Perizinan
Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.

Pengawasan dilakukan terhadap:

a. kesesuaian identitas antara pemegang Perizinan
Berusaha untuk menggunakan sumber daya air di
lokasi;

b. kesesualan antara pelaksanaan dengan ketentuan
dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air, beserta ketentuan peraturan
mengenal norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
yang terkait;

c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang
tercantum dalam Penizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air dengan prasarana
dan sarana yang dibangun;

d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau

e. penggunaan sumber daya air lain yang belum
memperoleh Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air.

Pengawasan dilakukan oleh balai besar wilayah
sungai/balai wilayah sungai atau instansi yang
membidangi sumber daya air sesuai dengan
kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat dalam Pengawasan dapat diwujudkan
dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Perizinan
Berusaha untuk menggunakan sumber daya air
dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.

Hasil Pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi
perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air.

Pemberi Perizinan Berusaha wuntuk menggunakan
sumber daya air wajib menindaklanjuti laporan hasil
Pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi
administratif, dan bentuk tindakan lain.

Pasal 279 ...
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Pasal 279

(1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penggalian,
pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan
pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan
horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang
batas, peningkatan kemampuan struktur jalan,
peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan
pengaturan lalu lintas, wajib diawasi oleh petugas yang
ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan
horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang
bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan,
peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan
pengaturan lalu lintas dan pelaksanaan penggunaan
ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang
ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis
yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

Paragraf 9
Sektor Transportasi

Pasal 280

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
transportasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

(1) Pengawasan terhadap kegiatan wusaha di sektor
transportasi dilakukan dalam bentuk:

a. audit;

b. inspeksi;

Cc. pengamatan ...
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Cc. pengamatan;
d. pemantauan; dan
e. uji petik.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan
mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan
dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi untuk
melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan
peraturan.

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pemeriksaan sederhana terhadap
pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu
oleh penyedia jasa.

Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas
bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan
dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi dan
pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat
kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan,
dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja
operasi/ pelayanan penyedia jasa transportasi.

Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e
merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka
terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.

Pasal 282

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281
dilaksanakan secara:

a. rutin; dan
b. insidental.

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a dilakukan secara terjadwal dan teratur meliputi:

a. audit sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2
(dua) tahun;

b. inspeksi ...
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b. inspeksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1
{satu) tahun; dan

c. pengamatan, pemantauan, dan uji petik dilakukan
sesuai kebutuhan.

(3} Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau
kecelakaan, laporan masyarakat, dan pada masa puncak
angkutan.

Paragraf 10
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

Pasal 283

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor
kesehatan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284

Pengawasan berupa inspeksi lapangan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat
Risiko menengah rendah dilakukan 2 (dua) tahun sekali;

b. untuk kegiatan usaha sektor keschatan dengan tingkat
Risiko menengah tinggi dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
dan

c. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat
Risiko tinggi dilakukan 1 {satu) tahun sekali.

Pasal 285

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor obat
dan makanan dilakukan oleh kepala lembaga yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 286 ...
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Pasal 286

Kepala lembaga vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan,
gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan
pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas yang
bertugas melakukan Pengawasan sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing.

Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

Dalam hal Pengawasan obat dan makanan pada
fasilitas produksi, distribusi, pengangkutan, pelayanan,
dan/atau penyerahan memerlukan klarifikasi dan
konfirmasi lebih lanjut, tenaga pengawas berwenang
melakukan tindakan pengamanan setempat.

Tindakan pengamanan setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan inventarisasi,

b. tindakan pengamanan terhadap bahan, produk,
sarana, dan/atau alat dengan membuat garis
pengaman;

c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
dan/atau

d. sampling untuk wuji laboratorium dan/atau
penilaian penandaan.

Pemilik obat dan makanan bertanggung jawab atas obat
dan makanan yang dilakukan tindakan pengamanan
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tindakan pengamanan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
pengamanan setempat.

Dalam hal hasil pemeriksaan fasilitas produksi,
distribusi,  pengangkutan, pelayanan, dan/atau
penyerahan obat dan makanan menunjukkan adanya
dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan,
penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Ketentuan ...
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5} diatur dengan peraturan kepala
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 11
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 288

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
pendidikan dan kebudayaan dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 289

Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilakukan 2 (duaj
tahun sekali.

Paragraf 12
Sektor Pariwisata

Pasal 290

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata
dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, bupati/wali
kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 13
Sektor Keagamaan

Pasal 291

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
keagamaan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 14 ...
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Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

SK No 063341 A

Pasal 292

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
komunikasi dan informatika dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan  urusan pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 293

Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha
penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 294

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan
dan/atau produk layanan dari Pelaku Usaha yang
mendapatkan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi,
dan/atau penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui sistem monitoring
penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi,
dan penyelenggaraan penyiaran dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan Kkegiatan usaha
penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi,
dan penyelenggaraan penyiaran wajib membuka akses
dan memberikan informasi yang diminta untuk
kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Menteri ...
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Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikast dan informatika dapat
mengumumkan  hasil monitoring dan  evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

Pasal 295

UMK-M dapat memperoleh pendampingan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan
pos, penyelenggaraan telekomunikasi, dan
penyelenggaraan  penyiaran dari mentern  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

a. konsultasi teknis dan bisnis penyelenggaraan pos,
penyelenggaraan telekomunikasi, dan
penyelenggaraan penyiaran;

b. peningkatan kompetensi berusaha di bidang

penyelenggaraan pos, penyelenggaraan
telekomunikasi, dan penyelenggaraan penyiaran;
dan/atau

c. fasilitasi kolaborasi dengan penyelenggara pos,
penyelenggara telekomunikasi, dan penyelenggara
penyiaran serta pihak terkait.

Pasal 296

Pengawasan terhadap hak labuh satelit dilakukan
melalui evaluasi secara berkala daftar satelit asing yang
beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Pasal 297 ...
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Pasal 297
Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio
dilakukan melalui:
a. Pengawasan administrasi; dan/atau
b. Pengawasan teknis.

Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan
kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan melalui kegiatan monitoring spektrum
frekuensi radio.

Kegiatan  monitoring  spektrum  frekuensi  radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;

b. identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio;

c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan

d. inspeksi stasiun radio.

Kegiatan  monitoring  spektrum  frekuensi radio

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk
memastikan:

a. penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan
Perizinan Berusaha atau persetujuan yang
diberikan;

b. penggunaan spektrum frekuensi radio tidak
menimbulkan gangguan yang merugikan pada
pengguna spektrum frekuensi radio lain; dan/atau

c. penggunaan sinyal identifikasi atau identitas stasiun
radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi
radio untuk dinas radio komunikasi tertentu.

Pasal 298

Pengawasan terhadap alat dan/atau perangkat
telekomunikasi dilaksanakan melalui:

a.

b.

pemeriksaan  sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi; dan
pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat dan/atau
perangkat telekomunikasi yang  diperdagangkan
dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat dan/atau
perangKat telekomunikasi.

Pasal 299 ...
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Pasal 299

Pemeriksaan  sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298
huruf a yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan,
untuk diperdagangkan, dan/atau digunakan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika.

Dalam hal sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di dalam kawasan pabean, pemeriksaan
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sertifikat alat
dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selain pemeriksaan sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi, pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pemenuhan
kewajiban pemasangan label.

Jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang
dilakukan pemeriksaan di dalam kawasan pabean
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 300

Pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat dan/atau

perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan

dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 298 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan

antara lain sebagai berikut:

a, alat dan/atau perangkat telekomunikasi
menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan
telekomunikasi maupun terhadap keamanan,
keselamatan dan kesehatan manusia;

b. adanya laporan pengaduan,;

c. riwayat ...
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c. riwayat ketidaksesuaian alat dan/atau perangkat
telekomunikasi; dan/atau

d. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan alat
dan/atau perangkat telekomunikasi produk sejenis.

(2) Pemeriksaan Kkesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan terhadap alat dan/atau perangkat
telekomunikasi di sisi pengguna menggunakan metode
sampling melalui:

a. pemeriksaan administrasi; dan

b. pemeriksaan teknis.

(3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berupa pemeriksaan terhadap dokumen
data teknis, kesesuaian merek dan tipe alat dan/atau
perangkat telekomunikasi, dan pemasangan label.

(4) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa pengujian sampel alat dan/atau
perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh balai
pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal 301

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan, menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informatika dapat:

a. menyusun regulasi, kebijakan, standar, dan/atau
panduan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan
lembaga sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik;

b. menerima dan  melakukan verifikasi  dokumen
permohonan pengakuan penyelenggaraan sertifikasi
elektronik Indonesia;

c. memeriksa laporan penilaian kelaikan penyelenggara
sertifikasi elektronik dan tanda lulus penyelenggara
sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik;

d. melakukan pencabutan pengakuan penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia;

e. mengelola ...
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mengelola dan mempublikasikan daftar penyelenggara
sertifikasi elektronik dan daftar lembaga sertifikasi
penyelenggara sertifikasi elektronik;

melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait dengan
sertifikat elektronik;

melakukan mutual recognition dan/atau kerja sama
dengan penyelenggara sertifikasi elektronik dari negara
lain sebagai wakil dari Indonesia;

menyelenggarakan operasional fasilitas penyelenggara
sertifikasi elektronik induk termasuk namun tidak
terbatas pada menerbitkan, mencabut, dan
memperpanjang masa berlaku sertifikat elektronik bagi
penyelenggara sertifikasi elektronik;

memeriksa laporan tahunan, laporan sewaktu-waktu,
dan/atau laporan insiden penyelenggara sertifikasi
elektronik;

melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan
berdasarkan laporan penilaian kelaikan terhadap
penyelenggaraan sertifikasi elektronik; dan

memberikan sanksi bagi penyelenggara sertifikasi
elektronik yang melakukan pelanggaran.

Pasal 302

Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik
lingkup privat yang telah terdaftar meliputi:

a. pemenuhan kesediaan terhadap persyaratan
pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan; dan

b. pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan.

Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik
lingkup privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara:

a. rutin; dan
b. insidental.

(3) Pengawasan ...
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Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf a terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat dapat dilakukan dengan:

a. memilih penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat sebagai sampel pengawasan,;

b. melakukan evaluasi terhadap sampel pengawasan;
dan/atau

¢. melakukan tindak lanjut atas evaluasi pengawasan.

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terhadap penyelenggara sistem elektronik
lingkup privat dapat dilakukan pada waktu tertentu
dengan cara:

a. menindaklanjuti laporan dari kementerian/lembaga,
aparat penegak hukum, lembaga peradilan,
dan/atau masyarakat; dan/atau

b. menindaklanjuti temuan insiden dari penyelenggara
sistem elektronik lingkup privat dan/atau temuan
insiden yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan.

Paragraf 15
Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 303

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor
industri pertahanan dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.

Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui satuan
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap
Perizinan Berusaha di subsektor industri pertahanan
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 304 ...
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Pasal 304

Pengawasan rutin untuk subsektor industri pertahanan
mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha non
perseorangan terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usaha yang meliputi:

a. pelaksanaan produksi;
b. sumber daya manusia;
c. fasilitas produksi; dan
d. teknologi yang telah dikuasai.

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk subsektor industri pertahanan dilakukan melalui:

a. survei,;
b. monitoring; dan/atau
c. laporan.

Pengawasan rutin sebagaimana pada ayat (2} dilakukan
setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 305

Pengawasan insidental untuk subsektor industri pertahanan
mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha dan/atau
industri pertahanan terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usaha.

(1)

(2)

Pasal 306

Pengawasan dilakukan coleh pelaksana Pengawasan yang
berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan dan kementerian/
lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pelaksana Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mendapatkan akses terhadap data, dokumen
administrasi, dan legalitas perusahaan;

b. mendapatkan ...
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b. mendapatkan akses terhadap fasilitas dan sarana
industri pertahanan,;

c. mendapatkan akses terhadap kegiatan produksi
industri pertahanan; dan

d. mendapatkan akses data produksi dan distribusi
produk alat peralatan pertahanan dan keamanan
yang dihasilkan.

Kewajiban pelaksana Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjaga kerahasiaan data dan dokumen/informasi;
b. menjaga independensi; dan

c. tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam
melaksanakan tugas Pengawasan.

Pasal 307

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha pada subsektor
keamanan meliputi:

a.

b.

(1)

(2)

Pengawasan tingkat daerah dilaksanakan oleh kepolisian
daerah secara rutin di daerahnya; dan

Pengawasan tingkat pusat dilaksanakan oleh Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara
insidental.

Pasal 308

Tingkat kepolisian daerah  melaksanakan audit
kelengkapan dan kecocokan, audit kesiapan untuk
memberikan penilaian terhadap reliabilitas (keandalan)
dan integritas operasional serta kelayakan badan usaha
jasa pengamanan dalam beroperasional.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan audit Pengawasan kepada badan usaha jasa
pengamanan yang sudah mendapatkan Perizinan
Berusaha dan melakukan kegiatan usaha lebih dari 1
(satu} wilayah hukum kepolisian daerah apabila
dipandang perlu.

Paragraf 16 ..
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Paragraf 16
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 309

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
ketenagakerjaan  dilakukan oleh  menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara:

a. rutin; dan

b. insidental berdasarkan laporan atau pengaduan
masyarakat.

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1
{satu) tahun.

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan pengawas ketenagakerjaan.

BAB VI

EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
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(1)

(2)

RISIKO

Pasal 310

Kementerian/lembaga melaksanakan reformasi kebijakan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara berkelanjutan,
transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip kehati-
hatian.

Reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.

(3) Pemerintah ...
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(3) Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB mendukung pelaksanaan reformasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

b. menyediakan data dan/atau informasi
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko,

sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 311

{1} Kementerian yang menyelenggarakan  koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian melakukan koordinasi reformasi kebijakan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka
meningkatkan iklim berusaha.

(2) Dalam rangka melakukan koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perekonomian menetapkan rencana aksi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. penyusunan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

b. implementasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

¢. penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ke
dalam Sistem OSS;

d. peningkatan pemahaman dan kapasitas mengenai
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB;

e. pelaksanaan ...
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e. pelaksanaan sosialisast kebijjakan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko kepada masyarakat; dan

f. evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang
berkelanjutan.

BAB VII
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 312

(1) Pendanaan pengembangan Sistem OSS dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada kementerian/lembaga dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber
lain yang sah.

(3) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan sumber lain yang sah.

(4} Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 313

(1} Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali
kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan
di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah
ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2} Dalam ...

SK No 068330 A
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Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak
mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan
permasalahan, menteri/pimpinan lembaga, gubernur,
dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan
permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 314

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat Kepada menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, bupati/wali kota, kejaksaan, atau kepolisian
mengenat penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini,
penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang administrast
pemerintahan.

Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau
kepolisian meneruskan /menyampaikan laporan
masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan
pemeriksaan.

Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian,
lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang
diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat
diterima.

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang,
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wal
kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah
untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam
waktu paling lama 30 {tiga puluh) Hari.

(5) Hasil ...
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Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan
kerugian negara;

b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian
negara; atau

c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh)
Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat
pengawasan intern pemerintah disampaikan.

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah  berupa kesalahan administrasi yang
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian
negara paling lambat 10 {sepuluh) Hari terhitung sejak
hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
disampaikan.

Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan
intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6}
dan ayat (7) disampaikan oleh menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada
kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hart terhitung sejak hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
disampaikan.

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf
¢, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5
(lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat

pengawasan intern pemerintah disampaikan,
menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian
scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABIX ...
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BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Pejabat Pemerintah

Pasal 315

Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota,

Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan

KPBPB yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenai sanksi

administratif,

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa teguran tertulis telah disampaikan 2

(dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan:

a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian Perizinan
Berusaha yang menjadi kewenangan
kementerian/lembaga, Administrator KEK, atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPB;

b. menteri atau ‘kepala lembaga yang membina dan
mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil
alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan gubernur; atau

c. gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat
mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang
menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 316

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, dan/atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB mengenakan sanksi kepada pejabat
yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Paragraf 1
Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 317
Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di sektor
kelautan dan perikanan berupa:

a. pemanfaatan ...
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pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di
laut;

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan
perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman
Modal Asing vyang tidak memiliki Perizinan
Berusaha,

pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang
diberikan;

pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah
perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai
dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di
laut;

pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di
laut;

usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan
ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil
perikanan;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia untuk
melakukan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau
di laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan
Berusaha;

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen
Perizinan Berusaha;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing yang digunakan
untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa
memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI
tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;

membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal
perikanan tanpa persetujuan;

pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan
nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan
Indonesia;

m. pelanggaran ...



SK No 068325 A

(2)

(3)

(4

(1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

m. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal;

n. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar
muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang
ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
dan

0. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas
pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat
pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau
standar mutu wajib yang ditetapkan,

dikenai sanksi administratif,

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari atas:

a. peringatan/teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

¢. denda administratif;

d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap,
kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi
administratifnya ditentukan secara limitatif oleh
peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengedepankan upaya pembinaan
kepatuhan Pelaku Usaha di bidang kelautan dan
perikanan.

Pasal 318

Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a
dikenakan dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan
dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan
perikanan, dan/atau  keselamatan dan/atau
kesehatan manusia; dan/atau

c. sudah ...
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¢. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat
diperbaiki dengan mudabh.

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban
berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai
dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan
kemampuan Pelaku Usaha.

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan
pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran.

Pasal 319

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf b
dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan
menimbulkan:

a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau
keselamatan manusia dan lingkungan;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari
aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan
berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera
dihentikan.

Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penghentian sementara kegiatan;
b. penyegelan;

¢c. penutupan lokasi;

d

pembongkaran bangunan;

€. pengurangarnmn ...
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e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan
lokasi penangkapan; dan/atau

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian
sumber daya.

Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan
pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk
mencegah danjatau menghentikan dampak vyang
dittimbulkan.

Pasal 320

Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf ¢
dikenakan terhadap Pelaku Usaha vyang tidak
melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali
atau paksaan pemerintah.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi
administratif lainnya apabila:

a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa
Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh
ketentuan persyaratan Perizinan Berusaha; atau

b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak
kerusakan dan/atau kerugian sumber daya
kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan
dan/atau kesehatan manusia.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dari
perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda
administratif sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan;

b. pelanggaran ...
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pelanggaran terhadap pemanfaatan pulau-pulau
kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam
rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki
Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif
sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi;

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang perairan
dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang
tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di laut yang diberikan dikenakan
denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dikali total nilai investasi;

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut
secara menectap di wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan
denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dikali total nilai investasi;

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut
secara menetap yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan
denda administratif sebesar 5% {lima persen) dikali
total nilai investasi;

pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang
tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistern jaminan mutu,
dan keamanan hasil perikanan dikenakan denda
administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dikali harga patokan ikan dikali jumlah produksi;

pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di
WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak
memenuhi  persyaratan  Perizinan Berusaha
dikenakan denda administratif sebesar 1000%
(seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali
harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross
tonnage kapal dikali jumlah hari operasi;

pelanggaran terhadap pengoperasian kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI
yvang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha
dikenakan denda administratif sebesar produktivitas
kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali
ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hart
operasi;

i. pelanggaran ..
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i. pelanggaran terhadap kegiatan memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEl
tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat dikenakan denda administratif paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

j.  pelanggaran terhadap pengoperasian kapal
penangkap ikan berbendera asing di ZEEI yang tidak
membawa dokumen Perizinan Berusaha dikenakan
denda administratif sebesar produktivitas kapal
dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran
gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi;

k. pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan kapal
perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda
administratif sebesar 10% {sepuluh persen) dari nilai
kapal yang sedang atau telah dibangun;

1. pelanggaran terhadap kegiatan importasi Kkapal
perikanan tanpa persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan  perikanan  dikenakan denda
administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai
kapal yang diimpor;

m. pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan
tanpa persetujuan dikenakan denda administratif
sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya modifikasi
kapal;

n. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal
dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima
persen) dari harga pembangunan atau pembelian
kapal; dan

o. pelanggaran terhadap kegiatan importasi komoditas
perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak
sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu
pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang
ditetapkan dikenakan denda administratif sebesar
50% (lima puluh persen) dikali harga dasar
komoditas yang diimpor dikali jumlah komoditas
yang diimpor.

Pasal 321

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat
(2) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:

a. tidak ...
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a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan
tertulis kedua kali; dan/atau

b. tidak membayar denda administratif yang
dikenakan.

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung
apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dapat disertai dengan perintah untuk
segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang
disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap
kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu
tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan Pelaku
Usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk
memberikan efek jera.

Pasal 322

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat
(2) huruf e dikenakan apabila:

a. setelah pembekuan Perizinan Berusaha dijatuhkan,
Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan
Perizinan Berusaha; dan/atau

b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan
perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian
yang ditimbulkan.

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu

dikenakan sankst administratif lain apabila pelanggaran

yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar

berupa:

a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia
dan lingkungan;

b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan
budaya; dan/atau

c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya.
Pasal 323 ...
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Pasal 323

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 317 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2
Sektor Pertanian

Pasal 324

Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan
usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha dan/atau
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenai
sanksi administratif berupa:

a.
b.
C.

(1)

(2)

penghentian sementara kegiatan;
pengenaan denda administratif; dan/atau
paksaan Pemerintah Pusat.

Pasal 325

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 324 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pertanian, .gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 324 huruf a dikenai paling lama 6 (enam)
bulan untuk mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha  dan menyesuaikan dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebunan.

(3) Dalam ...
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{3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat
mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, dikenai sanksi administratif berupa pengenaan
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
324 huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan (per
hektare) dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat
menyelesaikan permohonan Perizinan Berusaha dan
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha, dikenai sanksi berupa paksaan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c untuk
mengembalikan lahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 326

Pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian dalam bentuk surat
tagihan.

Pasal 327

Setiap perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan
Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. penghentian sementara kegiatan;
b. pengenaan denda administratif; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.

Pasal 328

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 327 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

(2) Sanksi ..
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(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf
a dikenai kepada perusahaan perkebunan paling lama 6
(enam) bulan untuk menyesuaikan dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebunan.

(3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat
menyesuaikan standar pelaksanaan kegiatan wusaha
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327
huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan (per
hektare) dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat

menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan

- usaha, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan

Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 327 huruf c.

Pasal 329

Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian dalam bentuk surat tagihan.

Pasal 330

Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar ketentuan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 331

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 330 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 332 ...
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Pasal 332

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
330 huruf a dikenai terhadap Pelaku Usaha yang
melakukan:

pemasukan benih tanaman perkebunan:

1. vyang tidak melaporkan realisasi pemasukan
benih paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
diterbitkannya sertifikat pelepasan, untuk
instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan
perseorangan;

2. yang tidak melaporkan realisasi pemasukan
benih paling lama 30 {tiga puluh) Hari terhitung
sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan, untuk
badan usaha;

3. yang tidak memenuhi standar mutu varietas;
dan/atau

4. vyang tidak melakukan pemusnahan terhadap
sisa benih sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang karantina
tumbuhan;

pengeluaran benih tanaman perkebunan yang tidak
melaporkan realisasi pengeluaran benih paling lama
7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya
sertifikat kesehatan;

sertifikasi benih tanaman perkebunan yang tidak
memenuhi standar mutu benih dan/atau tidak
memiliki dokumen sertifikasi benih;

impor tembakau yang tidak melaporkan rekapitulasi
realisasi paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
diterbitkannya sertifikat pelepasan; dan

pelepasan varietas tanaman perkebunan yang tidak

melaporkan peredaran varietas selama 2 (dua)
triwulan berturut-turut.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menyesuaikan
dengan standar dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 333
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Pasal 333

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 332 ayat {2), Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan
dan pengeluaran benih tanaman perkebunan, dan impor
tembakau tetap tidak memenuhi standar pelaksanaan
kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 330 huruf c.

Pasal 334

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 332 ayat (2), Pelaku Usaha dalam
memproduksi benih tanaman perkebunan tetap:

a. tidak memiliki dokumen sertifikasi benih; dan/atau
b. tidak memenuhi standar mutu,

dikenai sanksi administratilf berupa penghentian
sementara kegiatan produksi benih.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dikenai selama 7 (tuyyuh) Hari dan huruf b
dikenai paling lama 25 {dua puluh lima) Hari.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} Pelaku Usaha dalam memproduksi benih
tanaman perkebunan tetap tidak memenuhi standar,
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
330 huruf c.

Pasal 335

Setiap Pelaku Usaha tanaman pangan yang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan wusaha, dikenai sanksi
administratif berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan usaha;
penarikan produk dari peredaran,;
pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau

m e A0 g

penutupan usaha.
Pasal 336 ..
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Pasal 336

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 335 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a
diberikan kepada Pelaku Usaha 1 (satu) kali dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan
dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada
subsektor tanaman pangan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan
dengan standar pelaksanaan kegiatan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai
sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b untuk:

a. skala kecil, paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah};

b. skala menengah, paling banyak RpS00.000.000,00
(lima ratus juta rupiah); atau

c. skala besar, paling banyak Rpl.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan

dengan standar  pelaksanaan kegiatan  usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi

administratif berupa penghentian sementara kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf c

paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam hal pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha
menimbulkan Risiko keamanan, kesehatan, keselamatan,
dan lingkungan, Pelaku Usaha dikenai sanksi
administratif berupa penarikan produk dari peredaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf d.

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf
e dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap tidak dapat
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

(7) Pelaku ...
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Pelaku Usaha yang menggunakan lahan hak ulayat tanpa
persetujuan masyarakat hukum adat pemegang hak
ulayat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif berupa penutupan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf f
dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan
perbaikan setelah dilakukan pencabutan Perizinan
Berusaha.

Pasal 337

Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (3) ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian dalam bentuk surat tagihan.

(1)

(2)

Pasal 338

Setiap Pelaku Usaha tanaman pangan yang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berdasarkan Pengawasan dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesual
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

Setiap Pelaku Usaha hortikultura yang melanggar ketentuan
Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif
berupa:

a.

peringatan secara tertulis;
b. denda ...
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denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

penarikan produk dari peredaran oleh Pelaku Usaha;
pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
penutupan usaha.

Pasal 340

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 339 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf a
diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 {tiga) kali
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk menyesuaikan
dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada
subsektor hortikultura.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan
dengan standar pelaksanaan kegiatan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai
sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf b paling
sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu 2 {dua) bulan
sejak pengenaan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menyesuaikan dengan
standar pelaksanaan  kegiatan, dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf ¢ paling
lama 2 (dua) bulan.

Dalam hal pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha
menimbulkan Risiko keamanan, kesehatan, keselamatan,
dan lingkungan, Pelaku Usaha dikenai sanksi
administratif berupa penarikan produk dari peredaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf d.

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf
e dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap tidak dapat
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

(7) Pelaku ...
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(7) Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak pencabutan Perizinan Berusaha, dikenai
sanksi  administratif berupa penutupan usaha
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf f.

Pasal 341

Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf b ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian dalam bentuk surat tagihan.

Pasal 342

(1} Setiap Pelaku Usaha hortikultura yang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 343

Setiap Pelaku Usaha peternakan dan kesehatan hewan yang
melanggar ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara dari Kkegiatan, produksi,
dan/atau peredaran;

c. penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau
produk hewan dari peredaran;

d. pengenaan denda administratif; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha.
Pasal 344 ...
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Pasal 344

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a dikenai
paling banyak 3 {tiga) kali berturut-turut kepada Pelaku
Usaha dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 (sepuluh) Hari.

Apabila Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan dengan
standar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
343 huruf b paling lama:

a. 6 (enam) bulan untuk kegiatan usaha; atau
b. 3 (tiga) bulan untuk Perizinan Berusaha lainnya,

agar menyesuaikan dengan standar pada subsektor
peternakan dan kesehatan hewan.

Apabila Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan dengan
standar pelaksanaan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif
berupa denda administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 huruf d dengan besaran untuk kegiatan
usaha:

a. peternakan, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. hijauan pakan ternak, paling sedikit sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah);

c. rumah potong hewan, paling sedikit sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah);

d. veteriner ...
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d. veteriner, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00
(ima puluh juta rupiah} dan paling banyak sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

e. obat hewan, paling sedikit sebesar
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan
paling banyak sebesar Rpl.800.000.000,00 ({satu
miliar delapan ratus juta rupiahj).

(5) Apabila Pelaku Usaha tetap tidak menyesuaikan dengan
standar pelaksanaan, setelah diberikan peringatan
tertulis dan penghentian sementara dari kegiatan,
produksi, dan/atau peredaran, dan/atau denda
administratif, dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343
huruf e Perizinan Berusaha subsektor petermakan dan
kesehatan hewan.

Pasal 345

Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 huruf d ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian dalam bentuk surat tagihan.

Pasal 346
{1} Pelaku Usaha peternakan dan kesehatan hewan:

a. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berupa:

1. izin pemasukan dan/atau pengeluaran benih
tanaman pakan ternak;

2. izin pemasukan dan/atau pengeluaran bahan
pakan asal tumbuhan;

3. izin pemasukan dan/atau pengeluaran pakan;

4. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran
karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya
untuk pangan;

5. rekomendasi pemasukan daging tanpa tulang;

6. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
produk pangan asal hewan,;

7. rekomendasi ...
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7. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
produk hewan nonpangan,;

8. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran
benih dan/atau bibit ternak;

9. rekomendasi pengeluaran ternak (nonbibit
ternakj};

10. izin pemasukan dan/atau pengeluaran bahan
pakan asal hewan;

11. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran
ruminansia besar;

12. izin pemasukan dan pengeluaran hewan
kesayangan dan satwa;

13. izin pemasukan hewan laboratorium,;

14. izin pemasukan dan/atau pengeluaran obat
hewan;

15. izin pemasukan dan/atau  pengeluaran
peralatan kesehatan hewan; dan

16. izin pemasukan telur specific phatogen free,

yang tidak melaporkan realisasi pemasukan
dan/atau pengeluaran;

pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berupa pendaftaran pakan yang:

1. tidak menyampaikan laporan produksi dan
peredaran pakan,;

2. menggunakan hormon sintetis; dan/atau

3. mengedarkan pakan yang telah habis masa
berlaku nomor pendaftaran;

pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berupa pendaftaran obat hewan
vang tidak menjamin obat hewan yang beredar
sesuai dengan:

1. standar keamanan, khasiat, dan mutu;
2. masa berlaku nomor pendaftaran;
3. isi atau kandungan pada saat pendaftaran; dan
4. label dan tanda pada saat pendaftaran;
d. pada ...
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d. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berupa pelepasan varietas tanaman
pakan ternak yang tidak melaporkan kegiatan
usaha; atau

e. pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berupa registrasi produk hewan
yvang tidak melaporkan kegiatan wusaha dan
kelayakan produk hewan,

dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Sanksi administratif berupa  peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, diberikan paling
banyak 3 {tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu
masing-masing paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk
menyesuaikan dengan standar.

Pasal 347

Apabila Pelaku Usaha peternakan dan kesehatan hewan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf a dan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat
(2) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai sanksi:

a. tidak diterbitkan Perizinan Berusaha untuk periode
berikutnya; dan/atau

b. dicabut Perizinan Berusaha untuk periode berjalan.

Pasal 348

(1) Apabila Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf b
angka 1 dan angka 2, serta jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 346 ayat (2) tetap tidak
menyesuaikan dengan  standar, dikenai sanksi
pencabutan Perizinan Berusaha untuk periode berjalan.

(2) Apabila Pelaku Usaha vyang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf b
angka 2 tetap tidak menyesuailkan dengan standar,
dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan produksi
selama 3 (tiga) bulan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pelaku Usaha tetap tidak menyesuaikan
dengan standar, dikenai sanksi pencabutan Perizinan
Berusaha untuk periode berjalan.

Pasal 349 ...
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Pasal 349

Apabila Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf c
dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
346 ayat (2) tetap tidak menyesuaikan dengan standar,
dikenai sanksi penarikan obat hewan dari peredaran
selama 3 {tiga) bulan.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 350

Apabila Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf d
dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
346 ayat (2) tetap tidak menyesuaikan dengan standar,
dikenai sanksi penghentian sementara selama 3 (tiga)
bulan.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 351

Apabila Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf e
dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
346 ayat (2} tetap tidak menyesuaikan dengan standar,
dikenai sanksi penarikan produk hewan dari peredaran
selama 1 {satu) bulan.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 352

Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha Veterinary Health Certificate
(VHC) pengeluaran bahan pakan asal hewan dan VHC
pengeluaran black soldier fly:

a. tidak ...
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a. tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan
keamanan pakan sesuai dengan pembuatan pakan
yang baik dan penanganan pakan yang baik;
dan/atau

b. tidak menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan
VHC,

dikenai sanksi peringatan tertulis.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10

(sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi tidak diterbitkan Perizinan Berusaha untuk
periode berikutnya.

Pasal 353

Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subsektor peternakan dan
kesehatan hewan meliputi:

a. VHC pengeluaran hewan kesayangan dan hewan
laboratorium,;

VHC pengeluaran satwa;
VHC pengeluaran kapsul gel;
VHC pengeluaran telur specific phatogen free;

o Qa0 o

izin pemasukan satwa; dan
f. sertifikat veteriner,

yang tidak menyampaikan laporan realisasi dikenai
sanksi peringatan secara tertulis.

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 (sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi tidak diterbitkan Perizinan Berusaha untuk
periode berikutnya.

Pasal 354 ...
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Pasal 354

Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk

Menunjang Kegiatan Usaha sertifikat cara pembuatan

obat hewan yang baik dan sertifikat cara pembuatan

pakan yang baik yang tidak:

a. menjamin pembuatan obat hewan atau pakan sesuai
dengan cara pembuatan yang baik; dan

b. menyampaikan hasil audit internal/inspeksi,
dikenai sanksi peringatan secara tertulis.

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 (sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 355

Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha sertifikat nomor kontrol
veteriner yang:

a. ditemukan melakukan penyiumpangan
membahayakan kesehatan konsumen;

b. tidak memenuhi persyaratan teknis unit usaha
produk hewan;

c. tidak melakukan kegiatan usaha unit usaha produk
hewan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

d. memindahkan kegiatan unit usaha produk hewan ke
lokast lain;

e. tidak mencantumkan nomor kontrol veteriner pada
label dan kemasan procduk hewan; atau

f. mengubah ruang lingkup jenis usaha,
dikenai sanksi peringatan secara tertulis.

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 (sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.

(3} Apabila ...
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Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 356

Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha izin pelayanan jasa
laboratorium veteriner yang tidak:

a. menyampaikan laporan pelayanan jasa laboratorium
veteriner; dan/atau

b. memenuhi standar pelayanan minimal,
dikenai sanksi peringatan secara tertulis,

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 {(sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 357

Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha izin praktik dokter hewan
dan izin pelayanan paramedik veteriner yang melakukan
pelayanan jasa medik veteriner tidak dilengkapi izin
praktik dokter hewan dan izin pelayanan paramedik
veteriner, dikenai sanksi peringatan secara tertulis.

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tigaJ kali berturut-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 (sepuluh) Hari untuk menyesuaikan dengan standar.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
sanksi penutupan kegiatan usaha.

Pasal 358 ...
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Pasal 358

Setiap Pelaku Usaha ketahanan pangan yang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha, dikenai sanksi administratif berupa:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

peringatan tertulis;

penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor
pendaftaran atau izin;

pencabutan nomor pendaftaran atau izin; dan/atau
penarikan produk dari peredaran.

Pasal 359

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 358 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa  peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf a dikenai
kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (duaj} kali.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak peringatan tertulis diterima Pelaku Usaha
tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara dari
kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai
pembekuan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 358 huruf b.

Sanksi administratif berupa pencabutan nomor
pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 358 huruf c dilakukan apabila:

a. setelah 60 (enam .puluh) hari kalender Pelaku Usaha
tidak menindaklanjuti peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. setelah 30 (tiga puluh) hari kalender Pelaku Usaha
tidak menindaklanjuti penghentian sementara dari
kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai
pembekuan nomor  pendaftaran  atau  izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

{5) Sanksi ..
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Sanksi administratif berupa penarikan produk dan
peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf
d dilakukan apabila:

a. setelah 30 (tiga puluh) hari kalender Pelaku Usaha
tidak menindaklanjuti pencabutan nomeor
pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4); atau

b. berdasarkan analisis Risiko keamanan pangan,
dan/atau kejadian luar biasa keamanan pangan.

Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan tanpa didahului
peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan,
produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor
pendaftaran atau Izin, maupun pencabutan nomor
pendaftaran atau Izin.

Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b dapat disertai penghentian
sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
disertai pembekuan atau pencabutan nomor pendaftaran
atau izin.

Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 360

Setiap Pelaku Usaha sarana pertanian yang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha, dikenai sanksi administratif berupa:

a.
b.

(1)

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau
peredaran;

pencabutan izin; dan
penarikan produk dari peredaran.

Pasal 361

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 360 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Sanksi ...
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(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf a
dilakukan apabila:

a. setiap orang yang pertama Kkali melakukan
pelanggaran dikenai peringatan tertulis pertama;

b. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
dikenakan peringatan tertulis pertama sebagaimana
dimaksud pada huruf a belum diselesaikan
permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain,
dikenai peringatan tertulis kedua; dan

c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
dikenakan peringatan tertulis kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf b belum diselesaikan
permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain,
dikenai peringatan tertulis ketiga.

(3} Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa surat peringatan yang dikeluarkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan produksi dan/atau peredaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 360 huruf b dikenakan selama
jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 {enam)
bulan untuk menyesuaikan dengan standar pada
subsektor sarana pertanian.

(5) Sanksi  administratif @ berupa  pencabutan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf c
dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian.

{6} Penarnikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 360 huruf d menjadi tanggung jawab
pemegang nomor pendaftaran.

Pasal 362
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan  sanksi
administratif, mekanisme, jangka = waktu, banding

administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf ...
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Paragraf 3

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 363

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
Perizinan Berusaha di sektor Ilingkungan hidup dan
kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa:

a.

© a o o

(1)

(2)

teguran tertulis;

paksaan pemerintah;

denda administratif;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 364

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 363 dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati/wali
kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menugaskan polisi kehutanan atau pejabat
pengawas lingkungan hidup dan kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
rangka melakukan Pengawasan.

Pasal 365 ...
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Pasal 365
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan  sanksi
administratif, mekanisme, jangka  waktu, banding

administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan  menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Paragraf 4
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 366

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa
Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif dengan
tahapan sebagai berikut:

a. penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan
b. denda administratif.

(2) Penghentian usaha dan/atau Kkegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bersamaan
dengan paksaan Pemerintah Pusat.

(3) Paksaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:
a. pembongkaran sarana dan fasilitas;

b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;

c¢. paksaan badan; dan/atau

tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

(4) Dalam  melakukan  paksaan  Pemerintah  Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat melibatkan
aparat penegak hukum.

(5} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 367 .
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Pasal 367

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
366 dikenakan sampai dengan terbitnya Perizinan
Berusaha kegiatan usaha hilir.

Segala biaya yang timbul atas pengenaan sanksi
administratif berupa paksaan Pemerintah Pusat menjadi
tanggung jawab badan usaha.

Pasal 368

Badan usaha yang dikenai sanksi administratif berupa
penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 366 ayat {1) huruf a, dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib mengajukan
permohonan Perizinan Berusaha sejak penghentian
usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} tidak diajukan dalam jangka
waktu 30 {tiga puluh) Hari sejak penghentian usaha
dan/atau kegiatan, Pemerintah Pusat dapat mengenakan
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
366 ayat (1) huruf b.

Pasal 369

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
368 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pengenaan besaran denda administatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 370

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa Perizinan
Berusaha lebih dari 1 (satu) kali dikenakan denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369.

Pasal 371 ...
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Pasal 371

Setiap orang yang melakukan kegiatan penunjang usaha
minyak dan gas bumi tanpa Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. penghentian usaha dan/atau kegiatan;

b. denda administratif, dan/atau

c¢. paksaan Pemerintah Pusat.

Pasal 372

Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif
dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
survei umum:

a. melakukan pelanggaran salah satu kewajiban yang
tercantum dalam Perizinan Berusaha untuk survei
umum; dan/atau

b. tidak memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 373

Pemerintah Pusat dapat membenikan sanksi administratif
dalam hal pemegang Perizinan Berusaha kegiatan usaha hilir:

a. melakukan pelanggaran salah satu kewajiban yang
tercantum dalam Perizinan Berusaha kegiatan usaha
hilir; dan/atau

b. tidak memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 374

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373
berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan usaha; dan

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 375 ...
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Pasal 375

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 374 huruf a diberikan paling banyak 3
(tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing
paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 376

(1) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu teguran
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375,
pemegang Perizinan Berusaha belum melaksanakan
kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 374 huruf b.

{2) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh} Hari.

Pasal 377

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 376 ayat {2), pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak
melaksanakan kewajibannya, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral mencabut Perizinan Berusaha.

Pasal 378

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikan teguran
tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375,
Pasal 376 dan Pasal 377 menjadi tanggung jawab badan
usaha.

Pasal 379

Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif
dalam hal pemegang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha:

a. melakukan ...
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melakukan pelanggaran salah satu kewajiban yang
tercantum dalam Perizinan Berusaha lainnya; dan/atau

tidak memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 380

Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai
kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada
subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembeckuan kegiatan sementara;
c. denda; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak
3 (tiga) kali dalam jangka waktu:

a. paling lama 2 (dua) bulan untuk teguran kesatu,

b. paling lama 1 (satu) bulan untuk teguran kedua;
dan

c. paling lama 2 (dua) minggu untuk teguran ketiga.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut sewaktu-waktu
apabila Pelaku Usaha memenuhi kewajibannya dalam
masa pengenaan sanksi administratif.

Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi
teguran tertulis belum atau tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur
sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi
administratif berupa pembekuan kegiatan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Dalam
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Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi
pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) belum atau tidak melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya
mengenakan sanksi administratif berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban yang harus
dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
membayar denda dan/atau tidak melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d.

Pasal 381

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha mengakibatkan timbulnya korban dan/atau
kerusakan terhadap:

a. keselamatan;

b. kesehatan;

c. lingkungan;

d. pemanfaatan sumber daya; dan/atau
e. aspek lainnya,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur
sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi
administratif berupa pembekuan kegiatan sementara
atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 382 ...
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Pasal 382

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur
sesuai dengan wilayah kerjanya menerbitkan surat
pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 380 ayat (1) huruf ¢ yang memuat besaran
sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk kegiatan Perizinan Berusaha dengan tingkat

Risiko:

a. rendah, paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00
{satu miliar rupiahj;

b. menengah, paling tinggi sebesar Rp3.000.000.000,00
{tiga miliar rupiah); atau

c. tinggi, paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Dalam hal kantor perwakilan tidak memenuhi kewajiban
berupa kewajiban dan/atau standar, besaran nilai denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. tidak membentuk Kerja sama operasi dengan badan
usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri
berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan
Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa
penunjang tenaga listrik di Indonesia, dikenai denda
sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai
kontrak;

b. tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja
Indonesia daripada tenaga Kerja asing, dikenai
denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua
nilai kontrak; dan

c. tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai
penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan,
dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari
semua nilai kontrak.

Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat
pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan
dimaksud diterima oleh pelanggar ketentuan.

(5) Sanksi ...
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Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak atau
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diutamakan untuk kepentingan subsektor
ketenagalistrikan.

Pasal 383

Pemegang Perizinan Berusaha yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha pada sektor mineral dan batubara yang tidak
memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan
Berusaha, dapat diberikan sanksi administratif oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan Perizinan Berusaha; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif berupa  peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum melakukan kewajibannya
sampai dengan berakhirnya sanksi administratif berupa
peringatan tertulis yang ketiga, dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b.

(5) Dalam ...
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(5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, belum melakukan kewajibannya sampai
dengan berakhirnya jangka waktu pemberian sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan, dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf c.

Pasal 384

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan wusaha
pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang
melanggar ketentuan mengenai keselamatan dan keschatan
kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
dan/atau pajak dan retribusi daerah dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha

pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 385

(1} Sanksi administratif berupa  peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf a
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:
a. paling lama 1 (satu) bulan untuk peringatan tertulis

kesatu;

b. paling lama 1 (satu) bulan untuk peringatan tertulis
kedua; dan

c. paling lama 1 (satu) minggu untuk peringatan
tertulis ketiga.

{2) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung
belum memenuhi kewajiban pajak daerah dan retribusi
daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi
peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.

(3) Dalam .
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Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali
kota memberikan sanksi peringatan tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali
kota memberikan sanksi peringatan tertulis ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh}) Hari, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali
kota memberikan sanksi penghentian sementara seluruh
kegiatan wusaha pengusahaan panas bumi untuk
pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 384 huruf b.

Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali
kota mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan
usaha dan membolehkan Pelaku Usaha untuk
melanjutkan kegiatan usaha pengusahaan panas bumi
untuk pemanfaatan langsung.

Pasal 386

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
terhadap seluruh kegiatan pengusahaan panas bumi
untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 384 huruf b diberikan apabila Pelaku Usaha
tidak melakukan kewagjiban pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...
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Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur atau bupati/wali
kota memberikan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf c.

Dalam hal Pelaku Usaha dapat memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali
kota mencabut sanksi penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membolehkan
Pelaku Usaha untuk melanjutkan kegiatan usaha
pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

Pasal 387

Ketentuan dalam Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 386 berlaku
juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi
Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur
secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah
tersebut.

(1)

(2)

Pasal 388

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral mengenakan
sanksi administratif kepada pemegang Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara terhadap kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain; dan/atau

¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Peringatan ...
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Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberikan paling banyak 2 (dua)} kali, dengan
jangka wakfu peringatan tertulis masing-masing paling
lama 1 (satu) bulan.

Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum melaksanakan kewajibannya, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral mengenakan sanksi
administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam
jangka waktu 60 (enam puluh} Hari untuk:

a. memperbaiki atas pelanggaran; atau
b. memenuhi persyaratan.

Dalamn hal Pelaku Usaha tidak melakukan wupaya
perbaikan  atas pelanggaran atau  pemenuhan
persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral memberikan sanksi
administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat ({5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 389

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388
menjadi beban Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Pasal 390 ...
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Pasal 390
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan  sanksi
administratif, mekanisme, jangka  waktu, banding

administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf S
Sektor Ketenaganukliran

Pasal 391

(1) Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
subsektor pemanfaatan sumber radiasi pengion
menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang
Perizinan Berusaha apabila ditemukan pelanggaran
terhadap ketentuan Perizinan Berusaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan secara bertahap.

(4) Dalam hal terdapat kondisi yang  berpotensi
menyebabkan terjadinya kecelakaan, kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran dapat menjatuhkan sanksi
administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasal 392

(1) Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang
Perizinan Berusaha subsektor instalasi nuklir dan bahan
nuklir apabila ditemukan pelanggaran terhadap
ketentuan Perizinan Berusaha.

(2) Sanksi ...
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 393

Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar ketentuan
Perizinan Berusaha subsektor instalasi nuklir dan bahan
nuklir, dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali.

Pemegang Perizinan Berusaha wajib menindaklanjutt
peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya
peringatan tertulis.

Apabila pemegang Perizinan Berusaha tidak mematuhi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
membekukan Perizinan Berusaha konstruksi,
komisioning, operasi instalasi nuklir, atau pemanfaatan
bahan nuklir.

Pemegang Perizinan Berusaha wajib menghentikan
sementara kegiatan konstruksi, komisioning, operasi
instalasi nuklir, atau pemanfaatan bahan nuklir
terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan
Perizinan Berusaha.

Pembekuan Perizinan Berusaha berlaku sampai dengan
dipenuhinya ketentuan Perizinan Berusaha konstruksi,
komisioning, operasi instalasi nuklir, atau pemanfaatan
bahan nuklir.

Apabila pemegang Perizinan Berusaha memenuhi
ketentuan Perizinan Berusaha, kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan
pemberlakuan kembali Perizinan Berusaha konstruksi,
komisioning, operasi instalasi nuklir, atau pemanfaatan
bahan nuklir yang dibekukan.

(7) Apabila ...
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Apabila selama pembekuan Perizinan Berusaha,
pemegang Perizinan Berusaha tidak memenuhi ketentuan
Perizinan Berusaha dan tetap melaksanakan kegiatan
konstruksi, komisioning, operasi instalasi nuklir atau
pemanfaatan bahan nuklir, kepala lembaga vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan Kketenaganukliran mencabut Perizinan
Berusaha,

Pasal 394

Apabila dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak Perizinan
Berusaha dekomisioning instalasi nuklir diterbitkan,
pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan
dan/atau melaksanakan tidak sesuai  program
dekomisioning reaktor nuklir dan/atau program
dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reakter (INNR]),
kepala lembaga vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan tertulis pertama.

Apabila dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah
peringatan tertulis pertama pemegang Perizinan
Berusaha tetap tidak melaksanakan dan/atau
melaksanakan tidak sesuai program dekomisioning
instalasi nuklir, kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan  di bidang  pengawasan
ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pemegang Perizinan
Berusaha tetap tidak melaksanakan dan/atau
melaksanakan tidak sesuai program dekomisioning
instalasi nuklir, kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran menghentikan sementara kegiatan
dekomisioning instalasi nuklir pemegang Perizinan
Berusaha.

Dalam hal selama penghentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pemegang Perizinan Berusaha
tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan reaktor
nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan
dekomisioning sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dikenakan denda administratif
paling tinggi 50% (lima puluh persen} dari dana
pelaksanaan dekomisioning.

{5) Dalam ...
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(5) Dalam hal selama penghentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} pemegang Perizinan Berusaha
tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan INNR,
bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan
dekomisioning INNR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dikenakan denda administratif
paling tinggi 50% (lima puluh persen) dani dana
pelaksanaan dekomisioning INNR.

Pasal 395

Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
mencabut Perizinan Berusaha komisioning atau Perizinan
Berusaha operasi instalasi nuklir apabila terjadi kecelakaan
yang menyebabkan reaktor nuklir atau INNR wajib dilakukan
dekomisioning atau dekomisioning INNR.

Pasal 396

Dalam hal pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 395, pemegang Perizinan Berusaha
tetap bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir,
bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan
ketenaganukliran.

Pasal 397

(1) Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada
pemegang Perizinan Berusaha subsektor pertambangan
bahan galian nuklir yang melanggar ketentuan Perizinan
Berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 398 ...
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Pasal 398

Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar ketentuan
subsektor pertambangan bahan galian nuklir dikenai
sanksi berupa peringatan tertulis.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dikenai sebanyak 3 (tiga} kali dengan jangka waktu
masing-masing 10 {sepuluh) Hari.

Apabila jangka waktu telah terlampaui dan pemegang
Perizinan Berusaha tidak mematuhi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran membekukan Perizinan
Berusaha.

Pemegang Perizinan Berusaha wajib menghentikan
sementara kegiatan pertambangannya terhitung sejak
ditetapkannya keputusan pembekuan Perizinan
Berusaha.

Pemegang Perizinan Berusaha wajib memperbaiki dan
menindaklanjuti  pembekuan  Perizinan  Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan
pembekuan Perizinan Berusaha.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan Kketenaganukliran menerbitkan
keputusan pemberiakuan kembali Perizinan Berusaha.

Apabila selama jangka waktu pembekuan Perizinan
Berusaha pemegang Perizinan Berusaha tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
tetap melakukan kegiatan pertambangan bahan galian
nuklir, kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
mencabut Perizinan Berusaha.

Pasal 399 ...
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Pasal 399

Dalam hal terdapat pembekuan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dan
pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 398 ayat (7), atau pelaksanaan kegiatan
dekomisioning, pemegang Perizinan Berusaha tetap
bertanggung jawab atas pengelolaan pertambangan
bahan galian nuklir dan/atau limbah radioaktif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika pemegang Perizinan Berusaha tidak memenuhi
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari dana jaminan pelaksanaan dekomisioning.

Pasal 400

Dalam hal terjadi kecelakaan selama kegiatan
pertambangan bahan galian nuklir, kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran dapat langsung mencabut
Perizinan Berusaha.

Dalam hal terjadi pencabutan Perizinan Berusaha karena
kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang Perizinan Berusaha tetap bertanggung jawab
atas pengelolaan pertambangan, bahan galian nuklir, dan
limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 401

Dalam hal terdapat pembekuan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4} dan
pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 398 ayat (7) atau pelaksanaan kegiatan
reklamasi dan pascatambang, pemegang Perizinan
Berusaha tetap bertanggung jawab atas pengelolaan
pertambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah
radioaktif sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(2) Jika ..
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(2) Jika pemegang Perizinan Berusaha tidak memenuhi
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari dana jaminan pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam peraturan kepala
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran.

Pasal 402

(1) Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang
Perizinan Berusaha subsektor kegiatan pendukung
apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan
Perizinan Berusaha.

{2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
d.

pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 403
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan  sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding

administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Paragraf 6
Sektor Perindustrian

Pasal 404

(1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu
3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis
sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-
masing 1 (satu) tahun.

(2) Dalam ...
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Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan
tidak melakukan kegiatan usaha industri, maka
Perizinan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
oleh  menteri yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang perindustrian, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 405

Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha industri dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penutupan sementara.

Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
berlokasi di kawasan industri dan/atau Pelaku Usaha di
sektor perindustrian yang dikecualikan yang tidak

berlokasi di kawasan peruntukan industri dikenai sanksi
administratif berupa:

peringatan tertulis;
denda administratif;
penutupan sementara;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

o a0 g

pencabutan Perizinan Berusaha.

Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
denda administratif;
penutupan sementara;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

o o o o

pencabutan Perizinan Berusaha.

(4) Pengenaan ..
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Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 406

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405
ayat (1} huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 407

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis
dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 dikenai sanksi
administratif berupa denda administratif.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai
investasi.

Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
untuk kawasan industri berdasarkan hasil audit lembaga
independen.

Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari
sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 408

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda
administratif dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 407 ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa penutupan sementara.

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian telah
membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu
pembayaran denda administratif tidak memenuhi
kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa
penutupan sementara.

(3) Sanksi ...
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(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:

a. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha dikenakan sampai
dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh
Perizinan Berusaha sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
berlokasi di kawasan industri, Pelaku Usaha di
sektor perindustrian yang dikecualikan yang tidak
berlokasi di kawasan peruntukan industri, dan
Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 dikenakan untuk jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat penutupan
sementara diterima.

Pasal 409

(1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif
berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 408 ayat {3} huruf b Pelaku Usaha di sektor
perindustrian tidak memenuhi kewajibannya dan/atau
tidak membayar denda administratif dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha.

(2) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 410

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah memenuhi
kewajibannya dan membayar denda administratif dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat
(2} dapat mengajukan permohonan pemulihan status
pembekuan Perizinan Berusaha.

Pasal 411

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak tanggal
berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat (2)
tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar
denda administratif dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 412 ...



SK No 068407 A

(1)

(2)

(1)

{2)

{3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

Pasal 412

Pengenaan sanksi administratif sektor perindustrian
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian, gubernur,
bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 7
Sektor Perdagangan

Pasal 413

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai
sanksi administratif berupa:

teguran tertulis;

penarikan barang dari distribusi;
penghentian sementara kegiatan usaha;
penutupan gudang;

denda administratif; dan/atau

s e a0 g p

pencabutan Perizinan Berusaha.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
atas hasil Pengawasan.

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap
pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:

a. secara bertahap; dan

b. secara tidak bertahap.

(4) Pengenaan ...
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Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang
dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf f
dapat dilakukan secara tidak bertahap.

Pasal 414

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 413 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(1)

Pasal 415

Setiap Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif
atas pelanggaran terhadap kewajiban:

a. melaporkan setiap penggantian tenaga kerja
konstruksi,;

b. memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan
utama untuk setiap subklasifikasi;

c. memiliki dan memperpanjang SBU konstruksi bagi
BUJK;

d. memiliki dan memperpanjang SKK konstruksi bagi
tenaga kerja konstruksi;

e. menyampaikan



SK No (085469 A

(2)

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)

@fb‘*&@%

PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

e. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan
melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem
informasi jasa konstruksi terintegrasi;

f. melakukan pencatatan pengalaman badan usaha
dan usaha orang perseorangan,;

g. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi
kantor perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman
Modal Asing.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
d. daftar hitam; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui
mekanisme penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha yang dikenai denda administratif wajib
menyerahkan bukti bayar denda administratif kepada
pimpinan instansi yang mengenakan sanksi.

Pasal 416

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 ayat (2) huruf e diberikan oleh Lembaga
0SS atas dasar rekomendasi pengenaan sanksi
administratif dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Sanksi pencabutan Perizinan Berusaha jasa konstruksi
dipublikasikan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi
pada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi dan
Sistem OSS.

Pasal 417 ...



SK No 068404 A

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

&)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Pasal 417

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan umum mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagt BUJK yang terlambat
melakukan pelaporan penggantian tenaga kerja
konstruksi.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar;

a. BUJK nasional kualifikasi kecil denda keterlambatan
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari;

b. BUJK nasional kualifikasi menengah denda
keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
Hari;

c. BUJK nasional bersifat spesialis denda
keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
Hari;

d. BUJK nasional kualifikasi besar denda
keterlambatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per Hari; dan

e. BUJKA kualifikasi besar dan/atau BUJKA bersifat
spesialis denda keterlambatan Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) per Hari.

Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran denda
administratif dalam jangka waktu 15 {lima belas) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan
pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian sementara
kegiatan berusaha.

Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka
waktu 15 (lima belas) Hari sejak pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi
pencabutan SBU konstruksi.

Pasal 418

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan umum = mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagi BUJK yang terlambat
melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah
peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.

(2) Besaran ...
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Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} sebesar:

a. BUJK nasional kualifikasi kecil denda keterlambatan
Rp500.000,00 {lima ratus ribu rupiah) per Hari;

b. BUJK nasional kualifikasi menengah denda
keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
Hari;

c. BUJK nasional bersifat spesialis denda
keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
Harti;

d. BUJK nasional kualifikasi besar denda
keterlambatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per Hari; dan

e. BUJKA kualifikasi besar dan/atau BUJKA bersifat
spesialis denda keterlambatan RpS5.000.000,00 (lima
juta rupiah) per Hari.

Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran denda
administratif dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan
pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian sementara
kegiatan berusaha.

Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka
waktu 15 (lima belas) Hari sejak pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi
pencabutan SBU konstruksi.

Pasal 419

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagi BUJK yang tidak memenuhi
kewajiban memiliki SBU konstruksi.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

a. BUJK nasional sebesar 10% {sepuluh persen} dari
semua nilai kontrak;

b. kantor perwakilan BUJKA sebesar 20% (dua puluh
persen} dari semua nilai kontrak; dan

¢c. BUJK Penanaman Modal Asing sebesar 10%
{sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila ...
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Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi
peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi
penghentian sementara kegiatan berusaha hingga
terpenuhi kewajiban.

Pasal 420

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan umum  mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagi BUJK yang terlambat
melakukan perpanjangan SBU konstruksi.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebesar:

a. BUJK nasional kualifikasi kecil denda keterlambatan
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari;

b. BUJK nasional kualifikasi menengah denda
keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
Hari;

c. BUJK nasional bersifat spesialis denda
keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
Hari,

d. BUJK nasional kualifikasi besar denda
keterlambatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per Hari; dan

e. BUJKA kualifikasi besar dan/atau BUJKA bersifat
spesialis denda keterlambatan RpS.000.000,00 (lima
juta rupiah) per Hari.

Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran denda
administratif dalam jangka waktu 15 {lima belas) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan
pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian sementara
kegiatan berusaha dan sanksi denda administratif 2 (dua)
kali lipat dari besaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat {2}.

Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka
waktu 15 (lima belas) Hari sejak pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi
pencabutan SBU konstruksi.

Pasal 421 ...
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Pasal 421

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan umum mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagi usaha orang perseorangan dan
tenaga kerja konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban
memiliki SKK konstruksi.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. usaha orang perseorangan sebesar 1% (satu persenj
dari semua nilai kontrak;

b. BUJK nasional kualifikasi kecil sebesar 2% (dua
persen) dari semua nilai kontrak;

¢. BUJK nasional kualifikasi menengah sebesar 5%
(lima persen)} dari semua nilai kontrak;

d. BUJK nasional bersifat spesialis sebesar 5% (lima
persen) dari semua nilai kontrak;

e. BUJK nasional kualifikasi besar sebesar 7% (tujuh
persen) dari semua nilai kontrak; dan

f. BUJKA kualifikasi besar dan/atau BUJKA spesialis
sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai
kontrak.

Apabila usaha orang perseorangan dan badan usaha
tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 30
{(tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian
sementara Kegiatan berusaha hingga terpenubhi
kewajiban.

Pasal 422

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan  umum mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis 1 (satu) bagi
usaha orang perseorangan yang tidak memenuhi
kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan melalui
aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa
konstruksi terintegrasi dan pencatatan pengalaman.

(2) Apabila ...



{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SK No 085468 A

o 3

17 )

g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Apabila usaha orang perseorangan tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 {lima) Hari sejak
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi peringatan tertulis 2 {dua).

Apabila usaha orang perseorangan tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak
pengenaan sanksi peringatan tertulis 2  {dua)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi
peringatan tertulis 3 (tiga} dan denda administratif
sebesar Rp5.000.000,00 {lima juta rupiahj.

Pasal 423

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi peringatan
tertulis 1 {satu) bagi BUJK nasional yang tidak memenuhi
kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan melalui
aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa
konstruksi terintegrasi dan pencatatan pengalaman.

Apabila BUJK nasional tidak memenuhi kewajiban dalam
jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi
peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 2 {dua).

Apabila BUJK nasional tidak memenuhi kewajiban dalam
jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi
peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) dan
denda administratif untuk:

a. BUJK nasional kualifikasi kecil sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiahj;

b. BUJK nasional kualifikasi menengah sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiahj;

c. BUJK nasional Dbersifat spesialis sehesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

d. BUJK nasional kualifikasi besar sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiahj.

Pasal 424 ..
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Pasal 424

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi peringatan
tertulis 1 (satu) bagi kantor perwakilan BUJKA yang tidak
memenuhi kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan
melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi
jasa konstruksi terintegrasi dan pencatatan pengalaman.

Apabila kantor perwakilan BUJKA tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak
pengenaan  sanksi  peringatan tertulis 1 ({satu)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi
peringatan tertulis 2 (dua).

Apabila kantor perwakilan BUJKA tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak
pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi
peringatan tertulis 3 (tiga) dan denda administratif
sebesar Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah).

Pasal 425

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi peringatan
tertulis 1 (satu) bagi BUJK Penanaman Modal Asing yang
tidak memenuhi kewajiban laporan kegiatan usaha
tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem
informasi jasa konstruksi terintegrasi dan pencatatan
pengalaman.

Apabila BUJK Penanaman Modal Asing tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak
pengenaan sanksi peringatan tertulis 1  (satu)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi
peringatan tertulis 2 (dua).

Apabila BUJK Penanaman Modal Asing tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima} Hari sejak
pengenaan sanksi  peringatan tertulis 2 {dua)
sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, dikenai sanksi
peringatan tertulis 3 (tiga) dan denda administratif
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 426 ...
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Pasal 426

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagi kantor perwakilan BUJKA yang
tidak memenuhi ketentuan:

a. Dberbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang
setara dengan kualifikasi besar;

b. menempatkan warga negara Indonesia sebagail
pimpinan tertinggi,;

c. membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJK
Nasional dan memenuhi kriteria teknis KSO;

d. mengutamakan penggunaan material dan teknologi
konstruksi dalam negeri;

e. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien,
berwawasan lingkungan, serta memperhatikan
kearifan lokal;

f. melaksanakan proses alih teknologi;

g. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia
daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli; dan

h. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai
tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen
dan teknis paling rendah dua tingkat di bawah
jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi
keilmuan yang sesuai.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua
nilai kontrak.

Apabila kantor perwakilan BUJKA tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak
pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikenai penghentian sementara kegiatan berusaha
hingga terpenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 427 ...
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Pasal 427

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan umum = mengenakan = sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif bagi BUJK Penanaman Modal Asing
yang tidak memenuhi kewajiban struktur permodalan
dan Kkriteria teknis Penanaman Modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua
nilai kontrak.

Apabila BUJK Penanaman Modal Asing tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak
pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan
berusaha hingga terpenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 428

Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administratif
berupa pencabutan SBU konstruksi, masuk dalam daftar
hitam perusahaan termasuk PJBU dan PJTBU,

Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administratif
berupa pencabutan SBU konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan permohonan
Perizinan Berusaha baru paling cepat 3 (tiga) tahun
setelah Perizinan Berusahanya dinyatakan dicabut.

Pasal 429

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air dikenakan pencabutan Perizinan
Berusaha dilakukan dalam hal:

a, pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan
ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha; atau

b. pemegang ...
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b. pemegang Perizinan Berusaha melakukan
penyalahgunaan Perizinan Berusaha.

Dalam hal Perizinan Berusaha memerlukan konstruksi
pada sumber air, selain ketentuan pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pencabutan Perizinan Berusaha juga dilakukan apabila:

a. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Perizinan Berusaha; atau

b. pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan
konstruksi paling lama 2 (dua} tahun terhitung sejak
ditetapkannya Perizinan Berusaha.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tidak
melaksanakan konstruksi dapat mengajukan
penyesuaian jadwal pelaksanaan konstruksi sebelum
jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditetapkannya Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha yang telah dilakukan penyesuaian
jadwal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tetap berlaku sesuai jadwal pelaksanaan
konstruksi yang telah disetujui.

Pasal 430

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air telah melakukan kegiatan
konstruksi, tetapi bangunan tidak difungsikan selama 1
(satu) tahun setelah selesai dibangun atau terbengkalai
selama 1 {satu) tahun sejak kegiatan konstruksi tidak
dilanjutkan, Perizinan Berusaha dinyatakan batal.

Dalam hal Perizinan Berusaha telah melakukan kegiatan
konstruksi vyang terbengkalai dan dinyatakan batal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, maka konstruksi
yang terbangun harus dibongkar oleh pemegang
Perizinan Berusaha.

Dalam hal Perizinan Berusaha telah berakhir atau batal
karena tidak difungsikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terhadap konstruksi yang terbangun:

a. diserahkan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sumber daya air apabila diperlukan dalam
pengelolaan sumber daya air;

b. dibiarkan .
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b. dibiarkan jika tidak mengganggu sumber air dan
pengelolaan sumber daya air; atau

c. dibongkar jika membahayakan dan/atau
mengganggu pengelolaan sumber daya air.

Dalam hal bangunan diputuskan harus dibongkar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
pembongkaran menjadi kewajiban pemegang Perizinan
Berusaha.

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat  (4) dilaksanakan dengan  mengutamakan
pelindungan sumber daya air dan pengendalian daya
rusak air.

Dampak atas keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b harus ditindaklanjuti dengan
penetapan status asetnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 431

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air wajib mematuhi norma, standar,
prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko subsektor sumber daya air.

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air dilarang:

a. menyewakan dan/atau memindahtangankan
sebagian atau seluruh Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air kepada pihak lain;

b. menguasai sumber air; dan/atau

menutup akses masyarakat terhadap sumber air
yang diusahakan.

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air dilarang menghalangi dan harus
membuka akses bagi kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sumber daya air dalam melakukan tugas pengelolaan
sumber daya air, termasuk pemantauan, evaluasi,
Pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air.

(4) Pemegang ...
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(4) Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara;
¢. pembekuan; dan/atau
d. pencabutan.

Pasal 432

Pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber
daya air mengenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 431 ayat (4) kepada pemegang
Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 431 ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 433

(1} Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (4) huruf a
dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-
turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

(2} Selama  pemegang  Perizinan Berusaha  untuk
menggunakan sumber daya air dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai
dengan Kketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya
air tetap berlaku dan alokasi air tetap diberikan.

Pasal 434

(1) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air tidak melaksanakan
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh} Hari setelah
menerima surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1), Perizinan Berusaha
untuk menggunakan sumber daya air dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat {(4) huruf b.

(2) Penghentian ..
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Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 14 {empat belas)
Hari terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis
ketiga.

Selama  pemegang  Perizinan  Berusaha  untuk
menggunakan sumber daya air dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan
penggunaan sumber daya air dihentikan dan alokasi air
diperhitungkan namun tidak diberikan.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air melaksanakan
kewajibannya sebelum jangka waktu penghentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir, kegiatan penggunaan sumber daya air dapat
dilakukan dan alokasi air diberikan.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air tidak melaksanakan
kewajibannya sampai dengan jangka waktu penghentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir, pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 431 ayat (4) huruf c.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas} Hari
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penghentian
sementara.

Selama  pemegang  Perizinan  Berusaha  untuk
menggunakan sumber daya air dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (0), kegiatan penggunaan sumber daya air
dihentikan dan alokasi air tidak diperhitungkan.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air melaksanakan
kewajibannya sebelum jangka waktu pembekuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, kegiatan
penggunaan sumber daya air dapat dilakukan dan
alokasi air diberikan setelah berakhirnya jangka waktu
pembekuan.

Pasal 435 ...
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Pasal 435

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya
setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sankst
administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 434 ayat (6), pemegang Perizinan Berusaha
untuk menggunakan sumber daya air dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 431 ayat (4} huruf d.

Selain dikenakan sanksi pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan Perizinan
Berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang
dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air menimbulkan:

a. kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan
sekitarnya pemegang Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air wajib melakukan
pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat
kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau

b. kerugian pada masyarakat, pemegang Perizinan
Berusaha untuk menggunakan sumber daya air
wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan
kepada masyarakat yang menderita kerugian.

Pasal 436

Dalam hal pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan
jalan tidak melaksanakan kewajibannya, penyelenggara
jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan
bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media
informasi, bangunan, serta bangunan gedung di dalam
ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab
pemegang izin.

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan
izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan
jaminan-jaminan sesuai dengan  peruntukannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437 ...
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Pasal 437

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat
dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut
masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

Selama pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan
bagian-bagian jalan atau Perizinan Berusaha untuk
menggunakan bagian-bagian jalan dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai
dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin
pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan atau
Perizinan Berusaha untuk bagian-bagian jalan tetap
berlaku.

Pasal 438

Pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-
bagian jalan atau Perizinan Berusaha untuk
menggunakan  bagian-bagian  jalan yang  tidak
melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka
waktu  pengenaan  sanksi administratif berupa
pencabutan izin.

Selain dikenakan sanksi pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan izin
pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan atau
Perizinan Berusaha untuk menggunakan bagian-bagian
jalan yang dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan
dan penggunaan bagian-bagian jalan atau Perizinan
Berusaha untuk menggunakan bagian-bagian jalan
menimbulkan:

a. kerusakan pada jalan dan/atau lingkungan
sekitarnya, pemegang izin pemanfaatan dan
penggunaan bagian-bagian jalan atau Perizinan
Berusaha untuk menggunakan bagian-bagian jalan
wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan
atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya;

b. Kkerugian pada masyarakat, pemegang izin
pemanfaatan, dan penggunaan bagian-bagian jalan
atau Perizinan Berusaha untuk menggunakan
bagian-bagian jalan wajib mengganti biaya kerugian
yvang ditimbulkan kepada masyarakat yang
menderita kerugian; dan/atau

c. penyelenggara ...
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c. penyelenggara jalan dapat mencairkan jaminan
pelaksanaan dari pemegang izin.

Paragraf 9
Sektor Transportasi

Pasal 439

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau
pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor
transportasi, dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan;
pembekuan Perizinan Berusaha;

pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau

a o o op

denda administratif.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan
yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

Pasal 440

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 439 dapat dilakukan secara langsung atau
secara bertahap.

Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran
tersebut dapat secara langsung membahayakan
keselamatan dan keamanan transportasi.

Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan
Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat
(1) huruf b dan huruf c.

Pasal 441 ...



SK No 068410 A

(1)

(2)

{3)

(1)

(2)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Pasal 441

Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 439 ayat (1) huruf a terdiri dari
peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga
dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling
lama 30 (tiga puluh) Hari.

Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti
peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota
memberikan sanksi administratif berupa pembekuan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
439 ayat (1) huruf b dengan jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) Hari.

Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti
pembekuan Perizinan Berusaha sampai berakhirnya
jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau
bupati/wali kota memberikan sanksi administratif
berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 439 ayat (1) huruf c.

Pasal 442

Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdiri
sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan
pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga,
pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan
Perizinan Berusaha.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran
dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.

Besaran tarif denda administratif 1 (satu) poin sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 443 ...
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Pasal 443

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 439 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Paragraf 10
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

Pasal 444

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
Perizinan Berusaha di subsektor kesehatan, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
¢. pengenaan denda administratif; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terhadap kegiatan usaha yang terkait dengan
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga diberikan sanksi administratif
berupa paksaan pemerintah meliputi:

a. penghentian penayangan iklan;
b. perintah penarikan produk; dan/atau
c.  perintah pemusnahan produk.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dapat dikenakan tidak secara berjenjang.

Pasal 445 ..
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Pasal 445

Pengenaan  sanksi administratif berupa  peringatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) huruf a
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu
masing-masing 14 (empat belas) Hari.

Pasal 446

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran yang
membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan
berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) huruf b dan huruf d
dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal 447

(1) Pengenaan sanksi administratif harus berdasarkan
laporan hasil Pengawasan yang menunjukkan adanya
pelanggaran terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usaha.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan, gubernur, bupati/wali kota, atau
Administrator KEK sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
memberikan sanksi administratif.

(3) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur,
bupati/wali kota, atau Administrator KEK dapat
membentuk tim ad hoc untuk membantu dalam
melakukan verifikasi, klarifikasi, dan kajian terhadap
pelanggaran standar pelaksanaan kegiatan wusaha
berdasarkan laporan hasil Pengawasan.

Pasal 448

(1) Setiap pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang  kesehatan, gubernur,
bupati/wali kota, atau Administrator KEK sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan ...
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(2) Keputusan sanksi administratif harus disampaikan
kepada pihak yang dikenakan sanksi administratif paling
lambat 5 {lima) Hari sejak keputusan ditetapkan.

(3) Dalam hal sanksi administratif dikenakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan atau pimpinan perangkat daerah yang
berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan provinsi, maka keputusan sanksi
administratif harus ditembuskan kepada pimpinan
perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan
kabupaten/kota.
Pasal 449

(1) Pelaku Usaha yang mendapat sanksi administratif berhak
mengajukan keberatan kepada pejabat yang
bersangkutan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan
bukti-bukti yang mendukung.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak
diterimanya keputusan tindakan administratif oleh yang
bersangkutan.

(4) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pejabat yang mengenakan sanksi
administratif harus melakukan pemeriksaan ulang.

(5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon tidak bersalah,
maka terhadap dirinya dilakukan pemulihan nama baik.

Pasal 450

Dalam melakukan Pengawasan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat menugaskan
tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 451 ...
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Pasal 451

Setiap Pelaku Usaha, vyang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau
pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha subsektor
obat dan makanan, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui
pembekuan Perizinan Berusaha;

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. penarikan dari peredaran;

b. ganti rugi;

c. pemusnahan;

d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik
dan/atau media internet lain yang dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan obat dan makanan
secara daring; dan/atau

e. Penutupan akses permohonan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara kumulatif atau bertahap
berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan, kepala Lembaga 0SS, gubernur, dan
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 452

Pelaku Usaha dapat mengajukan aktivasi kembali
Perizinan Berusaha atas tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 451 melalui Sistemn OSS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atas ...
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Atas pengajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
memberikan persetujuan atau penolakan yang
disampaikan melalui Sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha mengabaikan tindakan
pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 451 ayat (1) huruf b, kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan melakukan pencabutan Perizinan Berusaha
melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 453

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 451 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
kesehatan, kepala lembaga pemerintah nonkementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali
kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau peraturan
kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 11
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 454
Setiap Pelaku Usaha, vyang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau

pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor
kebudayaan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran ...
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teguran tertulis;
denda administratif;
penutupan sementara;

pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

° oo o op

pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dalam bentuk:

a. penghentian pembuatan film;
penghentian pengedaran film;
penghentian pertunjukan film;

penghentian penjualan film; dan

o oo g

penghentian penyewaan film.

Pasal 455

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
454 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan, Administrator KEK, atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan
masing-masing berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Paragraf 12
Sektor Pariwisata

Pasal 456

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
Perizinan Berusaha di sektor pariwisata, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan ...
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peringatan;

penghentian sementara kegiatan berusaha;
pengenaan denda administratif; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

o ob

Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a dikenakan kepada Pelaku
Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak
mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Sanksi administratif berupa pengenaan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi
penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}.

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi
pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
atas hasil Pengawasan.

Pasal 457

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam 456 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pariwisata, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 13 ..
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Paragraf 13
Sektor Keagamaan

Pasal 458

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
Perizinan Berusaha di sektor keagamaan, dikenai sanksi
administratif berupa:

teguran tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

paksaan pemerintah;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

™o a0 o

(1)

Pasal 459

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 458 huruf a, diberikan kepada
penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan
tindakan sebagai berikut:

a.

b.

C.

tidak memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan
ibadah haji khusus;
tidak memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah
haji khusus;
tidak memberikan pelayanan kesehatan,
transportasi, akomodasi, konsurmnsi, dan
pelindungan sesuai perjanjian tertulis;
tidak  memberangkatkan  penanggung jawab
penyelenggara ibadah haji khusus, petugas
kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus
sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;
tidak memfasilitasi pemindahan calon jemaah haji
khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus
lain atas permohonan jemaah;
tidak melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang
akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf
kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab
Saudi;
tidak melaporkan keberangkatan warga negara
Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji
mujamalah;

h. tidak ...
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h. tidak melakukan pembaharuan perubahan
pemegang saham, komisaris, direksi, alamat
perubahan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
(PIHK), dan pembukaan kantor cabang pada Sistem
0O8S; dan/atau

i. tidak melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
ibadah  haji khusus kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama.

Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf b,
diberikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pelanggaran kedua kali atas sanksi
teguran tertulis;

b. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus;
dan/atau

d. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf ¢
diberikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus
melewati batas waktu 1 (satu) kali 24 {dua puluh
empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati
batas waktu 1 (satu) kalt 24 {dua puluh empat} jam;
dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati
batas waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat} jam.

Sankst administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf d
diberikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;
b. tidak ...
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b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus;
dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf

e diberikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus

yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi
teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi
denda administratif;

c. tidak memberangkatkan, melayani, dan
memulangkan jemaah haji khusus sesuai dengan
perjanjian;

d. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus
melewati batas waktu 3 (tiga) kalh 24 (dua puluh
empat) jam;

e. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati
batas waktu 1 (satu} kali 24 {(dua puluh empat} jam;

f. gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati
batas waktu 3 (tiga) kali 24 {dua puluh empat} jam;
dan/atau

g. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah
haji visa mujamalah.

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf

f diberikan kepada penyelenggara ibadah hajt khusus

yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan keempat kali atas sanksi
teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi
denda administratif;

c. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi
pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

d. jika penyelenggara ibadah haji khusus melakukan
pengulangan pelanggaran gagal memberangkatkan,
menelantarkan, dan gagal memulangkan jemaah
haji khusus.

Pasal 460

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4538 huruf a diberikan kepada

penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan
tindakan sebagai berikut:

a. tidak ...
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tidak menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang
pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima)
orang jemaah umrah;

tidak memberikan pelayanan dokumen perjalanan,
akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada
jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang
disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah
umrah dan jemaah umrah;

tidak menyampaikan rencana perjalanan umrah
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama secara tertulis
sebelum keberangkatan;

tidak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia
di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan
pada saat akan kembali ke Indonesia;

tidak membuat laporan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba
kembali di tanah air;

tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan
harga referensi;

tidak mengikuti prinsip syariat;

tidak melaporkan pembukaan rekening
penampungan bagi dana jemaah untuk kegiatan
umrah;

tidak melaporkan jemaah umrah yang telah
menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah
(BPIU) ke rekening penampungan BPIU pada Bank
Penerima Setoran (BPS);

tidak melaporkan jemaah wumrah yang telah
didaftarkan asuransi;

tidak melaporkan paket di bawah harga referensi;
dan/atau

tidak melakukan pembaharuan perubahan
pemegang saham, komisaris, direksi, alamat
perubahan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU), dan pembukaan kantor cabang pada Sistem
OSS.

Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf b
diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah
umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan ...
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a. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali
atas sanksi teguran tertulis;

b. tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan di Arab Saudi,

c. tidak memberangkatkan jemaah wumrah yang
terdaftar pada tahun hijriah berjalan;

d. meminjamkan legalitas Perizinan Berusaha kepada
biro perjalanan yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagai penyelenggara perjalanan ibadah
umrah;

e. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

f.  tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

g. gagal memulangkan jemaah umrah.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf ¢

diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah
umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati
batas waktu 1 (satu} kali 24 {(dua puluh empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas
waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat} jam;
dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas
waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf d

diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah

umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

¢. gagal memulangkan jemaah umrah.

Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan

Berusaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 458 huruf e diberikan kepada penyelenggara

perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan

sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran Kketiga Kkali
atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali
atas sanksi denda administratif;

c. tidak ...
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c. tidak memberangkatkan dan memulangkan jemaah
umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di
Arab Saudi;

d. tidak membuka rekening penampungan yang
digunakan untuk menampung dana jemaah umrah
untuk kegiatan umrah;

e. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah
sesuai perjanjian tertulis;

f. gagal memberangkatkan jemaah melewati batas
waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam;

g jika penyelenggara perjalanan ibadah umrah tidak
mampu menyediakan akomodasi, transportasi, dan
konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas
waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat} jam;
dan/atau

h. jika penyelenggara perjalanan ibadah umrah gagal
memulangkan jemaah umrah melewati batas waktiu
3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf f

diberikan Kkepada penyelenggara perjalanan ibadah

umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran keempat kali
atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali
atas sanksi denda administratif;

c. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali
atas sanksi pembekuan Perizinan Berusaha;
dan/atau

d. melakukan pengulangan pelanggaran gagal
memberangkatkan, menelantarkan, dan gagal
memulangkan jemaah umrah.

Pasal 461
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 459 dan Pasal 460 dilaksanakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
Paragraf 14 ...
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Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
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(1)

(2)

(1)

Pasal 462

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran
atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
penyelenggaraan pos, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika mengenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan
ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan
persyaratan dan/atau kewajiban oleh Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan usaha agen kurir, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informatika mengenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 463

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran
atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informatika mengenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan denda administratif:

c. penghentian ...
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penghentian sementara kegiatan usaha;

pemutusan akses;

daya paksa polisional;

pencabutan layanan; dan/atau
g pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran
atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh
Pelaku Usaha vyang melakukan kegiatan usaha
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan
badan hukum, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
mengenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

{3} Pencabutan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f merupakan pencabutan jenis penyelenggaraan
tertentu yang tercantum dalam Perizinan Berusaha pada
kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
atau kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi
sesuai dengan jenis penyelenggaraan yang dilanggarnya
dan tidak  berakibat pada  pencabutan  jenis
penyelenggaraan yang lain.

Pasal 464
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas
pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh Pelaku
Usaha yang memperoleh penetapan penomoran
telekomunikasi, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
mengenakan sanksi administratif yang berupa:
a. teguran tertulis;
b. pemutusan akses; dan/atau
¢. pencabutan penetapan pencmoran.

Pasal 465

(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran
atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh
lembaga penyiaran atau penyelenggara multipleksing
penyiaran, menteri yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
dapat mengenakan sanksi administratif yang berupa:
a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;

-0 a0

d. daya ..
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d. daya paksa polisional; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran
oleh lembaga penyiaran atas pemenuhan persyaratan
dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi
siaran, Komisi Penyiaran Indonesia mengenakan sanksi
administratif yang berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

c¢. penghentian sementara mata acara yang bermasalah
setelah melalui tahap tertentu;

d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau

e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

{3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran
atas persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait
dengan pelanggaran isi siaran dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika berdasarkan
rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setelah pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan/atau huruf e tidak dipatuhi oleh
Pelaku Usaha.

Pasal 466
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 ayat (1), Pasal 462 ayat (2), Pasal 463 ayat {1), Pasal
463 ayat (2), Pasal 464, Pasal 465 ayat {1), dan Pasal 465 ayat
(2) dilakukan secara langsung atau secara bertahap.

Pasal 467
{1) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 466 dilakukan apabila
pelanggaran tersebut membahayakan keamanan negara
dan berpotensi merugikan negara.

{2} Pengenaan ...
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Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Perizinan
Berusaha.

Pasal 468

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 ayat (1) huruf a, Pasal 462 ayat (2) huruf a,
Pasal 463 ayat (1) huruf a, Pasal 463 ayat (2) huruf a,
Pasal 464 huruf a, dan Pasal 465 ayat (1) huruf a, dan
Pasal 465 ayat (2) huruf a terdiri dari surat teguran
tertulis pertama sampai dengan surat teguran tertulis
ketiga.

Jangka waktu antar surat teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling singkat 7 {tujuh) Hari dan
paling lama 30 (tiga puluh) Hari dengan
mempertimbangkan upaya Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan
usahanya.

Pasal 469

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (1) huruf b, Pasal 463 ayat (1)
huruf b, Pasal 465 ayat (1) huruf b, dan Pasal 465 ayat
(2) huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan
yang ditemukan pada Pengawasan.

Besaran denda administratif dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 470

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (1) huruf ¢, Pasal 462 ayat (2) huruf b,
Pasal 463 ayat (1) huruf ¢, Pasal 463 ayat {2} huruf b, Pasal
465 ayat (1) huruf ¢, dan Pasal 465 ayat (2) huruf ¢ dikenai
selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 471

Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
462 ayat (1) huruf d, Pasal 463 ayat (1) huruf e, dan Pasal 465
ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. meminta ...
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meminta identitas pelaku pelanggaran dan
mendokumentasikan dalam bentuk digital;

memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;

meminta Keterangan Pelaku Usaha yang melakukan
pelanggaran;

memanggil Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran;
dan/atau

penyegelan sementara alat dan/atau perangkat
penunjang yang digunakan untuk kegiatan berusaha.

Pasal 472

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (1) huruf e, Pasal 462 ayat (2) huruf c,
Pasal 463 ayat (1) huruf g, Pasal 463 ayat (2) huruf c, Pasal
464 huruf ¢, dan Pasal 465 ayat (1) huruf e dikenakan sebagai
tahap paling akhir dalam tahapan pengenaan sanksi
administratif.

{1

{2)

(3)

(1)

Pasal 473

Direksi, pengurus, perorangan dan/atau badan hukum
Pelaku Usaha dapat ditetapkan dalam daftar hitam dalam
hal Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan
layanan.

Pihak yang ditetapkan dalam daftar hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, dilarang terlibat dalam kegiatan
usaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha yang bersangkutan.

Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat

dikeluarkan dari daftar hitam setelah:

a. 2 {dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam daftar
hitam; dan/atau

b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.

Pasal 474

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 sampai dengan
Pasal 472 dan ketentuan lebih lanjut mengenai daftar
hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (2}
ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 475

Pemegang hak labuh satelit yang dengan sengaja
menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen
yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan dan/atau
kewajiban hak labuh satelit dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan hak labuh satelit yang diikuti dengan
pencabutan izin stasiun radio.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, pemegang hak labuh satelit yang menyampaikan
data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak
valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 476

Hak labuh satelit dapat dicabut dalam hal:

a.

(1)

satelit asing yang digunakan dinyatakan tidak dapat
beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

tidak memiliki izin stasiun radio dalam jangka waktu
paling kurang 1 (satu) tahun dalam periode masa laku
hak labuh satelit; dan/atau

dalam hal terdapat kepentingan pertahanan dan/atau
keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan
keadaan marabahaya (safety and distress), pencarian dan
pertolongan (Search and Rescue/SAR), kesejahteraan
masyarakat, dan/atau kepentingan umum.,

Pasal 477

Pelaku Usaha yang menggunakan spektrum frekuensi
radio tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan
dari menteri  yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran ...



SK N 068426 A

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

PRESIDEN
REPLBLIK INDONES!IA

- 269 -

a. teguran tertulis;
b. denda administratif; dan
c. pengenaan daya paksa polisional.

Sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ terdiri dari:

a. penghentian operasional pemancaran spektrum
frekuensi radio; dan/atau

b. penyitaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi
yvang digunakan untuk pemancaran frekuensi radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi
radio tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan
dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 478

Pemegang izin pita frekuensi radio yang menggunakan
alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum
bersertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian penggunaan alat dan/atau perangkat
telekomunikasi yang belum mempunyai sertifikat;
dan

c. denda administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Sanksi penghentian penggunaan alat dan/atau perangkat
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dicabut jika alat dan/atau perangkat
telekomunikasi telah mempunyai sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi.

Pasal 479 ...
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Pasal 479

Pemegang izin pita frekuensi radio yang tidak memenuhi
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertuhs;
b. denda administratif; dan/atau

c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media
elektronik.

Kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikecualikan untuk
kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum
frekuensi radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang
izin pita frekuensi radio belum memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanksi
denda administratif.

Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) han kalender,
pemegang izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam
dokumen seleksi dan/atau belum memenuhi kewajiban
pembayaran denda administratif, dikenai sanksi
administratif berupa diumumkan melalui:

a. media cetak; dan/atau

b. media elektronik.

Pasal 480

Pemegang izin pita frekuensi radio yang tidak
menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio
secara berkala dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian layanan  perizinan  penggunaan
spektrum frekuensi radio; dan/atau

c. diumumkan ...
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c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media
elektronik.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, pemegang
izin pita frekuensi radio belum menyampaikan laporan
penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian layanan  perizinan  penggunaan
spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf b; dan

b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dicabut dalam hal pemegang izin pita frekuensi radio
telah menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi
radio.

Pasal 481

Pemegang izin pita frekuensi radio yang tidak melunasi
biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk
izin pita frekuensi radio sampai dengan tanggal jatuh
tempo dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif keterlambatan pembayaran
penerimaan negara bukan pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan
spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita
frekuensi radio; dan/atau

e. pencabutan izin pita frekuensi radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dikenai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi ...
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Sanksi administratif berupa penghentian layanan
perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢, dikenai
bersamaan dengan teguran tertulis pertama.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
kedua, pemegang izin pita frekuensi radic belum
melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi
radio untuk izin pita frekuensi radio dan/atau denda
administratif, dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara operasional penggunaan pita
frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran
tertulis ketiga.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga, pemegang 1izin pita frekuensi radio belum
melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi
radio untuk izin pita frekuensi radio dan/atau denda
administratif, dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin pita frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 482

Pemegang izin pita frekuensi radio yang menggunakan

pita frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya

dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penghentian sementara operasional stasiun radio
yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dapat dicabut jika pemegang izin pita
frekuensi radio telah menyesuaikan penggunaan pita
frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 483

Pemegang izin pita frekuensi radio yang menimbulkan
gangguan yang merugikan (harmful interference) dalam
penggunaan pita frekuensi radic dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran ...
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a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio
yang menimbulkan gangguan yang merugikan
(harmful interference).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dicabut jika pemegang izin pita
frekuensi radio dalam penggunaan pita frekuensi
radionya tidak lagi menimbulkan gangguan yang
merugikan.

Dalam hal penggunsan pita frekuensi radio yang
menimbulkan gangguan yang merugikan (harmjul
interference}, berpotensi menimbulkan bahaya bagi
keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia,
selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 484

Pemegang izin pita frekuensi radio yang melakukan kerja
sama penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;

c. penghentian kerja sama penggunaan spektrum
frekuensi radio; dan/atau

d. pencabutan izin pita frekuensi radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dikenai secara kumulatif
dan bersamaan.

(3) Dalam ...
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Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang
izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, belum mengajukan permohonan
persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika, melunasi denda administratif, dan/atau
menghentikan kerja sama penggunaan spektrum
frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin pita frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 485

Pemegang izin pita frekuensi radio yang melakukan
pengalihan  penggunaan frekuensi radio tanpa
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;

¢. penghentian layanan  perizinan  penggunaan
spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita
frekuensi radio; dan/atau

e. pencabutan izin pita frekuensi radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai secara
kumuiatif dan bersamaan.

Dalam hal setelah 30 {tiga puluh) hari kalender pemegang
izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a sampai
dengan huruf d, belum mengajukan permohonan
persetuyjuan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika, melunasi denda administratif, dan/atau
menghentikan sementara operasional penggunaan pita
frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin pita frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 486 ...
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Pasal 486

Pemegang izin stasiun radio yang dengan sengaja
menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen
yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan izin
stasiun radio dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian layanan  perizinan  penggunaan
spektrum frekuensi radio;

c. penghentian sementara operasional pemancaran
spektrum frekuensi radio; dan/atau

d. pencabutan izin stasiun radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b dikenai secara kumulatif dan
bersamaan.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang
izin stasiun radio tidak memberikan bukti mengenai
kebenaran data dan/atau validitas dokumen, diberikan
sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional pemancaran spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ selama 1
(satu) bulan.

Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin
stasiun radic tidak memberikan bukti mengenai
kebenaran data/atau validitas dokumen, diberikan
sanksi administratif berupa pencabutan izin stasiun
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemegang izin stasiun radic yang menyampaikan
data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak
valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 487

Pemegang izin stasiun radio yang tidak melunasi biaya
hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin
stasiun radio sampai dengan tanggal jatuh tempo dikenai
sanksi administratif berupa:

a. teguran ...
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a. teguran tertulis;

b. denda administratif keterlambatan pembayaran
penerimaan negara bukan pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan
spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional stasiun radio;
dan/atau

e. pencabutan izin stasiun radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dikenai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa penghentian layanan
perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai
bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
kedua pemegang izin stasiun radio belum melunasi biaya
hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin
stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai
sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan
teguran tertulis ketiga.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga pemegang izin stasiun radio belum melunasi biaya
hak penggunaan spektrum frekuensi radioc untuk izin
stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan izin stasiun
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e.

Pasal 488

Pemegang izin stasiun radio untuk dinas radio
komunikasi tertentu yang tidak menggunakan sinyal
identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap
pemancaran spektrum frekuensi radio dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian ...
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b. penghentian sementara operasional stasiun radio;
dan/atau

c. pencabutan izin stasiun radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a diberikan sebanyak 3
(tiga} kalt dengan tenggang waktu 14 (empat belas} hari
kalender.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah
teguran tertulis diberikan pemegang izin stasiun radio
tetap tidak menggunakan sinyal identifikasi atau
identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum
frekuensi radio, diberikan sanksi administratif{ berupa
penghentian sementara operasional stasiun radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 30
{tiga puluh) hari kalender.

Jika dalam waktu setelah penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, pemegang
1zin stasiun radio tetap tidak menggunakan sinyal
identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap
pemancaran spektrum frekuensi radio, diberikan sanksi
administratifl berupa pencabutan izin stasiun radio.

Pasal 489

Pemegang izin stasiun radioc yang menggunakan

frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya

dan/atau mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai

dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam izin

stasiun radio dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penghentian sementara operasional stasiun radio
yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau
tidak sesuai dengan parameter teknis.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf c dapat dicabut jika pemegang izin stasiun
radio telah menyesuaikan penggunaan frekuensi radio
sesuai dengan peruntukannya dan/atau sesuai
parameter teknisnya.

Pasal 490 ...
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Pasal 490

Pemegang izin stasiun radio yang menimbulkan

gangguan yang merugikan (harmful interference) dalam

penggunaan frekuensi radio dikenai sanksi administratif

berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio
yang menimbulkan gangguan yang merugikan
(harmful interference).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b dapat dicabut jika pemegang izin stasiun
radio dalam penggunaan frekuensi radionya tidak lagi
menimbulkan gangguan yang merugikan.

Dalam hal penggunaan pita frekuensi radio yang
menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful
interference}, berpotensi menimbulkan bahaya bagi
keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia,
selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 491

Pemegang izin stasiun radio angkasa yang tidak

mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun

dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara operasional stasiun bumi
yang tidak terdaftar; dan/atau

d. pencabutan izin stasiun radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
kalender.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu,
pemegang izin stasiun radio belum mendaftarkan stasiun
bumi, diberikan sanksi administratif berupa:

a. denda ...
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a. denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf b; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun bumi
yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemegang izin stasiun
radic belum mendaftarkan stasiun bumi, diberikan
sanksi administratif berupa pencabutan izin stasiun
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 492
Pelaku Usaha yang membuat, merakit, memasukkan alat
dan/atau perangkat telekomunikasi untuk

diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi

standar teknis, dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda administratif;

b. pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan
alat dan/atau perangkat telekomunikasi;

c. pencabutan sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi;

d. menarik kembali seluruh alat dan/atau perangkat
telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau
digunakan oleh masyarakat; dan/atau

e. penghentian layanan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a dan huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha
yang tidak memiliki sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenai kepada Pelaku Usaha secara kumulatif dan
bersamaan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dikenakan
kepada Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau
memasukkan alat dan/atau perangkat telekomunikasi
yvang tidak sesuai dengan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi yang dimiliki.

{5) Sanksi ...
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikenakan kepada Pelaku Usaha secara alternatif
dan/atau kumulatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sanksi administratif berupa denda administratif,
pencabutan sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi, dan menarik kembali seluruh alat
dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah
diperdagangkan dan/atau digunakan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf ¢, dan huruf d dikenai kepada Pelaku
Usaha secara kumulatif dan berbarengan.

b. pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi tidak menarik kembali seluruh alat
dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah
diperdagangkan dan/atau digunakan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dalam jangka waktu vyang ditentukan,
dikenai sanksi administratif berupa penghentian
layanan  sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi selama 1 {satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat alat
dan/atau perangkat telekomunikasi dapat dikenai sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 493

Setiap orang yang memperdagangkan dan/atau

menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi

yang tidak memiliki sertifikat alat dan/atau perangkat

telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar

teknis, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan
alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau

d. menarik kembali seluruh alat dan/atau perangkat
telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau
digunakan oleh masyarakat.

(2} Teguran .
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Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan 1 {satu) kali.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran
tertulis, masih memperdagangkan dan/atau
menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi
yvang tidak memiliki sertifikat dan/atau tidak memenuhi
standar teknis, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d secara
kumulatif dan bersamaan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap orang yang memperdagangkan dan/atau
menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi
yang tidak memenuhi standar teknis dapat dikenai
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 494

Pemegang  sertifikat alat dan/atau  perangkat
telekomunikasi yang dengan sengaja menyampaikan data
yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid
dalam pemenuhan persyaratan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi dikenai sanksi administratif
berupa:

a. pencabutan sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi;

b. penghentian layanan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi selama 2 (dua) tahun; dan

¢. menarik kembali seluruh alat dan/atau perangkat
telekomunikast yang telah diperdagangkan dan/atau
digunakan oleh masyarakat.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara kumulatif dan bersamaan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha yang menyampaikan data tidak
benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 495 ...
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Pasal 495

Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembayaran setelah
terbitnya surat pemberitahuan pembayaran sertifikat alat
dan/atau perangkat telekomunikasi sebanyak 2 (dua)} kali
dalam periode 1 {satu) tahun, dikenai sanksi administratif
penghentian layanan sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 496

Pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi yang dengan sengaja tidak memasang
label pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang
diperdagangkan dan/atau dipergunakan dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghentian layanan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a diberikan sebanyak 3
(tiga} kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
kalender.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah
teguran tertulis ketiga diberikan, pemegang sertifikat alat
dan/atau perangkat telekomunikasi tetap tidak
memasang label pada alat dan/atau perangkat
telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau
dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa
penghentian layanan sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi selama 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pemegang  sertifikat alat dan/atau  perangkat
telekomunikasi yang tidak melaporkan bukti pembuatan
label alat dan/atau perangkat telekomunikasi sampai
dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis.

Pasal 497 ...
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Pasal 497

Pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi yang tidak mengajukan perubahan data
administrasi  sertifikat alat dan/atau  perangkat
telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghentian layanan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
kalender.

Jika dalam waktu 14 {empat belas) hari kalender, setelah
teguran tertulis ketiga diberikan, pemegang sertifikat alat
dan/atau  perangkat telekomunikasi tetap tidak
mengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat
dan/atau perangkat telekomunikasi sampai dengan batas
waktu vyang ditetapkan, dikenai sanksi administratif
berupa penghentian layanan sertifikat alat dan/atau
perangkat telekomunikasi selama 1 (satu} tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 498

Pelaku Usaha yang sertifikat alat dan/atau perangkat
telekomunikasi dicabut, diumumkan melalui:

a.
b.

(1)

media cetak; dan/atau
media elektronik.

Pasal 499

Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi

administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara  pendaftaran  pemilik
sertifikat elektronik; dan/atau

c. dikeluarkan dart daftar penyelenggara sertifikasi
elektronik yang mendapat pengakuan dari menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika.

(2) Penyelenggara ...
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Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia yang telah mendapat
pengakuan tidak melakukan kewajiban:

a.

b.

memeriksa kebenaran identitas calon pemilik
dan/atau pemilik sertifikat elektronik;

melakukan validasi sertifikat elektronik;

membuat daftar sertifikat elektronik yang aktif dan
yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi
sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik
(validation authority};

memperbarui tanda lulus penyelenggara sertifikasi
elektronik yang akan habis masa berlakunya;

mengelola dan mengamankan sistem yang
menyimpan identitas pemilik sertifikat elektronik;

memberitahukan pernyataan penyelenggaraan
sertifikasi elektronik (certification practice statement)
penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada
pihak lain yang menggunakan jasa penyelenggara
sertifikasi elektronik;

memublikasikan pernyataan penyelenggaraan
sertifikasi elektronik (certification practice statement)
penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya di situs
resmi layanannya;

memberitahukan kontrak berlangganan (subscriber
agreement) dan kebijakan privasi penyelenggaraan
sertifikasi elektroniknya kepada calon pemilik
dan/atau pemilik sertifikat elektronik;

memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau
pemilik sertifikat elektronik mengenai penggunaan
dan pengamanan sertifikat elektronik;

menjamin kerugian akibat kegagalan layanan
penyelenggaraan sertifikasi elektronik, kesengajaan,
dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha,
atau instansi karena kegagalannya dalam mematuhi
kewajiban scbagai  penyelenggara  sertifikasi
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. meminta ...
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k. meminta persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika dalam hal terjadi
perubahan layanan  penyelenggara  sertifikasi
elektronik yang berbeda dengan ketentuan dalam
kebijakan sertifikat elektronik (certificate policy)
penyelenggara sertifikasi elektronik induk;

1. melaksanakan audit terhadap otoritas
pendaftarannya (registration authority);

m. memelihara dokumen arsip secara sistematik dan
dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk
tertulis (paper based) dan/atau elektronik (electronic
based);

n. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggara
sertifikasi  elektronik kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun berjalan atau apabila
diminta; dan

0. menyetorkan setiap pendapatan dari biaya layanan
penggunaan sertifikat elektronik yvang dihitung dari
persentase pendapatan kepada negara.

Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara pendaftaran
pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b apabila penyelenggara sertifikasi
elektronik vang telah mendapat pengakuan tidak
melakukan kewajiban:

. a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan

penerbitan sertifikat elektronik; dan

b. melakukan pemeriksaan permohonan perpanjangan
masa berlaku, pemblokiran, dan/atau pencabutan
sertifikat elektronik.

Dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik tidak
mengindahkan surat teguran yang diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah
disampaikan sebanyak 3 (tiga} kali berturut-turut,
penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi
administratif berupa dikeluarkan dari daftar
penyelenggara  sertifikasi  elektronik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(S) Dalam ..
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Dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik tidak
melakukan  perbaikan setelah dikenakan  sanksi
administratif berupa penghentian sementara pendaftaran
pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender,
penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikenai sanksi
administratif  berupa dikeluarkan dari daftar
penyelenggara  sertifikasi  elektronik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat dikeluarkan
dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang
diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
apabila;

a. tidak dapat memperbaharui tanda lulus penilaian
kelaikan sistem penyelenggara sertifikasi elektronik
yang akan habis masa berlakunya;

b. adanya putusan pengadilan terkait pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang dilakukan
oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia;
dan/atau

c. atas permintaan penyelenggara sertifikasi elektronik
sendiri.

Pasal 500

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara;

d. pemutusan akses; dan/atau
e. dikeluarkan dari daftar.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis
apabila:

a. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak
melaporkan perubahan terhadap informasi
pendaftaran;

b. tidak ...
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b. tidak melakukan penghapusan terhadap konten
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

c. tidak memberikan akses terhadap data elektronik
dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan
dan penegakan hukum.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat
dikenai sanksi administratif berupa penghentian
sementara apabila;

a. tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b yang sudah disampaikan selama 7 (tujuh)
hari kalender; dan

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik
dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan
dan penegakan hukum.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat
dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses
melalui pemblokiran akses (access blocking) apabila:

a. tidak melakukan pendaftaran;

b. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan

c. tidak melaksanakan pemutusan akses (takedown)
terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang dilarang pada sistem elektroniknya
berupa penutupan akun dan/atau penghapusan
konten.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat
dikenai sanksi administratif berupa denda apabila
penyelenggara sistem elektronik lingkup privat user
generated content tidak melaksanakan penutupan akun
dan/atau penghapusan konten (takedown)} terhadap
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
dilarang.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat
dikeluarkan dari  daftar  penyelenggara  sistem
elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e apabila:

a. tidak ...
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a. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
dan/atau

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik
dan sistem elektronik dalam rangka pengawasan
dan penegakan hukum.

Pasal 501

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462
ayat (1) huruf b, Pasal 463 ayat (1) huruf b, Pasal 465
ayat (1) huruf b, Pasal 465 ayat (2) huruf b, Pasal 477
ayat (1) huruf b, Pasal 478 ayat (1) huruf ¢, Pasal 479
ayat (1) huruf b, Pasal 481 ayat (1) huruf b, Pasal 482
ayat (1) huruf b, Pasal 484 ayat (1) huruf b, Pasal 485
ayat (1) huruf b, Pasal 487 ayat (1) huruf b, Pasal 489
ayat (1) huruf b, Pasal 491 ayat (1) huruf b, Pasal 492
ayat (1) huruf a, Pasal 493 ayat (1) huruf b, dan Pasal
500 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah
mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan poin
pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.

Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
poin.

Pasal 502

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 463 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 464, Pasal 465 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 473 ayat (1), Pasal 475 ayat (1), Pasal 477 ayat (1),
Pasal 478 ayat (1), Pasal 479 ayat (1), Pasal 480 ayat (1)},
Pasal 481 ayat {1), Pasal 482 ayat (1), Pasal 483 ayat (1),
Pasal 484 ayat (1), Pasal 485 ayat (1), Pasal 486 ayat (1),
Pasal 487 ayat (1}, Pasal 488 ayat (1), Pasal 489 ayat (1),
Pasal 490 ayat {1}, Pasal 491 ayat (1), Pasal 492 ayat (1),
Pasal 493 ayat (1), Pasal 494 ayat (1), Pasal 495, Pasal
496 ayat (1), Pasal 497 ayat (1), Pasal 499 ayat (1), dan
Pasal 500 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika, Administrator KEK, dan
kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 15
Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 503

Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan yang

memperoleh:

a. 1izin produksi alat peralatan pertahanan dan
keamanan;

b. izin ekspor alat peralatan pertahanan dan
keamanan; dan

c. izin impor alat peralatan pertahanan dan keamanan,

yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi

administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. peringatan tertulis pertama;

b. peringatan tertulis kedua;

c. pencabutan izin produksi alat peralatan pertahanan
dan keamanan; dan/atau

d. pencabutan penetapan sebagai industr pertahanan.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a diberikan
kepada Pelaku Usaha  nonperseorangan sejak
diketahuinya pelanggaran.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf b diberikan
kepada Pelaku Usaha nonperseorangan setelah tenggang
waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis pertama
tidak diindahkan.

(5) Sanksi ...
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Sanksi administratif berupa pencabutan izin produksi
alat peralatan pertahanan dan keamanan dan/atau
pencabutan penetapan sebagai industri pertahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d
diberikan kepada Pelaku Usaha nonperseorangan setelah
tenggang waktu 3 (tiga} bulan sejak peringatan tertulis
kedua tidak diindahkan.

Sanksi pencabutan izin produksi alat peralatan
pertahanan dan keamanan dan/atau pencabutan
penetapan sebagal industri pertahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan
proses hukum perdata dan/atau hukum pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 504

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan dapat memberikan
sanksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503
ayat (2) dengan memasukkan Pelaku Usaha
nonperseorangan ke dalam daftar hitam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dikenakan kepada Pelaku Usaha nonperseorangan
setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan
tertulis kedua tidak diindahkan.

Pelaku Usaha nonperseorangan yang dikenakan daftar
hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan berusaha di bidang industri pertahanan
selama 2 (dua) tahun sejak daftar hitam dikeluarkan.

Pasal 505

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 503 ayat {2) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistem OSS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan.

Pasal 506 ...
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Pasal 506

Badan usaha jasa pengamanan yang tidak melaksanakan
persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
sektor keamanan dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif berupa  peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
apabila badan usaha jasa pengamanan tidak membuat
laporan setiap semester selama 2 (dua) kali berturut-
turut.

Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan apabila badan usaha jasa pengamanan tidak
memperpanjang Perizinan Berusaha dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Perizinan
Berusaha.

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah  penetapan  sanksi administratif berupa
pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) badan usaha jasa pengamanan tidak
mengajukan perpanjangan Perizinan Berusaha.

Pasal 507

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 506 ayat (1) dilaksanakan oleh kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistern OSS.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 16 ...
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Paragraf 16

Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 508

Pelaku Usaha sektor ketenagakerjaan yang tidak
melaksanakan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan
Berusaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

¢. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau

d. denda administratif.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dikenakan untuk kegiatan
usaha:

a. pelatihan kerja;

b. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam
negeri;

c. penempatan pekerja rumah tangga;

d. penempatan tenaga kerja daring (job portal);

e. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar
negeri (penempatan pekerja migran Indonesia);

f. jasa sertifikasi (lingkup kegiatan usaha lembaga
audit SMK3};

g. Jjasa pengujian laboratorium  (lingkup  kegiatan
usaha pemeriksaan dan pengujian K3);

h. jasa inspeksi periodik (lingkup kegiatan wusaha
pemeriksaan dan pengujian K3); dan

1.  pelatthan kerja kejuruan lainnya swasta (lingkup
kegiatan usaha pembinaan dan konsultasi K3},

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
penghentian sementara kegiatan, pencabutan Perizinan
Berusaha, dan/atau denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dikenakan untuk kegiatan usaha
penempatan pekerja migran Indonesia.

{4} Sanksi ..
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(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan
penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a dan huruf b dikenakan untuk
kegiatan usaha alih daya.

{5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Pasal 509

Sebelum pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di = bidang
ketenagakerjaan atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemanggilan paling banyak 2
(dua) kali kepada Pelaku Usaha dalam rangka klarifikasi
pengenaan sanksi administratif,

Pasal 510

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pelatihan
kerja untuk swasta yang tidak melaksanakan kewajiban
Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi pimpinan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh bupati/wali kota.

Pasal 511 ...



oK No 003467 A

(1)

{2)

(3)

(4)

(1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Pasal 511

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 510 ayat (1) huruf a diberikan
dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak menggunakan instruktur atau tenaga
pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;

b. tidak melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan
program yang disetujui;

¢. tidak menggunakan sarana dan prasarana pelatihan
kerja sesuai dengan program,;

d. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja
pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6
(enam) bulan sekali;

e¢. tidak melaporkan perubahan atau penambahan
program pelatihan kerja;

f. tidak melakukan alih teknologi dalam hal lembaga
pelatihan Kkerja menggunakan tenaga Kerja asing
untuk jabatan instruktur; dan/atau

g. tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan
standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan perangkat daerah yang
berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menghentikan
sementara kegiatan pelatihan kerja.

Pasal 512

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak...
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a. tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi
pelanggaran peringatan tertulis;

b. menerima peserta pelatthan untuk program
pelatihan kerja selama dijatuhi sanksi peringatan
tertulis; dan/atau

c. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja
kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota secara berkala 6 (enam} bulan
sekali.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan perangkat daerah yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan  kabupaten/kota  melalui  delegasi
bupati/wali kota mengenakan sanksi administratif
berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 513

Sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 510 ayat (1) huruf ¢ diberikan
dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi
pelanggaran penghentian sementara; dan/atau

b. menerima peserta pelatihan untuk program
pelatihan  kerja  selama  dikenakan  sanksi
penghentian sementara.

Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi pencabutan Perizinan
Berusaha dalam hal:

a. tidak ...
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a. tidak melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha
diterbitkan;

b. tidak memenuhi standar mutu usaha pelatihan kerja
melalui proses akreditasi lembaga pelatihan kerja
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Perizinan
Berusaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. menyalahgunakan Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha pelatihan kerja; dan/atau

d. menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa melakukan
pelatihan kerja.

Pasal 514

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dar 1 (satu) program
pelatihan kerja berdasarkan KBLI dan terjadi pelanggaran
terhadap pelaksanaan program pelatihan pada salah satu
atau lebih KBLI, pengenaan sanksi pencabutan Perizinan
Berusaha dilakukan atas KBLI program pelatihan yang
bersangkutan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 515

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha alih daya
yang melanggar kewajiban Perizinan Berusaha dikenakan
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penghentian sementara kegiatan usaha.

Dalam hal perusahaan alih daya dikenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung
jawab perusahaan alih daya yang bersangkutan.

Pasal 516

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
515 ayat (1) huruf a dilakukan oleh perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi kepada perusahaan alih daya.

(2) Peringatan ...



SK No 068464 A

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!IA

- 297 -

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dikenakan sebanyak 2 {dua) kali masing-masing untuk
jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya
peringatan tertulis dari perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan oleh perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi berdasarkan:

a. rekomendasi dari perangkat daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau

b. tindak lanjut hasil Pengawasan ketenagakerjaan.

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kketenagakerjaan provinsi
mengenakan peringatan tertulis pertama, paling lama 3
(tiga) Hari sejak diterimanya rekomendasi atau tindak
lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat {3].

Dalam hal jangka waktu pengenaan peringatan tertulis
pertama telah habis dan perusahaan tidak memenuhi
kewajibannya, perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi
mengenakan peringatan tertulis kedua.

Perusahaan alih daya yang tidak melaksanakan
kewajiban setelah peringatan tertulis kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi penghentian
sementara kegiatan usaha.

Pasal 517

Penghentian sementara Kegiatan usaha merupakan
sanksi administratif untuk menghentikan pekerjaan
dalam waktu tertentu di wilayah terjadinya pelanggaran.

Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 515 ayat (1) huruf b dikenakan
oleh menteri  yang  menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan
rekomendasi dari perangkat daerah yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi.

(3) Penghentian ...
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Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan
dipenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan.

Pasal 518

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri
yang tidak melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota
dan/atau pengaduan masyarakat.

Pasal 519

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat {1)
huruf a diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melakukan penempatan tenaga kerja selama 1
{satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;

b. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan;

c. tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga
kerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

d. tidak mengajukan surat persetujuan penempatan
dalam melakukan pengerahan tenaga Kerja;

e. tidak melaporkan penyelenggaraan  pameran
kesempatan kerja (job fair}; dan/atau
f. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.

(2) Sanksi ...
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Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e¢ berlaku bagi Pelaku
Usaha yang menyelenggarakan pameran kesempatan
kerja (job fain.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi penghentian sementara.

Pasal 520

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 519 ayat (2); dan/atau

b. menempatkan tenaga kerja selama dijatuhi sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 518 ayat (1) huruf a.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasal 521 ...
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Pasal 521

Sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 518 ayat (1) huruf ¢ dikenakan apabila
Pelaku Usaha:

a. menyalahgunakan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha selain kegiatan penempatan tenaga kerja;

b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 ayat
{1} huruf a; dan/atau

c. menempatkan tenaga kerja selama dijatuhi sanksi
penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 520 ayat (1) huruf b.

Pasal 522

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif
pencabutan  Perizinan Berusaha dapat mengajukan
permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 523

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
pencmpatan pekerja rumah tangga yang tidak
melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha, dikenakan
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara; dan/atau
c. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Sanksi administratilf sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota
dan/atau pengaduan masyarakat.

Pasal 524 ...
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Pasal 524

Pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1} huruf a
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan penempatan pekerja rumah
tangga paling lambat 1 (satu} tahun sejak Perizinan
Berusaha diterbitkan;

b. tidak mengajukan surat persetujuan penempatan
dalam hal melakukan pengerahan tenaga kerja;

c. tidak melaporkan data penempatan pekerja rumah
tangga secara berkala setiap 3 (tiga} bulan;

d. tidak memonitor pekerja rumah tangga yang telah
disalurkan kepada pengguna;

e. memungut imbalan jasa kepada pekerja rumah
tangga;

f.  menyalurkan pekerja rumah tangga pada pengguna
perusahaan atau badan usaha lainnya; dan/atau

g. menempatkan pekerja rumah tangga ke luar negeri.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratif penghentian
sementara.

Pasal 525

Pengenaan sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak ...
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a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 524 ayat (2); dan/atau

b. menempatkan pekerja rumah tangga selama dijatuhi
sanksi peringatan tertulis.

(2) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) memuat kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha.

Pasal 526

Pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1)
huruf c diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. menyalahgunakan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha selain kegiatan penempatan pekerja rumah
tangga;

b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 ayat
(2); dan/atau

c. menempatkan pekerja rumah tangga selama dijatuhi
sanksi penghentian sementara.

Pasal 527

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif
pencabutan  Perizinan Berusaha dapat mengajukan
permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 528 ...
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Pasal 528

Pelaku Usaha vyang melakukan kegiatan usaha
penempatan tenaga kerja daring yang tidak
melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota
dan/atau pengaduan masyarakat.

Pasal 529

Pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (1) huruf a

diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan penempatan tenaga kerja
daring (job portal) paling lambat 1 (satu} tahun sejak
Perizinan Berusaha diterbitkan;

b. tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga
kerja secara berkala setiap 3 {tiga) bulan; dan/atau

c. tidak melaporkan penyelenggaraan  pameran
kesempatan kerja (job fair.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3
{tiga) bulan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pelaku
Usaha yang menyelenggarakan pameran kesempatan
kerja (job fair.

(5) Dalam ...
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Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

menjatuhkan sanksi administratif penghentian
sementara.

Pasal 530
Sanksi administratif penghentian sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 529 ayat (3}; dan/atau

b. menempatkan tenaga kerja selama dijatuhi sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 528 ayat (1) huruf a.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) memuat kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasal 531

Sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 528 ayat (1) huruf ¢ dikenakan apabila
Pelaku Usaha:

a.

tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 ayat
(3); dan/atau

b. menempatkan .
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b. menempatkan tenaga kerja selama dijatuhi sanksi
penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 528 ayat (1) huruf b,

Pasal 532

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi adminstratif
pencabutan  Perizinan Berusaha  dapat mengajukan
permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 533

{1} Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak
melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha dikenakan
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. denda administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi pimpinan
unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan,
rekomendasi Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, atau laporan atase ketenagakerjaan/pejabat
yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 534

{1) Penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) huruf a
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data
perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran
Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di
negara tujuan penempatan; dan/atau

b. tidak ...
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b. tidak melaporkan hasil monitoring terhadap calon
pekerja migran Indonesia yang ditempatkan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1
(satu) bulan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran
kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi
administratif penghentian sementara.

Pasal 535

Penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1} huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak memiliki Surat izin Perekrutan Pekerja Migran
Indonesia {SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dalam menempatkan calon pekerja
migran Indonesia;

b. tidak melaporkan hasil seleksi calon pekerja migran
Indonesia pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

¢. tidak melakukan seleksi pada perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota atau
layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia;

d. tidak mendaftarkan dan mengikutsertakan calon
pekerja migran Indonesia dalam orientasi pra
pemberangkatan;

e. tidak menempatkan calon pekerja migran Indonesia
yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan
dokumen sebelum bekerja;

f. menempatkan ...



SK No 085445 A

@Qﬁ@%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESHA

- 307 -

menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai
dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam perjanjian kerja;

menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk
Jjabatan yang tidak bertentangan dengan norma
kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada
negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;

tidak memberitahukan tentang kematian pekerja
migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat
3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinya kematian tersebut;

tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan
memberitahukannya kepada pejabat perwakilan
Republik Indonesia dan anggota keluarga pekerja
migran Indonesia yang bersangkutan;

tidak memulangkan jenazah pekerja migran
Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak
serta menanggung semua biaya yang diperlukan,
termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara
agama pekerja migran Indonesia yang bersangkutan;

tidak mengurus pemakaman di negara tujuan
penempatan pekerja migran Indonesia atas
persetujuan pihak keluarga pekerja migran
Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di negara yang bersangkutan;

tidak memberikan perlindungan terhadap seluruh
harta milik pekerja migran Indonesia untuk
kepentingan keluarganya;

tidak mengurus pemenuhan semua hak pekerja
migran Indonesia yang seharusnya diterima;

tidak memulangkan pekerja migran Indonesia dalam
hal berakhirnya perjanjian kerja, pemutusan
hubungan kerja, meninggal duria, mengalami

kecelakaan kerja dan/atau sakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan
pekerjaannya, dan/atau sebab lain  yang

menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia;

tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran
Indonesia yang ditempatkan; dan/atau

g. tidak ...
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gq. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian
perselisihan atau sengketa calon pekerja migran
Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia jika
deposito yang digunakan tidak mencukupi.

(2) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga} bulan.

(3) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban
yvang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasal 536

Dalam penjatuhan sanksi administratif penghentian
sementara ditindaklanjuti dengan tunda pelayanan kegiatan
usaha penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 537

Pelaku Usaha vyang dikenakan sanksi administratif
penghentian sementara wajib bertanggung jawab atas
pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang telah
menandatangani perjanjian penempatan.

Pasal 538

Dalam hal Pelaku Usaha yang dijatuhi penghentian sementara
telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian
sementara berakhir, Pelaku Usaha harus melapor secara
daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 539 ...
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Pasal 539

Pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat
(1) huruf c diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kegiatan penempatan pekerja
migran Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak
Perizinan Berusaha diterbitkan;

b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang
telah ditetapkan dalam sanksi administratif
penghentian sementara;

c. melakukan pelanggaran kembali selama menjalani
masa sanksi administratif penghentian sementara;

d. melakukan seleksi atau Kkegiatan penempatan
selama sanksi administratif penghentian sementara;
dan/atau

e. mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 {dua)
kali selama periode 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal Perizinan Berusaha telah dicabut, Pelaku
Usaha yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:

a. memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia
yang telah menandatangani perjanjian penempatan;
dan/atau

b. menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja
migran Indonesia di negara tujuan penempatan
sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja pekerja
migran Indonesia yang terakhir diberangkatkan.

Pasal 540

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif
pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 539 dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha baru setelah melewati tenggang
waktu 5 {lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Penanggung jawab untuk kegiatan usaha penempatan
pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang menjadi penanggung jawab kegiatan
usaha penempatan pekerja migran Indonesia untuk
jangka waktu 5 {lima) tahun.

Pasal 541 ...
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Pasal 541

Pelaku Usaha penempatan pekerja migran Indonesia
wajib menyampaikan pembaruan data kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
akta pembaharuan data diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.

Pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi penanggung jawab dan/atau alamat Pelaku
Usaha.

Pelaku Usaha penempatan pekerja migran Indonesia
yang menyampaikan pembaruan data melebihi jangka
waktu 30 {tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif denda
keterlambatan.

Sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dikenakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke kas negara.

Pasal 542

Penghitungan sanksi administratif denda keterlambatan
diberikan sejak hari ke-31 (tiga puluh satu) dan dibatasi
sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh} sejak akta
pembaharuan data diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.

Besaran sanksi administratif denda keterlambatan
dikenakan setiap 1 (satu) Hari sebesar Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)j.

Pasal 543

Pelaku Usaha penempatan pekerja migran Indonesia
yang tidak membayar sanksi administratif denda
keterlambatan sampai batas akhir 90 (sembilan puluh)
Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif penghentian sementara
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Sanksi ...
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(2) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban
Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang ketenagakerjaan
memberikan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha.

Pasal 544

Dalam hal Perizinan Berusaha telah dicabut, Pelaku Usaha
yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk membayar
sanksi administratif denda keterlambatan sebagai utang
perusahaan kepada negara.

Pasal 545

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa
pengujian laboratorium  (lingkup kegiatan usaha
pemeriksaan dan pengujian K3), jasa inspeksi periodik
{lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3},
dan pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta (lingkup
kegiatan usaha pembinaan dan konsultasi K3) yang tidak
melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha dikenakan
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi dari
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau
kabupaten/kota dan/atau pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 546 ...
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Pasal 546

Pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 ayat (1) huruf a
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan
standar;

b. melaksanakan kegiatan usaha yang bukan ruang
lingkup bidang usahanya; dan/atau

c. tidak melaporkan kegiatan usaha kepada
Pemerintah Daerah provinsi.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1
(satu) bulan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam waktu vyang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau melakukan pelanggaran
kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi
administratif penghentian sementara.

Pasal 547

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha tidak melaporkan
kegiatan usahanya kepada menterj yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

(4) Dalam ...
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(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2}, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasal 548

Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif
penghentian sementara telah memenuhi kewajiban sebelum
masa penghentian sementara berakhir, Pelaku Usaha harus
melapor secara daring kepada menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan.

Pasal 549

Pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 ayat (1)
huruf c diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 ayat
(2);

b. tidak melaksanakan kegiatan jasa K3 paling lama 1 (satu)
tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;

c. melakukan pelanggaran kembali selama menjalani masa
sanksi administratif penghentian sementara;

d. melakukan kegiatan jasa K3 selama sanksi administratif
penghentian sementara; dan/atau

e. mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 (dua) kali
selama periode 12 {dua belas) bulan.

Pasal 550

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif
pencabutan  Perizinan Berusaha dapat mengajukan
permohonan Perizinan Berusaha baru setelah melewati
tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
pencabutan.

Pasal 551 ...
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Pasal 551

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha lembaga
audit SMK3 yang tidak melaksanakan kewajiban
Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi dan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau
kabupaten/kota dan/atau pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 552

Pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 ayat (1) huruf a
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan
standar;

b. melaksanakan kegiatan usaha yang bukan ruang
lingkup bidang usahanya; dan/atau

c. tidak melaporkan  kegiatan usaha  kepada
Pemerintah Daerah provinsi.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka
waktu 1 {satu) bulan.

Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran
kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan menjatuhkan penghentian
sementara.

Pasal 553 ...
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Pasal 553

(1) Sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha tidak melaporkan

kegiatan usahanya kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan.

(2} Sanksi administratif penghentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam sanksi administratif penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
mengenakan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha.

Pasal 554

Dalam hal Pelaku Usaha yang dijatuhi penghentian sementara
telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian
sementara berakhir, Pelaku Usaha harus melapor secara
daring kepada menteri yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 555

Pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 ayat (1)
huruf ¢ diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553
ayat (2);

b. tidak ...
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b. tidak melaksanakan kegiatan audit SMK3 paling lama 1
(satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;

c¢. melakukan pelanggaran kembali selama menjalani masa
sanksi administratif penghentian sementara;

d. melakukan kegiatan audit SMK3 selama sanksi
administratif penghentian sementara; dan/atau

e. mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 (dua) kah
selama periode 12 {dua belas} bulan.

Pasal 556

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif
pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 555 dapat mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha baru setelah melewati tenggang waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 557

Pengenaan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha
sektor Kketenagakerjaan dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan atau bupati/wali kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 558

(1) Kegiatan usaha di sektor ekonomi kreatif yang telah
ditetapkan KBLI namun belum ditetapkan sebagai
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan
Pemerintah ini, norma, standar, prosedur, dan kriteria
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

(2) Penyusunan ...
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Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan
melibatkan Pelaku Usaha.

Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah mendapat persetuyjuan Presiden
berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan  koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 559

Penerbitan Perizinan Berusaha terkait ekspor dan impor
oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan
neraca komoditas yang ditetapkan dalam rapat
koordinasi tingkat menteri.

Dalam rangka penetapan neraca komoditas,
kementerian/lembaga menyediakan data yang terkait
dengan rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data
pendukung pada sistem elektronik yang terintegrasi
dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan
ckspor dan impor.

Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah tersedia, Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor
dan impor yang diatur di sektor masing-masing dalam
Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku.

Dalam hal neraca komoditas belum tersedia, penerbitan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
berupa rekomendasi ekspor dan impor oleh
menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang
tersedia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai neraca komoditas diatur
dengan Peraturan Presiden.

Pasal 560 ...
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Pasal 560

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan
perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
olech menteri yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di  bidang
perekonomian.

Pasal 561

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan
pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, menteri/kepala lembaga,
gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala
Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi untuk
mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 562
Pada saat Peraturan Pemerinfah ini mulai berlaku:

a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan
Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum
Peraturan Pemerintah ini berlaku termasuk persyaratan-
persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan
bagi Pelaku Usaha; dan

b. Pelaku ...
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Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha
namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan
Pemerintah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses
sesual dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 563

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

Pelaku Usaha yang telah mempercleh hak akses sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan
pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan

atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi
kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang
didaftarkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 564

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan
tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha
pariwisata,  sertifikatnya tetap berlaku selama
menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a
harus melaksanakan  pemutakhiran  administrasi
Sertifikat Standar usaha pariwisata melalui lembaga
sertifikasi usaha  pariwisata yang  menerbitkan
sertifikatnya dan mekanisme transfer surveilans sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. dalam ...
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dalam hal usaha pariwisata telah memiliki Sertifikat
Standar usaha yang berlaku selama menjalankan usaha
dan/atau Sertifikat Standar wusaha berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini mengunggah dalam Sistem
0SS,

Pasal 565

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku; dan

semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 566

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini
wajib ditetapkan paling lama 2 (dua} bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui
Sistern OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 567

Peraturan Pemerintah ini mulat berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

& Perundang-undangan dan
Nistrast Hukum,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai
penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat
Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha
dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan
merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis
Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan
penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha
(business process re-engineering) serta memeriukan pengaturan (re-design)
proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha
secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan
Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak
seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui
penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik
dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan
menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.
Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan
memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku
Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat
Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha
dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi.
Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha
dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;
¢. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistemn Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
d. Tata ...
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tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

@ ™ 0

penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko; dan

h. sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf g

Sektor perdagangan

FRESIDEN
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termasuk perdagangan berjangka

komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas, dan

metrologi legal.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf ]

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Hurufp. ..
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Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan:

1. “parameter Risiko” adalah parameter yang digunakan untuk
menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan.
Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan
besar.

2. “angka waktu” adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Dacrah untuk menerbitkan Perizinan
Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan
Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak
dokumen lengkap dan benar.

3. “masa berlaku” adalah masa berlaku Perizinan Berusaha
berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan:

1. “persyaratan” adalah suatu tindakan yang harus dilakukan
oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.

2. “kewajiban” adalah tindakan yang harus dilakukan oleh
Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Ayat (6}

Cukup jelas.
Ayat {7}

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11) ...

SK No (085433 A



o
A
2

.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Data dapat berupa statistik, literatur, berita, laporan publik, dan
sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan dan
melakukan analisis Risiko.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan
usaha ini selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku

Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat
atau terakreditasi” adalah badan usaha atau orang perseorangan
yvang memiliki kompetensi berdasarkan akreditasi atau sertifikat yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a

SK No 079498 B
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Yang dimaksud dengan:

|

“kapal penangkap ikan” adalah kapal yang digunakan
untuk menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

“Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI)” adalah wilayah pengelolaan
perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,
konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan,
yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan,
laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.

Huruf b ...
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Huruf b
Yang dimaksud dengan:

1. “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEL)” adalah jalur di
luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
yvang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi
dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan
batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari
garis pangkal laut teritorial indonesia.

2. “penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

3. “laut lepas” adalah bagian dari laut yang tidak termasuk
dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan
Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Regional Fishenes Management
Organizations (RFMO)” adalah organisasi pengelolaan perikanan
regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri,
khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan
sumber daya ikan di wilayah tertentu.

Ketentuan ...
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Ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan perikanan
yaitu port state measure agreement.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “andon penangkapan ikan” adalah kegiatan
penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dan nelayan
kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai
dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan
ikan sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda
penangkapan ikan andon.

Pasal 31
Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “kapal pengangkut ikan” adalah kapal
yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Yang dimaksud dengan “pengangkutan ikan” adalah kegiatan
pengangkutan ikan yang menggunakan kapal yang khusus
digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di laut
lepas.

Ayat (2}

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (D)

Yang dimaksud dengan “pembudidayaan ikan” adalah kegiatan
untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan
serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasuk Kkegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

Pasal 32 ...
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Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan perikanan
yaitu port state measure agreement.

Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih muatan” adalah pemindahan ikan
hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut
tkan.

Ayat (2)

Ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan perikanan
yaitu port state measure agreement.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pertanian mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian,
perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan
kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan sarana pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb...
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Huruf b

Yang termasuk usaha perbenihan meliputi Benih Penjenis
(BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), dan Benih Sebar
(BR).

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis tanaman hortikultura disesuaikan dengan jenis komoditas
binaan sektor pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Pengertian atau istilah dalam sektor lingkungan hidup dan
kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 ...
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Pasal 41

Pengertian atau istilah dalam sektor energi dan sumber daya
mineral mengacu pada Kketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan
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batubara, serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.
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Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Pengertian atau istilah dalam sektor ketenaganukliran mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-
nukliran.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Pengertian atau istilah dalam sektor perindustrian mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62 ...
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Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

SK No 082788 A
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Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Pengertian atau istilah dalam sektor perdagangan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan,
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat mengacu pada Ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, arsitek, sumber
daya air, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3}

Cukup jelas.

Pasal 81 ...
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Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Teknis Badan
Usaha (PJTBU)” adalah pegawai tetap yang bertanggung jawab
terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.
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Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

SK No 082784 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18

Pasal 107 ...



A
g

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116

Pengertian atau istilah dalam sektor transportasi mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118 ...
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Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119

Pengertian atau istilah dalam sektor kesehatan, obat dan makanan
mengacu pada Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
narkotika, pangan, kesehatan, rumah sakit, dan kekarantinaan
kesehatan.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Agar standar dan/atau persyaratan yang dihasilkan memenuhi
kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan dengan mengikutsertakan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keschatan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi
terkait.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 126
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Agar standar dan/atau persyaratan yang dihasilkan memenuhi
kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan dengan mengikutsertakan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keschatan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi
terkait.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Agar standar dan/atau persyaratan yang dihasilkan memenuhi
kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan dengan mengikutsertakan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi
terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Ayat (1)

Penerapan cara yang baik ditujukan untuk Pelaku Usaha pangan
agar dalam melaksanakan kegiatannya memperhatikan
keamanan pangan, misalnya cara produksi pangan olahan yang
baik, cara distribusi pangan olahan yang baik, cara produksi yang
baik untuk pangan steril komersial, dan cara ritel pangan yang
baik.

Ayat (2)

SK No 082780 A

Kajian Risiko mempertimbangkan antara lain karakteristik
pangan olahan, profil Risiko sarana, dan target konsumen.

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan keamanan pangan dan
mutu pangan” merupakan upaya pencegahan yang periu
diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan
pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang
lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan
sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan
sistem Pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu
berkembang menyesuaikan dengan  perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 132 . ..



@m@g’%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONEStA

- 23 -

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)

Subsektor pendidikan dalam ketentuan ini termasuk subsektor
pendidikan yang pembinaannya dilakukan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Yang dimaksud dengan kata "dapat™ dalam ketentuan ini pada
dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko tidak berlaku pada sektor pendidikan kecuali lembaga
pendidikan formal di KEK yang diatur tersendiri.

Ayat (2)
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Selain Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran; dan

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ayat {3} ...



Avyat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 135

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengertian atau istilah dalam subsektor kebudayaan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Pengertian atau istilah dalam sektor pariwisata mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.
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Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Pengertian atau istilah dalam sektor keagamaan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Avyat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pos, telekomunikasi,
penyiaran, dan sistern dan transaksi elektronik mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos,
telekomunikasi, penyiaran, dan informasi dan transaksi
elektronik.

Avyat {2}

Cukup jelas.
Ayat {3}

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat {5) ...

SK No 082777 A



Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153

Pengertian atau istilah

PRESIDEN
REPUBLIK INDCNESIA
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dalam subsektor

industri

pertahanan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

industri pertahanan.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

SK No 082776 A
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Pasal 160

Pengertian atau istilah dalam subsektor keamanan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor ketenagakerjaan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

Ayat {2}
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Rencana tata ruang berupa rencana detail tata ruang, rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang
wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis
nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana

tata ruang wilayah nasional.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

SK No 077301 A
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hak akses terbatas” adalah hak akses
yang dibatast hanya untuk informasi tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemberian hak akses terbatas
dapat diberikan kepada perbankan, asuransi, lembaga
pembiayaan dan lain-lain.

Pasal 170
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6}
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Huruf e

Cukup jelas.

Huruff ...
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Huruf {

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Yang termasuk badan hukum lainnya yang dimiliki oleh
negara antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
Lembaga Pengelola Investasi, dan Bank Tanah.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 171
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Contohnya: kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP
kabupaten/kota sebagai pengelola hak akses dapat memberikan
hak akses turunan kepada dinas teknis provinsi/kabupaten/kota
dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai
kewenangan masing-masing.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.
Pasal 174 . ..
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Pasal 174
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha” tersebut termasuk badan
usaha milik desa.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab yang

berke}xarganegaraan asing” termasuk pemberi waralaba dari luar

negeri.

Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...
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Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan elektronik” adalah tanda
tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif dan/atau fasilitas Penanaman
Modal”, antara lain tax holiday, tax allowance, dan lain-lain.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Ayat {1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Ketentuan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
termasuk izin lokasi yang diterbitkan sebelum diterbitkannya
Peraturan Pemerintah ini.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe .
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Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasai 183
Ayat (1)

Ketentuan ini diterapkan misalnya bagi Pelaku Usaha yang akan
menggelar kabel laut atau optik di darat dan laut atau yang akan
membangun pelabuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189 ...
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Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

SK No 082998 A
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Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Ayat (1)

NIB yang dimaksud adalah NIB dengan data terkini kegiatan
usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi.

Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Avyat {4)

Cukup jelas.
Ayat {5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7}

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jeias.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205 ...
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Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.
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Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Laporan terkait penyelenggaraan pelattihan dan alih

teknologi kepada tenaga kerja
pendamping dilakukan apabila

mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.
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Indonesia  sebagai
Pelaku Usaha

Pasal 224 ...



&
®

PRESIDEN
REPUBLIXK INDONESIA

- 38 -

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {4)

Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana
Pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelarangan
pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi
pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel, dan
lainnya.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232 ...
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Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.
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Pasal 243 ...



Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.
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Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.
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Pasal 264
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan” yaitu Pengawasan atas ditaatinya
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274 ..
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Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa puncak angkutan” atau peak
seasont antara lain lebaran, natal, tahun baru, dan lburan
sekolah.

Pasal 283 ...
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Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.
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Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305 ...
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Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.
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Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.
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Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Cukup jelas.
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Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Cukup jelas.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.
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Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Cukup jelas.
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Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.
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Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Cukup jelas.
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Pasal 405

Cukup jelas.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Pasal 409

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.
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Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Cukup jelas.

Pasal 426

Cukup jelas.
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Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.
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Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal 439
Cukup jelas.

Pasal 440
Cukup jelas.

Pasal 441
Cukup jelas.

Pasal 442
Cukup jelas.

Pasal 443
Cukup jelas.

Pasal 444
Cukup jelas.

Pasal 445
Cukup jelas.

Pasal 446
Cukup jelas.

Pasal 447
Cukup jelas.

Pasal 448
Cukup jelas.

Pasal 449 ...
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Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Cukup jelas.

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal 458

Cukup jelas.

Pasal 459

Cukup jelas.

SK No 082973 A
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Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Cukup jelas.

Pasal 462

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Cukup jelas.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Cukup jelas.

SK No 082972 A
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Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Cukup jelas.

SK No 082971 A
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Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490

Cukup jelas.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

SK No 082970 A
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Pasal 494

Cukup jelas.

Pasal 495

Cukup jelas.

Pasal 496

Cukup jelas.

Pasal 497

Cukup jelas.

Pasal 498

Cukup jelas.

Pasal 499

Cukup jelas.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501

Cukup jelas.

Pasal 502

Cukup jelas.

Pasal 503

Cukup jelas.

Pasal 504

Cukup jelas.

SK No 082969 A

=

)
14

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

63

Pasal 505 ...



Pasal 505

Cukup jelas.

Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Cukup jelas.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Cukup jelas.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jelas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Cukup jelas.

Pasal 515

Cukup jelas.

SK No 082968 A
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Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal‘ 524

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Cukup jelas.

SK No 082967 A
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Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal 529

Cukup jelas.

Pasal 530

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532

Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

Pasal 535

Cukup jelas.

Pasal 536

Cukup jelas.

Pasal 537

Cukup jelas.

SK No 082966 A
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Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Cukup jelas.

Pasal 540

Cukup jelas.

Pasal 541

Cukup jelas.

Pasal 542

Cukup jelas.

Pasal 543

Cukup jelas.

Pasal 544

Cukup jelas.

Pasal 545

Cukup jelas.

Pasal 546

Cukup jelas.

Pasal 547

Cukup jelas.

Pasal 548

Cukup jelas.

SK No 082965 A
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Pasal 549

Cukup jelas.

Pasal 550

Cukup jelas.

Pasal 551

Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

Pasal 553

Cukup jelas.

Pasal 554

Cukup jelas.

Pasal 555

Cukup jelas.

Pasal 556

Cukup jelas.

Pasal 557

Cukup jelas.

Pasal 558

Cukup jelas.

Pasal 559
Cukup jelas

Pasal 560

Cukup jelas.

SK No 082964 A
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Pasal 561
Cukup jelas.

Pasal 562
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 184 huruf c
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 563
Cukup jelas.

Pasal 564
Cukup jelas.

Pasal 565
Cukup jelas.

Pasal 566
Cukup jelas.

Pasal 567
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6617
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I.5.A.1

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat Penzm;n .:;.nﬁtka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risik Berusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
1. 43294 Instalasi Nuklir | Tapak Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten
reaktor Izin diterbitkannya
nuklir pernyataan
pembebasan
Konstruk- | Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 8 tahun Seluruh Kepala Bapeten -
si reaktor Izin
nuklir
Komisio- Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 1 tahun | 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ning Izin
reaktor
nuklir
Operasi Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun | 40 tahun Seluruh Kepala Bapeten
reaktor Izin
nuklir
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[.5.A2
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
P . ..
No. Kode Ruang arameter Risiko Tingkat Il;enzm;n ‘:;nftka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risik cerusana aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas stko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Dekomisi- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten
oning [zin diterbitkannya
reaktor pernyataan
nuklir pembebasan
2. 43294 Instalasi Nuklir | Tapak Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten

instalasi [zin diterbitkannya
nuklir pernyataan
nonreak- pembebasan
tor (INNR)
fasilitas
pemurni-
an
Konstruk- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
si  (INNR) Izin
fasilitas
pemurni-
an

SK No 041637 C
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[.5.A.3
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode l.iuang Parameter Risiko Tingkat ll';enzm;n .:;nlﬂ:a Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risiko cerusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Komisio- Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ning [zin
(INNR
fasilitas
pemurni-
an
Operasi Seluruh | NA Tinggi NIB dan { 2 tahun 10 tahun | Seluruh Kepala Bapeten
INNR [zin
fasilitas
pemurni-
an
Dekomisi- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten
oning [zin diterbitkannya
INNR pernyataan
fasilitas pembebasan
pemurni-
an

SK No 041636 C
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat l];enzm;n -i‘l;’mlftka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risik erusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
3. 43294 [nstalasi Nuklir | Tapak Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten
INNR [zin diterbitkannya
fasilitas pernyataan
konversi pembebasan
Komisio- Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ning INNR Izin
fasilitas
konversi
Konstruk- | Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 1 tahun S tahun Seluruh Kepala Bapeten
si INNR Izin
fasilitas
konversi
Operasi Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 10 tahun | Seluruh Kepala Bapeten
INNR Izin
fasilitas
konversi

SK No 041635 C
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REPUBLIK INDONESIA
[.5.A.5
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat Penzm;n ;:;nlftka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risik Berusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas stko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Dekomisi- | Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 1 tahun | Sampai Seluruh Kepala Bapeten
oning [zin diterbitkannya
INNR pernyataan
fasilitas pembebasan
konversi
4. 43294 Instalasi Nuklir | Tapak Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 1 tahun | Sampai Seluruh Kepala Bapeten
INNR [zin diterbitkannya
fasilitas pernyataan
pengaya- pembebasan
an
Konstruk- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 5 tahun | Seluruh Kepala Bapeten
si INNR Izin
fasilitas
pengaya-
an

SK No 041634 C




B,aeﬁ

~ O3
g

oy

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.L5.A.6
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat I];enzm;n .:;nlftka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KB Judul KBLI Lingkup Risilk erusaha aktu Parameter
LI Kegiatan Skala Luas S1x0 Kabupaten/Kota
Usaha Lahan

Komisio- Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ning INNR Izin
fasilitas
pengaya-
an
Operasi Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 10 tahun | Seluruh Kepala Bapeten
INNR Izin ’
fasilitas
pengaya-
an
Dekomisi- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten
oning Izin diterbitkannya
INNR pernyataan
fasilitas pembebasan
pengaya-
an

S. 43294 Instalasi Nuklir | Tapak Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampali Seluruh Kepala Bapeten
INNR [zin diterbitkannya
fasilitas pernyataan
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[.L5.A.7
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat I];enzln;n .:;;n&tka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risik eérusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
fabrikasi pembebasan
Konstruk- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun ) tahun | Seluruh Kepala Bapeten
si INNR Izin
fasilitas
fabrikasi
Komisio- Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 1 tahun | 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ning INNR Izin
fasilitas
fabrikasi
Operasi Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun 10 tahun | Seluruh Kepala Bapeten
INNR Izin
fasilitas
fabrikasi

SK No 041632 C
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat I];enzm;n \:;nﬁtka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
LI Judul KBLI Lingkup Risilk erusaha aktu Parameter
KB Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Dekomisi- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun | Sampai Seluruh Kepala Bapeten
oning [zin diterbitkannya
INNR pernyataan
fasilitas pembebasan
fabrikasi
6. 43294 Instalasi Nuklir | Tapak Seluruh NA Tinggi NIB dan | 1 tahun Sampai Seluruh Kepala Bapeten
INNR [zin diterbitkannya
fasilitas pernyataan
penyim- pembebasan
panan

SK No 041631 C
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat Penzm:: .:;nlika Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Ricik Berusa aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan

Konstruk- | Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 2 tahun | 8 tahun Seluruh Kepala Bapeten

si INNR Izin

fasilitas

penyim-

panan

Komisio- Seluruh NA Tinggi NIB dan | I tahun | 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten

ning INNR Izin

fasilitas

penyim-

panan

Operasi Seluruh NA Tinggi NIB dan | 2 tahun | 50 tahun Seluruh Kepala Bapeten

INNR [zin

fasilitas

penyim-

panan

SK No 041630 C




PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA
[.5.A.10

Bidang Usaha

Risiko

No. Kode
KBLI

Judul KBLI

Ruang
Lingkup
Kegiatan

Parameter Risiko

Luas
Lahan

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Jangka
Waktu

Masa Berlaku

Kewenangan Pemerintah

Parameter

Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota

Dekomisi-
oning
INNR
fasilitas
penyim-
panan

Seluruh NA

Tinggi

NIB dan

Izin

1 tahun

Sampai
diterbitkannya
pernyataan
pembebasan

Seluruh

Kepala Bapeten

7. 72107

Instalasi Nuklir

Pemanfaa-
tan bahan
nuklir
untuk
kegiatan
penelitian
dan
pengem-
bangan

Seluruh NA

Tinggi

NIB dan

[zin

10 Han

S tahun

Seluruh

Kepala Bapeten

SK No 041629 C
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat ll;enzm;n {;nﬁtka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
LI Judul KBLI Lingkup Risik erusaha aktu Parameter
KB Kegiatan Skala Luas S1%0 Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
8. 07210 Pertambangan Konstruk- | Seluruh NA Tinggi NIB, Izin | 60 Hari 20 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Bijjih  Uranium | si dan dan
Dan Torium penamba- Sertifikat
ngan Standar
mineral
radioaktif
Pengolah- | Seluruh NA Tinggi NIB, Izin | 60 Hari 10 tahun Seluruh Kepala Bapeten
an dan
mineral Sertifikat
radioaktif Standar
Pengolah- | Seluruh NA Tinggi NIB, Izin | 60 Hari 10 tahun Seluruh Kepala Bapeten
an dan
mineral Sertifikat
ikutan Standar
radioaktif

SK No 041628 C
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[.5.A.12
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
Parameter Risiko Perizinan | Jangka
No. Ruang . Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
IIEOB‘II.‘; Judul KBLI Lingkup Tl;? gl]:at Berusaha | Waktu Parameter
Kegiatan Skala Luas stxo Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
9. 52107 Penyimpanan Penyim- Seluruh | NA Tinggi NIB, Izin | 60 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Yang Termasuk | panan dan
Dalam Naturally | mineral Sertifikat
Occuring ikutan Standar
Radioactive radioaktif
Material (Norm)
10. 32906 Industri [zin Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Produksi konstruk- Izin
Radioisotop si fasilitas
produksi
Radioiso-
top
Izin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 30 Hari | 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
operasi Izin
fasilitas
produksi
Radioiso-
top

SK No 041627 C
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[.5.A.13
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode l'luang Parameter Risiko Tingkat l;i;tlz;:;n ‘:;‘:Etka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risiko a u Parameter
Kegiatan Skala Luas Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Izin Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 30 Hari Sampai Seluruh Kepala Bapeten
dekomisi- Izin terbitnya
oning pernyataan
fasilitas pembebasan
sumber dari
Radiasi pengawasan
Pengion
Pernyata- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 30 Hari - Seluruh Kepala Bapeten
an Izin
pembeba-
san
fasilitas
sumber
Radiasi
Pengion
11. 26601 Industri [zin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Peralatan konstruk- Izin
Iradiasi/ si fasilitas
Sinar-X, produksi
Perlengkapan peralatan

SK No 041626 C
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[.5.A.14

Bidang Usaha

Risiko

No.

Kode
KBLI

Judul KBLI

Ruang
Lingkup
Kegiatan

Parameter Risiko

Skala
Usaha

Luas
Lahan

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Jangka
Waktu

Masa Berlaku

Kewenangan Pemerintah

Parameter

Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota

Dan Sejenisnya

yang
menggu-
nakan zat
radioaktif

Izin
operasi
fasilitas
produksi
peralatan
yang
menggu-
nakan zat
radioaktif

Seluruh

NA

Tinggi

NIB dan
Izin

30 Hari

5 tahun

Seluruh

Kepala Bapeten

Izin
dekomisi-
oning
fasilitas
sumber
Radiasi

Seluruh

NA

Tinggi

NIB dan
Izin

30 Hari

Sampai
terbitnya
pernyataan
pembebasan
dari
pengawasan

Seluruh

Kepala Bapeten
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
Parameter Risiko Perizinan | Jangka ..
No. Ruang s Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
ﬁ;‘:: Judul KBLI Lingkup Tl;? gtat Berusaha Waktu Parameter
Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Pengion
Pernyata- | Seluruh NA Tinggi NIB dan | 30 Hari - Seluruh Kepala Bapeten
an Izin
pembeba-
san
fasilitas
sumber
Radiasi
Pengion
12. 26601 Industri Izin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 15 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Peralatan produksi [zin
Iradiasi/Sinar pembang-
X, Perlengkapan | kit
Dan Sejenisnya | Radiasi
Pengion
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode l.iuang Parameter Risiko Tingkat 1])3?1.-1:;:;: ‘:;:E:‘a Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risiko u Parameter
Kegiatan Skala Luas Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
13. 43293 Instalasi [zin Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Fasilitas konstruk- [zin
Sumber Radiasi | si
Pengion kalibrasi
yang
mengguna
kan
sumber
Radiasi
Pengion
Izin Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- Izin
si
produksi
peralatan
yang
menggu-
nakan zat
radioaktif
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Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tinekat Perizinan | Jangka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
Judul KBLI Lingkup nE Berusaha | Waktu Parameter
KBLI Kegiatan Skala Luas Risiko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan

Izin Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- [zin
si  untuk
Radioiso-
top dan
Radiofa-
ramaka
[zin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- [zin
si  untuk
produksi
Radioiso-
top
[zin Seluruh | NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- [zin
si  untuk
produksi
Radiofar-
maka

SK No 041622 C
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INDONESIA

No.

Bidang Usaha

Risiko

Kode
KBLI

Judul KBLI

Ruang
Lingkup
Kegiatan

Parameter Risiko

Skala
Usaha

Luas
Lahan

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Jangka
Waktu

Masa Berlaku

Kewenangan Pemerintah

Parameter

Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota

Izin
konstruk-
si  untuk
iradiator
kategori
II, Il dan
v

Seluruh

NA

Tinggi

NIB dan
[zin

45 Hari

2 tahun

Seluruh

Kepala Bapeten

Izin
konstruk-
si  untuk
fasilitas
Radiotera-

pi

Seluruh

NA

Tinggi

NIB dan
[zin

45 Hari

2 tahun

Seluruh

Kepala Bapeten

[zin
konstruk-
si  untuk
produksi
barang
konsumen

Seluruh

NA

Tinggi

NIB dan
[zin

45 Hari

2 tahun

Seluruh

Kepala Bapeten
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
[.5.A.19
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat ll;enzmlaln ‘:;nﬁka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
LI Judul KBLI Lingkup Ristk erusaha aktu Parameter
KB Kegiatan Skala Luas Siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
Izin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- Izin
si  untuk
kedokter-
an nuklir
terapi
Izin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- Izin
si untuk
kedokter-
an nuklir
diagnos-
tik in vivo
Izin Seluruh NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konstruk- Izin
si
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[.5.A.20
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode l.luang Parameter Risiko Tingkat l;enzm;n .{‘a’nftka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risiko eérusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
pengelola-
an
Limbah
Radioaktif
14. 71202 Jasa Pengujian | Labotori- Seluruh NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Laboratorium um Tinggi sertifikat
dosimetri standar
{Peraturan
Bapeten)
Lembaga Seluruh NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
uji Tinggi sertifikat
kesesuai- standar
an {Peraturan
pesawat Bapeten)
sinar-X
radiologi
diagnostik
dan
interven-
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REPUBLIK INDONESIA
[.5.A21
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat I];enzm;n ‘:;nﬁtka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risilk erusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
sional
Laborato- | Seluruh NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
rium  uji Tinggi sertifikat
bungkus- standar
an zat (Peraturan
radioaktif crazura
Bapeten)
Laborator- | Seluruh NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ium uji Tinggi sertifikat
peralatan standar
.radlogrr?lﬁ (Peraturan
industri
Bapeten})
Laborator- | Seluruh NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
ium uji Tinggi sertifikat
radioaktif- standar
iitiskun . (Peraturan
& & Bapeten)
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[.5.A.22
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat Il;enzm:n .;a,nlgtka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risilk erusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas Siko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
an
15. 78419 Pelatihan Kerja | KBLI  ini | Seluruh | NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Pemerintah meliputi Tinggi sertifikat
Lainnya kegiatan standar
]embgga (Peraturan
pelatihan Bapeten)
ketenaga- p
nukliran
16. 78429 Pelatihan Kerja | KBLI  ini | Seluruh NA Menengah | NIB dan | 30 Hari 3 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Swasta Lainnya | meliputi Tinggi sertifikat
kegiatan standar
lembaga (Peraturan
pelatihan Bapeten)
ketenaga-
nukliran
17. 72107 Penelitian Dan | Perizinan Seluruh NA Tinggi NIB dan | 45 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Pengembangan | berusaha Izin
Ketenaganuklir- | pemanfaa-

SK No 041617 C




vy
g,

3
1".';
f)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.5.A.23
Bidang Usaha Risiko Kewenangan Pemerintah
No. Kode Ruang Parameter Risiko Tingkat Il;enzm;n ‘;a’nﬁtka Masa Berlaku Pusat/Provinsi/
KBLI Judul KBLI Lingkup Risilk erusaha aktu Parameter
Kegiatan Skala Luas stko Kabupaten/Kota
Usaha Lahan
an tan
sumber
Radiasi
Pengion
untuk
kegiatan
penelitian
dan
pengem-
bangan
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[.5.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Kewenangan Pemerintah
. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
1. lzin pemanfaatan bahan nuklir 32907
untuk setiap kegiatan:
a. Pembuatan 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
b. Produksi 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
c. Penggunaan 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
2. [zin pemanfaatan bahan nuklir 46100,
untuk setiap kegiatan: 46643
a. Pengalihan 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
b. Ekspor 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
c. Impor 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
3. Pemanfaatan bahan nuklir untuk 43294, ] S tahun Seluruh Kepala Bapeten
kegiatan: 1 32907 10 Hari
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.5.B.2
Kewenangan Pemerintah
.. Kode KBLI | Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parareter Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
Penyimpanan
4. Izin produksi Radioisotop dan 21012,
radl.ofarmaka untuk setiap 86101,
kegiatan:
86103
a. lzin Konstruksi fasilitas 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
produksi Radioisotop dan 45 Hari
radiofarmaka;
b. Operasi produksi 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
Radioisotop dan 30 Hari
radiofarmaka;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
.o . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
S. Izin produksi radiofarmaka 21012,
untuk setiap kegiatan: 86101,

SK No 041614 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.5.B.3
Kewenangan Pemerintah
Darsos Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
. . 86103
a. Kontruksi fasilitas . 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. 45 Hari
radiofarmaka;
b. Operasi produksi . S tahun Seluruh Kepala Bapeten
. 30 Hari
radiofarmaka;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
L2 . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
6. Izin produksi barang konsumen 26520,
yang mengandung zat radioaktif 27401
(dengan nilai total aktivitas atau ’
nilai konsentrasi aktivitas lebih 27409
kecil atau sama dengan nilai
pengecualian) untuk setiap
kegiatan:
a. Konstruksi fasilitas 45 Hari 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
produksi konsumen yang
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[.5.B.4
Kewenangan Pemerintah
No. Perizinan Berusaha K:‘i:kI:iBtLI Jangka Waktu Masa Berlaku Paramoter Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota

mengandung zat
radioaktif;

b. Operasi produksi barang 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
konsumen yang 30 Hari
mengandung zat
radioaktif;

c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten

.o . 30 Hari .

Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan

d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion

7. Izin kalibrasi yang menggunakan 71205,
Su{nber Rad1a51 Pengion untuk 71209
setiap kegiatan:

a. Konstruksi fasilitas 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
kalibrasi yang 45 Hari
menggunakan Sumber
Radiasi Pengion;
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.5.B.5
Kewenangan Pemerintah
.. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parameter Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
b. Operasi kalibrasi yang 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
menggunakan Sumber 30 Hari
Radiasi Pengion;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
.o . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
8. [zin kedokteran nuklir terapi 86101,
untuk setiap kegiatan: 86103,
a. Konstruksi fasilitas 86104 . 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. . 45 Hari
kedokteran nuklir terapi
b. Operasi kedokteran nuklir 30 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
terapi;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
.o . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
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[.5.B.6
Kewenangan Pemerintah
No. Perizinan Berusaha Kode K.BLI Jangka Waktu Masa Berlaku : Py
Terkait Parameter Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
9. Izin kedokteran nuklir diagnostik 86101,
in vivo untuk setiap kegiatan: 86103,
a. Konstruksi kedokteran 86104 . 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. C 45 Hari
fasilitas nuklir in vivo;
b. Operasi kedokteran nuklir . 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. o 30 Hari
diagnostik in vivo;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan Seluruh Kepala Bapeten
.o : 30 Hari )
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
10 Izin fasilitas radioterapi untuk 86101,
setiap kegiatan: 86103
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[.5.B.7
Kewenangan Pemerintah
. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
a. Konstruksi fasilitas . 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. . 45 Hari
radioaterapi;
b. Opgra51 ‘ fasilitas 30 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
radioterapi;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
.o . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
11. Izin iradiator kategori II 10130,
menggunakan sumber radioaktif
. . 10219,
untuk setiap kegiatan:
22111,
a. Konstruksi fasilitas 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
o . 27320
iradiator kategori II .
45 Hari
menggunakan sumber
radioaktif;
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[.5.B.8
Kewenangan Pemerintah
ae Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
b. Operasi fasilitas iradiator S tahun Seluruh Kepala Bapeten
kategori II menggunakan 30 Hari
sumber radioaktif;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
.o . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
12. [zin iradiator kategori I1 10130,
menggunakan pembangkit 10219
Radiasi Pengion untuk setiap ’
kegiatan: 22111,
a. Konstruksi fasilitas 27320 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
iradiator kategori II
menggunakan 45 Hari
pembangkit Radiasi
Pengion;
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[.5.B.9

No.

Perizinan Berusaha

Kode KBLI
Terkait

Jangka Waktu

Masa Berlaku

Kewenangan Pemerintah

Pusat / Provinsi/

Parameter Kabupaten/Kota

b.

Operasi fasilitas iradiator
kategori Il menggunakan
pembangkit Radiasi
Pengion;

Dekomisioning fasilitas
Sumber Radiasi Pengion

Pernyataan pembebasan
fasilitas Sumber Radiasi
Pengion

30 Hari

5 tahun

Seluruh Kepala Bapeten

30 Hari

Sampal

terbitnya pernyataan

pembebasan dari pengawasan

Seluruh Kepala Bapeten

30 Hari

Seluruh Kepala Bapeten

13. [zin

untuk

iradiator kategori [1I

menggunakan sumber radioaktif

setiap kegiatan:

a.

Konstruksi fasilitas
iradiator kategori II1
menggunakan sumber
radioaktif;

Operasi fasilitas iradiator
kategori Il menggunakan

10130,
10219,
20111,
27320

45 Hari

2 tahun

Seluruh Kepala Bapeten

30 Hari

5 tahun

Seluruh Kepala Bapeten
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[.5.B.10
Kewenangan Pemerintah
- Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
sumber radioaktif;
c. Dekomisioning fasilitas . Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
.o . 30 Hari .
Sumber Radiasi Pengion pembebasan dari pengawasan
d. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
14. Izin iradiator kategori \Y 10130,
menggunakan sumber radioaktif
. . 10219,
untuk setiap kegiatan:
22111,
a. Konstruksi fasilitas 2 tahun Seluruh Kepala Bapeten
L . 27320
iradiator kategori v .
45 Hari
menggunakan sumber
radioaktif;
b. Operasi fasilitas iradiator S tahun Seluruh Kepala Bapeten
kategori IV menggunakan 30 Hari
sumber radioaktif;
c. dekomisioning fasilitas 30 Hari Sampai terbitnya pernyataan | Seluruh Kepala Bapeten
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[.5.B.11

Perizinan Berusaha

Kode KBLI
Terkait

Jangka Waktu

Masa Berlaku

Kewenangan Pemerintah

Pusat / Provinsi/

Parameter Kabupaten/Kota

Sumber Radiasi Pengion

Pernyataan pembebasan
fasilitas Sumber Radiasi
Pengion

pembebasan dari pengawasan

30 Hari

Seluruh Kepala Bapeten

15. [zin

Pengelolaan Limbah

Radioaktif untuk setiap kegiatan:

a.

Persetujuan tapak

b.

Konstruksi fasilitas
Pengelolaan Limbah
Radioaktif menggunakan
sumber radioaktif;

Operasi Pengelolaan
Limbah Radioaktif; atau

Dekomisioning fasilitas
Sumber Radiasi Pengion

38220

180 Hari

Sampai terbitnya

pernyataan

pembebasan dari pengawasan

Seluruh Kepala Bapeten

90 Hari

2 tahun

Seluruh Kepala Bapeten

90 Hari

5 tahun

Seluruh Kepala Bapeten

90 Hari

Sampai terbitnya

pernyataan

pembebasan dari pengawasan

Seluruh Kepala Bapeten
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[.5.B.12
Kewenangan Pemerintah
.. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
e. Pernyataan pembebasan - Seluruh Kepala Bapeten
fasilitas Sumber Radiasi 30 Hari
Pengion
16. Izin Pemanfaatan Sumber 78429, S tahun Seluruh Kepala Bapeten
Radiasi Pengion untuk tujuan
Pendidikan 78419,
85311,
10 Hari
85312,
85321,
85322
17. Izin ekspor zat radioaktif 46100, 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
ari
46643
18. Izin impor dan/atau pengalihan 46100, 10 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
zat radioaktif 46643 r
19. [zin pengalihan pembangkit 46100, ) S tahun Seluruh Kepala Bapeten
Radiasi Pengion 46643 10 Hari
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[.5.B.13
Kewenangan Pemerintah
. ) Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
20. [zin radiologi diagnostik 86101, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
dan/atau intervensional 86103,
10 Hari
86104,
86105
21. [zin iradiator kategori 10130, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
menggunakan sumber radioaktif 10219,
: 10 Hari
22111,
27320
22. [zin iradiator kategori 10130, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
menggunakan pembangkit
o . 10219,
Radiasi Pengion 10 Hari
22111,
27320
23. Izin uji tak rusak terpasang 71209 . 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. 10 Hari
tetap/ mobile
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[.5.B.14
Kewenangan Pemerintah
No. Perizinan Berusaha Kode K.BLI Jangka Waktu Masa Berlaku PR
Terkait Parameter Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
24. Izin perekaman data dalam 09100, 10 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
; ari
sumur pengeboran (well logging) 71209
25. Izin penanda dan/atau perunut 09100, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
71209 10 Hari
26. Izin pengukuran (gauging) 71209 10 Hari S tahun Seluruh Kepala Bapeten
ari
27. Izin pemindaian bagasi 52221, S tahun Seluruh Kepala Bapeten
menggunakan pembangkit
Radiasi Pengion Portabel 52222,
52223,
10 Hari
52231,
80200
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[.5.B.15
Kewenangan Pemerintah
.. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Paramcter Pusat / Provinsi/
ra Kabupaten/Kota
28. Izin pemeriksaan nonmedik pada 52221, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
manusia d.engan pembangkit 52222,
Radiasi Pengion
52223,
10 Hari
52231,
80200
29 Izin pemeriksaan kargo dan/atau 52221, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
peti kemas menggunakan
Sumber Radiasi Pengion 52222,
52223,
10 Hari
52231,
80200
30. lzin fasilitas penyimpanan 52106 _ S tahun Seluruh Kepala Bapeten
sumber radioaktif 10 Hari
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[.6.B.16
Kewenangan Pemerintah
i Kode KBLI | Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Paramoter Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
31. Izin menyimpan sementara zat 52106 . 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
. . 10 Hari
radioaktif
32. Izin impor atau ekspor 46100, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
pembangkit Radiasi Pengion 46643 5 Hari
33. Izin ekspor barang konsumen 46100, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
yang mengandung zat radioaktif 46643
{dengan nilai total aktivitas atau 5 Hari
nilai konsentrasi aktivitas lebih
kecil atau sama dengan nilai
pengecualian)
34. Izin impor dan/atau pengalihan 46100, S tahun Seluruh Kepala Bapeten
barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif 46643
{dengan nilai total aktivitas atau S Hari
nilai konsentrasi aktivitas lebih
kecil atau sama dengan nilai
pengecualian)
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[.5.B.17
Kewenangan Pemerintah
. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Pecametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
35. Izin radiologi diagnostik gigi 86101, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
86103,
S Hari
86104,
86105
36. Izin radiologi diagnostik untuk 86101, S tahun Seluruh Kepala Bapeten
pengukuran densitas tulang 86103
' S Hari
86104,
86105
37. Izin kedokteran nuklir diagnostik 86101, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
n vitro 86103,
S Hari
86104
38. Izin pemeriksaan unjuk kerja 71202, ) S tahun Seluruh Kepala Bapeten
peralatan dengan zat radioaktif 71205 S Hari

SK No 041599 C




2
SO
r
: o4
5‘
)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.5.B.18
Kewenangan Pemerintah
.. Kode KBLI Jangka Waktu
No. Perizinan Berusaha Terkait Masa Berlaku Parametor Pusat / Provinsi/
Kabupaten/Kota
39. Izin analisis menggunakan 71206 . 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
S . 5 Hari
Sumber Radiasi Pengion
40. Izin pemindaian bagasi dengan 52221, 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
pembangkit  Radiasi Pengion 52222,
terpasang tetap
52223,
5 Hari
52231,
80200
Izin menyimpan sementara .
41. pembangkit Radiasi Pengion 52106 5 Hari 5 tahun Seluruh Kepala Bapeten
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[1.5.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

] Bidang Usaha . Jangka Waktu .. .. Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
1 32906 [ndustri Produksift. Dokumen rencana|Sesuai ketentuanl.,  Melaksanakan Sesuai ketentuan |Risiko
Radioisotop teknis bangunan|Lembaga 0SS konstruksi sesuaikementerian/ Tinggi
iKonstruksi  Produksi penahan radiasi; dengan  desain dan [lembaga
i radicisoto i rogram konstruksi
5 P) 2. Dokumen rencana Prog . S
: o ! vang telah disctujurn
bangunan utilitas .
. oleh badan pengawas;
operasi pemanfaatan ;
sumber Radiasi 2. Meclaksanakan
Pengion; ' konstuksi paling lama
. .. 2 tahun terhitun
3. Dokumen kajian ; mr HUnE
e sejak zin konstruksi
keselamatan  radiasi . .
diterbitkan;
dan keamanan zat
| radwoalktif; 3. Memberikan
kese alar kepada
4. Dokumen program esempatan P
! ) " kepala badan untuk
i proteksi dan . .
: e melakukan inspeksi
! keselamatan  radiasi
; dan dokumen 4. Menindaklanjuti
i program  keamanan kelidaksesuaan  hasil

SK No (41831 C

zat radioaktif; dan

5. Dokumen

programi

inspeksi sesuai janpka
wakiu

yang!
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FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

11.5.A.2

Bidang Usaha B e . Jangka Waktu ey A J_angka Waktu N
Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
No. : Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
' komisioning. (liscpakat-i;- _____
5. Mcmastikan uji untuk
masing- masing
struktur, sistem  dan
kemponcn; dan
. Memastikan uji
terintegrasi  struktur,
sistem dan kemponen
tanpa sumber Radiasi
! Pengion,
2 32906 [ndustn Produksi '] . Laporan " hasil|Sesuai ketentuan| . M'éﬁé}'ia-s'ilkaﬁ_produlk_"S_éé-ué;i_ kefentuan Risiko
Radiowsotop  (Operasi; pelaksanaan Lembaga OSS sesual  dengan  izinl'kementerian/ Tinggi :
Produksi Radicisolop) Komisioning; yang dibertkan oleh|lembaga [
. badan pengawas;
2. Gambar terbangun pehgawa
(as bult draioing); 2. Mclaksanakan
L . ketentuan an
3. Sernhkat kesesualan _yd 8
tertuang dalam sistem
muiiu sumber .
1 TS - IMANA]CITICN,;
Radiasi Pengion;
. 3. Mcemastikan bahwe
k. Data kempetenst dan a ranwa
_ ketentuan proteksi
kewcnangan :
I A _l -~ dan kesclamatan!

SK No 041830 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 041829 C

a. Petugas
radiasi;

proteksi

b. Petupas Keamanan
zat radipaktif; dan

c. Petugas lainnya

Dokumen program
proteksi dan
kesclamatan radiasi
dan program
kcamanan zat
radioaktif;

Bukti kepemilikan
dan/atau

penguasaan sumber

Radiasi Pengion;

Dokumen kajian
keselamatan sumber
Radiasi Pengion dan
kajian keamanan zat

.

zat radicaktif
dilakukan.

Memberikan
kesempatan kepada
kepala  badan  untuk
melakukan inspeksi
selama masa izin
berlaku;

Meclakukan  tindakan:
vang dipcrlukan?
untuk mencegah .

pemindahan tidak
sah, pencurian, dan

sabotlase zat
ratlioakiil;

Memastikan bahwa
kegiatan yang
dilakukan sesuat
dengan izin yang

diberikan: dan

Menvampaikan

II.5.A3
Persyaratan Perizinan Jaogka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Berusaha Berusaha .s
Persyaratan Kewajiban
peclugas; rachasl dan kcamanan -




REPUBLIK iNDONESIA

%,

PRESIDEN
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| Bidang Usaha o Janéfm Waktu
Persyaratan Perizinan
No. B h Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan
L T A—
8. Dokumen sistemn
manajcmen;
9. Dokumecn program
pecrawatan; dan
10. Dokumen program
dekomisioning
tasilitas sumber
' Radiasi Pengion.

3 32906 [ndustri Produksi|l. Deokumen ;)ragré}ﬁ ‘Sesuai  kelentuanl.
Radioisotop dekomisioning sesuai{Lembaga 0SS i
{dekomisioning dengan kondisi
fasilitas sumber terkini; dan |
Radiasi Pengi .

adiast Pengion) 2. Dokumen sistem E
manajecmen sesuai i
dengan kondisi :
terkini, ;

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Pemenuhan Keterangan
Berusaha os
Kewajiban
laporan verifikasi
kesclamatan
Pelaku UsahaiSesuail ketentuan Risiko
menghentikan kementerian/ Tinggl
kegiatannya secara|lembaga
tetap:
Melaksanakan
kegiatan
dekomisoming  sctelah

1izin diterbitkan

Metakukan

prnangananan

]




%,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.5.A0

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

HKewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041827 C

0.

dilaksanakan setelah
1Zin dekomisioning
diterbitkan;

Melaksanakan sistem
manajemen pada saat
proses dekomisioning
dilakukan;

Memberikan
kesempatan kepada
Kepala Badan untuk
melakukan inspeksi
pada saat pProses
dekomisioning; dan

Melaporkan hasil
pelaksanaan
dekomisioning kepada

BBadan Pengawas.




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

[[.5.A6

" Jangka Waktu |

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041826 C

No. B h Pemenuhan B h " Pemenuhan Keterangan
4 32606  |Industri Produksi Laporan penanganan|Sesuai ketentuan - Sesuai ketentuan Risiko
Radicisotop akhir sumber |Lembaga O8S kementerian/ Tinggi
casi Pengion:
(Pernyataan Radiasi Pengion; lembaga
pembebasan fasilitas Laporan hasil
sumber Radiasi pengukuran paparan
Pengion) radiasi dan
kontaminasi zat
radioaktif; dan
Laporan
pelaksanaan
dekomisioning.
5 | 26601 Industri  Peralatan Dokumen rencana|Sesuai  ketentuanl.  Meclaksanakan ‘|Sesuai ketentuan Risiko o
Iradiasi/Sinar X, teknis bangunan|Lembaga 0SS konstruksi sesuaikementerian/ Tinggi
Perlengkapan dan penahan radiasi; | dengan desain dan|lembaga
Sejenisnya Dokumen rencana ' program kon‘strul‘CSF
. . s _ vang telah disctujui
{konstruksi preduksi bangunan utilitas :
. i oleh Badan Pengawas;
peralatan yang operasi pemanfaatan |
menggunakan zat sumber Radiasii 2. Melaksanakan
radioaktif) Pengion; *- ' konstruksi paling
Dokumen kajian i lamg 2 [dug] tahqn
S | terhitung sejak izin
kesclamatan radiasi ! .
) ) . _ B ___1 _ konstruksi




REPUBLIK INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

%

PRESIDEN

[1.5.A7

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Pemenuhan
Kewajiban

Jangka Waktu

Keterangan

SK No 041825 C

dan keamanan zat

radioaktif;

Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan dokumen
program  keamanan

zat radioaktif; dan

Dokumen
komisioning.

prograrm

diterbitkan;

Memberikan
kesempatan kepada
kepala badan untuk
melakukan inspeksi

Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka
waktu yang
disepakati;

Memastikan uji untuk
masing-masing
struktur, sistem dan
komponen;dan

Memastikan uji
terintegrasi  struktur,
sistem dan komponen
tanpa sumber Radiasi
Pengion.
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

[1.5.A8

- :Janéka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041824 C

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban s
6 2600601 Industri Peralatan|l. Laporan hasil|Sesuai ketentuan|l. Menghasilkan produk!Sesuai ketentuan Risiko
Iradiasi/Sinar X, pelaksanaan LLembaga OS5 sesuai  dengan izinlkementerian/ Tinggi
Perlengkapan dan komisioning; yang diberikan olehjlembaga
Sejenisnya >, Gambar terbangun Badan Pengawas;
(operasi produksi (as built drawing); 2. Melaksanakan
peralatan YANE|s  sertifikat kesesuaian ketentuan yang
menggunakan zat tertuang dalam sistem
radioaktil) mutu sumber manajemen;
Radiasi Pengion; ’
4. Data kompetens! dan 3. Memastikan bah“"?
ketentuan proteksi
kewenangan
etugas: dan keselamatan
pe ' radiasi dan keamanan
a. Petugas  proteksi zat radioaktifl
radiasti; dilakukan.
b. Petugas keamanan 4. Memberikan
zat radioaktif; dan kesempatan kepada
. Petugas lainnva kepala badan untuk
- retug ya. melakukan inspeksi
>. Dokumen program selama masa izin
proteksi dan beriaku;
keselamatan radiasi 5 Melakukan tindakan
dan program .
o an _.. diperlukan .
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

——

No.

- Bidang Usaha

Kode KBLI

I.5.A9

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jan g-ﬁ;_ﬁfa ktu

Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Judul KBLI Persyaratan € Kewajiban
kcamanan zat untuk mencegah
radioaktif; pemindahan tidak
b. DBukti  kepemilikan sab, pencurian,  dan
dan/atau radioaktif;
penguasaan  sumber
Radiasi IPcngion; . Memastikan bahwa
7. Dokumen kajian gﬁif;ir;n seysauna%
kesclamatan suniber denean izin ane
Radiasi Pengion dan dibcgrikan' dan yans
kajian keamanan zat ’
radioaktif; 7. Menyampaikan
8. Dokumen sistem | llflcpszizlr;aran verifikasi
manajcimeri; : <
9. Dokumen programi
pcrawatan; dan i
10. Dokumen  program;
dekomisioning
fasilitas sumber:

SK No 041823 C

Radiasi Pengion.

i
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SK No 041822 C

kesempatan kepada
Kepala Badan untuk
melakukan inspeksi
pada saat

Proses| - ..

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!IA
[1.5.A. 10
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI ernsaha Persyaratan erusaha Kewajiban
7 26601 Industri Peralatan Dokumen program |Sesuai ketentuan/l. Pelaku Usaha|Sesuai ketentuan Risiko
Iradiasi/Sinar X, dekomisioning sesuaijflL.embaga OS5 menghentikan kementerian/ Tinggi
Perlengkapan Dan dengan kondisi kegiatannya secara|lembaga
Sejenisnya terkini; dan : tetap
(dekomisioning Dokumen sistem§ 2. Melaksanakan
fasilitas Sumber manajemen sesuai! kegiatan
Radiasi Pengion) dengan kondisi dekomisoning setelah
terkini. izin diterbitkan
3. Melakuan
penangananan
dilaksanakan sectelah
izin dekomisioning
diterbitkan;
“. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat
proses dekomisioning
dilakukan;
>. Memberikan




REPUBLIK INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

b

PRESIDEN

II.5.A.11

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

(Pernyataan

pembebasan produksi

peralatan
menggunakan
radioaktif]

SK No 041821 C

yang
zat

pengukuran paparan
radiasi dan
kontaminasi zat
radioaktil; dan

Laporan
pelaksanaan
dekomisioning.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan 2 Kewajiban
i o dekomisioning; dan
6. Melaporkan hasil
pelaksanaan
dekomisioning kepada
Badan Pengawas.
8 26601 Industri  Peralatan Laporan p_éﬁang'éﬁ'a_n Sesuai ketentuan - " |Sesuai ketentuan  |Risiko |
Iradiasi/Sinar X, akhir sumber|Lembaga 0SS kementerian/ Tinggi
Perlengkapan dan Radiasi Pengion; lembaga
Sejenisnya 2. Laporan hasil




)

PRESIDEN

REPUBLIK iNDONESIA

IL5.A 12

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041820 C

i
i

7. Petugas lainnya yang,

_menangani  sumber;

Kepala Badan untuk
melakukan inspeksi
selama masa 1Zin

No. B h Pemenuban B ha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusa Kewajiban
9 26601 Industri  Peralatan|l. Data " lokasilSesuai ketentuan|l. Selama proses|Sesuai ketentuan Risiko
Iradiasi/Sinar X, pemanfaatan sumberiLembaga 033 produksi pembangit|kementerian/ Tinggi
Perlengkapan dan Radiasi Pengion; Radiasi Pengion (lembaga
Sejenisnya b Dokumen cencana pelaku usaha wajib:
(Produksi pembangkit teknis fasilitas 2.  Menghasilkan produk
Radiasi Pengion) bangunan penahan sesuai  dengan izin
radiasi; yang diberikan oleh
2 .
3. Dokumen bangunan Badan Pengawas;
utilitas operasi 3. Melaksanakan
pemanfaatan sumber ketentuan yang
Radiasi Pengion; tertuang dalam sistem
4. Dokumen kajian manajemen,
keselamatan radiasi; 4. Memastikan bahwa
S. Data kompetensi dan ketentuan proteksi
kewenanpan betuoas dan keselamatan
kan petug radiasi dilakukan:
yang meliputi:
6. Petugas proteksi 5. Memberikan
C = kesempatan kepada
radiasi;




ol

hi&ang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 041819 C

9.

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Radiasi Pengion;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I1.5.A.13
Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
Pemenuban Pemenuhan Keterangan
Berusaha vs
Persyaratan Kewajiban
berlaku;
Dokumen 6. Memastikan bahwa
kesesuaian mutu kegiatan yang
sumber Radiasi dilakukan sesuai
Pengion; dengan lzin yang
diberikan; dan
Dokumen prograni
proteksi dan 7. Menyampaikan
keselamatan radiasi; laporan verifikasi
dan keselamatan  kepada
RIS atir] -

10. Dokumen bukti Badan Pengawas
kepemilikan
dan/atau
penguasaan sumber

IRadiasi Pengion.

secara berkala setiap
tahun terhitung sejak
perizinan berusaha
diterbitkan.




Bidang Usaha p Perizi Jangka Waktu
No. ersyaratan Perizinan Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan
10 43293 Instalasi IFasilitas|l. Dokumen rencanaiSesuai ketentuanl.
Sumber Radiasi teknis bangunan{Lembaga 0SS
Pengion: penahan radiasi;
1. Konstruksi 2. Dokumen rencana
kalibrasi yang bangunan utilitas
mengpunakan operasi pemanfaatan
sumber Radiasi, sumber Radiasi 2.
Pengion; Pengion;
2. Konstruksi 3. Dokumen kajian
produksi ' kesclamatan  radiasi
peralatan yang. dan/atau Keamanan
menggunakan zal zat radioaktif;
radioakil; 3.
Dokumen program
3. Konstruks: untuk proteksi dan
radioisolop dan kesclimatan  radiasi
radiofaramaka; dan/ataun dokumen
:4, Konstruksi LlI‘llHk: prog_rauln klear‘nanan, 4
i zat radioakufl; dan :
produksi
radioisotop, (5. Dokumen program
5. Konstruksi untuk komisioning.
prodiiksi ! 5

SK No 041818 C

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

.5.A.14

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

melakukan inspeksi

Menindaklanjut
ketidaksesuaian  hasil
inspeksi sesuai jangka
waktu yang
disepakati;

Memastikan uji untuk

B Pemenuhan Keterangan
erusaha o
Kewajiban
Melaksanakan Sesuail ketentuan Risiko
konstruksi sesuai|kementerian / Tinggi
dengan desain danjlembaga
program konstruksi
yang tclah  disetujn
oleh Badan Pengawas;
Melaksanakan
konstruksi paling
lama 2 (dua} tahun
terhitung sejak izin
konstruksi
diterbitkan;
Memberikan
kesempatan kepada
Kepala Badan untuk




Bidang Usaha

SK No 041817 C

Kode KBLI

6.

radiotiirmaka;

0.

. Konstruksi

Judul KBLI

Konstruks: untuk
iradiator kategori
i, i odan v

Konstrukst untuk
tasilitas

radiotlerapi;

untuk
barang,

Konstruksi
produksi
konsumen;

Konstruks: untuk
kedokteran nuklir
terapi;

Konstruksi untuk
kedokteran nukliir
diagnostik 1t vivo,
dan

pengelolaan
limbah radioaktif.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HSALS

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jang_jk;'wgikal !

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

masing-masing

struktur, sistemy dan
komponen; dan

Memastikan uji
terintegrasi struktur,

sistem dan komponen
tanpa sumber Radiasi
Pengion.,




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I.5.A 16

SK No 041816 C

Persyaratan Perizinan

 Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

h. Prosedur operasi

___paling _ kurang|

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
11 | 71202 Jasa }’cngugiian-l, Memiliki lzin|Sesuai ketentuanl. Meclaksanakan Sesuai ketentuan Risiko
Laboratorium Pemanfaatan Lembaga (OSS pengujian sesuailkementerian/ Menengah
{Labotorium Sumber Radiasi yang prosedur; lembaga Tinggi
osimetri digunakan schagai
d ) Bt . cDaB 2. Mclaksanakan
kalibrasi  dosimeter . .
. program kalibrasi alat
perocrangan bagi
. - ukur;
laberatorium vang
melakukan kalibrasi 3. Memberikan
mandiri; kesempatan Kepala
. Badan untuk
2. Dokumen sistem o .
. . melakukan surveilan;
manajemen terdin
dari: 4. Menindaklanjuti hasil
verifikasi dan
a. Manual mutu rast
. surveilan;
sesual dengan
persyaratan 5. Melakukan
scbagal penyegaran
laboratorium uji kompetensi Sumber
vang ditetapkan Daya Manusia.
dalam standar
SNI/IS0O17025;




&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.5.A 17
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan ermsaha Kewa]jiban
R berupa:
1}  Prosedur
pengkondisi
an :
akomodasi
dan
lingkungan
pengujian;
2] Metode
! evaluasi;
3) DBuku
panduan
pelanggan;
dan
!. 4) Standar
pelayanan !
pelanggan. :
3. Peralatan  uji yangi ;
terdiri dari peralatan ‘
utama dan peralatan i
I pendukung yang . o - J _ - .

SK No 041815 C




PRESIDEN

Bidang Usaha

Kode KBLI Judul KBLI

REFUBLIK INDONESIA
I.5.A 18
Persyaratan Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhan
Berusaha
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Ja ngka Waktu

Pemenuhan
Kewajihan

Keterangan

T

sesuai dengan jenis

pengajuan
laboratorium
dosimetri;

Peralatan utama
untuk evaluasi
dosimeter film,

paling kurang:

a.8istem  pencuciani
atau pemrosesan
film;

b. Alat ukur densitas
film;

c. Film untuk
kalibrasi;

d. Peralatan utrama
untuk evaluasi

dosimeter

termoluminisensi,
pahing kurang TLID)!
reader _dan _ TLD|

SK No 041814 C




REPUBLIK

LAY
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e

%
PRESIDEN

11.5.A.19

INDONESIA

o Bid;ﬁg Usaha

SK No 041813 C

Kode KBLI

Judul KBLI1

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

untuk kalibrasi;

e. Peralatan utama
untuk evaluasi
dosimeter O8L,
paling kurang OSL
reader dan OSL
untuk kalibrasi;

Sertifikat  Akreditasi

sebagai
L.aboratorium
Dosimetri sesuai
lingkup perizinan
untuk Laboraterium
Dosimetri dan
Kalibrasi vanpg sudah
beroperasi paling
kurang 6 (enam]
tahun.




REPUBLIK

a{a@ﬁ@ﬁ

PRESIDEN
INDONESIA

[H.5.A.20

Bidang Usaha

SK No 041812 C

Persyaratan Perizinan

J angk;_ﬁfaktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

pemeriksaan

kesehatan  personil|

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
12 71202 Jasa Pengujian |Dokumen sistem |Sesuai ketentuan|l. Melaksanakan Sesuai ketentuan Risiko
Laboratorium manajemen yang terdirijlLembaga OSS pengujian sesuailkementerian/ Menengah
{Lembaga uji dart: prosedur; lembaga Tinggi
g?ﬁg:}flan r[;iiﬁ?);?l Manual Mutu sesuai 2. Melaksanakan
diagnostik dan dengaq persyaratan program kalibrasi alat
. . sehagai ukur;
intervensional} . .
Laboratorium Uiji 3. Memberikan
ﬂang ditetapkan kesempatan Kepala
alam standar Radan untuk
SNI/ISO 17025; melakukan surveilan;
2, ji . S
Prosec_iur penguan 4. Menindaklanjuti hasil
sesual lingkup verifikasi dan
permohonan; surveilan;
3. Standar Pelayanan
Pelanggan sesuai o reer}l?(gg;rzr;
yang dipersyaratkan; kompetensi Sumber
4. Bukti Pemantauan Daya Manusia.
dosis radiasi
perorangan dan




e
%

SK Ne 041811 C

Keterangan

Risiko
Menengah

{Tinggi

PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
[1.5.A.21
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusafa Kewajiban
T penguji; dan
5. Sertifikat  Akreditasi
sebagai
Laboratorium
Pengujian sesuai
lingkup penunjukan
untuk Lembaga Uji
Kesesuaian yang
sudah beroperasi
! paling  kurang 6
: {fenam) tahun.

13 71202 Jasa Pengaj_iér_q 1. Memiliki [zin|Sesuai ketentuan|l. Melaksanakan | Sesuai ketentuan
Laboratorium Pemanfaatan Lembaga OSS pengujian sesual kementerian/ |
(Laboratorium uji Sumber Radiasi prosedur; lembaga

] ; ) .
bu.n_gkus_an zat [vcnglon sesuai b Melaksanakan :,
radioaktif) lingkup permohonan . . .
program kalibrasi alat
untuk permchonan ,
g ukur:
Laboratorium
Kalibrasi; 3. Memberikan
' 2. Dokumen sistem kes_empatan Kepala
g . i, Badan untuk
| manajemen _ terdiri




PRESIDEN

Bidang Usaha

SK No(MI8I10C

Kode KBLI1

Judul KBLI

REPUBLIK INDONESIA
II.5.A22
Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perlzinan Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Berusaha Berusaha s
Persyaratan Kewajiban
dari: melakukan surveilan; o
a.Manual Mutu 4.  Menindaklanjuti hasil
sesuail dengan verifikasi dan
persyaratan surveilan; dan
sebagal . 5. Melakukan
Laboratorium  uji penyegaran
yang ditetapkan kompetensi Sumber
dalam standar

SNI/ISO 17025;

b. Prosedur

pengujian  sesuai
jenis bungkusan
dan pengujian

yang dilakukan,;

c. Prosedur
pengiriman
pengambilan
uji; dan

dan
hasil

d.Standar pelayanan
pelangegan  sesuai
..yang

Daya Manusia,

Keterangan




‘Bidang Usaha

REPUBLIK

R

‘

AT

g

¢
PRESIDEN

11.5o.A.23

INDONESIA

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041809 C

No. Pemenuban Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban &
) dipcrsyaratkan. ] i
c. Peralatan
penguian  scsuai
dengan lingkup
permohonan.

14 | 71202 |Jasa _n_mﬁ’éh_g;,_tmljian Memiliki Izin [Sesuai ketentuan{l. Melaksanakan " |Sesuai ketentuan :Risiko_ S
Laboratorium Pemanfaatan Lembaga OSS pengujian sesuai|kementerian/ :Menengah
(Laboratorium uji Sumber Radiasi prosedur; lembaga Tinggi
peralatan radiografi Pengion sesuai
industri) lingkup permohonan 2 Melaksanakgn .

Program Kalibrasi Alat
untuk permchonan
. .\ Ukur;
Laboratorium Uji
Peralatan Radiografi 3. Memberikan
Industri; kesempatan Kepala
! . Badan untuk
, Dokumen sistern lakuk Nan-
: Manajemen terdiri melakukan survelan,
| dari: 4.  Menindaklanjuti hasil
2 Manual Mutu verlfllfam dan
. survcilan;
sesuail dengan
persyaratan 2. Melakukan




FRESIDEN

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 041808 C

Keterangan

REPUBLIK INDONESIA
I1.5.A.24
Persyaratan Perizinan J;::gmk:n‘:;::u Kewajiban Perizinan J;’;ﬁ:‘ :‘n‘:;:;u
Berusaha Berusaha .
Persyaratan Kewajiban
a C;ebagcn penyegaran B
Laboratoriam uji kompctensi Sumber

vang ditetapkan
dalam standar
SNI/ISO 17025;

b. Prosedur

penguiian vang
dipersyaratkan
adalah:

1) Uji kebocoran]

sumber
radioaktif;

2y Ui visual dan
ketahanan
proyeksi;

3) Pemeriksaan
mekanisme
penguncian
zal radioakltif;

1] Pemeriksaan

sambungan

Daya Manusia.




Bid?ng Usaha

afr 3,

Na.

Kode KBLI

SK No 041807 C

7)

radiografi; dan

Pelabelan
peralatan
radografi.

)
o
&
ﬁ_‘.“
Ej
(< NP
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.A.25
Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
- Berusaha Pemenuban Berusaha Pemenuhan Keterangan
Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
antara T
peralatan
radiografi dan
kabel;
5] Pemeriksaan
seluruh kabel
dan guide
lube,;
6] Pengukuran
tingkat
paparan
radiasi pada
jarak o
centimeter
dan 1 meter
dan
prrimukaan
peralatan




o=

S0

SK No 041806 C

FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I[.5.A.20
Bidang Usah Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Hewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h ‘Pemenubhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
3. Prosedur pengujian o
sebapaimana
disebutkan di atas
sesual standar
SN1/IS0 3999, dan
4. Peralatan pengujian
sesuai dengan
persyaratan pada
SNI/ISO 3999,

15 71202 Jasa Pengujian |] ~ Memiliki izin [Sesuai ketentuan|l. Melaksanakan  |Sesuai ketentuan Risiko
Laboratorium pemanfaatan sumber|Lembaga OSS pengujian sesuailkementernan/ Menengah
(Laboratorium Uji Radiasi Pengion prosedur; lembaga Tinggi
R‘admaknwtas sesual lingkup > Melaksanakan
Lingkungan) permchonan untuk ) .

program kalibrasi alat
permohonan
. ukur;
Laboratorium
Kalibrasi; 3. Memberikan
2. Dokumen sistem kesempatan Kepala
. . Badan untuk
manajemen terdiri .
dari: melakukan surveilan;
Arl: |
- _ ] 4. Menindaklanjuti hasil] I SR i



Bidang Usaha o

Persyaratan Perizinan

 Jangka Waktu

PRESIDEN
REPUBLIK {INDONESIA

I.5.A.27

Kewajiban Perizinan

SK No 041805 C

.

SNI/ISO 17025,

Prosedur
pengujian  sesuail
Jjenis Radionuklida

dan sampel yang
digunakan;
Peralatan
preparasi sesual
dengan jenis

sampel; dan

Peralatan
pembacaan
rachhonuklida.

jenis

J;ngka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

No. Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha
a.Manual muiu o vé;ifikasi dan
sesual dengan surveilan; dan
persyarlatan 5. Melakukan
schagai ’
. . penyegararn
Laboratorium i ; . .
. kompetensi Sumber
yang ditetapkan Darve .
aya Manusia.
dalam standar




~ Bidang Usaha

REPUBLIK

PRESIDEN

I1.5.A.28

INDONESIA

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041804 C

poersyaratan
sebagai Lembaga

Pelatihan Kerja
atau Lembaga
Pendidikan
Tinggi Non
Formal,

b. Sistem
Manajemen
mengacu
standar 50
9001 edisi

terakhir;

¢.  Memiliki silabus,
modul dan
bahan ajar

_ pelatihan sesual

No. B h Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan
16 78419  |Pelatihan Kenjal|l. Dokumen sistem [Sesuai ketentuanl.
Pemerintah Lainnya manajemen vang|l.embaga OSS
(l.embaga Pelatihan terdirt dart:
Ketenaganukliran) a. Manual mutu
sesuai dengan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

pemanfaatan
Radiasi

[z
sumber
Pengion;
Melaksanakan
pengujian
prosedur;

sesual

Melaksanakan

program kalibrasi alal;

ukur:

Memberikan

kesempatan

Badan untuk
melakukan surveilan;
Menindaklanjuti hasil
verifikasi dan
surveilan;

Melakukan

[')(‘Tlly(‘.‘g(ll'ﬂ n
kompetensi Sumber

Daya Manusia,

Kepala

Sesual ketentuan
kementerian/
lembaga

Risiko
Menengah
Tinggi




sy,

e

N

SK No 041803 C

kurikulum
pelatihan antara

peraturan
terkait dengan
program
pelatihan;

e. Telah
menindaklanjuti
laporan hasil
surveilan Badan
Pengawas vyang
ditunjukkan
dengan laporan
hasil evaluasi
tindak lanjut
surveilan
terakhir; dan

f.  Telah ditunjuk

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.5.A.20
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangla Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
lingkup
pelatihan;
d. Memiliki acu
silang




REPUBLIK

Bi&;ng Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

14

l‘.‘j'
D s

FPRESIDEN

I.5.A.30

Pemenuhan

Persyaratan

INDONES!A

_-”Jnn'gl_:a Waktu |

Kewajiban Perizinan
Berusaha

SK No 04)802 C

sebagar Lembaga
Uji  Kesesuaian
untuk perizinan
LLembaga
Pelatihan
lingkup Personil
Penguji Pesawat
Sinar-X
Radiologi

Diagnostik  dan|

Intervensional.

Memiliki sarana

pelatihan terdiri

atas:

a. Ruang kelas
pelatihan;

b. Kantor
manajemen;

. Jaringan
internet;

A Ruang

‘Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan




REPUBLIK

vy

g
m@(ﬁtﬁ

PRESIDEN

11.5.A.31

INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Lo

SK No 041801 C

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jan gi:; Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

3. Memiliki

praktikum; dan

e. Ruang
pendukung
pelatihan
misalnya:
penyimpanan
peralatan,
perpustakaan,
toilet, tempat
beribadah  dan
tempat parkir
kendaraan.

prasarana
pelatihan terdiri

atas:

a. Peralatan dan
perlengkapan
pelatibhann;

L. Alat
Radiast;

Ukur

c. leralatan




e

E@@ﬁ‘r&ﬁ

FRESIDEN
REPLBLIK INDONES!A

[1.5.A.32

Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan
Pemenuhan

Kode KBLI Judul XBLI Berusaha Persyaratan Berusaha

Bidang Usaha Jangka Waktu
Pemenuban Keterangan

Kewajiban

No.

Protcksi Radiasi:
dan

d. Peralatan
praktikum lain
yang scsuai;

4. Memiliki izin
pemarnfaatan sumber
Radiasi Pcngion
sebagai peralatan
praktikum atau
surat perjanjian
kerjasama
penggunaan sumber f
Radiasi Pengion i
milik instansi lain; :
>,  Kualifikasi dan

kompetensi SDM:

a. Pengelola
pelatihan

1) Minimal
pendidikan !

SK No 041800 C



o =Y

pengalaman

I S

SK No 041799 C

menyelenggara
kan pelatihan
minimal 2
(dua) kali
dapat
digantikan
dengan telah
mengikuti
pelatihan
Management

of Training

~(MOT) atau,

2
l_‘?‘
Y/ 1
B
()
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.A.33
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erasaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
akademis -
sarjana (S1)
bidang
kediklatan
atau bidang
lain yang
sesuai;
2] Memiliki

kompetensi
dan




o

B,

g2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONEStA

[1.5.A.34

. r_Jangl:a Wal;tlt Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan

Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenunhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

Bidang Usaha Kewajiban Perizinan

yang sejenis;

3} Pernah
mengikuti
pelatihan
dengan !
lingkup  yang!
sama '
ditunjukan
dengan
memiliki
sertifikat _
pelatihan atau-
Surat lzin
Bekerja {SIB]).

b. Penpgajar

1) Minimal

pendidikan
akademis
sarjana {S1). ;
bidang '
cksakta atau

Acknik - atau!

SK No 041798 C



REPUBLIK

PRESIDEN

INDONESIA
II.5.A.35

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KELI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

J angka Waktu o

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041797 C

bidang lain
sesual denpgan
materi yang
diampu;

2) Memiliki
kompetensi
dan
pengalaman
mengajar
mata
pelatihan
scjenis vang
dibuktikan
dengan
pelatihan
Akta/Traming
of Trainer
(TOT)/PEKER

Ti ‘vang:

diterbitkan
oleh

yang
berkompceten:

lembaga:




No.

- rBidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

REPUBLIK

B,

u

5

Ca

FRESIDEN

[.5.A.36

INDONESIA

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu |

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041796 C

3) Memiliki

pengalaman
pada hidang
materi yang,

diampu paling
kurang 2 {dua)
tahun;

4) Pernah
mengikuti
pelatihan
Proteksi
Radiasi  yang
ditunjukkan
dengan
memiliki
sertifikat
pelatihan;

o) Memiliki surat
penugasan
mengajar
sesual dengan
bidang vang

_ . _dinjukan

dant




REPUBLIK

}?
ar
5
%

PRESIDEN

[1.5.A.37

INDONESIA

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

~ Jangka Waktu

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan

Berusaha

Jangkﬁ Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041795 C

diketahui oleh
pimpinan
lembapa
pengajar
(apabila
lenaga
pengajar
berasal
instansi
pemerintah).

asal

dan

¢. Tenaga
administrasi

1) Minimal
pendidikan
akademis
Sekolah
Menengah
Aras [SMA);

2} Memiliki
pengalaman
untuk

__mengelola |




REPUBLIK

FRESIDEN

[1.5.A.38

INDONES!IA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041794 C

Pendidikan Tinggi
Non Formal; dan

b. Sistem
Manajemen

mengacu standar
(SO 9001 cdisi

terakhir;

ukur;

Memberikan
kesempatan Kepala
Badan untuk
melakukan surveilan;

hasil
dan

Menindaklanjuti
verifikasi

No. ' B h Pemenuban B ha Pemenuhan Keterangan
Kode KELI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusa Kewajiban
) ) administrasi
pelatihan
paling kurang
2 (dua) tahun.
17 78429 Pelatihan Kerja Dokumen  sistem|Sesuai  ketentuan|l. lzin pemanfaatan|Sesuai ketentuan Risiko T
Swasta Lainnya manajemen yangilembaga OSS sumber Radiasi|kementerian/ Menengah
(Lembaga Pelatihan terdin darti: Pengion; lembaga Tinggi
Ketenaganukliran) a. Manual mutu Melaksanakan
scsual dengan pengujian sesuai
persyaratan prosedur;
scbagal I,eml)aga Melaksanakan
Pelatihan Kerja : .
program kalibrasi alat
atau Lembaga




St
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e
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PRESIDEN
REPUBLIX INDONESIA
11.5.A.39

Bidang Usaha Jangka Waktu Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

No. B h Pemenuhan B ha Pemenuhan Keterangan
c¢. Memiliki silabus, surveilan; dan
modul dan bahan 6. Melakukan
ajar pelatihan ' p(*n;egaran
sesuai lingkup e

. kompetensi Sumber
pelatihan; .
Paya Manusia.
d. Memiliki acu
silang kurikulum
pelatihan antara
peraturan terkait

dengan program

pelatiban;

2. Telah
menindaklanjuti
laporan hasil
surveilan Badan
Pengawas yang
ditunjukkan dengan
laporan hasil
evaluasi tindak
lanjut surveilan
terakhir;

SK No 041793 C




REPUBLIK

FRESIDEN

INDONESIA
11.5.A.40

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Janéi:a Waktu

SK No 041792 C

pelatihan;

b. Kantor
manajemen;

c. Jaringan
internet;

d. Ruang
praktikum; dan

¢.  Kuang

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
3. Telah ditunjuk
sebagai Lembaga Uji
Kesesuailan untuk
perizinan LLembaga
Pelatihan lingkup
Personil Penguji
Pesawat Sinar-X
Radiologi Diagnostik
dan Intervensional;
4. Memiliki sarana
i pclatihan terdiri
: atas:
a. Ruang kelas




REPUBLIK

f"ﬁg

ol
2C

PRESIDEN

.5.A41

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 04179] C

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu |

Pemenuban
Persyaratan

INDONESIA

Kewajiban Perizinan

"Berusaha

Jangka Walktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

5. Memiliki

d.
. ___praktikum lain|

pendukung
pelatihan misal:
penyimpanan
peralatan,
perpustakaan,
toilet, tempat
beribadah dan
tempat parkir
kendaraan.

prasarana

pelatihan terdin

atas:

a. Peralatan dan
perlengkapan
pelatihan;

bh. Alat Ukur
Radiasi,

c. Peralatan

Proteksi Radiasi;

Peralatan




Bidang Usaha

of 3N

Eﬁag

ol
€

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kode KBLI

SK No 041790 C

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

I1.5.A.42

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

 Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

yang sesuai;

Memiliki izin
pemanfaatan sumber
Radiasi Pengion
schagai peralatan
praktikum atau
surat perjanjian
kerjasama

penggunaan  sumber
Radiasi Pengion

milik instansi lain,

Kualifikasi dan
kompetensi SDM;

a. Pengelola
pelatihan

1) Minimal
pendidikan
akademis
sarjana (51)
bidang
kedikiatan

_atauw - bidang




N

‘;@("ﬁﬁ

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.5.A.43

Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhan

- B h B b . Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban

Bidang Usaha

tlain yang
sesuai;

2) Memiliki
kompetensi
dan
pengalaman
menycelenggara
kan pelatihan
minimal 2
(dua) kah
dapat
digantikan
dengan telah
mengiku ti
pelatihan
Management
aof Training
(MOT) atau
yang sejenis;

3) Pernah
mengikuti
pelatihan
dengan

SK N6 041789 C




REPUBLIK

é\aﬁf”@@

PRESIDEN

[.5.A.44

INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jang ka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041788 C

lingkup yang
sama
ditunjukan

dengan
memiliki
sertifikat
pelatihan atau
Surat Izin
Bekerja {S1B).
b. Pengajar

1} Minimal
pendidikan
akademis
sarjana S
bidang
eksakta atau
teknik atau
bidang lain
sesuail dengan
materi yang
diampu;

2) Memiliki




S
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g
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%
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I.5.A.45

Bidang Usaha

Kode KBLI

SK No 041787 C

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

' -Ja_tngkil Waktu

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhban
Kewajiban

Keterangan

kompetensi
dan
pengalaman
mengajar

mata

pelatihan
sejenis yang
dibuktikan
dengan
pelatihan
Akta/ Training
of Trainer
{TOT)/PEKER-
TI yang
diterbitkan
olch  lembaga
YANE
berkompeten

3) Memiliki
pengalaman
pada bidang
materi yang
diampu paling




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.5.A.46

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kurang 2 (duaj
tahun.

4} Pernah
mengikuti
pelatihan
Proteksi
Radiasi  vyang
ditunjukkan
dengan
memiliki
sertifikat
pelatihan.

9) Memiliki surat
penugasan
mengajar
sesuai dengan
bidang  yang
diajukan dan
diketabui oleh
pimpinan
lembaga asal
pengajar
(apabila

SK No 041786 C




PRESIDEN

Kode KBLI

SK Ne 041785 C

pemerintah).

Tenaga
administrasi

1] Minimal
pendidikan
akademis
Sekolah
Menengah
Atas (SMA).

Memiliki
pengalaman
untuk
mengelola
administras
pelatihan
paling kurang

2

2 {dua] tahun. |

REPUBLIK INDONES!A
I1.5.A.47
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka W:ktu Kewajiban Perizinan J;ngka W::ktu K
Berusaha Pemenuhan Berusaha emenuhan eterangan
Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
tenaga
pengajar
berasal dari
instansi




REPUBLIK

ot

N

Eaaﬁ

P&
o

PRESIDEN

11.5.A.48

INDONESIA

Bidang U;aha

Persyaratan Perizinan

Jangka Walktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

a. Petupgas proteksi

radiasi;

b. Petugas
keamanan zat
radioaktif; dan/
atau

c. Petugas lainnya

_yang menangani

SK No 041784 C

keselamatan dan/atau

keamanan Zat
Radiokatifl kepada
Badan Penpgawas

secara berkala setiap
tahun terhitung scjak

Perizinan Berusaha
diterbitkan.
Memastikan = bahwa

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
18 72107 Penelitian danl{l. BPokumen kajian |Sesuai ketentuanll. Melaksanakan Sesuai ketentuan Risiko
Pengecmbangan justifiasi penggunaan|Lembaga OSS kegiatan penelitian |kementerian/ Tinggi
! Ketenaganukliran sumber Radiasi dan pengembangan |lembaga
(Pemanfaatan Sumber Pengion dalam sesuai  dengan izin
Radiasi Pengion penelitian dan yang diberikan.
ntuk riatan eng ngan. .
;enelitian e ac:zn ’ E_,e.mba = . Memberikan
; 2. Sertifikat kesesuaian kesempatan kepada
pengembangan) mutu Sumber Kepala Badan untuk
Radiasi Pengion yang melakukan inspeksi
digunakan; selama  masa izin
3. Data kompetensi dan berlaku.
kewenangan Menyampaikan
petugas; laporan verifikasi




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
[i.5.A.49
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. |- Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
sumber Radiasi ketentuan proteksi i
; Pengion. dan keselamatan i
; radiasi sesuai i
: 1. Dokuimen program . ‘ d
: proteksi dan Flgkum(.n persyaratan _
. L izin; dan !
: kesclamatan  radiasi ,
i dan/atau program 5. Melaksanakan |
| ' keamanan zat dokumen program
: radwaktif; kecamanan zat
5. DBukt kepemilikan radioaktir.
i dan/atau
penguasaan Sumber
Radiast Pengion;
6. Dokumen kajian
: kesclamatan Sumber
I Radiasi Pengion
’ dan/atau kajian
kecamanan zat
radioaktif; dan i
7. Dokumen sistem '
manajemaen;
' :
I i S - o ]

5K No 041783 C

Keterangan




REPUBLIK

oty

A,

A

Ll

PRESIDEN

I1.5.A.50

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangks Waktu

Kewajlban Perizinan

J ang“i'ﬂi' Waktu

SK No 041782 C

proteksi fisik; dan

Dokumen

_sistem]

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
19 72107 Penelitian dan|l. Dokumen spesifikasijSesuai ketentuanMelakukan pemanfaatan |Sesuai ketentuan Risiko
Pengembangan teknis bahan nuklir; [Lembaga OSS bahan nuklir dengan |kementerian/ Tinggi
Ketenaganukliran 5 memenuhi  persyaratan |lembaga
5 2. Prosedur yang )
(Pemanfaatan Bahan . keselamatan, keamanan ;
. . terkait dengan i
Nuklir untuk kegiatan dan safeguards. ;
L ’ pemanfaatan bahan i
penelitian dan . ;
nuklir; :
pengembangan)
3. Bertifikat kalibrasi
alat ukur proteksi
radiasi;
4.  Pernyataan
perencanaan
penanganan  bahan
bakar nuklir bekas
dan limbah
radiocaktif.
5. Program proteksi
dan keselamatan
radiasi;
0. Dokumen rencana




REPUBLIK

%

N

E@ﬁ 2l )

PRESIDEN

[.5.A.51

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinanp

- ”J_;ngka Walktu

SK No 041781 C

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
B safeqgliards
20 07210 Pertambangan l’ersye_tfatan _ teknis|Sesuai ketentuan|{l. Membayar iuran |Sesuai ketentuan Risiko
Bijih Uranium dan meliputi: Lembaga OSS tetap dan iuran |kementerian/ Tinggi
Thorium ‘ | Salinan Surat produksi; lembaga
(Konstruksi dan s
Penugasan 2. Memiliki seorang
Penambangan k
Mineral Radiocaktif) Pertambangan kepala teknik
! Mineral Radicalktif pertambangan bahan
{SPPMR] dan Kepala galian nuklir sebagai
BATAN; penanggung, jawab
2. Dokumen analisis tertinggi di lapangan;
keselamatan; 3. Memenuhi aspek;
3. Program proteksi a. Teknis keselamatan;
dan_ . keselamatan b. Teknis keamanan;
radiasi;
dan
K. > s .
Rencana ptengellola'm c. Manajemen
limbah radioaktif;
keselamatan dan
5. Rencana keamanan.
dekomisioning; 4. Melaksanakan
0. lzin bekerja petugas analisis keselamatan;
lerte_ntu; 9. Pembentukan panitia




PRESIDEN

SK No 041780 C

radicaktif;

REPUBLIK INDONESIA
I1.5.A.52
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B b Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusalia Persyaratan erusana Kewajiban
7. Rencana proteksi penilai keselamatan;
fisik; dan 6. Analisis wilayah
8. Dokumen sistem tambang;
safeguards. 7. Perancangan desain;
8.  Konstruksi:
Persyaratan finansial 0 Peneuiian:
dalam bentuk: ) gupan,
1. Deposito berjangka 10. Penambangan;
pada bank 11. Perawatan,
pemerintah; pemantauan, dan
2. Surat jaminan bank pemeriksaan;
garansi pada bank 12. Proteksi radiasi;
pemerintah/swasta 13. Pengendalian
nasional; atau . .
radioaktivitas
3. Cadangan lingkungan hidup;
akuntansi.
14. Penanggulangan 1
kecelakaan: |
15. Pengelolaan himbah




E&aﬁ%’@@

PRESIDEN
REPUBL!K INDONESIA
1.5.A.53
Bidang Usaha , Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B Pemenuhan B h Pemenuhan _ Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
B ' 16. Proteksi fisik; _

17. Safeguards; dan

18. Dekomisioning,.

19. Memutakhirkan
dokumen persyaratan
teknis keselamatan
dan keamanan;

20. Memperoleh
persetujuan bila ada:

21. Perubahan desain;

22, Modifikasi; dan |

23. Penghentian permanen
kegiatan;

24. Menyampaikan
laporan:

25. Konstruksi,

26. Penambangan;

o _ _ 27. Pengendalian -

SK No 041779 C




REPUBLIK

S
g’*a

PRESIDEN

I1.5.A.54

INDONESIA

Bidang“Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

J angka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No (41778 C

instansi terkait !
apabila tenjadi
_ _kecelakaan ~ dengan |

28.

bo.

30,

31.

32.

radioaktivitas
lingkungan hidup;

Penanggulangan
kecelakaan: dan

Dekomisioning;

Menerapkan
kesclamatan dan
keamanan;

Menyusun,

meclaksanakan, dan

mengevaluasi
program
pemberdayaan
masyarakat sekitar
wilayah tambang; dan

Menyatakan
kecelakaan dan
berkoordinasi dengan

budaya |




REPUBLIK
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PRESIDEN
INDONESIA

I1.5.A.55

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

—_—

limbah radioaktif;

c. Manajemen
keselamatan

dan |

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
lepasan radioaktif
yang berpotensi
mcluas ke luar
wilayah tambang.
21 | 07210 Pcrtarﬁbangan” - Persyaratan teknis|Sesuai ketentuan/l. Membayar iuran |Sesuai ketentuan Risiko
Bijih Uranium dan meliputi: Lembaga 0SS tetap dan iuran kementerian/ Tinggi
Thorium 1 Salinan Surat produksi; lembaga
(Pengolahan Penugasan 2. Memilki seorang
incral Radioaktif) Pertammbangan kepala teknik
Mineral Radicaktif pertambangan  bahan
{SPPMR]) dari Kepala galian nuklr sebaga:
BATAN; penanggung jawab
2. Dokumen analisis tertinggi di lapangan;
keselamatan; 3. Memenuhi aspek:
3. Program proteksi a. teknis keselamatan;
dan_ . keselamatan b. Teknis keamanan; !
radiasi;
dan
1. Rencana pengelolaan

SK No 041777 C




REPUBLIK

FRESIDEN

INDONESIA
[1.5.A.56

SK No 041776 C

Bidang Usaha . Jangka Waktu . .. Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhbhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
) 5. Rencana kcamanan.
dekomisioning;
E 1. Melaksanakan:
6. Izin bekerja petugas .
] 12 r E a. Analisis
tertentu;
keselamatan;
7. Rencana roteksi
. P . Pembentukan
fisik; dan L .
panitia penilai
%, Dokumen sistem kesclamatan;
safeqguards. . .
feg ¢, Analisis wilayah
tambang,
Persyaratan nansial d. Perancangan desain,
dalam bentuk: . . !
= ¢. Konstruksi; '
1. Deposito  berjangka -
v Jangke . Pengujian;
pada bank :
pemerintah; g. Pengolahan;
2. Surat jaminan bank h. Perawatan,
garansi pada bank pemantauan dan
pemerintah/swasta pemeriksaan;
nasional; alau , .
1. Protcks: radiasi,
| 3. Cadangan . )
R [ o o j. Pengendalian




REPUBLIK
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PRESIDEN
INDONESIA

11.5.A.57

o Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu | .,

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

akuntansi,

[

o,

t

SK No 041775 C

radioaktivitas
lingkungan hidup;

k. Penanggulangan
kecelakaan,

1. Pengelolaan limbah

radioaktif;
m. Proteksi {isik;
0. Safeguards; dan
o. Dekomisioning.

Memutakhirkan
dokumen persyaratan
tekris keselamatan
dan keamanan.

Mermperoleh
persetujuan bila ada:

a. Perubahan desain;

b. Moditikas:; dan

c. Penghentian




REPUBLIK

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

. Persyaratan Perizinan
Berusaha

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041774 C

(5 T
FRESIDEN
INDONES!IA
I1.5.A.58
Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan
7.
3.
N

permanen kegiatan.

Menyampaikan
laporan:

a. konstruksi;
b. pengolahan;

c¢. pengendalian
radioaktivitas
lingkungan hidup;

d. penanggulangan
kececlakaan: dan
e. dekomisioning.

Menerapkan
keselamatan
keamanan.

budaya
dan

Menyvusun,
melaksanakan,
mengevaluasi
program
pemberdavaan

dan

sekitar |




B,

’-\M \
%
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[[.5.A.59
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan
Kodc K.BLI Judul K.BLI erusaha Persyaratan
10.
22 | o7210 |Pe r_t};_l;l_b-angé_n T f’érsyaratah teknis|Sesuai ketentuan|l.
Bijih Uranium dan meliputi: Lembaga OSS .
“hori |
Thorium 1. Salinan Surat '
{Pengolahan N ,
L Penugasan 2.
Mineral lkutan . i
Radioaktif) Pengolahan  Mineral
Ikutan Radioaktif
(SPPMIR} dart Kepala
' BATAN, :
3 o ) o 2. Dokumen  analisis] ) i

SK No 041773 C

Kewajihan Perizinan

Jangka Waktu

: Pemenuhan Keterangan
Berusaha o=
Kewajiban
wilayah tambang; dan
Menyatakan
kecelakaan dan
berkoordinasi dengan
iInstansi terkait
apabila terjadi
kecelakaan dengan
lepasan radioaktif
yang berpotensi
meluas ke luar
wilayah tambang.
Membayar iuran :Sesuail ketenluan Risiko
tetap dan iuran |kementerian/ Tinggi
produksi; lembaga
Mermldiki scorang
kepala teknik
pertambangan bahan
galian nuklir scbagai
penanggung jawab

tertingei di lapangan.

|
|
1.




REPUBLIK

No.

Persyaratan Perizinan

HKode KBLI

Judul KBLI

Berusaha

o R

BOE
a@(fﬂ

PRESIDEN

11.5.A.60

INDONESIA

‘Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Janghka Waktu o

Pemenuhan
Kewajiban

—we———

Keterangan

SK No 041772 C

keselamatan:

3. Program proteksi
dan keselarmatan
radiasi;

4. Rencana pengelolaan
limbah radioaktif;

>. Rencana
dekomisioning;

6. lzin bekerja petugas

tertentu;
7. Rencana proteksi
fisik; dan
8. Dokumen sistem
safequards.
Persyaratan finansial
dalam bentuk:
1) Deposito berjangka
pada bank

3.

Memenuhi aspek:
a. Teknis keselamatan;

b. Teknis
dan

keamanan;

c. Manajemen
keselamatan
keamanan.

dan

Melaksanakan:

a. Analisis
keselamatan;

b. Pembentukan
panitia
keselamatan;

penilai

c. Analisis
tambang;

wilayah

d. Perancangan desain;

e. Konstruksi;

i f. Pengujan;




REPUBLIK

(0
E{.ﬂ(

oty

=

FRESIDEN

[1.5.A.61

INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041771 C

pemerintah;

2) Surat jaminan bank
garansi pada bank
pemerintah /swasta
nasional; atau

3} Cadangan akuntansi.

g. Pengolahan;

h. Perawatan,
pemantauan, dan
pemeriksaan;

i. Proteksi radiasi;

j- Pengendalian
radicaktivitas
lingkungan hidup;

k. Penanggulangan
kecelakaan;

l. Pengelolaan limbah
radioaktif;

m. Proteksi fisik;
n. Safequards; dan
0. Dekomisioning.

Memutakhirkan
dokumen persyaratan
teknis keselamatan
dan keamanan;




REPUBLIK

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

'3('}535

a

FRESIDEN

[1.5.A.62

INDONESIA

~ Jangka Waktu

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Walktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041770 C

6.

Memperoleh
persetujuan bila ada:

a. Perubahan desain;
b. Modifikasi; dan

¢. Penghentian
permanen kegiatan.

Menyampaikan
laporan:

a. Konstruksi,
b. Pengolahan,

c. Pengendalian
radicaktivitas
lingkungan hidup;

d. Penanggulangan
kecelakaan; dan

e. Dekomisioning.

Menerapkan budaya
keselamatan dan




Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

L

SK No 041769 C

REPLBLIK

Persyaratan Perizinan
Berusaha

PRESIDEN

INDONESIA
1.5.A.63

' Jangka Waktu

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu

Pemenuhbhan
Kewajiban

Keterangan

[ S

10

keamanan;

Menyusun,
melaksanakan,
mengevaluasi
program
pemberdayaan
masyarakat sekitar
wilayah tambang;

dan

Mcnyatakan
kecelakaan dan
herkoordinasi dengan

instansi terkait
apabila terjadi
kecelakaan dengan
lepasan radioaktif
yang berpotenst
meluas ke luar

wilayah tambang.
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By, 4
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.5.A.64

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jang_ﬁa Waktu

Kewajiban Perizinan

‘Jangka Waktu

SK No 041768 C

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
23 52107 _P_ényimpanan yang Persyaratan o teknis|Sesuai ketentuanl. Memenuhi aspek: Scsuai ketentuan Risiko
termasuk dalam meliputi: Lembaga OS58 a. Teknis keselamatan: kementerian/ Tinggi
Naturally Occuning ey lermnbaga
. 1. Dokumen spesitikasi . .
Radrwoactive mineral kuian b. Teknis  kecamanan; |
Material (NORM) N Y dan :
. radicaktil;
(Penymmpanan Manai
Mineral Tkutan 2. Program proteksi ¢. Manaemen
) . keselamalan dan
Radioaktif) dan kesclamatan
TS : kcamanan.
radiasi, |
3. Dokumen rencana; 2. Melaksanakan:
proteksi fisik; a. Penyimpanan;
1.  Dokumen b. Proteksi radiasy;
safeguards, dan c. Proteksi fisik;
5. Dokumen reneana .
tempat pombu:mg;-}n-} d. Safeguards; dan
permanen. ' e. Pembuangan
permancn, bila
ada.
3. Memutakhirkan
dokumen vang
'_ disyaratkan  sebagai
‘ — - persyaratan - leknis - iy _




. Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

REFLUBLIK

Persyaratan Perizinan
Berusaha

SK No 041767 C

FRESIDEN

I1.5.A.65

 Jangka Waktu

Pemenuhan
Persyaratan

INDONESIA

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajihan

Keterangan

kesclamatan dan

kcamanan.

Menerapkan
keselamatan
keamanan;

budaya
dan

Apabila mineral
ikutan radioaktif
yang disimpan akan
dimanfaatkan,
penghasil
ikutan

mincral
radioaktif
wajib mengajukan
iZzin pemanfaatan
bahan nuklir;

Memperoleh

persetujuan bila
pengelolaan tempat
pembuangan

permanen mehbatkan
badan usaha lain
dan/atau pemerintah

daerah.




Bidang Usaha

Kode KBLI

SK No 041766 C

24 43294

Judul KBLI

~|instalasi Nuklir
(Tapak Reaktor

Nuklir)

i1} Laporan

2) Laporan

REPUBLIK

o =Y
>

0

ol
o

FRESIDEN

I1.5.A.60

INDONESIA

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

HKewajiban Perizinan

“Jangka Waktu

pelaksanaan
cvaluasi tapak;

pelaksanaan
sistem imanajcmen
evaluasi tapak;

3) Daflar informasi!
desain: dan
1) Dokumen Yang

memuat  data uiama

reaktor nuklir.

konstruksi,
komisioning,
dan deckomisioning;

2] Memuohon izin
konstruksi reaktor
nuklir paling lama 4
jcmpat)  tahun  sejak
izin tapak reaktor
nuklir berlaku;

] Melakukan evaluasi
tapak ulang bila tidak
mengajukan 1zin
konstruksi reakilor
nukhr dalam jangka
waktu 4 {empat)tahun
setelah 1Zin lapak

reaktor nuklir terbit.

operasi,

Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Berusaha Berusaha P
Persyaratan Kewajiban
'1"crs_\'aratan teknis |Sesuai ketentuan| 1} Melakukan Sesuai ketentuan Risiko
ineliputi: [.embaga OSS pemantauan tapak |kementerian/ Tinggi
reaktor nuklir di tahap [lcmbaga




Bidang Usaha )

SK No (041765 C

No. |— -
Kode KBLI Judul KBLI
25 43294 Instalasi ~ Nuklir
(Konstruksi  Reaktor
Nuklir)

RE

Pod

‘}Q‘

FRESIDEN
PUBLIK INDONESIA

1.5.A.67

.. Jangka Waktu . - Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
Pemenuhan : Pemenuhan Keterangan
Berusaha Berusaha ws
Persyaratan Kewajiban
Persyaratan teknis (Sesuali ketentuan|l. Melakukan Sesuai ketentuan Risiko
meliputi: Lembaga OS3 konstruksi sampai {kementerian/ Tinggi
; . engujian struktur, |lemhaga
1. Persetujuan desain; p. sU] &
! sistem, dan
2. Laporan analisis komponen tanpa
kesclamatan; bahan bakar sesual
. dokumen  izin  dan
3. Dokumen batasan
. . persyaratan
dan kondisi operasi; .
| keselamatan,
4. Dokumcen s1stem kecamanan, dan
manajenien; safequards.
5. Daftar informasi 2. Sclama masa
desain; berlakunya izin
. konstruksi, dapat
. Program proteksi . P
mengajukan
dan kesclaumatan )
L pernohonan:
: raciasi;
; , a. Persctujuan
7. Dokumecn sistem ] .
| , perubahan desain;
! safeqguards:
b lzin cmanfaatan
8. Dokumen rencana pemaniaata
- R bahan nukilir; dan
protcksi fisik;
. c. Surat izin bekerja
Y. Program manajemen
,v I untuk petugas | L _




Bidang Usaha

Kode KBLI

SK No 041764 C

Judul KBLI

REPUBLIK

Persyaratan Perizinan
Berusaha

" Jangka Waktu |

%

PRESIDEN
INDONESIA

I.5.A68

Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

" Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

PChiUuaan,

10, Program

dekomisioning;

11, Program
kesiapsiagaan
nuklir;

12. Program konstruksi;

dan

13, Izin
hidup.

Persyaratan persetujuan
ldesain meliputi:

nuklir; dan

2. Laporan analisis

kesclamatan,

Persvaratan finansial

lingkungan :

1. Desain rinai reaktor

wn

instalasi nuklir dan
bahan nuklir.

Syarat mcmohon
perubahan desain:

a. Data
desain
nuklir; dan

perubahan
reaktor

L. Laporan analisis

keselamatan.

Menvampaikan
laperan  pelaksanaan
program konstruksi.

Palam hal izin
konstruksi reaktor
nuklir telah berakhir,
pemegang 1zin wajib
bertanggung jawab
atas pengelolaan
reaktor nukhr.




Bidang Usaha

Kode KBLI Judul KBLI
| 26 | 43204 lnstalasi  Nuklir
(Komisioning
IReaktor Nuklir)

SK No 041763 C

FRESIDEN

1z komisioning,

dapat

REPUBLIK INDONESIA
11.5.A.69
Persyaratan Perizinan angka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhbhan Pemenuhan Keterangan
Berusaha Berusaha .s
Persyaratan Kewajiban
“|dalam bentuk: '
1. Deposito berjangka
pada bank
pemerintah;
2.  Surat jaminan bank
garansi pada Dbank
pemerintah/swasta
nasional; atau
3. Cadangan akuntansi
[Té-l"-syaratari teknis |Sesuai ketentuanl. Melakukan kegiatan [Sesuai ketentuan Risiko
meliputi: Lembaga OSS pengujlan struktur, |kementerian/ Tinggi
. . sistem, dan {lembaga
1. Laporan analisis
Leselamatan: komponen dengan
’ bahan bahan bakar
2. Laporan hasil sesual persyaratan
kegiatan kenstruksi; keselamatan,
. kedmanan dan
3. Laporan .
_— scufeciards.
pelaksanaan iZin
| lingkungan hidup; 2. Selama masa berlaku
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SK No 041762 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I[.5.A.70
S Cha - — S S — —
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan angka Waktu Kewajihan Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
- "l Gambar teknis m(‘ngajukah__ i
recaktor nuklir permnohonan
terbangun; persctujuan modifikasi
5 Dokumen batasan dengan melampirkan:
dan kondisi operasi; a. Program maodifikasi;
0. Program dan
komisioning; b. Sistem manajemen.
7. Program perawalamn; I3. Dalam hal [zin .
. . Komisioning Reaktor
3 T 3
3. Program proteksi Nuklir telah berakhir,
dan keselamatan i .. -,
. i pemegang  1zin  wajib
radiasi; ' .
bertanggung jawab
9. Dekumen sistem atas pengelolaan
mMAanajemen; reaktor nuklir, bahan
10, Propra manajeme puklir, limbah
- PTopram & n radioaktif, dan
penuaan;
pelaksanaan
11, Dokumen sistem dekomisioning,
safeguards;
12, [dokumen rencana
i , proteksi fisik;
Lo R S S




No.

REPLIBLIK

vy
e

e
Wy
£ )

PRESIDEN

II.5.A.71

INDONESIA

_Bids;.i:_l-g Usaha

S

SK No 041761 C

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuban
Persyaratan

Kewajihan Perizinan
Berusaha

Jangka Walktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

13. Program
kesiapsiagaan
nuklir; dan

14. Program
dekomisioning.

Persyaratan finansial

meliputi:

1. Bukti kemampuan
finansial
pertanggungjawaban
kerugian nuklir
berupa asuransi atau
jaminan keuangan
lainnya; dan

2. Bukti jaminan

hnansial pclaksanaan
dekomisioning.

Persyaratan

finansial




REPUBLIK

B,

R

PRESIDEN
INDONES!A

11.5.A.72

T "]-:'l_i-d;lng Usaha s s Jangka Waktu .3 - Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan a4 Kewajiban
o dekomisioning dalam
bentuk:
1. Deposito berjangka
pada bank
pemerintah;
2. Surat jaminan hank
garansi pada bank
pemerintah / swasta
nasional; alau
3. Cadangan akuntansi,
27 | 43294 Instalasi Nuklir Pers_féfatan  teknis{Sesuai  ketentuan|l. Melakui-cahmmk_égiatan Sesuai ketentuan Risiko
{Opcrasi Reaktor imeliputi: Lembaga 0OS5S operasi sesuai tkementerian/ Tinggi
Nuklir) . batasan dan kondisi {lembaga
! 1. Laporan analisis .
. aperas! dan
kesclamalan;
persyaratan
2.  Dokumen batasan keselamatan,
dan kondisi operast; keamanan dan
3. Program proteksi dan safeguards.
kesclamatan radiasi; 2. Melakukan
| 4.  Program perawatan; perawatan struktur,
T o sistern, _dan

SK No 041760 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I1.5.A.73

Bidéng Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu |

SK No 041759 C

i

lingkungan hidup.

reaktor nuklir, bahan
nuklir, limbah
radioaktif, dan
pelaksanaan
dekomisioning,.

No B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
o 0. Dokumen sistem komponen selama
safeguards; pengoperasian sesuai
6. Dokumen rencana program perawatan.
proteksi fisik; 3. Menyampaikan
. 1 :
7. Dokumen sistem aporan
manajcrnen; a. operasi secara
. berkala; dan
8. Program manajemen
pecnuaan; b. penilaian
i O Program kesclamatan
' gram berkala.
dekomisioning;
4. Dalam hal lzin
10. Program .
kes: : Operasi Reaktor
csiapsiagaan Nuklir telah berakhir,
nuklir; dan . . ..
pemegang izin wajib
11. Laporan bertanggung jawab
pelaksanaan 1zin atas pengelolaan




REPUBLIK

o
2.

g
&

FRESIDEN
INDONESIA

[.5.A.74

Bida_rig Usaha

Persyaratan Perizinan

 Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No (041758 C

Kepala BAPIETILN dan
melampirkan
dokumen:

a. Hasil pelaksanaan
dekomisioning;

_b.llasil pelaksanaan

No. B h Pemenuhan B h Pemenuban Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewafiban
28 43294 “|instalasi Nuklir Persyaratan teknis [Sesuai ketentuanli. Memulai pelaksanaan |Sesuai ketentuan Risiko
{Dekomisioning meliputi: Lembaga OSS dekomisicening dalam kementerian/ Tinggi
Reaktor Nuklir) jangka waktu sesuai |lembaga
i. Program .
C dengan jadwal vang
dekomisioning;
tercantum dalam
2. Program proteksi program
dan keselamatan dekomisioning.
radiasi; 2. Dalam hal kegiatan
3. Program dekomisioning  telah
kesiapsiagaan selesai, pemegang izin
nuklir; dan dapat mengajukan
4. Dokumen sistem perrrnohpnan
- persetujuan
manajemen.
pernyataan
pembebasan  sccara
tertulis kepada




o

E@Q"’@ﬁ
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.A.75
|.. Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
penanganan
limbah radioaktif;
c. Laporan
pelaksanaan izin
lingkungan hidup;
dan
d.Hasil pengukuran
paparan radiasi
dan kontaminasi
zat  radioaktif di
dalam dan di luar
tapak.

29 43294 Instalasi Nuklir Non|Persyaratan teknis [Sesuai ketentuan/l. Melakukan Sesual ketentuan Risiko
! Reaktor (Tapak|meliputi: Lembaga OSS pemartauan tapak [kementerian/ Tinggi
| Instalasi Nuklir Non instalasi nuklir non |[lembaga

Reaktor Fasilitas| ’ Laporan pelaksanaan reaktor pada tahap

: , evaluasi tapak; .

Pemurnian) konstruksi,
, 2. laporan pelaksanaan komisioning, operasi,
' sistem manajemen dan dekomisioning.

evaluasi tapak; D, Mengajukan

! _ 3.  Daftar informast permohonan izin :
Lo i . . _ o . . |. konstruksi  paling Lo ] o

SK No 041757 C




FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
I.5.A76
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaba Pemenuhan Keterangan
Kode KELI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
a desain; dan lama 4 (empat) tahun
4 Dokumen yang Sejakv tapak instalasi
nuklir non reaktor
memuat data utama berlaku
INNR, ' '
30 43294 Instalasi Nuklir Non|Persyaratan teknis |Sesuai ketentuan|l, Menyampaik'ar‘lm Sesuai ketentuan IRisiko
Reaktor (Konstruksimeliputi: LLembaga 05S laporan  pelaksanaan (kementerian/ Tinggi
Instalasi Nuklir Non ) . program konstruksi. lembaga
- . Persetujuan desain;
Reaktor Fasilitas .
N . . 2. Dalam hal izin
Pemurnian) 2. laporan analisis C .
konstruksi  instalasi
keselamatan; .
Nuklir non reaktor
3. Dokumcen batasan telah berakhir,
cdan kondisi operasi; pemegang izin wajib
4. Dokumen si1stem bertanggung Jjawab
. ] atas pengelolaan
manajemen, instalasi Nuklir non
5. Daftar informasi reaktor fasilitas
desain; permurnian.
6. Program
kesiapsiagaan
Nuklir;
j ) 7. Program proteksi _ F

SK No 041756 C




REPUBLIK

il

h@(’#&g

"

FRESIDEN
INDONESIA

.5.A.77

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

B Jangka Waktu

I

N

SK No 041755 C

No. : B h Pemenuhan Berusah Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI ernsafia Persyaratan saha Kewajiban
N dan keselamatan '
radiasi;
8. Dokumen sistem
safeguards;
9. Dokumen rencana
protekst fisik;
10. Program manajemen
penuaan;
11. Program
dekomisioning
instalasi Nuklir non
reaktor;
12. Program
kesiapsiagaan
Nuklir;
13. Program konstruksi;
dan !
14, lzin lingkungan
hidup.




PRESIDEN

REPUBL!K

INDONESIA
IL.5.A78

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041753 C

No. B h Pemenuhan B b Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan crusaha Kewajiban
Persyaratan persetujuan
desain meliputi:
1. Desain rinci instalasi
nuklir non reaktor:
dan
2. Laporan analisis
keselamatan.
31 | 43294 Instalasi Nukiir NoniPersyaratan teknis |Sesuai ketentuan{Dalam hal izin [Sesuai ketentuan " Risiko -
Reaktor (Komisioningimeliputi; [Lembaga 0SS komisioning instalasi lkementerian/ "Tinggi
Instalasi Nuklir Non ) .. nuklir nen reaktor telah |lembaga
Reaktor Fasilitas|™” Laporan ‘anal1s1s berakhir, pemegang izin
. keselamatan; . :
Pemurnian) wajib Dbertanggung jawab
2. Dokumen batasan atas pengeleclaan instalasi
dan kondisi operasi; Nuklir non reaktor
3. Program fasilitas _pemu‘rnian,
komisioning: bahlan _nukllr, limbah
’ radioaktif, dan
“.  Program perawatan; pelaksanaan
Program proteksi dekomisioning.
dan keselamatan
radiasi;
I R S L . U I - ) —




REPUBLIK

&

B,

ol
s

* £

PRESIDEN
INDONESIA

.5.A.79

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

SK No 041751 C

10.

11.

12.

13.

Dokumen sistem

safequards;

Dokumen
proteksi fisik;

rencana

Dokumen sistem

manajemen;

Program manajemen
pcnuaan;

Program
dekomisioning
instalasi nuklir non
reaktor;

Program
kesiapsiagaan
nukiir;
Laporan

pelaksanaan izin
lingkungan hidup;

Laporan hasil
kegiatan konstruksi;

" "Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan




Bidang Usaha

REPUBLIK

PRESIDEN

II.5.A.80

INDONESHA

Persyaratan Perizinan

No.
HKode KBLI

Judul KBLI

EBerusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

~ Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041750 C

dan

14. Gambar teknis
instalasi nuklir non
reaktor terbangun.

Persyaratan finansial

meliputi:

1. Bukti kemampuan
finansial untuk
menjamin
pelaksanaan
komisioning  sampai

pelaksanaan opcrasi;

2. DBukt jaminan
finansial pelaksanaan
dekomisioning
instalasi nuklir non
reaktor; dan

3.  DBukti
finansial
~ pertanggungjawaban

kemampuan




REPUBLIK

ey

o =

)

R

’f

PRESIDEN

I1.5.A.81

INDONES!IA

'Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

SK No (41749 C

kerugian nukhr yang
berupa asuransi atau

jaminan kcuangan
lainnya.
Bukti kemampuan
finansial komisioning
dalam bentuk:
1. Deposito berjangka
pada bkank

pemerintah;

2. Surat jaminan bank
garansi pada bank
pemerintah/ swasta
nasional; atau

3. Cadangan akuntansi.

Jaminan finansial
pelaksanaan
|dekomisioning

dalam|

' Janéka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan




REPUBLIK

PRESIDEN

I1.5.A.82

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktn

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041748 C

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenunhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI1 Persyaratan Kewajiban
S o o ~ |bentuk:
1. Simpanan (trust);
2. Deposito berjangka
pada bank
pemerintah;
Asuransi; dan/atau
4. Jaminan keuangan
lainnya.
32 43294 Instalasi Nuklir Non|Persyaratan teknis |Scsuai ketentuanl. Melakukan kecgiatan |Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor (Operasijmeliputi: Lembaga 0885 operasi sesuai |kementerian/ Tinggi
Instalasi Nuklir Non - batasan dan kondisi {lembaga
. Laporan analisis .
Reaktor Fasilitas operasi dan
. keselamatan;
Pemurnian) pursyardatan
2. Dokumen batasan kesclamatan,
dan kondisi operasi; i keamanan dan
3. Program proteksi : safeguards.
dan keselamatan 1I2 Mclakukan
radiasi; i perawatan  struktur,
5; sistem, dan
“.  Program perawatan;
komponen selama
L_ o,  Dokumen sistem | pengoperasian _sesuai




'Bidang Usaha
No. -

FPRESIDEN

Kode KBLI Judul KBLI

SK No 041746 C

. Program manajemen
penuaan;

9. Program
dekomisioning
instalasi Nuklir non
reaktor;

10. Program
kesiapsiagaan
Nuklir;, dan

11. Laporan
pclaksanaan 121N
lingkungan hidup.

Iy. Penilaian
keselam:atan
herkala.

Nalam hal 1Zin
operasi mstalasi
Nuklir non reaktor
telah berakhir,

pemegang izin wajlb -

bertanggung Jawab
alas pengelolaan
instalasi Nuklir non

reaktor fasilitas
pemurnian, bahan -

Nuklir, Limbal
Radioaktif, dan
pelaksanasn

REPUBLIK INDONES!IA
11.5.A.83
Persyaratan Perizinan Jangka Waktu | Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
Pernenuhan Pemenuhan Keterangan
Berusaha Berusaha
Persyaratan Kewajiban
safequards; program pérawatan,
©. Dokumen rencana Menyampaikan
proteksi fisik; laporan:
7. Dokumen sistem A4, Operast secara
manajemen; berkala: dan !




oft )

f"@ﬁ

ﬁ.‘."

;‘!}
o
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
I[[.5.A.84
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B ha Pemenuhan B h Femenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLY erasa Persyaratan erusaha Kewajiban
dckomisioning.

33 | 43294 Instalasi Nuklir Non|Pcrsyaratan “teknis |Sesuai ketentuanPcmegang ~izin [Sesuai ketentuan  |Risika
Reaktlor meliputi: Lembaga O8S dekomisioning wajib |kementerian/ Tinggi
(Dekomisioning memulai pelaksanaan (lembaga

. . 1. Program L
Instalasi Nuklir Non dekomisioning: dekomisioning dalam
Reaktor Fasilitasl ' & jangka waktu sesuai
Pemurnian) 2. Program proteksi dengan Jjadwal yang
dan keselamatan tercantum dalam
radiasi; program dekomisioning.
3. Program
kesiapsiagaan
nuklir; dan
. Dokumen sistem
manajemen.

34 43294 Instalasi Nuklir Non Persyaratan teknis [Sesuai  ketentuanl. Mendapat Sesuai Ketentuan |Risiko R
Reaktor Konversi meliputi: Lembaga OSS persetujuan desain. kementerian/ Tinggi
{Tapak Instalasi|l. Laporan 2. Melakukan lembaga
Nuklir Non Reaktor pelaksanaan permmantauan tapak
Fasilitas Konversi) evaluasi tapak; instalast nuklir non

. Laporan reak.t.or pada tahap
. konstruksi,
B B B pelaksanaan  sistem| ST L

SK No (41745 C




PRESIDEN

SK No (41744 C

REPUBLIK INDONESIA
[I.5.A.85
T ‘'Bidang Usaha . Jangka Waktu | _ .. _ .. angka Waktu |
g Persyaratan Perizinan & Kewajiban Perizinan Jang aktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBL1 Persyaratan Kewajiban
; | manajemen evaluasi komisioning, operasi, -
tapak; dan dekomisioning,. : |
3. Daftar informasi 3. Pemcegang tapak
desamn; dan instalasi nuklir non
reaktor wajib
1. Dokumen yang . aj
: mengajukan
memual data utama h .
. . o permohonan izin
instalasi nuklir non . :
konstruksi paling
reaktor.
lama 4 [empat) tahun
sejak tapak instalasi
nuklir npon  reaktor
berlaku.
. 35 43294  |Instalasi Nuklir Non Persyarata_n teknis|Sesuai  ketentuan|l. M(ny:lﬁ{pa_lka_;_ |Sesuai ketentuan  |Risiko
|IReaktor Konversi meliputi: Lembaga 085 laporan  pelaksanaan |[kementerian/ Tinggi
: ) N . . rogram konstruksi, lemb
(Konstruksi Instalasi|l. Persetujuan desain; Pros tkes cmbaga
Nuklir Non Reaktor .. 2. Dalam hal 1Zin |
s . 2. Laporan analisis . . . -
Fasilitas Konversi) konstruksl  instalasi |
keselamatan; . ]
Nuklir non reaktor :
. |
3. Dokumen hatasan telah berakhir, ‘
_ dan kondisi operasi; pemegang  zin  wajib ‘
; . bertanggung, jawal
| ¥, Dokumen sistem i BEUNS ) :
. 1 _ ! atas  pengelolaant i




FRESIDEN

SK No 041743 C

proicks hsik;

Q. Program manajemen

penuaarn;

10. Program
dekomisioning
mstalasi nuklir non
reaktor;

11, Program
keslapsiagaan
nuklir;

2. Program koustruksi,

REPLUBLIK INDONEStHA
[1.5.A.86
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Janghka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan Berusaha Pemenuhan
Kode KBLI Judul KBLI erusana Persyaratan Kewajiban
manajemen; - instalasi nukiir non a
_ . , reaktor fasilitas
5. Daftar informasi I .
: onversi.
desain;
6.  Program proteksi
dan keselamatan
radiasi;
7. Dokumen sistoem
safequards;
8. Dokumen rencana

Keterangan
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Tty 2

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

f.5.A.87

Bidang Usaha ! - Jangka Waktu | . . e Jangka Waktu |
Persyaratan Perizinan Kewajihan Perizinan
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusana Kewajihan
s - e
13. lzin lingkungan
hidup.
Persyaratan persetujuan
desain meliputi:
1. Desain tinci instalasi
nuklir non reaktor;
dan
2. lLaporan analisis
keselamatan. :
36 | 43294 [nstalasi Nuklir Non Pcrs&'é—ratan teknis [Sesuai ketentuanDalam  hal izin |Scsuai kKetentuan Risiko
Reaktor Konversi meliputi; Lembaga OSS komisioning instalasi |kementerian/ Tinggi
o . L nuklir non reaktor telah (lemhbaga
{Komisioning Instalasi|l. Laporan analisis berakhir emesane  izin
Nuklir Non Reaktor kesclamatan; o - P sang
- . wajib bertanggung jawab
Fasilitas Konversij " ! .
2. Dokumen batasan atas pengelolaan instalasi
dan kondisi operasi; muklir non reaktor
[fasilitas konversi, bahan ;
A 1 - _ 8. Program —r S —_— ]

SK No 041742 C




PRESIDEN

SK No 041741 C

REPUBLIK INDONESIA
I1.5.A.88
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. g B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusafa _ Persyaratan erusahad HKewajiban

komisioning; ' nuklir, limbah radioaktif,

4. Program pcrawatan; dan pclaksanaan

' gram perawatan, dekomisioning,
Pregram proteksi
dan keselamatan
radiasi;

6. Dokumen sislem
safequards; :

7. Dokumen rencarna
proteksi fisik;

8.  Dckumecn sistem
manajemen,

9. Program manajemen.!
penuaan;

10, Program
dekomisioning !
instalasi nuklir non' ;
reaktor; : ;

11. Program !

. kesiapsiagaan !




oy

AT

SK No 041740 C

reaktor terbangun.

Persyaratan finansial

meliputi:

1. Bukt kemampuan
finansial untuk
menjamin
pelaksanaan
komisioning  sampai

pelaksanaan operasi;

Bukti _jaminan

ﬁ_‘.‘
"ﬂ’;
(< NP
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.A.89
N Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
0. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusafia Persyaratan erusaha Kewajiban
Nuklir; :
12. Laporan I
pelaksanaan izin:E
lingkungan hidup;
13. Laporan hasil
kegiatan  konstruksi;
dan
14. Gambar teknis
instalasi Nuklir non




FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.5.A.90

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Kode KBLI

Judul KBLI

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

o 'Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan -

SK No 041739 C

finansial pelaksanaan

dckomisioning
instalasi Nuklir non
recaklor; dan

3.  Bukti
finansial
pertanggungjawaban
kerugian Nuklhir yvang
berupa asuransi atau
jaminan kcuangan
lainnya.

kemampuan

Bukti kemampuan

finansial komisioning

dalam bentuk:

1. Deposito berjangka
pada bank

pemerintah;

2. Surat jaminan bank
garansi pada bank

____Pemr%rinr;-thS\\'asLa




Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI1

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
[1.5.A.91
Persyaratan Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhan
Berusaha
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041738 C

nasional; atau

3. Cadangan akuntansi.

Janunan finansial

ipelaksanaan

!dcknmismmng dalam

bentuk:

1. Simpanan (fruest);

2. Deposto bherjanghka
pada bank

pemerintaly;
Asuransi, dan/atau

Jaminan keuangan

Ly




PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

[[.5.A.92
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Janghka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. - B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusana Persyaratan erusafa Kewajiban
37 43294 [nstalasi  Nukhr NonjPersyaratan teknis |Sesual ketentuanl. Melakukan kegiatan |Sesual ketentuan Risiko
Reaktor Konversi meliputs; Lembaga O8S operasi sesuai |kementerian/ Tinggi
. . ] . batasan dan kondisi (lembaga
(Operasi  Instalasi |1, Laporan analisis o 1an
Nuklir Non Reaktor | keselamatan; operast o
FFasilitas Konversi) i persyaratan
2. Dokumen batasan kesclamatan,
i dan konddisi operasi; keamanan dan
|3 Program proteksi safeguards.
' dan keselamatan 2. Meclakukan
rachasi; perawatan  struktur,
sistem, dan
1. Program perawatan; " 1
omponen sclama
5. Dokumen sIStem pecngoperasian scsuai
i safequards; program perawatan.
Y. Dokumen rencana: 3. Menyampaikan
proteksi fisik; laporan:
7. Dokumen sistem a. Opecrasi secara
i manijemen; berkala; dan
4. PProgram  manajemen b, Penilaian
penuann; : : keselamatan
' ! . berkala.
L ; __ .9, Program — 1 — Pl o

SK No (141737 C




REFPUBLIK

PRESIDEN

INDONES!
I1.5.A.93

A

SK No 041736 C

Bida_tig Usaha - Jangla Waktu o e Jangka Waktu | ]
Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemennhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajihan
] o (.l"(_’kﬁ_lﬁmiS;i()n_i;g i Dalam hal 1Zin
mstalasy nuklir non operasi instalasi
reaktor; nuklir non reaktor
, telah herakhir,
10 Program . y
. : pemegang zin wajib
kesiapsiagaan .
. bertanpgung jawab
nuklir; dan
atas pengelolaan
1. Laporan instalasi nukhr non
5 pelaksanaan 1Zin | reaktlor fasilitas
; lingkungan hidup. konversi, bahan
nuklir, limbah
radioaktif, dan
| pelaksanaan
! dekomisioning.
N | |
38 43294 Instalasi  Nuklir  NonjPersyaratan teknis[Sesyai ketentuanPemeganyg izin |Sesual Ketentuan Risiko
Reaktor Konversi ehputi: LLembaga OSS dekemisioning wajib [kementerian/ Tinggi
L i memulal yelaksanaan |lembaga
{Dekomisioning |I . Program _ abo ags
: . S dekomisioning dalam
Instalasi  Nuklir Non dekomistoning; . .
fo il | ' jangka waktul 50514l
Reaktor Fasilitas, R ) . o e
. 2. Program proteksi dengan jadwal yang
Konversi) | _ - - : -
L o 1 dan keselamatan tercantuin dalam




Rl

2

g
~
e 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.A949

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

SK No 041735 C

Jangka Walktn™ 77

Kewajiban Perizinan

‘_:I"i‘;ngka Waktu

No. B h Pemenuhan B ha Pemenuhan Keterangan
radiasi; program dekomisioning.
3. Program
kesiapsiagaan
Nuklir; dan
.  Dokumen sistemn
; manajemen.
39 43294 Instalasi Nuklir Non|Persyaratan teknis |Sesuai ketentuan/l. Mendapat  |Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor Pengavaan meliputi; Lembaga OS5 persetfujuan desain. kementerian/ Tinggi
(Tapak Instalasi|l. Laporan 2. Melakukan lembaga
Nuklir Non Reaktor pelaksanaan pemantauan tapak
Fasilitas Pengayaan) evaluasi tapak; instalasi nuklir non
0. Laporan reaktor gaida tahap
I . konstruksi,
; pelaksanaan  sistem L .
; . . komisioning, operasi,
! manajieman {3\-’8]11351 T .
i dan dekomisioning.
tapak,
- : . 3. Pemeg: k
3.  Dalftar informasi ] Temegang 1zin - tapa
- instalast nuklir non
desain; dan s
reaktor wia)lb
4. Dokumen yang mengajukan
memuat data utama permohonan izin
B ___ instalasi nuklir non _konstruksi  paling |




ey

SK No (41734 C

0
o
> ¢
o
%
PRESIDEN
REPUBLIK INDONEStHA
[I.5.A.95
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangla Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
" reaktor. lama 4 (empat) tahun
sejak tapak instalasi
: nuklir non reaktor
' berlaku.
—_ Cm——— am ! —_f— --

40 43294 Instalasi Nuklir NoniPersyaratan teknis [Sesuai  ketentuan|l. Menyampaikan Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor Pengayaan meliputi: Lembaga O35 laporan  pelaksanaan [kementerian/ Tinggi
(Konstruksi Instalasiil. Persetujuan desain; program konstruksi. lembaga
Nuklir Non Reaktor | Laboran analisis Dalam hal izin
Fasilitas Pengayaan) Aap konstruksi  instalasi

keselamatan; .
nuklir non reaktor
3. Dokumen batasan telah berakhir,
dan kondisi operasi; pemegang izin wajib
4. Dokumen sistem bertanggung jawab
MAnAIemen: atas pengelolaan
J ’ instalasi nuklir non
5. Daftar informasi reaktor fasilitas
desain; pcngayaan.
>. Program proteksi
dan keselamatan
radiasi;
7. Dokumen  sistem




FRESIDEN

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

REPUBLIK INDONEStHA
II.5.A.96
Persyaratan Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhan
Berusaha

Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041733 C

9.

11.

12.

13.

safeguards;

Dokumen
proteksi fisik;

rencana

Program manajemen
penuaan;

Program
dekomisioning
instalasi Nuklir non
reaktor;

Program
kesiapsiagaan
Nulklir;

Program konstruksi;
dan

[zin lingkungan
hidup.

Persvaratan persetujuan
desain meliputi:




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIHA
[1.5.A.97
Bidang Usaba | - Jangka Wakew | : Jangka Waktu |’
& Persyaratan Perizinan g Kewajihan Perizinan angka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusafa Persyaratan crusana Kewajiban
1. Desain rinci instalasi| T
Nuklir non reaktor; :
dan ;
2. Laporan analisis '
kesclamatan. :
- |
- - i . . ! i . e B T T LT — |
41 43294 Instalast  Nuklir NonPersyaratan teknis [Sesual ketentuan|alam hal 1zin [Sesuai kKetentuan Risiko
Reaktor Pengayaan imeliputi: Lembapga OSS komisioning instalasi |kementerian/ Tinggi
L . nuklir non reaktor telah |lembaga .
f HKomisioning Instalasi]. lLaporan analisis berakhir.  pemepa in |
{ ! rakni Megang 121 i !
INuklir Non Reaktor keselamatan; . L Eang ; :
! e o wajib bertanpgung jawab \
: Tasilitas Pengayaan) | : : ;
: : 2. Dokumen batasan alas pengelolaan instalasi :
: dan kondisi operasi; nuklir non reaktor !
' : fasilitas engayaan '
; 3. Program ‘ ‘ beneay !
: Komisioning: bahan  nuklir, limbah
o & radicaktif, dan i
. <. Program perawatan; ; pelaksanaan :
| ; : . . dekomisioning, "
: ! in.  Program proteksi & f
: ; dan keselamatan :
i radiasi; ; :
| i I
| . L L 6. Dokumen  sistem’ I

SK No 041732 C



No.

REPUBLIK

G

o

By

S 2
PRESIDEN

[1.5.A.98

INDONESIA

' Bidang Usaha

Kode KBLI Judul KELI]

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041731 C

10.

11.

12.

. Laporan

safeguards;

Dokumen
proteksi fisik;

rencana

Dokumen sistem

manajemen;

Program manajemen
penuaan;

Program
dekomisioning
instalasi nuklir non
reaktor;

Program
kesiapsiagaan
nuklir;

Laporan
pelaksanaan 1zin
lingkungan hidup;

hasil
kepiatan  konstruksi;

dan




REPUBLIK

Bidang Usaha

SK No 041730 C

Kode KBLI

Judul KBLI1

P

Berusaha
14. Gambar teknis
instalasi nukhr non

B,
™
%

g

PRESIDEN
INDONESHA

1.5.A.99

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

reaktor terbangun.

Persyaratan finansial

imeliputi: '

1. Bukti kemampuan
finansial untuk
menjamin !
pelaksanaan :
komisioning  sampai]
pelaksanaan operasi,

2. Bukiti jaminan
finansial pelaksanaan
dekomisioning
instalasi nuklir non
reakior; dan

3. Bukti kemampuan
finansial
pertanggungjawaban

kerugian Nuklir_yang:

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktn T

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan




O,
%

P

)

¢

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.5.A.100

R Bidané Usaha ;i‘a—ﬂgka Waktu Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

No. B h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusana Persyaratan Berusaha Kewajihan
o o berupa asuransi atau
i jaminan keuangan
lainnya.
' Bukti kemampuan
finansial komisioning

dalam bentuk:

}. Deposito berjangka
pada bank
pemerintah;

2, Surat jaminan bank
garansi pada Dbank
pemerintah/swasta
nasiocnal; atau

3. Cadangan akuntansi.

: Jaminan finansial :
i pelaksanaan
' dekomisioning dalam

bentuk:

SK No 041729 C



REPUBLIK

AT

ol
P

PRESIDEN
INDONESIA

I1.5.A.101

‘_ No. |- Bidang Usaha Persyaratan Perizinan J;zik:nf;::u Kewajiban Perizinan J;zﬁlk:nf;::u Keterangan
J Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
‘ - I 1. Simpanan (trust); N -
{ 2. Deposito berjangka
pada bank
i permerintah;
|
Asuransi; dan/atau

! Jaminan keuangan
! lainnya.
' 42 43204 Instalasi Nuklir NonPersyaratan teknis [Sesuai  ketentuan|l. Melakukan kegiatan Sesuai“f(etcntuan Ristko
; Reaktor Pengayaan meliputi: Lembaga OSS operasi sesual |kementerian/ Tinggi
? (Operasi  Instalasi |l. Laporan analisis bataset.n dan konc(iilsl lembaga
| Nuklir Non Reaktor keselamatan; operast an
! Fasilitas persyaratan
! Pengayaan) 2. Dokumen Latasan keselamatan,
i neay dan kondisi operasi; keamanan dan
3. Program proteksi safeguards.
i an eselamatan . elakukan
| d kesel 2. Melakuk
i radiasi; perawatan  struktur,
' sisterm, dan
i 4. Program perawatan, .
, komponen selama
’ Dokumen sistermn pengoperasian scsuai

i safegquards, program perawatan.

SK No 041728 C




Kode KBLI1

SK No 041727 C

PRESIDEN

Keterangan

REPUBLIK INDONESIA
[1.5.A.102
Bidang Usaha o . . Jangka Waktu . . . a Wakt
£ Persyaratan Perizinan ang Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
B ha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan
Judul KBLI erusa Persyaratan Kewajiban
. Dokumen rencana 3. Menyaﬁ&f)aikan B
proteks: tisik; laporan:
7. Dokumen sistem a. Uperasi secara
manajemen; berkali; dan
8. Program manajemen b. Penilaian i
penuaan; keselamatan '
berkala.
| 9. Program crraa
! l dekomisioning ' 4. Dalam hal izin
instalasi nuklir non'! operasi instalasi _
reaktor; nuklir non reaktor ;
t .IE 1 e 1 '
10. Program elah ) pemkh.l.r’ :
: : pemegang 1zin wajib ;
kesiapsiagaan bertaneaun wab ‘5
nuklir; dan ATNERUNE Jawe :
atas pengelolaan :
11. Laporan instalasi nuklir non i
pelaksanaan izin reaktor fasilitas :
lingkungan hidup. pengayaan, bahan }
nuklir, lirmbah i
radinaktif, dan l
pelaksanaan
dekomisioning.




ot

By

SK No 041726 C

P-4
2
%
PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA
[.5.A.103
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
43 43294 Instalasi Nuklir Non Persyaratan teknis |Sesual ketentuanPemegang izin [Sesuai ketenfuan Risiko
Reaktor Pengayaan meliputi: Lembaga O35 dekomisioning wajib |kementerian/ Tinggt
L memulai pelaksanaan (lembaga
(Dekomisioning 1. Program L
: . S dekomisioning dalam
Instalasi  Nuklir Non dekomisioning; ) .
N jangka waktu sesual
Reaktor Fasilitas|, 5 . .
3 2. Program proteksi dengan Jjadwal yang
Pengayaan}
dan keselamatan tercantum dalam
radiasi; program dekomisioning.
3. Program
kesiapsiagaan
nuklir; dan
4. Dokumen sistem
manajemeacn.
44 43294 Instalasi Nuklir Non I’ezzéyat_"étan teknis {Sesuai ketentuan|l. -Mendapat Sesuai ketentuan  |Risiko
Reaktor Fabrikasi mecliputi Lembaga OSS persetujuan desain. kementerian/ Tinggi
(Tapak [nstalasi|l. Laporan 2. Melakukan lembaga
Nuklir Non- Rcaktor pelaksanaan pemantauan tapak
| Fasilitas Fabrikasi) evaluasi tapak; instalasi nuklir non
| ; rcaktor pada tahap
2. Laporan ,
; konstruksi,
pelaksanaan sistem L .
i : komisioning, operasi,
I - manajemen  evaluasi| o




t-ﬁaﬁ

a
oY
Jﬂ p
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.A.104
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Janghka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
i tapak; dan dekomisioning T
3. Daftar informasi 3. Pemepgang izin tapak
desain; dan instalasi nuklir non
4. Dokumen yang reaktor. wajib
mengajukan
memuat data utama .
. . . permohonan 1zln
instalasi nuklir non . ;
reakior konstruksi paling
o lama 4 {empat) tahun
sejak izin tapak
instalasi nuklir non
reaktor berlaku.
|_ 45 | 43294  |Instalasi Nuklir Non Persyaratan teknis |Sesuai ketentuan{l. Menyampaikan Sesuai ketentuan  |Risiko
Reaktor ffabrikasi meliputi: Lembaga (OSS laporan  pelaksanaan kementerian/ Tinggi
(Konstruksi Instalasi{l. Persetujuan desain; program konstruksi. lembaga
Nuklir Non Reaktor . 2. Dalam hal izin
A 1 . . Laporan analisis o )
Fasilitas Fabrikasi) konstruksi  instalasi
keselamatan; .
! nuklir non reaktor
3. Dokumen batasan telah berakhir,
: dan kondisi operasi; pemegang 1zin wajib
K. Dokumen sistem bertanggung  jawab l
I . . atas pengelolaan :
| manajemen; . . . :
] | S Instalasi nuk_lﬂ1r non i ]

SK No 041725 C




B_i_c_lang Usaha

REPUBLIK

Kode KBLI

Judul KBLI

SK Ne 041724 C

Persyaratan Perizinan

PRESIDEN

INDONES!IA
IL.5.A 105

Jéhgﬁa Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangl_:_a Waktu |

Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Persyaratan Kewajiban
5. Daftar informasi reaktor fasilitas ; o
desain, Fabrikasi.
).  Program proteksi
dan keselamatan
radiasi;
7. Dokumen sistem
safequards; '
8. Dokumen rencan: :
proteksi fisik; '
9. Program manajemen
])CHLIE‘IE‘IH; .
10. Program .
.. - |
dekoemisioning
instalasi Nuklir non| ’
! rcaktor; :
i
11, Program
: kesiapsiagaan i
Nuklir; i
N2

_|
Program konstriaksi; |
dan i




o

O,

3 4

Y of

49 p

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.106

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajihan Perizinan

Jangka Waktu

SK No (041723 C

Fasilitas Fabrikasi)

keselamatan;

2. Dokumen balasan
dan kondisi operasi;

3. Program
komisioning;

wajib bertanggung jawab

atas pengelolaan instalasi |

nuklir non reaktor
fasilitas Fabrikasi, bahan
nuklir, limbah racdioaktif,
dan pelaksanaan
cdekomisioning.

No. b Pemenuhan h Pemenuhan - Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajihan
13, Izin lingkungan -
hidup.
Persyaratan persetujuan
desain meliputi: .
1. Desain rinci instalasi :
nuklir non reaktor;
dan
2. Laporan analisis
keselamatan.
36 43294 [nstalasi Nuklir Non|Persyaratan teknis |Sesuai ketentuaniDalam  ha!  izin |Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor Fabrikasi untuk memperoleh [Lembaga OSS komisioning instalasi (kementerian/ Tinggi
C _ meliputi: Nuklir non reaktor telah lembaga
(Komisioning Instalasi berakhir emegang  izin |
Nuklir Non Reaktor|l. Laporan analisis P gang 1zin:




REPLBLIK

R
S,

=

] )
Yo

PRESIDEN
INDONESIA

I1.5.A. 107

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041722 C

10.

11.

. Laporan

Program perawatan;

Program proteksi
dan keselamatan
radiasi;

Dokumen sistem
safeguards;

Dokumen rericana
proteksi fisik;
Dokumen sistem
manajemen;

Program manajemen
penuaan;

Program
dekomisioning
instalasi nuklir
reaktor;

10On

Program
kesiapsiagaan
nuklir;




o RN

O,

¥y
£}
f o/
%
PRESIDEN
REPUBLIK iINDONESIA
[1.5.A.108

' ﬁi&éﬁfg—Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 041721 C

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

 Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

13.

14.

pelaksanaan izin
lingkungan hidup;

Laporan hasil
kegiatan konstruksi;
dan

Gambar teknis
instalasi nuklir non
reaktor terbangun.

Persyaratan finansial

meliputi;

1. Bukti kemampuan
finansial untuk

menjamin
pelaksanaan
komisioning sampai
pelaksanaan cperasi;

Bukti
finansial
pelaksanaan

jaminan

_dekomisioning
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PRESIDEN
INDONESIA

1.5.A.109

~ Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041720 C

instalasi nuklir non
reaktor; dan

3. Bukti

finansial
pertanggungjawaban
kerugian nuklir yang
berupa asuransi
atau jaminan
keuangan lainnya.

kemampuan

Bukti
finansial
dalam bentuk:

kemampuan
kemisioning

berjangka
bank

1. Decposito
pada
pemcrintah;

28]

Surat jaminan bank
garanst pada bank
pemerintah /swasta

nasional; atau




No.

REPUBLIK
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o
T

PRESIDEN

.5.A110

INDONESIA

o ﬁidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Kode KBLI

Judul KBLI

EBerusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

2. Deposito

3. Cadangan akuntansi.

Jaminan finansial
pelaksanaan
dekomisioning dalam

bentuk:
1. Simpanan (trist);

berjangka
pada bank
pemerintah;

Asuransi; dan/atau

Jaminan keuangan

lainnya.

SK No 041719 C




REPUBLIK
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PRESIDEN

1.5 AT

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

— 4

SK No 041718 C

No. B h Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
47 | 43294  |instalasi Nuklir NounPersyaratan teknis [Sesuai ketentuani. Melakukan kegiatan {Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor Fabrikasi meliputi: Lembaga O3S operasi sesual |kementerian/ Tinggi
. . .. batasan dan kondisi {lembaga
(Operasi Instalasi |l. Laporan analisis oDerasi dan
Nuklir Non Reaktor keselamatan; psr.sjzr'atan
asili ikasi Coaet
Fasilitas Fabrikasi} 2. Dokumen batasan kesclamatan,
dan kondisi operasi; keamanan dan
. safe ds.
3.  Program proteksi safeguards
dan keselamatan 2. Melakukan
radiasi; perawatan  struktar,
sistem, dan
Program perawatan; K
omponen selama
5. Dokumen sistem pengoperasian sesuai
safequards; ' program perawatan.
6. Dokumen rencana 3. Menyampaikan
protcksi fisik; laporan:
7. Dokumen sistem a. Opcrasi secara
manajemen; berkala; dan
€. Program manajemen b. Penilaian
pcnuaan; keselamatan
berkala.
9.. Program
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
IIL3.A 112
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
- dekomisioning 4. Dalam hal izin
instalasi nuklir non operasi instalasi
reaktor; nuklir non reaktor
telah berakhir,
10. Program - .
: . pemegang izin wajib
kesiapsiagaan bertanggun jawalb
Nuklir; dan ANBEUTIE J
atas pengelolaan
11. Laporan instalast nuklir non
pclaksanaan izin rcaktor fasilitas
lingkungan hidup. fabrikasi, bahan
’ nuklir, limbah
radioaktif, dan
pelaksanaan
dckomisioning.
| 48 | 43294  {instalasi Nuklir Non Persyaratan teknis [Sesuai ketentuan'Pemegang izin |Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor Fabrikasi meliputi: Lembaga OS85 ‘dekomisioning wajib [kementerian/ Tinggi
(Dekomisioning 1. Program ;[TlCl'T'lLl]lall ‘ pelaksanaan (lembaga
. ; . dekomisioning dalam
Instalasi  Nuklir Non dekomisioning; .
i ot Jangka waktu scsual
! Reaktor Fasilitas . i .
i L . 2. Program proteksi idengan jadwal yang
! Fabrikasi) :
i dan keselamatan [tercantum dalam
radiasi; program dekomisioning.
. o 3. Program - o e
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REPUBLIK INDONESIA
.5A 113
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusafa Persyaratan erusaftia Kewajiban
S kesiaigé_iégaan ____
Nuklir; dan
4. Dokumen sistem
mAanajemeri.
49 43294 Instalasi Nuklir Non Persyaratan tcknis |Sesuai  ketentuan|l. Mendapat Sesuai ketentuan Risiko o
Reaktor Penyimpanan |meliputi: Lembaga OSS persetujuan desain. kementerian / Tinggi
(Tapak Instalasi|l. Laporan _ 2. Mclakukan lembaga
: Nuklir Non Reakt()ri pelaksanaan ; pemantauan tapak
i_ Fasilitas evaluasi tapak; | instalasi nuklir non
. Penyimpanan} > Laporan reaktor p_ada tahap
. i konstruksi,
pelaksanaan  sistem i L .
. . - komisioning, operasi,
manajemaen  evaluasi | SAPTI
' dan dekomisioning.
tapak; i
I = 171 . .
3. Daftar informasi i3' F(megar_wg Zm tapak
. : inmstalast nuklir non
desain; dan .
reaktor wa]ib
tt.  Dokumen yang mengajukan !
memuat data utama permohonan izin .
instalasi nuklir non _ konstruksi paling !
reaktor., ' lama 4 {empat) tahun
| sejak 1Zin tapak
L - . L ______;___i;'l_s_te'ilzig;i nuklic non

SK No (41716 C
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

INDONESIA

Jéﬁgﬁa Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041715 C

No. B ha Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusa Persyaratan erusafiia Kewajiban
o rcaktor berlaku.
50 43294 Instalasi Nuklir Non Persyarat'é‘;{_ teknis [Sesuai  ketentuan|l. Menyampaikan Sesuar ketentuan Risiko |
Reaktor Penyimpanan |[meliputi: Lembaga OSS laporan  pelaksanaan |kementerian/ Tinggi
(Konstruksi Instalasiil. Persetujuan desain; program konstruksi. lembaga
Nuklir Non Reaktor . . 2. Dalam hal 1zin
o 2. Laporan analisis S .
[Fasilitas konstruksi instalasi
, . kesclamatan; .
Penyimpanan] nuklir non reaktor
3. Dokumen batasan telah berakhir,
dan kondisi operasi; pemcegang izin wajib
4. Dokumen sistem bertanggung ‘Jaw’ab
anaiemen: atas pengelolaan
manaj ; instalasi nuklir non
S>. Daftar informasi reaktor fasilitas
desain,; penyimpanan.
6. Program proteksi
dan keselamatan
radiasi;
7. Dokumen sistem
safequards;
8. Dokumen - rencana]
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REPUBLIK INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

HL.OATLS

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041714 C

10.

11
- kesilapsiagaan

12.

13.

Persyaratan persetujuan
desain meliputi:

1.

proteksi fisik;

Program manajemen
1
penuaan;

Program

dekomisioning
instalasi nuklir non;
reaktor; i

Program

nuklir;

Program konstruksi;
dan

izin lingkungan
hidup.

Desain rnnci |

instalasi nuklic non




REPUBLIK
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PRESIDEN
INDONES

[1.5.A. 116

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

tA

‘Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

~ Jangka Waktu

SK No 041713 C

4. Program perawatan;

>. Program protcksi
dan keselamatan
radiasi;

6. Dokumen sistem
safequards,

7. Dokumen
proteksi fisik;

reneana .

|

pelaksanaan
dekomisioning.

No. B h Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
reaktor; dan :
2. Laporan analisis
keselamatan. '3
51 43294 Instalasi Nuklir Non Peféj_(_é_i"—atan teknis Sesuai ketentuanDalam ~ hal  izin |Sesuai ketentuan  |Risiko
Reaktor Penyimpanan |meliputi: fLembaga 0S8 Komisioning instalasi [kementerian/ Tinggi
{Komisioning Instalasijl. Laporan analisis | nuklir on reaktor te‘lgh lembaga
. ] : berakhir, pemegang izin
MNuklir Non Reaktor keselamatan; i . ?
Pasili : wajib bertanggung jawab
asilitas : .
p . 2. Dokumen batasan atas pengelolaan instalasi
enyimpanan| . ) .
dan kondisi operasi; nuklir non reaktor
fasilitas penyimpanan,
3. Prog_rgm . bahan nuklir, limbah
komisioning; : .
racdioaktif, dan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I.5.A 117

No.

"'Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul! KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jaugka'ivaktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

J angka Waktu

Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

SK No 041712 C

R B R

8. Dokumen

9. Program manajemen

sistem
manajemen;

penuaan;

10. Program

dekomisioning
instalasi nuklir non!
reaktor;

11. Program
kesiapsiagaan
nuklir;

12. Laporan .
pelaksanaan izin
lingkungan hidup;

|
hasil|

13. Laporan
kegiatan konstruksi;
dan

14, Gambar teknis

instalasi Nuklir nonj
reaktlor terbangun.
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PRESIDEN
INDONESIA

[1.5.A.118

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

SK No 041711 C

Judul KBLIY

Persyaratan Perizinan

Berusaha
Persyaratan finansial
nieliputi:

1. Bukt kemampuan |
finansial untuk
nienjamin
pelaksanaan
komisioning  sampai
pelaksanaan operasi;

2. Bukti jaminan
finansial pelaksanaan
dekormisioning
instalasi Nuklir non
reaktor; dan

3. Bukti kemampuan
finansial

pertanggungiawaban
kerugian Nuklir vang
berupa asuransi atau
jaminan keuangan
lainnya.

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

J angﬁHWaktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan




- Bldvang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 041710 C

Persyaratan Perizinan

REPLUBLIK

R

FPRESIDEN

I1.5.A.119

J angk; Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

INDONESI|A

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Berusaha

Bukt kemampuan

finansial komisioning

dalam bentuk:

il. Deposito  berjangka
pada bank
pemerintah;

2. Surat jaminan  bank
garanst pada bank

pemerintah/swasta
nasional; atau

3. Cadangan akuntansi.

Jaminan finansiali

pelaksanaan

dekomisioning dalam

bentuk:

1. Simpanan {trist};

2. Deposito berjnngka
pada bank

pemenintah;

Keterangan




Bidang Usaha

REPUBLIK
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0

PRESIDEN
INDONESIA

11.5.A.120

Persyaratan Perizinan

Jangka ‘Waktu

Kewajiban Perizinan

J angka Waktu

SK No 041709 C

" No. — Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
T 3. Asura_nsi; dan/atau
4. Jaminan keuangan
lamnya.
52 | 43294 Instalasi Nuklir Non 'P'ersyaré_t'aa”“ teknis |Sesuai  ketentuan|l. Melakukan ké;giatan Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor Penyimpanan |[mcliputi: Lembaga OSS operasi sesuail |kementerian/ Tinggi
. . . . batasan dan kondisi |lembaga
(Operasi Instalasi 1. Laporan analisis onerasi dan
Nuklir Non Reaktor keselamatan; P )
Fasilitas persyaratan
oo 2. Dokumen batasan keselamatan,
Penyimpanan) - .
dan kondisi operasi; keamanan dan
. E ds.
3. Program proteksi safeguards
dan keselamatan 2. Melakukan
radiasi; perawatan  struktur,
sisiem, dan
4. Program perawatan;
komponen selama
5. Dokumen sistem pengeperasian  sesuai
sdfequards; preogram pcrawatan.
6. Dokumen rencana 3. Menyampaikan
proteksi fisik; laporan:
[7. Dokumen sistem __a.Operasi secara |




hﬁi—dang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

SK No 041708 C

e

11.

B
»r

a )
S

pelaksanaan
dekomisioning.

FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
IL.5.A 121
Persyaratan Perizinan Janghka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Berusaha Berusaha .
Persyaratan Kewajiban
-'_'}h'a?lajemen; berkala; dan
Program manajemen h. Penilaian
penuaan; keselamatan
herkala.
Program
dekomisioning 4. Dalam hal izin
instalasi Nuklir non operasi instalasi
reaktor; nuklir non reaktor
telah herakhir,
. Program L .
: . pemegang izin wajib
kesiapsiagaan hertanggun jawab
nuklir; dan ' sEUNE p
atas pengelolaan
Laporan instalasi nuklir non
pelaksanaan 1Zin reaktor fasilitas
hingkungan hidup. penyimpanan, bahan
nuklir, limbah
radioaktif, dan




REPUBLIK

PRESIDEN

1.5.A.122

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

INDONESIA

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 041707 C

manajemen.

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBL1 Judul KBL1 Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
53 43294 Instalasi Nuklir Non|Persyaratan teknis [Sesuai ketentuan|Pemegang 1zin [Sesuai ketentuan Risiko
Reaktor PPenyimpanan|meliputi: Lembaga O3S dekomisioning wajibr [kementerian/ Tinggi
(Dekomisioning memulai pelaksanaan |lembaga
[nstalasi  Nuklir  Non pmgram, . dekomisioning dalam
. dekomisioning; . .
Reaktor Fasilitas ’ jangka waktu sesual
Penyimpanan 2. Program proteksi dengan jadwal yang
dan keselamatan tercantum dalam
radiasi; program dekomisioning.
3. Program
kesiapsiagaan
nuklir; dan
1. [Dokumen sistem
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PRESIDEN

REFPUBLIK

INDONESIA
11.5.B.1

B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON KBLI)
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | B ha Non- Keterangan
O | BemmTE A Non Jangka Waktu . Jangka Waktu ne
KBLI Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
1 Izin konstruksi | 21012 | Industri Produk |1. Dokumen rencana | Sesuai dengan Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KIBLI
fasilitas Farmasi Untuk teknis bangunan ! ketentuan konstruks: scsuai ! ketentuan
produksi Manusia penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain | kementerian/lembaga
radioisotop dan 2 Dokumen rencana dan program
radiofarmaka - 32‘)(}6)_;.(“1;1-;;{ -Produk‘;i bangunan utilitas konstruksi  vang
. ) operasi  Pemanfaatan telah chsetujui
Radicisotop Sumber Radiasi oleh Badan
o e IO Pengawas,
86101 | Aktivitas rumsh Pengion; N Melaksanakan
sakit pemerintah Dokumen kajian N K N Y
N | keselamatan  radiasi konstuksi  paling
86103 | Aktivitas  rumah | dan Keamanan = zat lama 2 tahun
akit swast: radioaktif; terhitung sejak_
sakit swasta izin konstruksi
4. Dokumen program literbitkan:
proteksi dan diterbitkan;
keselamatan  radiasi r"mb‘-’”k‘-‘“
! ! - dan dokumen program esempatan
T SO . R | kepada Kepala|

SK No 041595 C




SK No 041594 C

terintegrasi
struktur,  sistem
dan komponen
tanpa Sumber
Radiasi Pengion.

L

~
R
3
=43
e
g ;
o
(523
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.2
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kemjiban
No. | Berusaha Non- Jangka Wakt Tanelka Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ang axtu Rincian ang axta
Pemenuhan Pemenuhan
kecamanan zat ~ HBadan untuk
radioaktif; dan melakukan
Dokumen program inspekst,
komisioning. 4. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian
hasil inspeksi
sesual jangka
: waktu vang
disepakati; |
5. Memastikan uji
untuk mAasIng-
masing struktur,
sistem dan
: komponen; dan
6. Memastikan uji
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REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.3
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban _
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rinecian Jangka Walktu Rincian Janghka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
2 Izin operasi | 21012 | Industri Produk [1. Laporan hasil | Sesuai dengan | 1. Menghasilkan | Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas Farmasi Untuk pelaksanaan ketentuan produk sesuai | ketentuan
produksi Manusia komisioning; kementerian/lembaga dengan izin vang | kementerian/lembaga
radioisctop dan S " |2. Gambar terbangun fas dibernkan oleh
radiofarmaka 32906 | Industri  Produkst built d | ene Badan Pengawas;
Radioisotop uilt draiving);
—._—13. Sertifikat kescsuaian 2. Melaksanakan
: 86101 | Aktivitas rumah mutu Sumber Radiasi ketentuan - vang |
sakit pemerintah Pengion; : tertuang dalam |
— S - 14. Data kompetensi dan [~ - t :»ls‘,lc‘rr} . - —
86103 § Aktivitas rumah kewenangan petugas, | manajemen,
sakit swasta , . 3. Memastikan
a. Petugas proteksi e
Lo bahwa ketentuan
radiast, )
proteksi dan
b. Petugas keselamatan
Kecamansan zat radiasi dan
radioaktif; dan ; keamanan zat
¢. Petugas lainnva I radicaktif
5. Dokumen program dilakukan;
proteksi dan | 4. Memberikan !
keselamatan radiasi i kesempatan ':
dan program ' ‘kepada Kepala ;
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laporan verifikasi
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
.5.8.4
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- J 1a Wak Jangla Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian aage axtu Rincian ang axtu
Pemenuhan Pemenuhan
keamanan zat Badan untuk
radicaktif; melakukan
6. Bukti kepemilikan inspeksi  selama
; i dan/atau pcnguasaan ! masa 121n
Sumber Radiasi berlaku;
Pengion; {5, Melakukan
7. Dokumen kajian ! tindakan yang
kesclamatan Sumber | | diperlukan untuk
Radiasi Pengion dan mencegah .
kajian keamanan zat pemindahan tidak
radioaktif: sah, pencurian,
!8. Dokumen sistem ! darl_ Sab_o.{ase zat
; . i radioaktif;
manajemen; ; )
) 6. Memastikan
9. Dokumen program : .
: i bahwa kegiatan
perawatan; dan i . .
: vang dilakukan
10, Dokumen prograrm ' sesuai dengan
dekomisioning fasilitas 1Zin vang
Suml}er Radiasi diberikan:
Pengion. 7. Menvampaikan




PRESIDEN

SK No 041591 C

REPUBLIK INDONESHA
11.5.B.5
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No, | Berusaha Non- 3 ea Walk 3 koa Wakt Keterangan
KBLI Hode Judul Rincian 2ne axtu Rincian ang axtu
Pemenuhan Pemenuhan
o keselamatan dan
keamanan zat
radiokatf kepada
Badan Pengawas
secara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha
diterbitkan.
3 [zin 21012 | Industri Produk Dokumen program | Sesual dengan | 1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning Farmasi Untuk dekomisioning sesuai | ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas Manusia dengan kondisi terkini; | kementenan/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
produksi dan secara tetap;




PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

[1.5.B.6

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

No.

KELI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

radioisolop dan
radiofarmaka

SK No 041590 C

32906

Industri  Produksi
Radioisotop

86101

86103

' Aktivitas rumah
| sakit pemerintah

Aktivilas rumah

sakit swasta

2.

Dekumen sistem
manajemen sesuai
dengan kondisi terkini.

. Mélakséﬁ;kanm

kegiatan
dekomisoning
sctelah
diterbitkan;

. Mclakuan

pcnangananan
dilaksanakan
setelah
dckomisioning
diterbitkan;

. Mclaksanakan

sislem
manajemen
saat
dekomisioning
dilakukan;

. Memberikan

kesempatan
kepada
Baduan

pada
proscs

Kepala .
untuk

Jangka Waktu

Keterangan

izin

1Zin
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5.13.7
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- g Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rinclan Jangkna Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
| melakukan
; inspeksi pada
EEERE proses
dekomisioning;
dan
. Melaporkan hasil
E pelaksanaan
5 dekomisioning
kepada Badan
Pengawas.
4 Pernyalaan 21012 { Industri Produk 1. Laporan penanganan | Sesua dengan - Sesual dengan | Non-KBLI
pembebasan Farmast Untuk akhir Sumber Radiasi! ketentuan ketentuan
fasilitas Manusia Pengion; | kementerian/lembaga kementerian/lembaga
produksi 2. Laporan hasil
radioisotop dan pengukuran  paparan
radiofarmaka _ radiasi dan
32006 | Industri Produksi | ontaminasi zat
S radicaktif; dan
! Radioisotop -
| - _ - S
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FRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA
I.5.8B.8
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 'a I Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian angka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
86101 | Aktivitas  rumah Laporan pelaksanaan
sakit pemerintah dekomisiomng,
86103 | Aktivitas rumah
sakit swasta
5 Izin konstruksi | 21012 | Industri Produk Dokumen rencana | Sesual dengan | 1. Melaksanakan Scsuai dengan | Non-KBLI
fasilitas FFarmasi Untuk teknis bangunan . ketentuan ! konstruksi scsuai | ketentuan
produksi Manusia penahan radiasi; | kementerian /lembaga | dengan desain | kementerian/lembaga
radiofarmaka 1 : e i dan rogram
32906 | Industri Produksi Dokumen rencana : Kk truk p B
L bangunan utilitas | ONSIrukst,
Radicisotop - ; . L
—— operasi Pemanfaatan 2. Telah disetujui
86101 | Aktivitas rumah Sumber Radiasi oleh Badan
sakit pemerintah Pengion; Pengawas;
) T L . kajiz . : : :
86103 | Aktivitas rumah Dokumen ‘ ylan . 3 Melaksan‘akan '
. kesclamatan racdiasi konstuksi paling
sakitl swasta ‘
dan keamanan  zat lama 2 tahun
racioaktif; terhitung sejak
Dokumen program izin  konstruksi
proteksi dan diterbitkan;
R S keselamatan  rachiast | j4.  _Memberikan . iy —
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Menindaklanjuti
ketidaksesuaian

hasil inspeksi
sesual jangka
waktu yang
disepakati;

Memastikan uji
untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan

komponen; dan

Memastikan uji
terintegrasi

struktur, sistem
dan komponen
tanpa = Sumber
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.8.9
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- T lca Walt 3 fca Walt Keterangan
KBLI ang u s s ang aktu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
dan dokumen program ” kesempatan
keamanan zat kepada Kepala
radicaktif; dan Badan untuk
Dokumen program mclakultcan
komisivning. inspeksi,




PRESIDEN

SK No 041586 C

REFUBLIK INDONES!HA
[1.5.B.10
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Radiasi Pengion.
6 | 1lzin operasi | 21012 | Industri Produk | 1. Laporan hasil | Sesuai dengan | 1. Menghasilkan Sesual dengan | Non-KBIL1
fasilitas Farmasi Untuk pelaksanaan ketentuan produk sesual | ketentuan
produksi Manusia komisioning; kementerian/lembaga dengan izin vang | kementerian/lembaga
radiofarmaka - T T 5, . . , . diberikan oleh
32906 | Industri Produksi |2+ Gambar terbangun fus Badan Penpawas:
Radiois buidt drareingl; mg N
adioisotop . !
—- - - — =3 Sertifikat kesesualan -Melaksanakan |
86101 Aktivitas rumah mutu Sumber Radiasi ketentuan yang
sakit pemerintah Pengion; tertuang dalam
_ s —— e oo . . RN ) . . . ) SlSte[Tl
86103 | Aktivitas rumah [4- DPata kompetensi dan manajemen:
sakit swasta kewenangan petugas; )
a. Petugas sroteksi -Memastikan
“ eas ) bahw:  ketentuan
racdiasi; .
proteksi dan
I, Petugas keselamatan :
'. keamanan zat racdiast dan |
rachioakuf; dan keamanan zat
¢. Petugas lainnyva radiocaktif
5. Dokumen program dilakukan;
protekst dan .Memberikan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
(L.5.B.11

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 s Walkta 3 a W Tt Keterangan
an a . an aktu
KBLI Kode Judul Rincian g Rincian g
Pemenuhban Pemenuhan
keselamatan radiasi kesempatan
dan progratm kepada Kepala
keamanan zat Badan untuk
radinaktif; melakukan
6. Bukti kepemilikan inspeksi  sclama
dan/atau penguasaan masa izin berlaku;
Sumber Radiasi 5. Mclakukan
| : Pengion: i tindakan vang !
7. Dokumen kajian diperlukan untuk
keselamatan  Sumber men;cgah .
Radiasi Pengion dan pemindahan “f]ak
kajian keamanan zat sah, peoounan,
radioaktif: dan sabotase zat
) radioaktif;
8. Dokumen sistem e
MANAJCTCn; 6. Memastikan )
bahwa kegiatan
9. Dokumen program .
vang dilakukan
: i)crﬂ\\'?lt?lﬂ; tdan - T S
' . : secsual dengan izin
'10. [.)okumcln ~ program ¢ vang diberikan: |
dekomisioning fasilitas dan '
Sumber Radiast .
Hn : 7. Menvampaikan
Pengion. -
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FPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
[1.5.8B.12
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- r n W k‘t """ - 3 tca Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ang axtu Rincian ang aktn
Pemenuhan Pemenuhan
) laporan “verifikasi
keselamatan dan
keamanan zat
radiokatlifl kepada
Badan Pengawas
5CCAara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha !
diterbitkan. |
7 [7in 21012 | Industri Produk |1 Ul)'okum(-?—n program | Sesuai dengan |1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning Farmasi Untuk dekomisioning sesuai ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas Manusia dengan kondisi terkini; | kementerian/lembaga kegiatannyva kementerian /lembaga
produksi _,'3‘2'(')'0(' ["'(i"""‘ Cp C'l“;f. dan sccara tetap,
o 329006 | [Industri roduksi ; :
radiofarmaka | Radicisotop Dokumen sistem , - Melaksanakan
- v . AN emaen scsuali kCRIHUl‘ﬂ .
86101 | Aktivitas rumah dengan kondisi terkini. dekomisoning
sakit pemerintah sctelah izin
o : diterbitkan;
8G103 | Aktivitas rumah 3 Melakukan

SK No 041584 C




KBLI

Perizinan
No. | Berusaha Non-

KBLI Terkait

)

FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

H.5B.13

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktua
Pemenuhan

Keterangan

sakit swasta

SK No 04]1583 C

penanganan
dilaksanakan
setelah 1zin
dekomisioning
diterbitkan;

. Melaksanakan

sistern manajemen
pada saat proses
dekomisioning
dilakukan;

. Memberikan

kescmpatan
kepada
Badan
melakukan
inspeksi pada saat
proses
dekomisioning,
dan

untuk

. Melaporkan  hasil

pelaksanaan

Kepala |




PRESIDEN

SK No 041582 C

REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.14
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Janghka Waktu Rincian Jangka Waktn
Pemenuhan Pemenuhan
dekomisioning
kepada Badan
Pengawas.
8 Pernyataan 21012 | Industri Produk 1. Laporan penanganan | Sesuai dengan - Sesuai dengan | Non-KBLI
pembebasan Farmasi Untuk akhir Sumber Radiasi | ketentuan ketentuan
fasilitas Manusia Pengion. kementerian flembaga kementerian/lembaga
produksi
radiofarmaka.
32906 | Industri  produksi |2, Laporan hasil
radioisotop i pengukuran paparan
. N radiasi dan
86101 f\ktl_wtas 1 _rumah Kontaminasi sat
sakit pemt.ri.ntah_ 3 radioaktif; dan
86103 | Aktivitas rumah |3. Laporan pelaksanaan
sakit swasta dekomisioning.
9 [zin konstruksi | 26520 | [Industri alat ukur !1. Dokumen rencana | Sesuai dengan | 1. Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas waktu ; teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai | ketentuan
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Dokumen
komisioning.

program

.Menindaklanjuti

ketidaksesuaian
hasil inspeksi

sesuai jangka
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.15
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewaj{ban
No. | Berusaha Non- e : Keterangan
KBL1 Kaode Judul Rincian Janglm Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
produksi 27401 | Industri bola penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan | kementerian/lembaga
barang lampu pijar, lampu Dokumen rencana program
konsumen penerangan bangunan utilitas konstruksi  yang
terpusat dan operasi pemanfaatan telah disetujui oleh
lampu ultraviolet Sumber Radiasi Badan Pengawas;
_"2“7409 Industei c iatan | Pengion; 2. Melaksanakan
ndustri r ) i
penerangairjuc alatan Deokumen kajian konstruksi paling
ainnva keselamatan  radiasi lama 2 tahun
’ dan keamanan zat terhitung scjak
radioaktif; izin konstruksi
Dokumen program dltcrbllk.an;
proteksi dan . Memberikan
keselamatan  radiasi kesempatan
dan dokumen program kepada Kepala
keamanan zat Badan untuk
radioaktif; dan melakukan
inspeksi;




PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

II.5.B.16

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban

No. | Berusaha Non- Keterangan

KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rinclan Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

waktu yang

cdisepakati;
5. Memastikan uji
[ untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan
komponen; dan

| 6. Memastikan  uji |
terintegrasi i f
struktur, sistem
dan komponen
tanpa Sumber
Radiasi Pengion.

10 | Izin operasi | 26520 | [Industri alat ukur [1. Laporan hasil | Scsuai dengan | 1. Menghasilkan Sesuai dengan | Non KBLI
. | ) .

fasilitas i wakt pelaksanaan ketentuan produk scsual | Ketentuan

produksi komisioning; kementerian/lembaga dengan  izin yang | kementerian/lembaga
barang, o ' _ ~ 12, Gambar terbangun f{as dibcrikan olch
konsumen 27401 :ﬂdllh‘-(rl B | bola builf drawing); Badan Pengawas;
tlampu pijar, lampu |, e . o ks oy s

: bt P PUIS Sertifikat  kesesuaian 2. Melaksanakan

penerangan 1A A
terpusat dan mutu Sumber Radiasi ketentuan yang
. | [ ¥

S — =
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dan/atau penguasaan

Sumber Radiasi
Pengion;
Dokumen kajian

__diperlukan

masa izin berlaku;

.Melakukan

tindakan yang

untuk

Eaafie
)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
i[.5.B.17
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- - a Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
lampu ultraviolet Pengior; | i _tertuang dalam
Data kompetensi dan sistem
kewenangan petugas; manajemen,
T ] a. Pelugas teksi .Memastikan
27409 | Industri peralatan rzdiags?i? pro bahwa ketentuan
penerangan b P ’ proteksi dan
lainnya - retugas keselamatan
keamanan zat S
. . radiasi dan
radioaktif; dan
keamanan zat
i ¢. Petugas lainnya radioaktif
! Dokumen program dilakukan;
proteksi dan .Memberikan
keselamatan radiasi kesempatan
dan program kepada Kepala
j keamanan zat Badan untuk
: radioaktif; melakukan
Bukti kepemilikan mnspeksi selama




PRESIDEN

SK No 041578 C

10.

radioaktif;

Dokumen sistem
manajemen;

Dokumen program
perawatan; dan
Dokumen program

dekomisioning f{asilitas
Sumber Radiasi
Pengion.

dan sabotase zat
radicaktif;

y. Memastikan

hahwa kegiatan
yang dilakukan
sesuai dengan izin
yang diberikan,;
dan

-Menyampaikan

laporan verifikasi
keselamatan dan
keamanan zatl
radiokatif kepada
Badan Pengawas
secara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha

REPUBLIK INDONESIA
1.5.B.18
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Jangkn Wakt Jangka Wakt Keterangan
KBLI1 ang aKLu . . an aKtu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
keselamatan Sumber mencegah
Radiasi Pengion dan pemindahan tidak
kajian keamanan zat sah, pencurian,
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FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.19
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. { Berusaha Non- n Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
diterbitkan.
11 | lzin 26520 [ Industri alat ukur |1. Dokumen program | Sesuai dengan {1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBI.]
dekomisioning waktu dekomisioning sesuai | ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas dengan kondisi terkini; | kementerian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
produksi ——p : dan sccara tetap;
barang 27401 | Industri . bola |, pokumen sistem 2. Melaksanakan
konsumen lampu pijar, lampu manajemen sesuai kegiatan
penerangan dengan kondisi terkini. dekomisoning
terpusat dan setelah izin
lampu ultravioclet diterbitkan
1 27409 | Industr1  peralatan 3. Melakuan
5 penerangan penangananan
lainnya dilaksanakan
setelah izin
dekomisioning
diterbitkan
4. Melaksanakan

SK No 041577 C

saat

sistem
manajemen pada

proses




FPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.20
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dekomisioning
dilakukan
Memberikan
kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
.! melakukan
' inspeksi pada

saat proses '
dekomisioning, 1
Melaporkan hasil i
pelaksanaan ]

,- dekomisioning |

f kepada Badan !

' Pengawas, '

T . o S e, e S A _4
12 Pernvataan . 26520 | Industri alat ukur |1, Laporan penanganan | Sesuai dengan ' Sesual dengan | Non-KBLI
pembebasan i waktu akhir Sumber Radhiasi | ketentuan ketentuan
fasilitas Penpion; kementerian/lembapa kementerian/lembapa

SK No 041576 C




et

Keterangan
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L/
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[[.5.B.21
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 a k 3 tn Walt
KBLI Kode Judul Rincian angha Waktu Rincian ang axt
Pemenuhan . Pemenuhan
i produksi 27401 | Industri bola |2 Laporan hasil
! barang lampu pijar, lampu pengukuran paparan
konsumen penerangan radiasi dan
terpusat dan kontaminasi zat
lampu ultraviolet radioaktif, dan
o T ~"—773. Laporan pelaksanaan
27409 | Industri  peralatan dekomisioning.
penerangan
| lainnya
13 | Izin konstruksi P 71205 | Jasa kalibrasi/ ;1. [dokumen rencana | Scsuai dengan | 1. Melaksanakan Sesuai dengan : Non-KBLI
fasilitas ! metrology | teknis bangunan | ketentuan I konstruksi sesuai { ketentuan
kalibras:t vang penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan | kementerian/lembaga |
menggunakan 2. Dokumen rencana program !
Sumber bangunan utilitas konstruksi  yang
Radlz_xm operasi Pemanfaatan telah disetujui oleh i
Pengion Sumber Radiasi Badan Pengawas; g




PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

11.5.B.22

SK No (041574 C

masing  struktur,

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. ; Berusaha Non- o Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Walktu
Pemenuhan Pemenuhan
71209 | Analisis dan  Uji Pengion,; 2. Melaksanakan " B
teknis lainnya Dokumen kajian konstuksi  paling
keselamatan  radiasi | Iama 2 lahlun
dan/atau keamanan ! terhitung sejak
! ‘ zat radioaktif; . izin konstruksi
! : Dokumen program diterbitkan;
I proteksi dan 3. Memberikan
! keselamatan radiasi : kesempatan
| dan/atau  dokumen | © kepada Kepala
! program keamanan zat | ! Badan untuk
: radioaktif; dan %' Imelal(ulfem
Dokumen program i Inspeksi
komisioning, 4. Menindaklanjuti
! ketidaksesuaian
i hasil inspeksi
sesual jangka
wakty yang
disepakati,
5. Memastikan uji
uniuk masing-
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PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA
11.5.B.23
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan. Kewajiban
No. | Berusaha Non- I Waldt Keterangan
KBLI Kode Judut Rincian Jangka Waktu Rincian Jang &
Pemenuhan Pemenuhan
" . sistem dan
komponen; dan
6. Memastikan uji
terintegrasi
struktur, sistem
dan komponen
tanpa Sumber
Radiasi Pengion.
14 | Izin operasi | 71205 | Jasa kalibrasi/ |l. Laporan hasil | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas melrology pclaksanaan ketentuan opcrasi Pelaku | ketentuan
kalibrasi yang komisioning; kementerian/lembaga | Usaha wajib: kementerian/lembaga
inenggunakan 2. Gambar terbangun f{as 1. Menghasilkan
gugj.be_r built drawing); produk sesuai
P:nl?c?rl1 3. Sertilikat kesesuaian d‘_?nga}n izin yang
g mutu Sumber Radiasi diberikan  oleh
Pengion; Badan Pengawas;
1 s 4 Data kompetensi dan ! 2. Mclaksanakan
71209 Anal}51s_ dan Uj |+ o e aI; .et e ketentuan vang
teknis lainnya ewe Ean petugas, tertuang dalam
a. Petugas proteksi sistem
) ‘_'ad]aS‘; mangjemen;



PRESIDEN

SK No 041572C

b. Petugas keamanan
zat radiocaktif;
dan/atau

c. Petugas lainnya

Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau program
keamanan zat
radioaktif;

Bukti kepermilikan

dan/atau penguasaan

Sumber Radiasi
Pengion,

Dokumen kajian
keselamatan Sumber
Radiasi Penpion dan

kajian keamanan zat
radioaktit;

Dokumen sistem

manajeren,

Pemenuhan

3. Mcrﬁéstikan )
bahwa ketentuan

proteksi dan
keselamatan
radiasi dan
keamanan zat
radicaktif
dilakukan.

4. Memberikan
kesempatan

kepada Kepala
Badan untuk
melakukan

mspeksi selama

masa izin berlaku:
5. Melakukan
tindakan yang
diperlukan untuk
mencepgah
pemindahan tidak
sah, pencurian,
dan sabotase zat

REPUBLIK INDONESIA
I1.5.83.24
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- |
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan




REPUBLIK

PRESIDEN

INDONESIA
.5.13.25

Perizinan
No. | Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

SK

No 041571 C

. Dokumen

Dokumen
perawatan; dan

PrOEram

Jangka Waktu
Pemenuhan

Jangha Waktu

Rincian Pemenuhan

Keterangan

program !

dekomisioning fasilitas |

Sumber
Pengion.

Radias:

. Memastikan

. Mcnyampaikan

radioaktif,

bahwa kegiatan
vang dilakukan
sesual dengan izin
vang diberikan;
dan

laporan verifikasi
keselamatan dan
kecamanan zat
radiokatif kepada
Badan Pengawas
sccara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan

Berusaha

diterbitkan,




)
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sistem
manajemen pada

saat proses
dekomisioning

dilakukan;

FRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA
[1.5.B.26
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Janeka Wakt Janckn Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ang u Rincian angka Waktn
Pemenuhan Pemenuhan
15 | Izin 71205 | Jasa kalibrasi/ |1. Dokumen program | Sesuai dengan [1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan { Non-KBLI

dekomisioning metrology dekomisioning sesuai | ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas dengan kondisi terkini; | kementerian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
kalibrasi yang dan secara tetap;
menggunakan 71209 Ana]_isis_ dan  Ujl |2 Dokumen sistem 2. Melaksanakan
Sumber teknis lainnya manajemen sesual kegiatan
Radiasi dengan kondisi terkini. dekomisoning
Pengion setelah izin

diterbitkan;

3. Melakukan

penanganan

dilaksanakan

setelah izin

dekemisioning

diterbitkan;

4. Melaksanakan




KBLI

Perizinan

No. : Berusaha Non-

FRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
I1.5.13.27
KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Keterangan
Kode Judul Rincian Janghka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

SK No 041569 C

Memberikan

kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi pada
saat proses

dekomisioning;
Melaporkan hasil
pelaksanaan
dekomisioning
kepada Badan
Pengawas.




PRESIDEN

SK No 041568 C

REPLIBLIK INDONESIA
[1.5.B.28
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berugaha Non- 3 Y Walk r ka Wak Keterangan
. L. an aktu
KBLI Hode Judul Rincian ang aktu Rincian g ¢
Pemenuhan Pemenuhan
16 | Pernyataan 71205 | Jasa kalibrasi/ |1. Laporan penanganan | Sesual dengan - Sesuai dengan | Non-KBLI
pembebasan metrology akhir Sumber Radiasi | ketentuan ketentuan
fasilitas Fengion; kementerian/lembaga kementerian/lembaga
kahibrasi yang 2. Laporan hasil
menggunakan pengukurin  paparan
5““?b‘*f' raclias dan/atau ;
Radiasi kontaminasi zat
Pengion rachioaktif; dan !!
‘3. Laporan pelaksanaan i
_ tdekomisioning,.
71209 | Analisis  dan  Uji
tcknis lainnya
i
17  lzin konstruksi | 86101 | Aktivitas rumah 1. Dokumen rencana | Sesuail dengan | 1. Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas sakit pemerintah tekmis bangunan @ ketentuan . konstruksi secsual | ketentuan
kedokteran penahan riadias; . kementerian/lembaga ' dengan desain dan | kementenan/lembaga
| nuklir terapi R |2, Dokumen rencana | program '
! 86103 | Akt{&rltas rumah ! bangunan utilitas konstrL_lkm yang .
! sakit swasta : operasi  pemanfaatan telah disetuwjui oleh ‘
Sumber Radiasi | | Badan Pengawas; |
SN N § —— . S U S
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PRESIDEN
REPUBLIK iINDONESIA
[1.5.B.29
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 Toa Walt Sanela W Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angua Wautu Rincian angka Walctu
Pemenuhan Pemenuhan
86104 | Aktivitas klinik Pengion; .Melaksanakan
Dokumen kajian konstuksi  paling
keselamatan radiasi lamf.n 2 tahhun
dan keamanan zat terhitung sejak
radioaktif; izin konstruksi
diterbitkan;
Dokumen program ]
proteksi dan .Memberikan
keselamatan radiasi kesempatan
dan dokumen program kepada Kepala
keamanan zat Badan untuk
radicaktif; dan rne]akukan
Dokumen program inspeksi;
komisioning. .Menindaklanjuti
ketidaksesuaian
hasil inspeksi
sesuai jangka
waktu yvang
disepakati;
.Memastikan uji |
untuk masing-
: - - : . masing _struktur, -
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PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.30
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berueaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
sistem dan
komponen; dan
5. Memastikan uj
terintegrasi
struktur, sistem
dan komponen
f tanpa Sumber
Radiasi Pengion.

18 | Izin operasi | 86101 | Aktivitas rumah |1. Laporan hasil | Sesuai dengan | 1. Menghasilkan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas sakit pemerintah pelaksanaan ketentuan produk sesuai | ketentuan
kedckteran komisicning; kementerian/lcrmbaga dengan 1zin yang | kementerian/lembaga
nuklir terapi 2. Gambar terbangun {as diberikan oleh

86103 | Aktivitas rumah built drawing); Badan Pengawas;
sakit swasta . N ) . Melaksanakan
3. Sertilikat kesesuaian
o ketentuan yang
mutu Sumber Radiasi
e Pengion: tf‘:rtuang dalam
86104 | Aktivitas klinik ! ' ) sistem
4. Data kompetensi dan manajemen,;
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kewenangan petugas;

a. lectugas
radiasi;

proteksi

3. Memastikan

bahwa ketentuan
proteksi dan
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REPUABLI
I}

K INDONESIA
5.B.31

Perizinan

Na. | Berueaha Non-

KBLI

SK No 041565 C

KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
3 e Wakt 3 oa Walkt Keterangan
Kode Judul Rincian ang axtu Rincian ang axtu
Pemenuhan Pemenuhan
‘‘‘‘‘‘ b. Petugas keselarmatan
keamanan zat radiasi dan
radicaktif; dan keamanan zat
¢. Petugas lainnya rgdmakhf
5. Dokumen reogram dilakukan,
' : prog 4. Memberikan
proteksi dan
L kesempatan
keselamatan radiasi
dan program kepada Kepala
Badan untuk
keamanan zat
. . melakukan
radicaktif; . .
. - inspeksi  selama
6. Bukti kepemilikan masa izin berlaku:
dan/atau penguasaan 5. Melakukan
Sumber Radiasi tindakan vang
Pengion; diperlukan untuk
7. Dokumen kajian mencegah
keselamatan  Sumber pemindahan tidak
Radiasi Pengion dan sah, pencurian,
kajian keamanan zat dan sabotase zat
i radioaktif; radioaktif;
8. Dokumen sistem 6. Memastikan
bahwa kegiatan

manajemen;
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.32
_ Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Jangka Waktu I Jangka Wa_ktu
Kode Judul Rincian Pemenuban Rincian Pemenuhan
9. Dokumen program vang  dilakukan
perawatan; dan sesuai dengan izin
10. Dokumen program yang  diberikan;
dekomisioning fasilitas dan _
Sumber Radiasi -Menyampaikan
Pengion. laporan verifikasi
keselamatan dan
keamanan Zat
Radiokatif kepada
Badan Pengawas
secara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha
diterbitkan




No.

Perizinan

ol

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.5.B.33

KBLI Terkait

Pergyaratan

Kewajiban

Berusaha Non-
KBLI

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Jangka Waktu

Rincian Pemenuhan

Keterangan

19

Izin
dekomisioning
fasilitas

806101

Aktivitas rumah
sakit pemerintah

kedokteran
nuklir terapi
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80103

Aktivitas rumah
sakit swasta

86104

Aktivitas klinik

—

. Dokumen program

dekomisioning  sesuai
dengan kondisi terkini;
dan

. Dokumen sistermn

manajemen sesuai
dengan kondisi terkini.

Sesuai dengan
ketentuan
kementerian/lembaga

—

. Melaksanakan

- Memberikan =

. Pelaku Usaha | Sesuai dengan

menghentikan ketentuan
kegiatannya kementerian/lembaga
secara tetap;

kegiatan
dekomiscning
setelah 1ZzIn
diterbitkan;
Melakukan
penangananan
dilaksanakan
setalah izin
dekomisioning
diterbitkan;

Melaksanakan
sistem manajemen
pada saat proses
dekomisioning
dilakukan;

Non-KBLI
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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[1.5.B.34
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
Jangka Waktu Jangka Waktu
KBLI Rin
Kode Judul Rincian Pemenuhan cian Pemenuhban
kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspcksi pada saat
proses
dekomisioning;
dan
6. Melaporkan hasil
peclaksanaan
dekomisioning
kepada Badan
Pengawas.
20 | Pernyataan 86101 | Aktvitas rumah (1, Laporan penanganan | Sesual dengan Sesuai dengan | Non-KBLI
pembebasan . sakit pemerintah akhir Sumber Radiasi | ketentuan ketentuan
fasilitas Pengion; kementerian/lembaga kementerian/lembaga
kedokteran -1 v ——"]2. Laporan hasil
nuklir terapi 86103 | Aktivitas rumah pengukuran paparan
i sakit swasta radiasi dan
J kontaminasi zat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.35
_ Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- e Ak PR Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angha Waktu Rincian sngia Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
86104 | Aktivitas klinik radioaktif; dan
3. Laporan pelaksanaan
dekomisioning.
21 } izin konstruks: | 86101 | Aktivitas rumah 1. Dokumen rencana | Sesuali dengan | 1. Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBL}
fasilitas sakit pemerintah teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai | ketentuan
kedokteran penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan | kementerian/lembaga
nuklir U 2. Dokumen rencana program
diagnostik ir | 86103 | Aktivitas rumah bangunan utilitas konstruksi  yang
vino sakit swasta opcrasi  pemanfaatan telah disetujui oleh
Sumber Radiasi Badan Pengawas;
: T T T Pengion; I - .Melaksanakan  ———7———7 ——
86104 | Aktivitas klinik 3 Dokumen kajian konstuksi  paling
keselamatan  radiasi lama 2 tahun
dan keamanan zat terhitung sejak
radioaktif; izin konstruksi
diterbitkan;
4. Dokumen prograrm ‘
proteksi dan .Memberikan
keselamatan radiasi kesempatan
dan dokumen program kepada Kepala
{ kcamanan

SK No 041561 C

za L

Badan

untuk ‘
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.36
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
. Jangka Waktu s Jangka Waktu
KBLI
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
radioaktif; dan melakukan
5. Dokumen program inspeksi;

SK No 041560 C

komisioning,

.Menindaklanjuti

ketidaksesuaian

hasil inspeksi
sesual jangka
waktu yang
disepakati;
.Memastikan uji
untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan
komponen; dan
-Memastikan uji
terintegrasi
struktur, sistem
dan komponen
tanpa sumber

radiasi pengion.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.5.13.37

Perizinan

KBLI

izin
fasilitas
kedokteran
nukhr
chagnostik
o

SK No 041559 C

Berusaha Non-

Operasi

N

hn

Data kompetenst dan
kewenangan petugas;
a. DPetugas
radhasi,
h. Petugas
kcamanan
racdhioaktif; dan

c¢. Petugas lainnya

proleksi

zat

Daokumen program
protekst dan
keselamatan radiasi
dan program

2. Melaksanakan

ketentuan
tertuang
sistem
manajemen;
3. Memastikan

yang
dalam

bahwa ketentuan

proteksi dan
keselamatan
radiasi dan
keamanan zat
radioaktif
dilakukan;

1. Memberikan

KBLI Terkait. Persyaratan Kewajiban
J 1a Walkt k. Walt Keterangan
Kode Judul Rincian angla Walktu Rincian Jangka Waltu
Pemenuhan Pemenuhan
86101 | Aktivitas rumah Laporan hasil | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBILI
sakit pemerintah nelaksanaan ketentuan operasi Pelaku | ketentuan
komisioning; kementerian/lembaga | Usaha wajib: kementerian/lembaga
! ! T T T Gambar terbangun {as 1. Menghasilkan
| 86103 | Aktivitas rumah built dratving), produk sesuai
sakit swasta Sertifikat  kesesuaian dengan izin yang
mutu Sumber Radiasi'! diberikan oleh
— e A | Badan Pengawas;
86104 | Aktivitas klinik Pengion; v
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.38
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 s Wakt 7 a Walt 1 Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ang axtu Rincian ang axtu
Pemenuhan Pemenuhan
o keamanan zat kesempatan
radicaktif; kepada Kepala :
|
6. Bukti kepemilikan Badan untuk
dan/atau penguasaan Imelakul'-:an
Sumber Radiasi inspeksi selama
Pengion; masa izin berlaku;
) . . Melakukan
7. Dokumen kajian . .
tindakan yang
keselamatan Sumber . :
S diperlukan untuk
Radiasi Penglon dan
. mencegah
kajian keamanan zat A dak
adioaktif: pemindahan  tida
e ' sah, pencurian,
8. Dokumen sistem dan sabotase zat
manajemen; radioaktif;
9. Dokumen program 6. Mecmastikan
perawatan; dan bahwa kegiatan
10. Dokumen program yang  dilakukan
i dekomisioning fasilitas sesual dengan izin
! Sumber Radiasi yang  diberikan,
Pengion. dan
; 7. Menyampaikan
| B _ laporan _ verifikasi |
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.39
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 oa Wakt 7 o Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ang axtu Rincian ang aktu
Pemenuhan Pemenuhan
keselamatan dan
keamanan zat
radiokatif kepada
Badan Pengawas
secara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha
diterbitkan
23 | Izin 86101 { Aktivitas rumah Dokumen program | Sesuai dengan [1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning sakit pemerintah dekomisioning sesuai | ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas dengan kondisi terking; | kementerian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
kedokteran dan sccara tetap
nuklir | 86103 | Aktivitas rumah Dokumen sistem 2. Mclaksanakan
diagnostik in sakit swasta manajemcn scsuai kegaitan
| vivo dengan kondisi terkini. dckomisoning !
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.5.B.40

KBLI

Perizinan

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

No. | Berusaha Non-

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

SK No 041556 C

86104

Aktivitas klinik

setelah iZzin
diterbitkan

Melakuan
penangananan
dilaksanakan
setalah 1zin
dekomisioning
diterbitkan

Melaksanakan
sistem
manajemen pada

saat proses
dekomisioning
dilakukan
Memberikan
kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi pada
saat proses




all

dekomisioning.
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FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.41
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Janglka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dekomisioning;
dan
Melaporkan hasil
pelaksanaan
. dekomisioning
kepada Badan
Pengawas.
24 | Pernyataan 86101 | Aktivitas rumah Laporan penanganan | Sesuai dengan Sesuai dengan | Non-KBLI
pembebasan sakit pemerintah akhir Sumber Radiasi | ketentuan ketentuan
fasilitas — Pengion; kementerian/lembaga kementerian/lembaga
kedo}(tcran 86103 Ak}zl.wta? rumah Laporan hasil
ZUkl“’ . saxit swasta pengukuran paparan
tetgriosti tn ias]
Ted 86104 | Aktivitas klinik radiasi dan
kontaminasi zat
radioaktif; dan
Laporan pclaksanaan
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PRESIDEN
REPUBLIK iNDONESIA
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B

komisioning.

_ketidaksesuaian |

11.5.B.42
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- R Saneka Womt Keterangan
KBLI angka Waktu : ang aktu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
25 | Izin konstruksi | 86101 | Aktivitas rumah |1. Dockumen rencana | Sesuai dengan | 1. Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas sakit pemerintah teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai { ketentuan
radioterapi penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan | kementerian/lembaga
2. Dokumen rencana program
bangunan utilitas konstruksi  yang
operasi pemanfaatan telah disetujui oleh
Sumber Radiasi Badan Pengawas;
e Pengion; 2. Melaksanakan
86103 | Aktivitas rumah |3 Dokumen kajian konstuksi  paling
sakit swasta keselamatan  radiasi lama 2  tahun
dan/atau keamanan terhitung sejak
zat radicaktif; zin konstruksi
4. Dokumen program dlterbltklan;
prote ksi dan .Memberikan
keselamatan radiasi kesempatan
dan/atau dokumen kepada Kepala
program keamanan zat Badan untuk |
radicaktif: dan melakukan
5. Dokumen program inspeksi; _
. Menindaklanjuti




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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11.5.B.43
Perizinan HBLI Terkait Persyaratan Kewnjiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
hasil inspcksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati;
.Memastikan uji
untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan
komponen; dan
.Memastikan uji
terintegrasi
struktur, sistem !
dan komponen |
tanpa Sumber |
Radiasi Pengion. |
26 | lzin operasi | 86101 | Aktivitas rumah Laporan hasil | Sesuai dengan | Selama proses ' Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas sakit pemerintah pelaksanaan ketentuan operasi Pelaku @ ketentuan
radioterapi komisioning; kementerian/lembapa | Usaha wagib: . kementerian/lembaga
Gambar terbangun f{as 1. Menghasilkan '




all

PRESIDEN

REPUBLIK N

DONESIA

[1.5.B.44

KBLI Terkait

SK No 041552 C

Pengion;

Data kompetensi dan
kewenangan pctugas;

a. Petugas proteksi
radiasi;

b. Petugas
keamanan zat
radioaktif;
dan/atau

¢. Petugas lainnya
Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau prograrm
keamanan zat
racdioaktif;

Rukt kepemilikan

Badan Pengawas;

melakukan

2. Melaksanakan
ketentuan vang
tertuang dalam
sistem
manajemen;

. Memastikan
bahwa ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi dan
keamanan zat
rachioakuf
dilakukan;

. Memberikan
kesempatan
kepada Kepala ;
Badan untuk

Perizinan Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Walktu Rincian Jangka Walktu
Pemenuhan Pemenuhan
86103 | Aktivitas  rumah built drawing}, produk scsuai
sakit swasta Scrtifikat  kesesuaian dfrngan iZIn  vang
mutu Sumber Radiasi diberikan oleh




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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radiockatif kepada

Badan Pengawas

11.5.B.45
Perizinan KBLI.Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktn
Pemenuhan Pemenuhan
dan/atau penguasaan nspeksi selama
Sumber Radiasi masa izin beriaku;
Pengion; 5. Melakukan
7. Dokumen Kajian tindakan yang
keselamatan  Sumber diperlukan untuk
Radiasi Pengion dan mencegah
/atau Kajian pemindahan tidak
keamanan Zat sah, pencurian,
Radioaktif: dan sabotase zat
. radicaktif;
8 r?:;l:;ljgfnnen_ sistem 6. Memastikan
J ’ bahwa kegiatan
9. Dokumen program vang  dilakukan
perawatan; dan sesuai dengan izin
10. Dokumen program yvang diberikan,
dekomisioning fasilitas dan
Sumber Radiasi 7. Menyampaikan
Pengion. laporan verifikas
| keselamatan dan
i keamanan zat




)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I[.5.B.46
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Walktu Rincian Jangka Walctu
Pemenuhan Pemenuhan
secara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha
diterbitkan
27 | lzin 86101 | Aktivitas rumah | 1. Dokumen program | Sesuali dengan . Pelaku  Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning sakit pemerintah dekomisioning sesuai | ketentuan menghen-tikan ketentuan
fasilitas dengan kondisi | kemcenterian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
radioterapi terkini, dan secara tetap;
2. Dokumen sistem . Mclaksanakan
manajemen sesual kegiatan
dengan kondisi dekomisoning
terkini. sctelah 1zin
diterbitkan;




-
8¢

REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.47

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

86103

Aktivitas
sakit swasta

SK No 0415349 C

rumah

w

. Melakuan

penangananan
dilaksanakan
setelah izin
dekomisioning
diterbitkan;

. Melaksanakan

sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomisioning
dilakukan;

. Memberikan

kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi  pada
saat proses

dckomisioning;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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sakit swasta

dekomisioning,

[1.5.B.48
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
o dan
. Mclaporkan
hasil
peclaksanaan
dekomisioning
kepada DBadan
Pengawas.
28 | Pernyataan 86101 | Aktivitas rumah Laporan penanganan | Sesual dengan Sesuail dengan | Non-KBLI
pembebasan sakit pemerintah akhir Sumber Radiasi | ketentuan ketentuan
tasilitas Pengion; kementerian/lembaga kementerian/lembaga
radioterapi Laporan hasil
pengukuran  paparan
radiasi dan/atau
kontaminasi zat
radipaktif; dan
86103 | Aktivitas rumah Laporan pelaksanaan




&)
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komisioning.

. Menindaklanjuti

kctidakscsuaian

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.3.49
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Na. | Berusaha Non- Janeka Wak Jangka Walt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian anga Waktu Rincian angla Wakiu
Pemenuhan - Pemenuhan
29 | Izin konstruksi | 10130 | Industri Dokumen rencana | Sesuai dengan { 1. Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas pengelahan dan teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai | ketentuan
iradiator pengawetan daging penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan { kementerian/lembaga
kategori 11 dan daging unggas Dokumen rencana program
menggunakan i bangunan utilitas kenstruksi yang
Sumber 10219 IndUStl“h 4 operasi pemanfaatan telah disetujui oleh
Radioaktif pengoia tan an Sumber Radiasi Badan Pengawas;
pengawetan C
lainnya untuk ikan Pengion; .Melaksangkan ‘
I . Dokumen kajian konstuksi  paling
221 11 Industri ban luar keselama[an radiasi lama 2 tahun
dan ban dalam dan keamanan zat terhitung sejak
- - ioakf: 1Zin konstruksi
27320 | Industni kabel radioaktf; diterbitkan;
listrik dan Dokumc.en program Memberikan
elektronik lainnya proteksi dan '
keselamatan radiasi kesempatan ]
dan dokumen program kepada Kepala
keamanan zat Badan untuk
radioaktif;, dan melakukan
Dokumen program nspeksi;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.5.B.50

Perizinan

KBLI

No. | Berusaha Non-

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Walktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

hasil
scsuai
waktu
discpakati;

inspeksi
jangka
yang

5. Memastikan uji
unfuk masing-
masing  struktur,
sistem dan
kompoenen; dan

6. Memastikan uji
terintegrasi
struktur, sistem
dan komponen
tanpa Sumber
Radiasi Pengion.

30 | lzan
fasilitas
iradiator
kategori

Sumber

menggunakan

operasi

1}l

10130

Industri

pengolahan dan
pengawctan daging
dan daging unggas

10216

Industrni

Laporan
pelaksanaan
komisioning;

Gambar terbangun fus

built drawwing);

SK No 041546 C

hasil | Sesuat

i ketentuan

dengan

kementerian/lembaga

Sclama
operasi
Usaha wajib:

proses
Pelaku

1. Menghasilkan
produk sesual
dengan izin yang

Sesuai
ketentuan
kementerian/lembaga

dengan

Non-KBLI




oo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK No 041545 C

Pengion;

masa 1zin berlaku; |

[1.5.13.51
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- - Keterangan
HBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Radioaktif pengolahan dan |3. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh
pengawetan mutu Sumber Radias Badan Pengawas;
lainnya untuk ikan Pengion; 2. Melaksanakan
R A i dan ketentuan ‘an
22111 | Industri ban luar 4. Data kompetensi dan tertuan deyllarﬁ
kewenangan petugas; € g
dan ban dalam sistern
— SR a. Petugas  proteksi . .
27320 Industri kabel ]‘ad]asi; Indnajemen‘
listrik dan 3. Memastikan
lektronik lai - b. Petugas keamanan bahwa ketentuan
elexironik lainnya zat rachoaknf; dan proteksi dan |
¢. Petugas lamnnya, keselamatan
5. Dokumen program radiasi dan
i proteksi dan . keamanan zat
; keselamatan  radiast | radioaktif
dan Program ! d]lakukaln;
? keamanan zat i 4. Memberikan
© radioaktif; . kesempatan
. ; . . ' e Kepals
6. Bukti kepemihkan ! kepada epa‘a
! ' Badan untuk
: dan/atau penguasaan | melakukan
: Sumber Radias I : o
Inspeksi sclama .




)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.3.52
Perlzinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No, | Berusaha Non- Keterangan
KBL1 Hode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
7. Dokumen kajian 3. Melakukan
keselamatan  Sumber tindakan yang
Radiasi Pengion dan diperlukan untuk
kajian keamanan zat mencegah
radioaktif; pemindahan tidak
8. Dokumen sistem sah, pencurian,
manajemen; dan sabotase Zat
Radioaktif;
9. Dokumen program )
) _ 6. Memastikan
perawatan; dan bahwa kegiatan
10. Dokumen program yang dilakukan
dekomisioning fasilitas | sesuai dengan izin
Sumber Radiasi ; yang diberikan:
Pengion. dan
‘ 7. Menyampaikan
! laporan verifikasi
kesclammatan dan
keamanan Zat
Radiokatif kepada
Badan Pengawas
secara berkala
sctiap __tahun |




&
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.33
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Walctu
Pemenuhan Pemenuhan
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha
diterbitkan.
31 | Izin 10130 | Industri 1. Dokumen program | Sesuai dengan | 1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KDBLI
dekomisioning pengolahan dan dekomisioning sesuai | ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas pengawelan daging dengan kondist | kementerian/leinbaga kegiatannya kemnenterian/lembaga
iradiator dan daging unggas terkini; dan t secara tetap;
. —— i — ‘
kategori y II 10219 | Industri 2. Dokumen sisterq ; . Me]:aksanakan
menggunaxan manajenen sesuai kegiatan
Sumber pengolahan dan deng: Londisi dekomi .
! ] tan engan ondisi ekomisoning
Radioaktif pengawe . terkini setelah izin
lainnya untuk ikan ) e
ORI S diterbitkan;
22111 | industri ban luar . Melakukan
dan ban dalam penanganan
. dilaks k
27320 | Industri kabel raksanakan
S setelah 1ZIn
listrik dan . .
lek tronik lainny dekomisioning
clektromic lamnnya diterbitkan;




Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

i

PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA
I[.5.B.54
KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Keterangan
Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

SK No 041542 C

4.

6.

Melaksanakan
sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomisioning
dilakukan;

. Memberikan

kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi  pada
saat proses
dekomisioning;
dan

Melaporkan
hasil
pelaksanaan
dekomisioning
kepada DBadan
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pengawetan daging i

penahan radiasi;

kementerian/lembaga

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.55
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Jangka Walkt Jangka Wakt Keterangan
KBLI ang akEtu N ang aktu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rinecian Pemenuhan
Pengawas.
32 | Pernyataan 10130 | [ndustri [.Laporan penanganan | Sesuai dengan - Sesual dengan | Non-KBIL.]
pembebasan Pengolahan dan akhir Sumber | ketentuan ketentuan
fasilitas pengawetan daging Radiasi Pengion; kementerian/lembaga kemcnterian/lembaga
iradiator dan daging unggas Laporan hasil
kategori . I 10219 | Industri T pengukuran paparan
menggunakxan 1ah d radiasi dan
Sumber pengoe’a Ian an kontaminasi Zat
Radioaktif pengawetan - e
lainnya untuk ikan Radioaktif; dan
- Laporan
22111 Industri ban luar pelaksanaan
dan ban dalam dekomisioning.
27320 | Industri kabel
listrik dan
elektronik lainnya
33 | [zin konstruksi | 10130 | Industri Dokumen rencana | Sesuai dengan | 1. Melaksanakan
fasilitas pengolahan dan teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai
iradiator dengan desain dan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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11.5.B.56
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 T Wakt r s Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angxa ¥a i Rincian angFa A
Pemenuhan Pemenuhan
kategori I dan daging ungpas | 2. Dokumen rencana program
mengegunakan banpgunan utilitas konstruksi yang
Pembangkit operasi Pemanfaatan telah disetujui oleh
Radiasi 1 Sumber Radiasi Badan Pengawas;
Pengion 10219 ] Industrni Pengion; . Melaksanakan
pengeolahan dan | 3. bDokumen kajian konstuksi  paling
pengawetan keselamatan radiasi lama 2 tahun
lainnya untuk ikan | 4 yekumen program Fcrhitungk sej;\k
T ) T . o izin onstruksi )
22111 | Industri ban luar pm‘t‘ikm dan diterbitkan- s
dan ban dalam keselamatan radiasi; s
o = dan . Memberikan
27320 | Industri kabel | 5 pokumen  program kesempatan
listrik dan komisioning. kepada Kepala
elektronik lainnyva | Badan untuk
| melakukan
inspcksi;
.Menindaklanjuti
ketidaksesuaian
hasil inspeksi
sesuai jangka
waktu vang




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.5.B.57
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Bernsaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Janghka Waltu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
disepakati,
5. Memastikan uji
untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan
komponen; dan
6. Memastikan uji
terintegrasi
: struktur, sistem
dan komponen
tanpa Sumber
Radiasi Pengion.
34 | Izin operasi | 10130 | Industri Laporan hasil | Sesual dengan | Selama proses | Sesuai dengan | non-KBLI
fasilitas pengelahan dan pelaksanaan ketentuan operasi Pelaku | ketentuan
iradiator pengawetan daging : komisioning; kementerian/lembaga | Usaha wajib: kementerian/lembaga
kategori [l dan daging unggas Gambar  terbangun 1. Menghasilkan
menggunakan ' T T 1 T 3
Pemggngkit 10219 | Industri fas built drawing); produk g sersual
. ngolahan dan ! Sertifikat kesesuaian dengan izin yang
Radiasi peng an ~ diberikan oleh
- pengawetan | _ mutu Sumber _
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.58
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Bernsaha Non- t a Wakt Keterangan
EBLI Kode Judul Jangka Waktu Rincian Jang aktu
Pemenuhan Pemenuhan
Pengion lainnya untuk ikan Radiasi Pengion; Badan Pengawas;
e | a. kompetensi . Mclaksanakan
22111 | Indusiri ban luar kewenangan ketentuan yang
dan ban dalam tertuang dalam
I S - _— . sistem
, o petugas proteksi MANACMCN:
27320 [n(iL!st_rl kabel radiasi: dan e ;
listrik dan . . Memastikan
elektronik lainnya petugas lainnya. bahwa ketentuan
5. program proteksi dan
dan keselamatan
keselamatan radiasi, radiasi dilakukan;
6. kepemilikan - Memberikan
kesempatan
penguasaan Sumber kepada Kepala
Radiasi Pengion; Badan untuk
. melakukan
7. kajian : .
inspeksi selama
keselamatan Sumber o i
Radiasi Pengion: masa izin berlaku;
’ . Memastikan
8. sistem
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P9, Dokumen  program

manajemen;

sesuai dengan izin

bahwa kegiatan
yang dilakukan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.5.8.59
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
o perawatan; dan ' yang diberikan;
10. Dokumen  program dan _
dekomisioning 6. Menyampaikan
fasilitas Sumber laporan verifikasi
Radiasi Pengion. keselamatan
kepada Badan
Pengawas secara
herkala setiap
tahun terhitung
sejak Perizinan
Berusaha
diterbitkan.
35 | [zin 10130 © Industri 1. Dokumen  program | Scsuai dengan | 1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning pengolahan dan dekomisioning ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas pengawetan daging sestai dengan | kemenlerian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
iradiator dan daging unggas kondisi terkini; dan sccara tetap;
kategori 11 CmTe— - —1 . B }
g Ak 10219 | Industr | 2. Dokumen sistem 2. Mclaksanakan
menggunakan enoolahan  dan manajemen  scsuai kegiatan
g‘fn;l_bﬂf‘-gklt Sen:n\'el'm dengan kondisi dckomisoning
adiasi et © A it
| lamnya untuk ikan terkini. sctelah 1zin
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Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.5.B.60

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rinclan Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktn
Pemenuhan

Keterangan

Pengion
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22111 | Industri ban luar
dan ban dalam

| listrik

27320 | Industn kabel

dan

i elektronik lainnyva

Y]

diterbitkan;

. Melakuan

penangananan
dilaksanakan
setalah izin
dekomisioning
diterbitkan;

. Melaksanakan

sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomisioning
dilakukan;

. Memberikan

kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi  pada
saat  proses




&
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
IL.5.8B.61
KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Perizinan ya
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBL1 Kode Judul Rincian Jangka Waltu Rincian Jangka Waldtn
. Pemenuhan Pemenuhan
) dekomisioning;
dan
. Mclaporkan
hasil
peclaksanaan
dekomisioning
kepada Badan
Pengawas.
36 | Pernyataan 110130 | Industri 1. Laporan penanganan | Sesual dengan - Sesuai dengan | Non-KBLI
pembebasan pengolahan dan akhir Sumber | ketentuan ketentuan
fasilitas i pengawetan daging Radiasi Pengion; kementerian/lembaga kementerian/lembaga
iradiator dan daging unggas 2. Laporan hasil
kategori i pengukuran paparan
menggunakan S 1 e radiasi: dan
Pembangkit 16219 ! Industri ’
Radiasi pengolahan  dan | 3+ laporan
Pengion pengawetan pelaksanaan
lainnya untuk ikan dekomisioning.
22111 § Industri ban luar




5}

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.5.B.62
Perizinan KBLI Terkait Percyaratan Kewsjiban
No. : Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Walktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan ban dalam
27320 | industri kabel
listrik dan
i elekfronik lainnya
37 | 1zin konstruksi = 10130 | Industri 1. Dokumen rencana | Sesuai dengan | 1. Melaksanakan Sesual dengan | Non-KBLI

fasilitas pengolahan dan teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai | ketentuan
iradiator pengawetan daging penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan | kementerian/lembaga
kategori I dan daging unggas | 2  Dokumen rencana program
menggunakan [ i T bangunan utilitas konstruksi  yang
Sumber 10219 lndursirlh d operasi pemanfaatan telah disetujui oleh
Radioaktif : pengola tan an Sumber Radiasi Badan Pengawas;

. pengawetan L ‘

. lainnya untuk ikan Pengion; 2. Melaksan_akan '

b1 3. Dokumen kajian konstuksi  paling

22111 ¢ Industri ban  luar keselamatan radiasi lama 2 tahun
L2 . . . - .__—____....J__...____ —_ - e - —_—— - e—e = - . PP
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komisioning.

. Menimndaklanjuti

hasil inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
discpakati;

. Memastikan uji
untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan

-Memastikan uji

ketidaksesuaian

komponen; dan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.63
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waltu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan ban dalam dan keamanan zat terhitung sejak
! o radioaktif; i1zin konstruksi
{ 27320 | Industri kabel | 4. Dokumen  program diterbitkan;
listrik dan proteksi dan .Memberikan
elektronik lainnya keselamatan radiasi kesempatan
dan dokumen kepada Kepala
program keamanan Badan untuk
zat radioaktil; dan melakukan
5. Dokumen  program inspeksi;




PRESIDEN
REPUBLIK iINDONESIA
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11.5.B.64
Perizinan KBLI Terkalit Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Jangka Wakt - Yoneka Walt Keterangan
KBLI ang u ang aktu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rinclan Pemenuhan
terintegrasi
struktur, sistermn
dan komporien
| tanpa Sumber
: Radiasi Pengion.
38 | lzin operasi | 10130 | Industri 1. Laporan hasil | Sesuali dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas pengolahan dan pelaksanaan ketentuan operasi Pelaku | ketentuan
iradiator pengawetan daging komisioning; kementerian/lembaga | Usaha wajib: kementerian/lembaga
kategort [ dan daging unggas 2. Gambar terbangun 1. Menghasilkan
menggunakan {as bultt drawwing); produk sesual
ﬁug-lbeﬂf-f 3. Sertifikat dgnggn izin yang
adroaxt L kesesuaian MUty | diberikan oleh - - -
10219 | [ndustri Sumber Radiasi Badan Pengawas;
pengolahan dan Pengion; 2. Melaksanakan
. ketentuan  yang
pengawetan 4. Data kompetensi
lai ) . i tertuang dalam
ainnya untuk ikan dan Kewenangarn . i
s1stem
petugas; manai .
A F P S _ jermen;
22111 | Industri ban luar a. Pelggg§ proteksi 3. Memastikan
dan Dban dalam radias; bahwa ketentuan
, b. "_.l.‘f_:_t.ugas proteksi dan '




o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[[.5.B.65
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
27320 | Industri kabel keamanan zat keselamatan
listrik dan radioaktif; dan radiasi dan
elektronik lainnya c. Petugas lainnya kca‘mana‘m zat
5. Deokumen  program ;?gsstgi
proteksi dan o
keselamatan radiasi . Memberikan
dan program kesempatan
keamanan Zat kepada KCpala.
Radioaktif; Badan untuk
6. Bukti kepemilikan melakuI‘(an
dan/atau inspeksi  sclama
penguasaan Sumber g::??:ku 1zin
Radiasi Pengion; .
7. Dokumen kajian . Ejf:;;ian van
keselamatan Sumber diverlukan u}ltuL%
? Radiasi Pengion dan msn(‘c oh
f kajian keamanan Zat ¢ck
; Radioaktif: p(éimmdahan X
' tidak sah,
8. Dokurlnen sistem pencurian, dan
) manajeinen; sabotase zat
I o 9. Dokumen — program
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diberikan; dan

. Menyampaikan

laporan verilikasi
keselamatan dan
keamanan Zat
Radiokatif kepada
Badan Pengawas

secara berkala
setiap tahun
terhitung scjak
Perizinan
Berusaha

diterbitkan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.66
Perizinan - KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
. Jangka Waktu Jangka Waktu
KBLI
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
perawatan; dan radioaktif; -
10. Dokumen  program . Memastikan
dekomisioning bahwa  kegiatan
fasilitas Sumber yang dilakukan
Radiasi Pengion, sesuali dengan
izin yang




%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5.B.67
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 o Walk s Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
39 !lzin 10130 | Industni Dokumen  program | Sesuai dengan . Pelaku Usaha | Sesuali dengan | Non-KBLI
dekomisioning pengelahan dan dekomisioning ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas pcngawetan daging sesuail dengan | kementerian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
iradiator dan daging unggas kondisi terkini; dan secara tetap;
kategori i Dokumen sistem . Melaksanakan
menggunakan manajemen  sesuai kegaitan
Sumber dengan kondisi dekomisoning
Radioaktif terkini. setelah izin
diterbitkan;
. Melakuan
: penangananan
;: dilaksanakan
i setelah izin
I . R dekomisioning
10219 | Industri diterbitkan;
pengolahan dan . Melaksanakan
| pengawetan sistem
5 lainnya untuk ikan manajemen

SK Ne 041529 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.68
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangksa Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
22111 | [ndustri ban luar pada saat
27320 | dan ban dalam proses
i dekomisioning
industri kabel ) )
o dilakukan; dan
listrik dan ‘
elektromk lainnya . Memberikan
kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi pada
saal proses
dekomisioning
. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
dekomisioning
kepada Dadan
Pengawas.
40 | Pernyataan 10130 | Industri l. Laporan penanganan | Sesual dengan - Sesuai dengan | Non-KBLI
pembebasan pengolahan dan akhir Sumber | ketentuan Ketentuan
iradiator pengawetan daging | |
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.69
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Jangkn Wakt 3 ks Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ang axtu Rincian ang axu
FPemenuhan Pemenuhan
kategori 11t dan daging unggas Radiasi Pengion; kementerian/lembaga kementerian/lembaga
menggunakan o Laporan hasil
g”?be{(t,f 10219 | Industri pengukuran paparan
adioakil pengolahan dan radiasi ‘ dan
pengawetan kontaminasi zat
lainnya untuk ikan radioaktif, dan
T . T Laporan
22111 | Industri ban luar pelaksanaan
I dan ban dalam dekomisioning.
27320 | Industri kabel
listrik dan
elektronik lainnya
41 | Izin konstruksi { 10130 | Industri Dokumen rencana { Sesuai dengan | 1. Melaksanakan Scsual dengan | Non-KBL}

fasilitas pengolahan dan teknis bangunan | ketentuan konstruksi sesuai | ketentuan
iradiator pengawetan daging penahan radiasi; kementerian/lembaga dengan desain dan | kementerian/lembaga
kategori v dan daging unggas Dokumen rencana program
menggunakan o T T bangunan utilitas konstruksi yang
Sumber 10219 | Industri operasi pemanfaatan telah disetujui oleh
Radioaktif pengelahan  dan Sumber Radiasi Badan Pengawas;

pengawetan Pengion: . i

i : ; glom; 2. Melaksanakan ;
lainnya untuk ikan i




&
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program

komisioning.

.Menindaklanjuti

ketidak-sesuaian

hasil inspeksi
sesual jangka
waktu yvang
disepakati;

. Memastikan L1
untuk masing-
masing  struktur,
sistem dan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.70
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
22111 | Industri ban luar | 3. Dokumen kajian konstuksi  paling
dan ban dalam keselamatan radiasi lama 2 tahun
dan keamanan zat terhitung sejak
27320 | Industri kabel radioaktif; izin konstruksi
listri.k . . dan 4. Dokumen program diterhitkan;
elektronik lainnya protcksi dan .Memberikan
kesclamatan radiasi kesempatan
dan dokumen kepada Kepala
program kc¢amanan Badan untuké
zal radioaktif; dan melakukan
5. Dokumen inspeksi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.71
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Jameka Wakt 3 n Wakt Keterangan
KBLI ang aktu .= ang aktu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
komponen; dan
6. Memastikan uji

terintegrass

struktur, sistem

dan kompenen

tanpa Sumber

Radiasi Pengion.

42 | Izin operasi | 10130 | Industri 1. lLaporan hasil | Sesuai dengan | Sclama proses | Sesuai dengan | Non-KBILI

fasilitas pengolahan dan pelaksanaan ketentuan operasi Pelaku | ketentuan
iradiator pengawetan dapging komisioning; kementerian/lembaga | Usaha wajib: kementerian/lembaga
katcgori v dan daging unggas | Gambar terbangun 1. Menghasilkan
menggunakan PO T . bui el - esUAl
Gumgll,gir 10219 | Industri fas built drawing); |;Ioduk ~ sesuai |
. ik dengan 1min vang |
Radioaktif pengolahan dan | 3. Senmk(‘n dibegrikan -\oli'ﬁ |
— . i pengawctan kesesuaian mutu | o
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.

11.5.3.72
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
lainnya untuk ikan Sumber Radiasi Badan Pcngawas;
o o Pengion; 2. Melaksanakan
22111 | Industri ban luar| 4. Data kompetensi ketentuan  yang
dan ban dalam dan kewenangan tertuang  dalam |
. T petugas; sistem
27320 [‘ndgstrx kabel a. Petugas proteksi manajemen;
| listrik dan radiasi- 3. Memastikan
clektronik lainnva ' ’ - bahwa ketentuan
b. Petugas |‘ proteksi dan
kcamanz_m zat keselamatan
radicaktif;, dan radiasi dan
c. Petugas lainnya’ keamanan zat
5. Dokumen  program radioaktif
proteksi dan dilakukan;
kesclamatan  radiasi - 4. Memberikan
dan program kesempatan
keamanan zat kepada Kepala
radioaktif; Badan untuk
. . nelakuk '
6 Bukti kepemilikan ! etriEan
mspeks:  selama

SK No (041524 C

dan/atau
penguasaan Swinber

1 . .
: masa izin berlaku;
5 Mrelakukan




2,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
i1.5.B.73
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- ' —w P T
KBLI Kode Judul Rincian Jang aktu Rineian ang aktu

Keterangan

SK No 041523 C

Radiasi Pengion.

. Menyvampaikan

laporan verifikasi
keselamatan  dan
keamanan zat
radiokatif kepada
Badan Pengawas
secara berkala
setiap tahun

_terhitu ng  se J ak

Pemenuhan Pemenuhen

Radiasi Pengion; tindakan yang
7. Dokumen kajian diperlukan untuk

keselamatan Sumber mencegah

Radiasi Pengion dan pemindahan tidak

kajian keamanan zat sah,  pencurian,

radicaktif; dan sabotase zat
8. Dokumen sistem radloakt_lf;

manajemen: r 0. Memastikan ‘

’ bahwa kegiatan

9. Dokumen  program vang  dilakukan

perawatan; dan sesual dengan
10. Dokumen program izin yang

dekomisioning diberikan; dan

fasilitas Sumber
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.8.74
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangha Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Perizinan
. Berusaha
! diterbitkan.
!
i
43 | Izin 10130 | Industri Dokumen  program | Sesuai dengan | 1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning pengolahan dan dekomisioning ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas pengawetan daging sesuai dengan | kementerian/lembaga keglatannya kementerian/lembaga
iradiator dan daging unggas kondisi terkini; dan secara tetap;
kategori v - ] Dokumen sistern 2. Mclaksanakan
10219 | Indust ) T ‘
menggunakan 0 rzenuzl:han dan manajemen  sesual : kegiatan
Sumber pengota ¢ dengan kondisi ! dckomisoning
Radioaktif pengawesan terkini sctelah izin
lainova untuk ikan } . T ’
_— diterbitkan;
22111 Industri ban luar . Melakukan
dan ban dalam penanganan
27320 | Industri kabel dilaksanakan
S sctelah 1zin
listrik dan .
ekt K lai } dckomisioning
clexironix fainnya diterbitkan;




&

Pemenuhan

FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5.8.75
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- y e ; T
KBLI Kode Judul Rincian ang aktu Rincian ang aktu

Pemenuhan

SK No 041521 C

3. Melaporkan

. Melaksanakan

sistem
manajcmen  pada
saat proscs
dekomisioning
dilakukan;

5. Memberikan
kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk

mclakukan
inspcksi pada saat
pProscs
dekomisioning;
dan

hasil
pelaksa-naan
dckomisioning
kepada Badan
Pengawas.

Keterangan




i
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5.B.76
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- [ 7 —inon ————1r——  __ ~———— ¢  _ . .+ 1, Keterangan
KBLI Kode Judul Rincisn Jangka Waktu Rincian Jangha Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
44 | Pernyataan 10130 | Industri 1. Laporan Sesuai dengan - Scsuai dengan | Non-KBLI
peinbebasan pengolahan dan penanganan  akhir | ketentuan ketentuan
fasilitas pengawetan daging Sutnber Radiasi | kementerian/lembaga kementerian/lemmbaga
iradiator dan daging unggas Pengion;
kategori v T . ;
Bk 10219 | Industri 2. Laporan hasil

menggunakan o 4 pengukuran
sumber pengoa tan an paparan radiasi dan
radioaktif pengavetan contaminasi i

ainnya untus fm__ radiocaktif; dan

221 1 1 [ndustri ban luar 3 Laporan
dan ban dalam pe]aksanaan
27320 | Industri kabel dekomisioning,
listrik dan
clektronik lainnya




&
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kesesuailan

diperlukan Izin Pinjam
Pakai Kawasan [lutan

atau persetujuan
perubahan
peruntukan kawasan
hutan dari  menteri !
yang

menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang kehutanan;

Dokumen yang berisi

dengan |_

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
IE.5.3.77
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rinecian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
45 | lzin tapak | 38220 | Treatment dan Bukti hak atas tanah | Sesuai dengan ; Pemegang [zin Tapak | Sesuai dengan | Non-KBLI
Pengelolaan pembuangan dari badan yang | ketentuan wajib mengajukan | ketentuan
Limbah limbah berbahaya melaksanakan tugas | kementerian/lembaga | permohonan Izin | kementerian/lembaga
Radicaktif pemerintahan di Konstruksi paling
bidang pertanahan lama 2 tahun sejak
atau dalam hal Izin Tapak berlaku.
pembangunan i
dilakukan dalam
kawasan hutan,




5

Pemenuhan

Pemenuhan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.5.B.78
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 u e W Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angka Waktu Rincian Jang aktu

evaluasi tapak

SK No 041518 C

penataan ruang,
Laporan pelaksanaan
evaluasi tapak;

Data utama fasilitas;

Dokumen kajian
kesclamatan fasilitas;
dan

Dokumen pelaksanaan
sistemn manajemen




PRESIDEN
REPUBLIK INDCNES!IA

1.5.13.79

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Bernsaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
46 | lzin konstruksi | 38220 | Treatmert dan | 1. Dokumen rencany | Sesual dengan 1. Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas pembuangan teknis bangunan | ketentuan konstruksi ketentuan
Pengelolaan limbah berbbahaya penahan radiasi;, kementerian/lembaga sesual dengan | kementerian/lembaga
Limbah 2. Dokumen rencand desain dan
Radioaktif bangunan utilitas - program
operast Pemanfaatan | kU”S‘TUk$1 yang
Sumber Radhasi telah  disetujui
Pengion; oleh Badan
i . | ) e
| 3. Dokumen kagian : Pengawas;
: keselamaran  radiasi ; 2. Melaksangkan
! dan keamanan  zat kon_stuks1 i
j i radioaknf; paling Iamla 2 i
f : 1. Dekumen Program | tal_’lun terhltgl?g I
i o . I sejak 1Zzin
I proteksi dan . !
konstruks:
i kesclamatan  raduas )
| diterbatkan;
. ! dan dokumen | ' :
! program  keamanar | 3. Memberikan '
' zat radhoakuf;, dan kesempatan
: - kepada  Kepala |

SK No 041517 C

Dokumen

prograrm




Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

£
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.5.B.80

Persyaratan

Kewajiban

SK No (041516 C

Kode

Judul

Rincian

komisioning.

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

Badan untuk

melakukan
inspeksi;
Mcnindaklanjuti
ketidaksesuaian
hasil inspeksi
scsual jangka
waktu yang |
disepakati; :

Mcmastikan  uji |
untuk masing- !
masing :
struktur, sistem
dan komponen; !
dan

Memastkan uj
terintegrasi

struktur, sistem
dan komponecn :
tanpa  Sumber
Radiasi Pengion. .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK No 041515C

a.

1y,

Petupas proteksi
racliasi,

Petugas
keamanan zat
radioaktif; dan
Petugas lainnyva

hahwa ketentuan

proteksi dan
keselamatan
radiasi dan
keamanan zat
radioaktif

dilakukan;

[1.5.B.81
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Janghka Walktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
47 j lzin operasi | 38220 | Treatment dan Kriteria Sesual dengan Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
fasilitas pembuangan keberterimaan ketentuan pengelolaan ketentuan
Pengelolaan limbah berbahava limbah radiovaktif. kementerian/lembaga limbah radicaktif | kementerian/lembaga
lebah . Laporan hasil Isetsuai dengan
Radioaktif pelaksanaan 1zin yang
komisioning: diberikan  oleh
Gambar terbangun Egg?;vas
{as built draunngj; & ’
- i . Melaksanakan
Sertifikat kesesualan
ketentuan  yvang
mutu Sumber
S T tertuang dalam
Radiasi Penpion; .
) sistem
Data kompetens: manajemen;
dan kewenangan Memastikan
petupas;
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.3.82
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 lca Wakt 3 tea Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian ong u Rincian ang axtu
Pemenuhbhan Pemenuhan
6. Dokumen program Memberikan
proteksi dan kesempatan
keselamatan  radiasi kepada  Kepala
dan program Badan untuk
keamanan zat melakukan
radicakftif; inspeksi selama
7. Bukt kepemilikan masa 121n
dan/atau berlaku;
penguasaan Sumber Melakukan
Radiasi Pengion; tindakan yang
8. Dokumen kapan diperlukan
keselamatan Sumber untuk mencegah
Radiasi Pengion dan pemindahan
kajian keamanan zat tidak sah,
radioaktif: pencurian, dan
9. Dokumen sistem sabotase zal
. C i radicaktif;
manajemen;
Memastikan
10. Dokuimen  program .
. . bahwa kegiatlan
perawatan; dan )
vang dilakukan
11. Dokum(-:‘n program sesuai dengan
dekomisioning izin yang




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.83
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kaode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
fasilitas Sumber diberikan; dan

SK No 041513 C

Radiasi Pengion.

Menyampaikan
laporan verifikasi
kesclamatan dan
keamanan zat
radicaktif
kepada Badan
Pengawas sccara
berkala sctiap
tahun terhitung
scjak  Perizinan
Berusaha
diterbitkan.
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sistem

manajemen pada
saat proses
dekomisioning
dilakukan; l

PRESIDEN
REPUSLIK INDONESIA
11.5.8.84
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No, | Berusaha Non- o ta Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jang .
Pemenuhan Pemenuhan
48 | Izin 38220 | Treatment dan Dokumen  program | Sesuai dengan | 1. Pelaku Usaha | Sesuai dengan | Non-KBLI
dekomisioning pembuangan ! dekomisioning ketentuan menghentikan ketentuan
fasilitas limbah berbahaya sesuai dengan | kementerian/lembaga kegiatannya kementerian/lembaga
Pengelolaan kondisi terkini; dan secara tetap;
Limbah Dokumen sistem 2. Melaksanakan
Radioaktif manajemen  sesuai kegiatan
dengan kondisi dekomisoning
terkini. setelah izin
diterbitkan
3. Melakukan
penanganan
dilaksanakan
setalah 1Zin
dekomisioning
diterbitkan;
4. Melaksanakan




KBLI

Perizinan

FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.5.B.85

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

No. | Berusaha Non-

Kode

Judul

Janghka Waktu

Rincian Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

SK No 041511 C

Memberikan

kesempatan
kepada Kepala
Badan untuk
melakukan
inspeksi pada
saaf proses

dekemisiening;
dan

Melaporkan hasil
pclaksanaan
dckomisioning
kepada Badan

Pengawas.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.8B.86
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
49 | Pernyataan 38220 | Treatment dan | [.Laporan penanganan | Sesuai dengan Sesuai dengan | Non-KBLI!
pembebasan pembuangan | akhir Sumber Radiasi | ketentuan ketentuan
fasilitas limbah berbahaya | Pengion, kementerian/lembaga kementerian/lembaga
P§ngelolaan i Laporan hasil
Limbah pengukuran paparan !
Radicaktif radiasi dan !
kontaminasi zal
radioaktif; dan
Laporan pelaksanaan
! dekomisioming,.
|
j . — S S R _ ol
50 ilzin 78429 | Pelatihan Kerja Dokumen kajian i1 Sesuai dengan Melaksanakan Sesuai dengan | Non-KBLI
. Pemanfaatan Swastla Lainnya justifikasi penggunaan ! ketentuan kematan ketentuan
: Sumber i ; Sumber Radiasi | kementerian/lembaga penelitian dan | kementerian/lembapa
i ffadngm I 78419 | Pelatihan Kerja Pcngiop dalarm ' p(:]:lg’(:m—bangan
: © Pengion untuk | . penehtian dan 5CS1EL dengan
i : Pernerintah : . iz
tujuan pengembangan. 1Zin vang

SK No 041510C

- Lainnya




%
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.87
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewsnjiban
No. | Berusaha Non- Jangka Wakt Sanvka Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincia an At Rinci angia Watu
nelan Pemenuhan clan Pemenuhan
Pendidikan 85311 | Pendidikan Tinggi Sertifikal  kesesuaian diberikan; h
: Akademik mutu Sumber Radiasi Memberikan
Pemeriniah g?;ug:;ian' yang kesempatan
DR o ! kepada Kepala
85312 Sendlc?ﬂ;)an linggi Data kompetensi dan Badan “untuk
okasi Dan Profesi kewenangan pelugas; melakukan
Pemerintah ; ;
) a. Petugas  proteksi inspeksi  selama
' 85321 | Pendidikan Tinggi radiasi; masa 1zin
' Akademik Swasta b. Petugas keamanan berlaku;
R _ zat radioaktif; dan Menyampaik‘an '
85322 | Pendidikan Tinggi /atau aporan _verifikasi
Vokasi Dan Profesi ¢. Petugas lainnya Egi?z{r;itan
Swasta vang  menangani K .
sumber radiasi camanarn z
pengion radiokatif kepada
) Badan Pengawas
DO}:”F?” pmgzjam secara berkala
protexsi an setiap tahun
keselamatan radiasi terhitung  sejak
dan/atau program Perizinan
keamanan zat Berusaha i
| B radioakltif; i
I e N




%

PRESIDEN
REPUBLIK iNDONESIA
11.5.B.88
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewsjiban
Nao. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
o ~[5. Bukti kepemilikan diterbitkan;
dan/atau penguasaan 4. Memastikan
Sumber Radiasi bahwa ketentuan
¥, ] N .
Pengion; proteksi dan
! 6. Dokumen kapan keselamatan
keselamatan Sumber | racliasi scsuai
Radiasi Pengion dokumen
dan/atau kajian persyaratan 1zin;
keamanan zat dan
radioaktif; 5. Melaksanakan
7. Dokumen sistem dokumen
manajemen; program
keamanan zat
radioaktif.
5 [zin ekspor zat @ 46100 | Perdagangan besar j1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses { Sesuai dengan | Non-KBLI :
radioaktif atas dasar balas Pemanfaatan  Sumber | ketentuan kegiatan impor | ketentuan ‘
. jasa {feo) atau Radiasi Pengion, kementerian/lembaga | dan/alau pengalihan | kementerian/lembaga '
bF __| kontrak o o zat radioaktif, Pelaku _ J

SK No 040756 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.89
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewnajiban
No. | Berusaha Non- 3 o Wakt 71 Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angha Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
: Dokumen rencana Usaha wajilx N o
! teknis fasilitas 1. Melakukan
; S bangunan penahan kegiatan impor
. 46643 | Perdagangan besar radiasi; zat radicaktif
i zat radioaktif dan Dokumen bangunan sesuai  dengan
| pembangkit radiasi utilitas operasi izin yang
E pengion pemanfaatan Sumber diberikan  oleh
: Radiasi Pengion; Badan;
! Dekumen kajian 2. Wajib
keselamatan radiasi melakukan
i dan/atau  keamanan kegiatan
l zat radioaktil; pf:ngali‘han yang
! Data kompetensi dan disertai dengan
| kewenangan petugas kegiatan
; yang meliputi; pemasangan
i . {instalasi);
; a. Petugas proteksi
; radiasi; 3. Melaksanakan
| b. Petugas keamanan Egzz?::jriatan dan
i Zat Radioaktif; DO
: dan/atau radiasi  sesuai
i ' ) dokumen
R e .G, Petugas — lainnya |




i

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.60
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | B ha Non- Keterangan
° em:(aBLI o8 Judul Ri M Janglm Waktu Rincia Jangka Waktu
Kode " nelan Pemenuhan clan Pemenuhan
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yang menangani
Sumber Radiasi
Pengion,;
Dokumen kesesuaian
mutu Sumber Radiasi
Pengion;

Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau dokumen
program keamanan
Zat Radioaktif;
dan/atau

Dokumen bukti

kepemilikan dan/atau
penguasaan  Sumber

Radiasi Pengion.

persyaratan izin,
dan
Melaksanakan
dokumen
program

keamanan zat

radioaktif.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.91]
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Noa- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
52 | lzin impor | 46100 | Perdagangan besar Data lckasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
dan/atau atas dasar balas Pemanfaatan Sumber | ketentuan kegiatan impor | ketentuan
engalihan zat jasa ee]  atau Radiasi Pengion;, kementerian/lembaga | dan/atau pengalihan | kementerian/lembaga
p &
radioaktif kontrak Dokumen rencana zat radioaktif, Pelaku
teknis fasilitas Usaha wajib:
bangunan periahan 1. Melakukan
S radiasi, kegiatan impor zat
46643 | Perdagangan besar Dokumen  bangunan radiocaktif  sesuai
zat radioaktif dan utilitas operasi dengan izin yang
pembangkit radiasi pemanfaatan Sumber diberikan oleh
pengion Radiasi Pengion; Badan Pengawas;
Dokumen kajian 2. Wajib melakukan
keselamatan  radiasi kegiatan
dan/atau  keamanan pf:ngall_han yang
Zat Radioaktif; disertai  dengan
Data kompetensi dan kzillz:;?] an
kewenangan petugas p g
i - . (instalasi};
yang meliputi:
‘ . 3. Melaksanakan
: a. Petugas proteksi

SK No 040753 C

radiasi;

proteksi dan

keselamatan




i
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e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.92
Perizinan - KELI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 o W 3 s Walkt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian anghka Waktu Rincian angxa A cu
Pemenuhan Pemenuhan
b. Petugas keamanan radiasi sesual
zat radinaktif; dokumen
dan/atau persyaratan izin,
c. Petugas lainnya . Melaksanakan
yang menangarni dokumen program
Sumber Radiasi keamanan zat
Pengion; radicaktif;
6. Dokumen kesesuaian . Memberikan
mutu Sumber Radiasi kesempatan
Pengion; kepada Kepala
7. Dokumen program Badan untuk
proteksi dan mclakukan
keselamatan radiasi inspeksi selama
dan/atau doekumen masa izin berlaku,
program keamanan zat . Menvampaikan
radioaktif; dan/atau laporan verifikasi
&8 Dokumen bukt keselamatan dan
kepemilikan dan/atau keamanan zat
pcnguasaan  Sumber radioaktif kepada
Radiasi Pengion. Badan Pengawas
secara berkala




&)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.8.93
Perizinan KBLI Terkait Percyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Walktu
Pemenuhban Pemenuhan
i setiap tahun | o
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha
diterbitkan; dan
7. Menvampaikan
rekapitulasi
realisasi impor
dan/atau
pengalihan zat
radioaktif.
53 | lzin Pengalihan | 46100 | Perdagangan besar (1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuail dengan | Non-KBI.I
Pembangkit atas dasar balas pemanfaatan Sumber | ketentuan kegiatan pengalihan | ketentuan
Radiasi jasa (fee}  atau Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | pembangkit radiasi, | kementerian/lembaga
Pengion kontrak 2. Dokumen rencana Pelaku Usaha wajily
teknis fasilitas 1. Melakukan
bangunan penahan kegiatan
| —1 - -
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program
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
[1.5.B.94
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berugaha Non- Keterangan
KBLI Kade Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
46643 | Perdagangan besar radiasi, pengalibian
zat radioaktf dan [3. Dokumen  bangunan pembangkit
Pcmbangkit utilitas operasi radiasi pengion
Radiasi Pengion pemanfaatan Sumber scsual  dengan
Radiasi Pengion,; izin vang
4. Dokumen kajian diberikan  oleh
keselamatan radiasi; Badan Peﬂgawaﬁ
5. Data kompetensi dan Zlilrlg n kglsizltﬂf:*:
kewenangan pctugas pemg;sangai B
yanlg; meliputi: ' {instalasi); dan |
a r:{il:f;?danproteks1 2. Melaksanakan
D _ proteksi dan
b. Petugas lainnya kesclamatan
yang menangarnt radiasi scsuai
Suml;;cr Radiasi dokumen
Pengion; persyaratan izin.
6. Dokumen kesesuaian
mutu Sumber Radiasi
Pengion;
7. Dokumen
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.5.B.95
: Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berugaha Non- _ « Keterangan
KBLI Kode Judul Riuncian Jangkas Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

proteksi dan
keselamatan radiasi; i
Dokumen bukti
kepemilikan dan/atau
penguasaan  Sumber
Radiasi Pengion.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A

SK No 040748 C

kewenangan petugas

vang meliputi:

a. Petugas proteksi
radiasi; dan

b. petugas lainnya
yang menangani

peErsvaratan 1zin

[1.5.B.96
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
54 | 1zin  produksi | 26601 | Industri  peralatan | 1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesual dengan | Non-KBLI
Peinbangkit iradiasi/sinar-X, Pemanfaatan Sumber | ketentuan produksi Pelaku | ketentuan
Radiasi perlengkapan dan Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | Usaha wajib: kementerian/lembaga
Pengion s€jemsnya 2. Dokumen rencana 1. Menghasilkan
teknis fasilitas produk sesuai
bangunan penahan dengan 1zin yang
radiasi; diberikan oleh
3. Dokumen bangunan Badan
utilitas operasi Pengawas; dan
pemanfaatan Sumber 2. Melaksanakan
Radiasi Pengion; proteksi dan
4. Dokumen kajian kes;larnatan )
keselamatan radiasi; radiasi sesuai |
5. Data kompetensi dan dokumen




ot
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
i1.5.B.97
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangks Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

Sumber Radiasi

Penpgion;
Dokumen kesesuaian
mutu Sumber
Radiasi Pengion,;
Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiast;
Dokumen bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan Sumber
Radiasi Pengion.

25 | Izin  radiologi | 86101 | Aktivitas rumah Data lokasi | Sesual dengan i Selama proses | Scsuai dengan | Non-KBL!
diagnostik sakit pemerintah pemanfaatan Sumber | ketentuan U layanan  diagnostik | ketentuan




iy
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kewenangan petugas

yvang mcliputi:

a. Petugas proteksi
radiasi; dan

b. Petugas lainnva
yang menangani
Sumber Radiasi
Pengion;

persyaratan izin.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.98
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangha Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan/atau 86104 | Aktivitas rumah Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | dan intervensional | kemcnterian/lembaga
intervensional sakit swasta Dokumen rencana Pelaku Usaha wajib:
teknis fasilitas 1. Menyediakan
bangunan penahan lavanan sesuai
L . . radiasi; dengan izin yang
86104 | Aktivitas klinik Dokumen bangunan diberikan oleh
pemerintah utilitas operasi Badan DPengawas;
t pemanfaatan Sumber dan
Radiasi Pengion; 2. Melaksanakan
Dokumen kajian protcksi dan
keselamatan radiasi; keselamatan '
Data kompetensi dan radiasi _ sesual
dokumen




&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1[.5.B.99
Perizinan KBLI Terkzit Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincilan Jangha Waktu Rincian Janghka Waktn
Pemenuhan Pemenuhan
Dokumen kesesuaian
mutu Sumber :
Radiasi Pengion; ;
Dokumen  program :
proteksi dan !
keselamatan radiasi;
Dokumen bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan Sumber
Radiasi Pengion.

96 | lzin  iradiator | 10130 | Industri Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesual dengan | Non-KBLI
kategori [ pengolahan dan Pemanfaatan Sumber | ketentuan lavanan iradiasi | ketentuan
menggunakan pengawcetan daging Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | Pelaku Usaha wajib: | kementerian/lembaga
g“?beé " dan _dagmg Unggas Dokumen  rencana ! 1. Menvediakan

adioakti 10219 | Industri teknis fasilitas ! lavanan iradiasi
pengolahan dan ban'gurlan penahan . sesual dengan
pengawetan radiasi; : 1zin yang
lainnya untuk ikan | 3. Dokumen Dbangunan " diberikan oleh
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[ N S S

elektronik lainnya

Data kompetensi dan
kewenarngan petugas
yvang meliputi:
a. Pctugas
radiasi;

proteksi

b. Petugas
keamanan zat
radicaktif;
dan/atau

c. Petugas lainnya
yang menangani
Sumber  Radiasi
Pengion.

6. Dokumen kese_sgq@ L

persyaratan izin

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.3.100
F Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rineian Jangha Waktu Rinecian Jangka Walctu
Pemenuhan Pemenuhan
92111 | Industri ban luar ulilitas operasi Badan Pengawas
dan ban dalam pemanfaatan Sumber dan
Radiasi Pengion,; 2. Melaksanakan
R Dokumen kajian proteksi dan
97350 | Industri kabel keselamatan radiasi kesgla_matan _
_ dan keamanan zat radiasi sesuai
listrik dan . o
radioaktif; dokumen




Y

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.101
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Walktu Rincian Jangka Waltu
Pemenuhan Pemenuhan

mutu Sumber ' -
Radiasi Pengion;

7. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan dokumen
proegram  keamanan
zat radioaktif;

8. Dokumen bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan Sumber
Radiasi Pengion.

27 |Izin  iradiator | 10130 | Industri 1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proscs | Sesuai dengan | Non-KBL1
kategori ! pengolahan dan pemanfaatan Sumber | ketentuan layanan iradiasi | ketentuan
menggunakan pengawetan daging Radiasi Penglon; kementerian/lembaga | Pelaku Usaha wajib: | kementerian/lembaga
Pembangkit dan daging unggas :
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.5.3.102
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- |~ Wak Jangks Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangha Waktu Rincian ang aktu
Pemenuhan Pemenuhan
Radiasi 10219 | Industri 2. Dokumen rencana | 1. Menyediakan
Pengion pengolahan dan teknis fasilitas layanan iradiasi
pengawetan bangunan penahan sesuai  dengan
lainnya untuk ikan radiasi; zin yang
Too ey o1 30 Dokumen bangunan diberikan  oleh
22111 | Industri ban luar atilitas operasi Badan
dan ban dalam pemanfaatan Sumber Pengawas; dan
Radiasi Pengion; 2. Melaksanakan
4. Dokumen kajian proteksi dan
27320 | Industni kabetl keselamatan radiasi; keselamatan )
listrik ) : dan | 5 paga kompetensi dan radiasi sesual
elektronik lainnya dekumen

kewenangan petugas
yang meliputi:

persyaratan izin.

a. Petugas proteksi
radiasi; dan

b. Petugas lainnyva
yang menangani '’
Sumber Radiasi |
Pengion;

6. Dokumen Kkesesuaian
mutlu Sumber

SK No 040742 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A

I£.5.B.103

Perizinan

KEBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Berusaha Non-

Kode Judul

Rincian

Janghka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

58 | lzin  uji
rusak

terpasang
tetap/ mobile.

SK No 040741 C

tak

Radiasi Pengion;

Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi;

Dokumen bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan Sumber

Radiasi Pengion.

71209 | Analisis dan Uji
tcknis lainnya

Data iokasi
Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion;

Dekumen rencana
teknis fasilitas
bangunan penahan !
radias;

Dokumen  bangunan
utilitas operasi

pemanfaatan Sumber

Sesuai dengan
ketentuan

r -
kementerian/lembaga

Selama proscs
kegiatan uji tak
rusak mecngpunakan
Sumbecer Radiasi
Pchpion, Peiaku
Usaha wajib:
1. Melakukan
kegiatan ujl tak
rusak scsuail

dengan izin vang

Scsuai
ketentuan
kementerian /lembaga

dengan

Non-KI31I




iy
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PRESIDEN
REPUSLIK INDONESIA
I1.5.B.104
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Radiasi Pengion; ) diberikan  oleh
4. Dokumen kajian Badan Pengawas;
keselamatan  radiasi | 2. Melakukan
dan keamanan zat penyinaran
radicaktif; sesuai dengan
5. Data kompetensi dan prir}sip proteksi
kewenangan petugas radiasi;
yang meliputi: 3. Melaksanakan
a. Petugas proteksi proteksi dan
radiasi: keselamatan
radiasi sesuai
b. Petugas
, dokumen
Keamanan ZAt ..
radicaktit; dan persyaratan izin;
o 4. Melaksanakan
c. Petugas lainnva
. dokumen
yang menangani . rogram
Sumber Radiasi PTog
Pengion keamanan zat
ok ' o radioaktif;
6. Dokumen kcscauman‘ ! 5 Memberikan
mutu Sumber |
Radiasi Pengion, I kesempatan
S :_ kepada  Kepala |




%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.5.B.105

SK No 040739 C

diterbitkan; dan

Mcenyampaikan
laporan Jika
terdapat
perpindahan

Perizinag . KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No, | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Dokumen program Badan untuk
proteksi dan melakukan
keselamatan radiasi inspeksi  selama
dan dokumen masa izin
program keamanan berlaku;
Zat Radioaktif; Menyampaikan
Dokumen bukti laporan verifikasi
kepemilikan kesclamatan
dan/atau dan/atau
penguasaan  Sumber keamanan Zat
Radiasi Pengion. Radioaktif
kepada Badan
Pengawas secara
berkala setiap
tahun terhitung
scjak Perizinan
Berusaha




&
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dekumen

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.106
Perizinan KELI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. ! Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
lokasi
pemanfaatan.

59 | lzin perekaman | 9100 | Aktivitas Data lokasi | SBesuai denpan | Selama proses | Sesuai Ketentuan | Non-KBLI
data dalam penunjang Pemanfaatan Sumber | ketentuan kegialan well logging | kementenan/ lembaga
sumur pertambangan Radiasi Pengion, kementerian/lembaga | menggunakan zat
pengeboran minyak Bumi dan Dokumen rencana radioaktif, Pelaku
fwell logging) gas alam teknis fasilitas Usaha wajib:

banpgunan penahan 1. Melakukan
radiasi, kegiatan well
Dokumen bangunan logging ~ sesuai
utilitas operasi dt_angz_m 1ZIn yang
pemanfaatan Sumber diberikan oleh
Radias! Pengion; Badan Pengawas;
Dokumen kajian 2. Melaksanakan
keselamatan  radiasi proteksi dan
dan keamanan zal kesclamatan
radioaktif; radiasi scsuail
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.107
- I
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. ;| Berusaha Non- : Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
71209 | Analisis dan Uji | 9 Data kompetensi dan persyaratan izin;
teknis lainnya kewenangan petugas . Melaksanakan
yang meliputi: dokumen program
a. Petugas proteksi keamanan zat
radiasi; radioaktif;
bh. Petugas . Memberikan
keamanan zat kesempatan
radicaklif; dan kepada Kepala
c. Petugas lainnya Badan untuk
yang menangani melakikan
Sumber Radiasi Inspeksi  selama
Pengion. masa izin berlaku;
G. Dokumen kesesuaian - Menyampaikan
muiu Sumber laperan  verifikasi
Radiasi Pengion; keselamatan
- dan/atau
/. Dokumen program
proteksy dan kcar'nana‘n Zat
keselamatan radiasi Radioaktif kepada
dan dokumen Badan  Pengawas ;
program  keamanan ;’zfira bt[z’z;:ala
zat radioaktif; ap anun
- e — . e _ — —_— —_ e




o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.8.108
Perizinan KBLI Terkait Pergyaratan Kewnjiban
No. | Berugsaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
& Dokumen bukti terhitung sejak
kepemilikan Perizinan
dan/atau Berusaha
penguasaan Sumber diterbitkan; dan
Radiasi Pengion. 6. Menyampaikan
laporan ika
terdapat
perpindahan
: lokasi
pemanfaatan.
L
60 | Izin penanda [ 9100 | Aktivitas Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
dan/atau I*enunjang pemanfaatan Sumber | ketentuan kegiatan penanda | ketentuan
perunut; pertambangan Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | dan/atau perunut | kementerian/lembaga
minyak bumi dan |9 pokumen rencana {tracer)
gas alam menggunakan zat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.5.B.109

SK No 040735 C

Dokumen kajian
keselamatan  Sumber
Radiasi Pengilon |
dan/fatau kajian
keamanan zat
rachoaktif;

Data kompetensi dan

kewenangan petugas .

vang melipub:

a. Petugas protekst
radiast,

b Petugas keamanan |
Za radicaktif;
dan/atau

Badan Pengawas;

Melaksanakan

proteksi dan
keselamatan
radiasi sesial
dokumen

persvaratan izirn;

. Mclaksanakan
dokumen program .

keamanan Zat
radioaktif;

. Moembernikan
kescmpatan
kepada

Kepala

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuban Pemenuhan
71209 | Analisis  dan  Uiji | teknis fasilitas radioaktif, Pelaku
teknis lainnyva C bangunan gedung Usaha wajily;
) penahan radiasi; 1. Melakukan

Dokumen gedung kepiatan well

utilitas operasi logging sesuai

i pemanfaatan Sumber dengan zin yang

Radiasi Pengion; dibernikan oleh




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5.B.110
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- - Keterangan
KBLI Hode Judul Rincian Jangha Waltu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
S Petugas lainnya Badan untuk
yang menangani melakukan
sumber radiasi inspeksi  selama
pengion. masa tzin berlaku;
6. Dokumen kesesuaian dan
mutu Sumber Radias 5. Menyampaikan
Pengion; laporan verifikasi
7. Dokumen program keselamatan
protcksi dan dan/atau
kesclamatan  radiasi keamanan zat
dan/atau dokumen radioaktif kepada
program keamanan Badan Pengawas
zat radioaktif; dan secara berkala
8. Dokumen Dukti ?::;ﬁrun li:.gﬂ
kepemilikan dan/atau Pvri7ina§ )
penguasaan Sumber Bén;sa(ha
Radiasi Pengion. diterbit kan.
61 | Izin 71209 | Analisis dan Uji | 1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesual dengan | Non-KRLI
pengukuran teknis lainnya Pemanfaaltan Sumber | kelentuan kegiatan gauging | ketentuan
{gauging) i Radiasi Pengion, kementerian/lecmbaga 'L menggunakan kementerian/lembaga
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK No 040733 C

pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion;

Dokumen kajlan
keselamatan Sumber
Radiasi Pengion
dan/atau kajian
keamanan Zat
Radicakiif;

Data kompetensi dan
kewenangan petugas
yang meliputi:
a. Pctugas
radiasi;

proteksi

b. Petugas keamanan
zat radioakiif,

yang diberikan
oleh Badan
Pengawas;

2. Mclakukan
penyinaran sesuai
dengan prinsip
protcksi radiasi;

3. Melaksanakan

protcksi dan
kesclamatan
radiasi sesual
dokumen

persyaratan zin;
4. Mclaksanakan
dokumen program

1.5.B.111
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangha Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Dokurmmen rencana Sumber Radiasi - )
teknis fasilitas Pengion, Pelaku
bangunan gedung Usaha wajib:
penahan radiasi; 1. Melakukan
Dokumen gedung kegiatan gauging
utilitas operasi sesuai dengan izin
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mutu Sumber Radiasi
Pengion;

Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau  dokumen
prograin keamanan
zat radicaktif; dan
Dokumen bukti
kepemilikan

dan/atau

penguasaan Sumber

Radiasi Pengion.

6.

masa izin berlaku;
Menyampaikan
laporan verifikasi
keselamatan

dan/atau
keamanan zat
radiocaktif kepada
Badan Pengawas
secara berkala
setiap tahun
terhitung sejak
Perizinan
Berusaha

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[[.5.B.112
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 ke Wakt 3 \a Walktu Keterangan
KBLI ang aktu Ri ang a
Kode Judul Rincian Pemenuhan fan Pemenuhan
dan/atau keamanan zat
c. Petugas lainnya radioaktif;
i yang menangani 5. Memberikan
E sumber radiasi kesempatan
! pengion:  petugas kepada Kepala
; perawatan dan Badan untuk
operator. melakukan
Dokumen kesesuaian inspckst  sclama




)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
.5.B8.113
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. { Berusaha Non- o Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

—
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Dalam hal pelaku usaha

akan melakukan
perubahan selarna durasi
perizinan berusaha

operasi, karena adanya:
a. Perubahan/modifikasi

desain fasilitas
dan/atau desain
peralatan terkait

pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion,

b. Perubahan Sumber
Radiasi Pengion;

c. Perubahan data
petugas; dan/atau

d. Perubahan lokasi
pemanfaatan,

dité_rbitkan; dan

laporan
terdapat
perpindahan
lokasi
pemanfaatan.

. Menyampaikan

jika




%,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5.B.114
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Hewajlban 1
No. | Berusaha Non- o Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
62 | lzin 52221 | Aktivitas 1. Data lokasi | Sesuai dengar] Selama proses | Sesual Ketentuan | Non-KBLI
pemindaian pelayanan Pemanfaatan Sumber | ketentuan penggunaan Kementerian/Lembaga
bagasi kepelabuhan laut Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | pemindalan  bagasi
mengpunakan 2. Dokumen rercana portable Pelaku
Pembangkit o S — teknis fasilitas Usaha wajib:
]38.(116_18[ 52223 Akltw(uas bangunan gedung 1. Memastikan
Pengion Ee aylagartl penahan radiasi; proses penyinaran
portabel epe} ab han 3. Dokumen gedung dilakukan  sesuai
| Pefebrangan utilitas operasi prinsip  proteksi
52231 | Aktivitas pemanfaatan Sumber radiasi;
kebandarudaraan Radiasi Pengion; 2. Memastikan
4. Dokumen kajian bahwa ketentuan
keselamatan Sumber proteksi dan
Radiasi Pengion keselamatan
5. Data kompetensi dan radiasi d_1]akukan,
kewenangan petugas 3. Memberikan
yang meliputi: kesempatan
a. Pctugas roteksi kepada Kepala
’ HE . P Badan untuk
radiasi;
b — - - — ) melakukan
\8()2()() Aktivitas jasa b. Petugas lainnya inspeksi  selama




(5,
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mutu Sumber Radiasi

Pengion;
Dokumen
proteksi
keselamalan
dan

Dokumen
kepemilikan
dan/atau
penguasaan

pProgram

radiasi;

bukti

Sumber

Radiasi Pengion.

dan

sesuai dengan izin
yvang diberikan;

. Menyampaikan

laporan verifikasi
keselamatan
kepada Badan
Pengawas secara
berkala setiap
tahun  terhitung
sejak Perizinan
Berusaha

diterbitkan; dan

. Menyampaikan

laporan
terdapat
perpindahan
lokasi

Jika

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.5B.115
Perizinan KBLI Terkait Pereyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
sistern keamanan yang  menangani masa izin berlaku; o

sumber radiasi . Memastikan
pengion. bahwa kegiatan

Dokumen kesesuaian yang dilakukan




&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.5.B.116
Perizinan KBLI Terkait Pergyaratan ‘ Kewajiban
No. | Berusaha Non- 3 o W P a Walkt Keterangan
KBLI ang aktu ang aKtu
Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
I pemanfaatan.
63 | lzin 52221 | Aktivitas 1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
pemeriksaan pelayanan Pemanfaatan Sumber | ketentuan pemeriksaan ketentuan
nonmedik pada kepelabuhan laut Radiast Pengion; kementerian/lembaga | nonmedik pada | kementerian/lembaga
manusia o - 2 Dokumen rencana manusia Pelaku
‘ dengan 52222 | Aktivitas teknis fasilitas Usaha wajib:
" Pembangkit pelayanan . -
Kk bangunan gedung 1. Memastikan
Radiasi epelabuhan LD A
: - ; penahan radiast; proses penyinaran
Pengion sungal dan danau dil .
e . 13 Dokumen gedung i akL_Jkan sesuai
02223 | Aktivitas utilitas operasi prir}Slp proteksi
pelayanan pemanfaatan Sumber radiasi;
kepelabuhan Radiasi Pengion; 2. Memastikan
| |penyebrangan 4 poliimen kajian bahwa ketentuan
52931 | Aktivitas kesellar_nalan. Sumber E:;:l?:rsriatan dan
kebandarudaraan Radiasi Pengion; S ,
! S it . radiasi dilakukan;
i . . 3. Data kompetensi dan )
l 80200 A‘ktlwtas jasa kewenangan petugas 3. Memberikan
: ! sistem keamanan yang meliputi: kesempatan
l ‘ i Petu: teksi kepada Kepala :
| a. Petugas — proteksi Badan untuk
radiasi;dan
oo ) rRdeskdan l . _ _ .|  melakukan | | _ _ _
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.117
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Janelkn 3 a Wal Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angka Waltu Rincian ang aktu
Pemenuhan Pemenuhan
b. Petugas lainnya inspeksi  selama T
yang menangani masa izin berlaku;
sumber radiasi 4. Memastikan
pengion. bahwa kegiatan
6. Dokumen kesesuaian Yang dilakukan
mutu Sumber Radiasi sesual dengan izin
Pengion; yang diberikan;
7. Dokumen program dan
proteksi dan 5. Menyampaikan
l keselamatan  radiasi; laporan verifikasi
dan/atau keselamatan
8. Dokumen bukti kepada Badan
i kepemilikan dan/atau Pengawas  sccara '
penguasaan Sumber berkala setiap I
Radiasi Pengion. tahun  terhitung i
sejak Perizinan
IBerusaha
diterbitkan.
64 Izin 52221 | Aktivitas 1. Dala lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | non-KBLI
pemcriksaan pelayanan pemanfaatan Sumber | ketentuan kegiatan ketentuan
i kargo dan/ kepelabuhan laut Radiasi Pengion; kementerian/lembaga | pemeriksaan  kargo | kementerian/lembaga
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[.5.B.118
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangla Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
atau peti | 59222 | Aktivitas Deokumen rencana dan/atau peti kemas
kemas pelayanan teknis fasilitas menggunakan
menggunakan kepelabuhan bangunan gedung Sumber Radiasi
Sumber sungai dan Danau penahan radiasi; Pengion, Pelaku
Radiasi . - Dokumen gedung Usaha wajib:
Pengion 52223 | Aktivitas utilitas operasi 1. Melakukan
pelayanan pemanfaatan Sumber kegiatan
kepelabuhan Radiasi Pengion; pemeriksaan
. penyebrangan . Dokumen kajian kafgo da’n;’ataq
5231 Aktivitas keselamatan Sumber peti kemgg sesual
kecbandarudaraan Radiasi Pengion d(?ngf}n lzin yang
‘ . - : dan/atau kajian diberikan olch
80200 | Aktivitas jasa keamanan Zat Badan Pengawas;
sistem keamanan Radioaktif; 2. Melakukan
Data kompetensi dan penyinaran sesual
) dengan prinsip
kewcnangan petugas . ..
vang meliputi: proteksi radiasi;
iy ’ ) 3. Melaksanakan
a. ’etugas proteksi proteksi dan
radiasi; keselamatan
. Petugas keamanan radiasi sesual
e _L I zat radioaktif; dokumen o L L ) _
SK No 040726 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK No 040725 C

[1.5.B.119
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- : Keterangan
KBLI Kode Judul Rinclan Jangka Waktu Rinclan Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan/atau persyaratan  izin;
¢. Petugas lainnya dan
yang menangani melaksanakan
sumber radiasi dokumen program
pengion. keamanan zat
| { . radioaktif;
Dokumen kesesuaian \
mutu Sumber Radiasi - Memberikan
Pengion: kesempatan
’ kepada Kepala
Dokumen program Badan untuk
proteksi dan melakukan
keselamatan radiasi inspeksi selama
dan/atau dokumen masa izin berlaku:
Program keamanan . Menyampaikan
zat radioaktif; dan laporan verifikasi
Dokumen bukti keselamatan
kepemilikan dan/atau dan/atau
penguasaan Sumber keamanan zat
Radiasi Pengion, radioaktif kepada !
Badan Pengawas
secara berkala
o setiap tahun | . | o




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK No 040724 C

11.5.8.120
. 1
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- 'Ketemngan
KBLI Kode Judul Rinejan Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
terhitung scjl’xk
Perizinan
Berusaha
diterbitkan.
G5 | Izin fasilitas | 52106 | Fasilitas 1. Data lokasi | Sesual dengan | 1. Mclaksanakan Sesual dengan | Non-KBLI
penyimpanan penyimpanan Pemanfaatan Sumber | ketentuan konstruksi scsuai | ketentuan
sumber Sumber Radiasi Radiasi Pengion. kementerian/lembaga dengan desain dan | kementenan/lembaga
radioaktif Pengion 2 Dokumen rencana program
! teknis fasilitas konstruksi  yang
bangunan gedung telah disctujui
penahan radiasi. olch Badan
Peneawas:
: 3. Dokumen gedung (‘n;_,awé_m,
utilitas operasi 2. Mcmberikan
pemanfaatan Sumber ! kesempatan
Radiasi Pengion. _ kepada Kepala i
4. Dokumen kajian | ]:i(:a; kan untuk ;
kesclamatan  Sumber : iné ?c!:]si'a '
Radiasi Pengion  dan i I‘ ’ o
kajian keamanan  zat 3. Menindaklanjuti
racdioaktif. kelidaksesuailan
_ hasil inspeksi




(o}
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radioaktf; dan

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
11.5.B.121
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Beruseaha Non- r lca Walkt 3 ka Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angia Maktu Rincian angka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
5. Data kompetens: dan sesuai jangkz; ]
kewenangan petugas waktu yang
yang meliputi: disepakati; dan
a. Petugas proteksi . Memastikan uji
radiasi; struktur,
b. Petugas keamanan komponen dalam
zat radioaktif, rangka memenuhi
dan/atau persyaratan
. keselamatan dan
c. Petugas lainnya K )
;ang menangani camanan zat
yan 2 raciivaktif.
sumber radiasi
pengion.
6. Dokumen kesesuaian
mutu Sumber Radiasi |
Pengion;
. 7. Dokumen program '
proteksi dan |
keselamatan radiasi :
dan dokumen program l |
kcamanan zal i




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.5.8.122

SK No (040722 C

ketidaksesuaian ]

Keterangan

— — —_————
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaba Non- {— : .
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenpuhan
Dokumen bukti B -
kepemilikan dan/atau
penguasaan Sumber
Radiasi Pengion.
— = e — —t — = — = e },_ el . e
66 | Izin 521006 | Fasiiitas . Bangunan gedung { Sesuai dengan | a. Melaksanakan Sesual dengan
menyimpan penyimpanan penahan radiasi; ketentuan konsiruksi sesuai | ketentuan
sen?cnlalra zat sumber radiasi | o 13angunan utilitas/ kementerian/lembaga dengan desain | kementerian/lembaga
radioaktif pengion pendukung; dan program |
- konstruksi vang
. Sumber Daya L=
. - telah disetujul
Manusia; <lan ~
_ oleh Badan
. Sarana Prasana Pengawas; |
! ‘ I Memberikan :
| | ! kesempatan !
l , - : ' : | kepada Repala
| | | ‘ | ' - Badan untuk
‘ ' i i i | \ melakukan i
. ‘ | | ' inspeks: ,
| l ‘ ¢. Menindaklanmjuti !
I I

]

Non-KBLI




S

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1.5.B.123

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- T Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
hasil inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati; dan
d. Memastikan Wt
strukiur,
komponen  dalam |
' rangka memenuh
; persyaratan
i keselamatan  dan
i keamanan zat |
i : ' rachoaktif. *
67 1 lmpor atau . 46100 : Perdapangan besar | 1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
: ekspor [ » atas  dasar bhalas Pemanfaatan  Sumber | ketentuan Ckeglatan 1impor atau  ketentuan
pembangkit Pjasa  (fee)  alauy Radiasi Pengion; kementerian/lembaga © ckspor  pembangkit | kementerian/lembaga
radiasi pengion b kontrak 3. Dokumen kesesuaian ~radiasi pengion,
' i mutu Sumber Radiasi - Pelaku Usaha waijib:
Pengion; 1. Melakukan
3. Data kompetensit dan ; kegiatan |
kewenangan  petugas | imper/ekspor i
: vang menangani I Pembangkit |l
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.5.B.124
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
B 46-6:43 Perdagangan hesar Sumber Radiasi Radiasi  Pengion
zat radioaktif dan Pengion; sesuai  dengan
Pembangkit 4. Proscdur penggunaan iz yang
Radiast Pengion Sumber Radiasi diberikan oleh
Pengion; dan Badan Pengawas;
5. Dokumen hukti 2. Melaksanakan
kepemilikan dan/atau proteksi dan
penguasaan  Sumber keselamatan .
Radiasi Pengion. radiasi sesual
dokumen
persyaratan 1zin;
68 | Ekspor barang | 46100 | Perdagangan besar | 1. Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
konsumen atas dasar balas Pemanfaatan Sumber | ketentuan keglatan ckspor | ketentuan
jasa (fee) atau . Radiasi Penglon; kementerian/lemhbaga | harang  konsiimen, | kementerian/lembaga
kontrak 9 Dokumen kesesuaian . Pelaku Usaha wajib:
mutu Sumber Radiasi | 1 Melakukan
Pengion; keglatan
. 3. Data kompetensi dan impor/ekspor
kewenangan — petugas Pembangkat
L J Q vang menangani | Radiasi  Penglon
L N S A .

SK No 040720 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.5.8.125
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Jangka Wal 3 s Walk Keterangan
s an u . aktu
KBL1 Kode Judul Ripncian & akt Rincian ang ¢
Pemenuhan Pemenuhan
46643 | Perdagangan besar Sumber Radiasi sesuai dengan 1zin
zat radioaktif dan Pengion; yang diberikan
Pembangkit 4. Prosedur penggunaan oleh Badan
Radiasi Pengion Sumber Radiasi Pengawas.
Pengion; dan 2. Melaksanakan
5. Dokumen bukti ,  proteksi dan
kepemilikan dan/atau keselamatan
penguasaan  Sumber radiasi sesual
Radiasi Pengion. dokumen ‘
persyaratan 1zZin,

69 | impor 46100 | Perdagangan besar | 1. Data lokasi | Scsuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KDBLI
dan/atau | atas  dasar balas Pemanfaatan Sumber | ketentuan - kegiatan impor | ketentuan
pengalihan ' jasa (fee)  atau Radiasi Pengion, kementerian/lembaga - dan/atau pengahhan | kementerian/lembaga
barang " kontrak 2 Dokumen kescsuaian barang kon:sl.l?wn
konsumen mutu sumber radiasi | Pelaku Usaha wajilx

! pengion; | . 1. Melakukan _
{ . ' | eris :
; 3. Data kompetensi dan | : kegiatan - impor
: kewenangan  petugas j barang .
‘. vang menangani ! konsumen sesuai
x . ) - | .
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[.5.B.126
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- - Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
T 46643 | Perdagangan besar Sumber Radiasi dengan izin yang
zat radioaktif dan Pengion; diberikan oleh
Pembangkit . Prosedur penggunaan Badan Pengawas;
Radiasi Pengion Sumber Radiasi 2. Melakukan
Pengion; dan kegiatan
. Dokumen bukti pengalihan; dan
kepemilikan dan/atau 3. Melaksanakan
penguasaan  Sumber proteksi dan
Radiasi Pengion. keselamatan
radiasi sesual
dokumen
persyaratan izin
70 | Penggunaan, 86101 ' Aktivitas rumah ! 1. Data lokasi | Sesuai dengan Selama proses | Sesual dengan | Non-KBLI
. vang mehputi: sakit pemerintah ' pemanfaatan  Sumber | ketentuan . layanan radiologi, | ketentuan
Y Radiologi Radiasi Pengion; . kementenian/iembaga | Pelaku Usaha wajib: kementerian/lembapn
diagnostik 2. Dokumen kesesuaian | 1. Melakukan
untuk mutu sumber radiasi ! keglatan lavanan
? pengukuran pengion; radiolog scsual
densitas : | . Data kompetensi dan ! dengan izin vang
_____l_ul_ang _(Izm ~ L kewenangan  petugas | diberikan oleh |
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.127
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
pesawat gigi | 86103 | Aktivitas rumah yang menangani Badan Pengawas.
intra oral. sakit swasta Sumber Radiasi 2. Melaksanakan
2. Kedokteran D T —— Pengion; proteksi dan
nuklir 86104 | Aktivitas klinik | 4 prosedur penggunaan keselamatan
diagnastik in pemerintah Sumber Radiasi radiasi sesuai
vitro. Pengion; dan dokumen
. Dokumen bukti persyaratan izin,
kepemilikan dan/atau
penguasaan Sumber
Radiasi Pengion.
71 Perneriksaan 71202 | Jasa pengujian | 1. Data lokasi | Sesual dengan | Sclama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
unjuk kerja laboratorium pemanfaatan Sumber | ketentuan kegiatan ketentuan
peralatan Radiasi Penpion; kementerian/lembaga | pemeriksaan unjuk | kementerian/lembaga
dengan zat . Dokumen kesesuaian kerja peralatan
radioaktif; mutu Sumber Radiasi dengan zat
Pengion: radioaktif, Pelaku
. Data kompetensi dan Usaha wajib:
kewenangan  petugas L. Mei_akukan
vang menangani kegiatan i
e e O S N R
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.128
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Janghka Waktu Rincian Jangka Waktn
Pemenuhan Pemennhan
71205 | Jasa Sumber Radiasi o pemeriksaan
kalibrasi/ metrology Pengion; unjuk kerja
4. Prosedur penggunaan peralatan dgngap
Sumber Radiasi zat radioaktif
Pengion; dan sesuai dengan
, izin yang
> Dokurr}_zi:n bukti i diberikan oleh
kepemilikan dan/atau |
! Badan Pengawas;
penguasaan Sumber
Radiasi Pengion. 2. Melaksanakan
proteksi dan
keselamatan
) radiasi sesuai
i dokumen
i persyaratan izin;
73 | Analisis 71206 | Jasa 1. Data lokasi ; Sesuail dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBLI
menggunakan Commissioning Pemanfaatan Sumber ' ketentuan kegiatan analisis | ketenfuan
Sumber Proses  industral, Radiasi Pengion; ¢ kementerian/lembaga | menggunakan kementerian/lembaga
Radiasi Quality Assurance | 2 Dokumen kesesuaian : Sumber Radiasi
Pengion (QA) dan Quality mutu Sumber Radiasi; Pengion, Pelaku
Control (QC) Pengion: i Usaha wajib:
. L 3. Data kompclensi dan L. I_Welakukan

SK No 040716 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.5.B.129
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. : Berusaha Non- 3 e ka ta Keterangan
KBLI Kode Judul Rineian angka Waktu Rinciaa Jangka Wa
Pemenuhan Pemenuhan

kewenangan petugas kegiatan analisig
yang menangani | menggunakan
Sumber Radiasi ‘ Sumber  Radiasi
Pengion; ‘ Pengion sesuai

. Prosedur penggunaan df:nggn izin  yang
Sumber Radiasi diberikan aleh
Pengion; dan Badan Pengawas;

. Dokumen bukti 2. Melaksanakan
kepemilikan dan/atau proteksi dan
penguasaan  Sumber kesgla_matan .
Radiasi Pengion. radiasi sesual

dokumen
persyaratan izin;

74 | Pemindalan 52221 | Aktivitas . Data lokasi | Sesuai dengan | Selama proses | Sesuai dengan | Non-KBL1
bagasi dengan pelayanan pemanfaatan Sumber | kelentuan kegiatan pemindaian | ketentuan
Pembangkit kepelabuhan laut Radiasi Pengion; ! kementerian/lembaga | bagasi dengan | kementerian/lembaga
ll;zadli:lsl _r_};éz?zkal‘gs— —_ _ Dokumen kesesualiar! Eempangk]t Radiasi

engion lav: mutu Sumber Radiasi engion  terpasang
terpasang pelayanan Pengion; tetap, Pelaku Usaha
tetap kepelabuhan ’ wajib:

L sungai dan danau 3. Data kompetensi dan i '




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.5.B.130

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban

No. { Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Janghka Waktn
Pemenuhan Pemenuhkan
52293 | Aktivitas kewecnangan  petugas 1. Melakukan
pelayanan yang menangani kegiatan
kepelabuhan Sumber Radiasi pemindaian
penyebrangan Pengion; bagasi dengan
T T T - 4. Prosedur penggunaan Pembangkit
52231 | Aktivitas Sumber Radiasi Radiasi Pengion
kebandarudaraan Pengion: dan terpasang tetap
80200 | Aktivitas jasa | 5. Dokumen bukti S(;E:;al de(?ﬁf:};;:;:
! sistem Keamanan kepemilikan da‘nfalau ) ;)leh Badan
, i penguasaan  Sumber N )
I ! ; Pengawas;

Radiasi Pengion
2. Melaksanakan

proteksi dan
keselamatan
radiasi sesatl
dokumen

persyaratan izin;

S . : — . R — .. _ . e S PU
75 | Menyimpan 92106 | Fasilitas 1. Data lokasi | Sesual dengan | Selama proses | Sesuai dengan ; Non KBLI
sementara penyimpanan pemanfaatan  Sumber ! ketentuan kegiatan menyimpan | ketentuan
Pembangkit Sumber Radiasi Radiisi Pengion; | kementerian/lembaga | sementara kementerian/ lembaga

- R —— S R S -
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.B.131
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangha Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Radiasi Pengion . Dokumen kesesuaian Pembangkilt Radiasi
Pengion mutu Sumber Radiasi Pengicn, Pelaku

pengion; Usaha wajib:

. Data kompetensi dan 1. Melakukan

kewenangan  petugas kegiatan

yang menangani menvimpan

Sumber Radiasi sementara

Pengion; Pembangkit

. Prosedur penggunaan Radia_si Peng]qn

Sumber Radiasi sesuai dengan izin

Pengion; dan yang diberikan

. Dokumen hulkti ;Lenh was: Badan

kepemilikan dan/atau gawas;

penguasaan  Sumber 2. Me]aksqnakan

Radiasi Pengion. proteksi dan
keselamatan
radiasi sesuai
dekumen

| persyaralan izin;
76 | Pemanfaatan 32607 | Industri  Fabrikasi | Pemenuhan persvaratan | Sesuai dengan | Pelaku usaha | Sesual dengan | Non-KI3LI
_| Bahan  Nuklir Elemen Bakar | dari masing-masing | ketentuan | melakukan ketentuan




%)
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Radiasi Pengion

1. Prosedur vang terkait
dengan pemanfaatan
Lahan nuklir;

2. Sertilikat kalibrasi alat

ukur proteksi radiasi;

3. Pernvataan

PETCTICANARD
pPenanganan bahan
bakar  nukhr  bekas

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.5.3.132
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewsjiban
No. | Berusaha Non- 3 Wak 3 2 Wak Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian angka Waktu Rincian asg aktu
Pemenuhan Pemenuhan
untuk Uranium Perizinan Berusaha | kementerian/lembaga | pemanfaatan bahan | kementerian/lembaga
kegiatan: o Pemanfataan untuk nuklir dengan
1. Pembuatan | 46100 Perdagangan besar Pfcgll'ala-ln Pcmpuatan, mementhi
9 Produksi atas dasar Dbalas | DErtanan Berusaha persyaratan
,! 3. Penggunaan jasa  (fee) atau Pemanfataan _untuk keselamatan, .f
; kontrak Kegiatan  Produksi. dan keamanan dan ;
AL : -] Perizinan Berusaha sufequards. '
! 46643 | Perdagangan besar | Pemanfataan untuk i
: ! zat radioaktif dan | Kegiatan Penggunaan
: Pembangkit meliputi:
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Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No, | Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan limbah radicaktif; T
4. Program proteksi dan
keselamatan radiasi;
55. Dokumen rencana
proteksi Osik;
6. Dokumen sistem
safeguurds; dan
7. Telah memiliki  izin
konstruksi,
komisioning, operasi,
i atau dekomisioning
! instalasi nuklir. E
I
_ et . . S | L __
77 | Pemanfaatan 46100 | Perdagangan besar | Pemenuhan  persyaratan | Sesuai dengan | Pelaku usaha | Sesuati dengan | Non-KBLIE
Bahan  Nuklir atas dasar balas | dan masing-masing | ketentuan melakukan ketentuan
untuk kepgiatan jasa  {fee) atau | Perizinan Berusaha | kementerian/lembaga | pecmanfaatan  bahan | kementenan/lembaga
pengalihan, kontrak Pemanfataan untuk nuklir dengan
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Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- Janaka Wakt J Walktu Keterangan
an aktu . an
KBLI Kode Judul Rincian g Rincian gka Wa
Pemenuhan Pemenuhan
ekspor,  atau | 46643 Perdagangan besar | Kegiatan Pengalihan, memenuhi
impor zat radioaktil dan | Perizinan Berusaha persyaratan
Pembangkit . Pemanfatraan untuk keselamatan,
Radias: Pengion ! Kegiatan  Ekspor, dan keamanan dan

r Perizinan Berusaha safequards.

PPemanfataan untuk

Kegiatan [mpor meliputi:

1. Dokumen  spesifikasi
teknis bahan nuklir;

2. Prosedur yang terkait

. dengan  pemanfaatan !

i hatian nuklir, i

3. Sertifikat kalibrasi alat |
ukur proteksi rachasi;

4 Pernyataan
percncianann
penanganin bahan
bakar nuklir Thekas
dan limbah radioakuf:

;5. Program proteksi dan

. g F .

i keselamatan radiasi; .

B 4 . _ - — S - i _
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Perizinan Persyaratan Kewajiban
Berusaha Non- 3 lea Walkt J Wakt Keterangan
- an aktu .l n a
KBLI1 Kode Judul Rincian & Rincian angka °
Pemenuhan Pemenuhan
6. Dokumen Tencana
proteksi fistk;
7 Dokumen sistem
sufeqguuards;
“#. lmpor harus memiliki
anpka pengenal
impor/NIT3, izin impor,
atau dokumen
notitfikasi dari menteri; |
: cdan :
9. Ekspor harus memiliki
1Zin ekspor dari
rmentern.
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LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAR REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
selanjutanya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan
mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan
Pendekatan Berbasis Risiko (RBA = Risk Based Approach). Mekanisme
dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang
Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha
untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha
didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan
tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya
akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang
lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep
perizinan yang bersifat ex-ante (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan
konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama
dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau
kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha
melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas
akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses
Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di Undang-Undang Cipta
Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam
mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan
dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat
Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap

Kegiatan . . .
SK No 085423 A
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kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil,
menengah, atau besar,

Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat oleh 18
kementerian/lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang
selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha.
Lampiran ini merupakan cara menganalisis Risiko yang menghasilkan Analisis
Risiko Kegiatan Usaha yang berada pada Lampiran 1.

MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGKAT RISIKO

Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan
RBA. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari
suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai
pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha {(initial risk).

Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi:

{1} aspek Keselamatan,

{2} aspek Kesehatan;

{3) aspek Lingkungan (K2L};

(4) aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan

(S) aspek lainnya.

Untuk aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi
terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan
menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk} atas seluruh kriteria
yvang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang
terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis
Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat
Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan
tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko
rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah
maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan
untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah
NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu
dan dengan tingkat Risiko tinggl dimungkinkan pula Perizinan Berusaha
ditambahkan dengan Sertilikat Standar.

ASPEK . ..

SK No 082942 A
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- NIB + SERTIFIKAT
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DS ESTAAACAN DEN QAN KEDUATAN ISARA R kebutuhan kegioton usaha

Gambar 1.1 Proses Penetapan Perizinan Berusaha

I. Tahapan Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko (Lampiran 1)
Tahapan ini terdiri dari:
1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama adari
proses analisis tingkat Risiko yang dimaksudkan sebagai tahapan
mengenali dan mengidentifikasi jenis Perizinan Berusaha saat ini
(exastingl untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan
kementerian/lembaga.

Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha bherdasarkan
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Hasil dari tahap ini adalah setiap
kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu
pada KBLI 5 digit.

2. Penentuan dan Penilaian Risiko

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi
terjadinya bahaya.

2.1. Penentuan dan penilaian bahaya

Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin
ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

a. Keselamatan ...

SK No 082960 A
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Keselamatan

Aspek Keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya
keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan
4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan
masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat
ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada
kecelakaan (P3K).

2) Bahaya keselamatan dengan nilal 2 apabila menimbulkan
masalah kesehatan atau cidera pada karyawan yang
membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1
(satu) malam.

3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan
cacat minimal 1 {satu) orang karyawan.

4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan
cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1
(satu) orang karyawan.

Kesehatan

Aspek Kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan
konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha
dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari
skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan
rincian sebagai berikut:

1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan
masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat
ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada
kecelakaan (P3K).

2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan
masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang
membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3
(tiga) hari.

3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan
masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang
membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3
{tiga) hari.

4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan
cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu)
orang masyarakat.

c. Lingkungan . . .
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c. Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan
lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari
skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan
rincian sebagai berikut:

1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila
menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan
dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada
keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.

2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila
menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama
1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air,
dan/atau udara.

3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila
menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh)
tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada
keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.

4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila
menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman
hayati, tanah, air, dan/atau udara secara permanen.

d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Aspek Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup
bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam
dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri
dari skala penilaian 1 (satu) sampail dengan 4 (empat) dengan
memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang
dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

€. Aspek lainnya

Aspek bahaya lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha
pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri
dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan
penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-
masing sektor.

Penentuan dan penilaian bahaya dilakukan terhadap setiap
kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-
aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian bahaya
dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data
yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan
publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam
menentukan nilai bahaya.

2.2, Penilaian . . .
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Penilaian potensi terjadinya bahaya

Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi
terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri
dari:

a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi
terjadi di atas 10 tahun.

b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi
dalam 5 tahun sampai dengan 10 tahun

c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam
jangka waktu 1-5 tahun; atau

d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih
dari sekali setiap tahun.

Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap
kegiatan usaha. dengan mematuhi ketentuan dan dilakukan
berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang
dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan
publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam
menentukan nilai potensi terjadinya bahaya.

Penentuan tingkat Risiko

Tingkat Risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya
dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan
untuk setiap aspek Risiko, di mana hasil perkalian mengacu pada
matriks Risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan
tingkat Risiko. Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan
berdasarkan tingkat Risiko maksimum dari setidaknya salah satu
aspek Risiko. Sebagai contoh, dari 3 (tiga} aspek Risiko
(keselamatan, kesehatan, lingkungan} diketahui bahwa suatu
kegiatan usaha dinilai berisiko tinggl ditinjau dar1 aspek
keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan
dan lingkungan, dengan memperhatikan ketiga aspek Risiko, maka
tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingat Risiko sebagaimana
diuraikan diatas, ditetapkan tingkat Risiko kegiatan usaha dengan
klasifikasi sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;

b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
1) Tingkat Risiko Menengah Rendah;
2) Tingkat Risiko Menengah Tinggi.

c¢. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Tingkat . . .
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Tingkat risiko kegiatan usaha tersebut selanjutnya menentukan
jenis Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada Gambar
1.1

POTENSI . ..
SK No 082956 A
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3. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha

Dari hasil perhitungan dan analisis Risiko telah didapatkan tingkat
Risiko kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5
digit. Tahap selanjutnya adalah penentuan jenis Perizinan Berusaha
untuk setiap kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a.

SK No 082955 A

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah jenis
Perizinan Berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain sebagai identitas Pelaku Usaha NIB sekaligus sebagai
Perizinan  Berusaha  merupakan  bukti legalitas untuk
melaksanakan kegiatan berusaha.

Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK], maka NIB berlaku
sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk
Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada peraturan perundang-
undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan
koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, baik
Risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis perizinan
berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat
Standar.  Sertiikat Standar merupakan legalitas untuk
melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku
Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha.

Untuk tingkat Risiko Menengah Rendah:

1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku
Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS,
akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar
pelaksanaan kegiatan usaha.

2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut pada butir 1, sebagai
Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha untuk
melakukan mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional
dan/atau komersial kegiatan usaha.

3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh
Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan
dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud
guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi:

1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku
Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS,
akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar
pelaksanaan kegiatan usaha.

2)NIB . . .
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2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha
digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk
melakukan pelaksanaan persiapan memulal usaha.

3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial,
Pemerintah  Pusat atau  Pemerintah  Daerah  sesuai
kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan
Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pelaksanaan verifikasi
oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang
telah diakreditasi pemerintah.

4} Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan Standar
Pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan
pelaksanaan operasional kegiatan usaha.

5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh
Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan
dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud
guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

¢. Tingkat Risiko Tinggi jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin.

Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan
pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional
dan komersial kegiatan wusahanya. Persetujuan pemerintah
diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan
pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi tersebut
dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang
membutuhkan verilikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
. Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertilikat Standar
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha. Pelaksanaan veriflikasi oleh pemerintah tersebut
dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi
pemerintah.

4. Pelaksanaan Analisis Risiko Dan Penetapan Jenis Perizinan
Berusaha

Analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh
setiap kementerian/lembaga sebagai pembina bidang usaha.
Memperkaya hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh setiap
kementerian/lembaga, juga dilakukan pembahasan analisis Risiko
dengan melibatkan serta membangun konsensus antara:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

b. kementerian . . .
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b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan masyarakat;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup;

d. kementerian atau lembaga lintas sektor; dan
e¢. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pelibatan banyak pihak dalam proses analisis Risiko dimaksudkan
untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensil terkait bahaya
maupun potensi terjadinya bahaya, sehingga penetapan tingkat Risiko
sudah berdasarkan masukan berbagai pihak. Masukan dari berbagai
pihak terutama ditujukan untuk memberikan hal-hal sebagai berikut:

a. Masukan tentang nature business suatu kegiatan usaha;

b. Pertimbangan lain terkait analisis Risiko dari sudut pandang
kondisi di lapangan.

II. PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA

Didalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha
sebagaimana yang telah diuraikan diatas, masih diperlukan Perizinan
Berusaha yang tujuannya sebagai penunjang kegiatan usaha pada tahap
operasional dan/atau komersial. Secara umum Perizinan Berusaha
tersebut dimaksudkan untuk memitigasi Risiko yang terjadi pada saat
operasional/komersial kegiatan usaha.

Kementerian/lembaga mengidentilikasi jenis-jenis Perizinan Berusaha
sebagai penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau
komersial, dan mengaturnya di dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria.

III. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
1. Penjelasan

Dalam konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikenal satu bentuk
Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar. Sertifikat Standar berupa
pertanyaan mandiri pada dasarnya adalah bentuk komitmen Pelaku
Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha
untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah
dan/atau Risiko Tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan
Risiko Rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah
standar atas pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan dan
lingkungan (K2L).

Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:
a. standar usaha;
b. standar produk barang dan/atau jasa.

Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh
kementerian/lembaga untuk setiap kegiatan usaha dan penunjang
kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya dengan
memperhatikan kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses
bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan
secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah non-
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
standardisasi.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara internasional, dalam
proses penyusunan standar periu dilakukan komunikasi dengan semua
pihak yang terkait termasuk dengan Pelaku Usaha/asosiasi, hal ini
untuk mewujudkan konsensus bersama sebelum sebuah standar bisa
diterbitkan untuk diimplementasikan.

2. Standar Risiko Rendah

Standar Kegiatan usaha Risiko rendah yang harus dipatuhi oleh Pelaku
Usaha adalah sebagai berikut:

2.1. Ruang Lingkup

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang
persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang masuk pada
Risiko rendah meliputi:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kesehatan Masyarakat; dan
- Lingkungan

2.2. Penggolongan Usaha

- Standar ini berlaku umum untuk semua kegiatan usaha Risiko
usaha rendah.

2.3. Persyaratan umum yang wajlb di patuhi oleh pelaku usaha
adalah:

a. Keselamatan . .
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a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No. Kriteria

1. | Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
standar

2. | Sirkulasi udara yang baik untuk karyawan (ruangan,
basement)

3. | Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis
usaha

4. | Perangkat pemadam Kebakaran (alat pemadam kebakaran api
ringan — APAR) sesuai dengan jenis usaha

5. | Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada
tempat Kerja

6. | Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu dll)

7. Kebersihan Sarana sanitasi

8. | Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara
rapi untuk menjamin Kkelancaran pekerjaan dan tidak
menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk
membedakan barang-barang tersebut

9. | Pemenuhan Norma Kerja {upah, waktu kerja dan waktu
istirahat) dan jaminan sosial* (BPJS Ketenagakerjaan)

10. { BPJS Kesehatan

*Untuk yang memperKerjakan lebih dari 10 orang pegawai dalam
perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kesehatan . .
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b. Kesehatan Masyarakat

No.

Kriteria

Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K} sesuai
standar

Kebersihan dalam Lokasi Usaha

Tersedia akses sanitasi yang sesuai dan bersih

Sirkulasi udara yang baik alami dan buatan (tidak panas dan
tidak lembab)

Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha

Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh
konsumen

Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen

Kejelasan informasi produk/jasa

. Lingkungan

Kriteria

Pemenuhan baku mutu (kualitas) lingkungan sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan

Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara sesuai
dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan {tempat sampah)

Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan
jumlah tenaga kerjanya

Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SK No 082950 A
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2.4. Sarana
Sarana sesuai dengan kegiatan usaha
2.5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

Penilalan Kesesuaian

SK No 082949 A

Alasannya
Kriteria Standar Sudah - 1 | Belum - O | apabila belum +
No. rekomendasi
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
1. Kotak Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuail
standar dengan  minimum
dilengkapi dengan:
a. kasa steril
terbungkus/perban;
b. plester;
c. kapas;
d. kain segitiga/mittela;
€. gunting;
f. sarung tangan seckali pakai
{pasangany);
g. masker;
h. povidon lodine;
i. alkohol 70%; dan
j. obat bebas (lingkaran hijjau).
2. Sirkulasi udara yang baik
(alami atau buatan) untuk
karyawan di setiap ruangan
yang digunakan.
3. Penerangan yang bailk pada
umumnya sesuai dengan jenis
usaha.
4. Perangkat pemadam
kebakaran (alat pemadam
kebakaran api ringan-APAR)
sesuai dengan jenis usaha
yang dilengkapi dengan
minimum spesifikasi APAR Dry
Chemical Powder multipurpose
ABC.
No...
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Alasannya
No. | Kritenia Standar Sudah - 1 | Belum - O | apabila belum +
rekomendast
5. Pelaksanaan Ringkas, Rapih,
Resik, Rawat dan Rajin (SR)
pada tempat Kerja
a. Ringkas
Memisahkan alat. perkakas.
dan bahan yang diperlukan
atau digunakan.
b. Rapih
Menata alat, perkakas, dan
bahan sesuai dengan posisi
yang ditetapkan.
¢. Resik
Membersihkan alat,
perkakas dan bahan secara
rutin.
d. Rawat
Menetapkan dan
melaksanakan prosedur
kebersihan, penempatan
dan penataan untuk alat,
perkakas dan bahan
(membakukan/dibuat
standar agar 3R tetap
terlaksana).
e. Rajin
Mengembangkan prosedur
kebersihan, penempatan
dan penataan untuk alat,
perkakas dan bahan
{meningkatkan
kebiasaan/displin dalam
melaksanakan 4 R).
6. Penyediaan sarana sanitasi
yang sesuai {toilet, sabun, tisu
dll).
No...
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Alasannya
No. | Kriteria Standar Sudah - 1 | Belum - 0 | apabila belum +
rekomendasi

7. Kebersihan Sarana sanitasi:

a. Toilet dan kelengkapannya
(jamban, air bersih, alat
pembilas, tempat sampah,
sabun dan tempat cuci
tangan);

b. Tempat sampah
i. diberikan label untuk

sampah organik, non
organik dan bahan
berbahaya;

ii. dilengkapi dengan
penutup dan terbuat dari
bahan kedap air; dan

iii. tidak menjadi sarang

lalat atau binatang
serangga yang lain.

¢. Peralatan kebersihan.

8. | Alat kerja, perkakas dan bahan
ditata dan disimpan secara
rapi untuk menjamin
kelancaran  pekerjaan dan
tidak menimbulkan bahaya
serta pemberian label untuk
membedakan  barang-barang
tersebut.

g. Pemenuhan Norma Kerja
(upah, waktu kerja dan waktu
istirahat) dan jaminan sosial*
(BPJS Ketenagakerjaan)

10. | BPJS Kesehatan

1. Kotak Pertolongan Pertama

Pada Kecelakaan (P3K) sesuai

standar:

a. kasa steril
terbungkus/Perban;

b. plester;

c. kapas;

d. kain segitiga/mittela;

No...
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Alasannya
No. | Kriteria Standar Sudah - 1 | Belum - O | apabila belum +
rekomendast
e. gunting;
f. sarung tangan sekali pakai
{pasanganj,
g. masker;
h. povidon lodine;
i. alkohol 70%; dan
j. obat bebas (lingkaran hijau).
2. Kebersihan Dalam Lokasi

Usaha:

- Tidak ada jentik nyamuk

- Bebas dari serangga dan
binatang pembawa penyakit
(MR)

3. Tersedia akses sanitasi
(jamban, air bersih, tempat
cuci tangan dengan  air
mengalir dan sabun) yang
sesuai dan bersih.

4. Sirkulasi udara yang baik
alami dan/atau buatan (tidak
panas dan tidak lembab}.

5. Penerangan pada umumnya
sesuai dengan jenis usaha.

. Sarana/media/peralatan yang
bersih digunakan oleh
konsumen.

7. Sarana/media/peralatan yang
aman bagi konsumen.

8. Kejelasan informasi
produk/jasa.

1. Pemenuhan baku mutu

lingkungan sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan serta
limbah yang dihasilkan.

2. Menyediakan fasilitas
penyimpanan limbah (padat
dan cair) sementara sesuai

No. ..
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Alasannya
No. | Kriteria Standar Sudah - 1 | Belum - 0 | apabila belum +
rekomendasi

dengan kegiatan dan limbah
yang dihasilkan.

3. Mengelola limbah cair untuk
usaha dan/atau kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan
jumlah limbah yang dihasilkan
dan jumlah tenaga kerjanya.

4. Mematuhi dan melaksanakan
usaha dan/atau  kegiatan
sesuai  dengan ketentuan
Peraturan Perundangan-
undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

IV. TATA CARA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Dalam konsep tata cara pengawasan berbasis Risiko adalah memastikan
pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dan mengumpulkan data, bukti
dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan,
lingkungan hidup (K2L), dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan
dari pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas pengawasan didasari oleh:

a. tingkat Risiko kegiatan usaha, semakin tinggi tingkat Risiko maka akan
semakin sering pengawasan dilakukan;

b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, semakin sering melakukan
pelanggaran maka akan semakin sering pengawasan dilakukan.

Terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti NSPK yang telah ditetapkan
oleh K/L pembina, sementara pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat.

Semua jenis kegiatan usaha tunduk terhadap pengawasan yang tertulis
dalam NSPK, kecuali untuk:

a. Kegiatan usaha berisiko rendah maka pengawasan hanya dilakukan
dengan sistem insidental.

b. Untuk UMK Pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.

Pengawasan akan dilakukan secara terintegrasi, apabila kegiatan usaha
tersebut memiliki pembina lintas sektor atau persetujuan perizinan multi

sektor ..
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sektor, hal ini dilakukan agar terciptanya efisiensi di pemerintah dan juga
bagi Pelaku Usaha yang diawasi.

Hasil dari Pengawasan ini akan memberikan masukan bagi penetapan
tingkat Risiko kegiatan usaha di masa yang akan datang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PENYUSUNAN BATANG TUBUH PERATURAN
MENTERI/KEPALA LEMBAGA

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKQ
SEKTOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA ... REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ... tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan . ..
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2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ...};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ... TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR ...

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ...
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai
berlaku:

a. Semua Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang

. mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk
dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor ...
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri/Kepala Lembaga ini atau tidak diatur secara
khusus dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini.

b. Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor
... melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif sejak ...

Pasal 3

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...
REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

.................

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PEDOMAN ...
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PEDOMAN PENYUSUNAN LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI/KEPALA LEMBAGA

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Prinsip utama dalam menulis suatu standar pelaksanaan Kkegiatan usaha
adalah Penulis/Penyusun harus mengenali dan memahami kegiatan usaha
dan produk yang akan dibuat standar pelaksanaan kegiatan usaha/produk.
Fungsi utama dari standar pelaksanaan kegiatan usaha/produk merupakan
sarana (alat) untuk memitigasi terjadinya Risiko.

LAMPIRAN I: STANDAR USAHA

Kerangka kerangka penulisan standar usaha di dalam Peraturan
Menteri/Kepala Lembaga sebagai berikut:

(JUDUL STANDAR USAHA)

(KBLI BIDANG USAHA)

No.
(AKTIVITAS)

1. | Ruang Lingkup Diisi dengan ruang lingkup standar sebagal acuan
untuk melakukan kegiatan usaha sesuai deskripsi
KBLI atau beberapa KBLI lainnya atau hanya
sebagian deskripsi KBLIL.

2. | Istilah dan Definisi | Diisi dengan daftar istilah khusus yang
digunakan, spesifik pada standar dimaksud.

3. | Penggolongan Hanya diisi bila dalam ruang lingkup (poin 1)
Usaha terdapat klasifikasi lebih lanjut yang
menyebabkan satu sama lain memerlukan
persyaratan yang berbeda, misal: skala usaha,
atau pembagian jenis kegiatan usaha lainnya.

Jika tidak ada: cukup diisi “-” {dikosongkan)

No...
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(KBLI BIDANG USAHA)
(AKTIVITAS)

Persyaratan Umum
Usaha

Diisi dengan persyaratan dasar yang bersifat
administratif yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha,
di luar data yang bisa diakses dengan Sistem
08SS. Persyaratan tersebut mencakup
nomenklatur, instansi penerbit, dan pengaturan
durasi pemenuhan.

Persyaratan Khusus
Usaha

Diisi dengan cara untuk melakukan kegiatan
usaha (standar minimal):

Daftar hal yang harus dipenuhi, ditujukan untuk
mitigasi atas Risiko yang teridentifikasi pada saat
penentuan tingkat Risiko.

Pada poin 5 ini syarat khusus ditulis secara garis
besar saja (daftar), sementara detil ketentuannya
dimasukkan pada angka 6 s.d. 10 sesuail
kebutuhan mitigasi Risiko kegiatan usaha terkait.

Sarana

Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan®)
e sarana minimum;

e fasilitas rriinimum; dan/atau

e kondisi lingkungan usaha.

*} dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai
dengan kegiatan usaha.

SK No 082927 A
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No.

(KBLI BIDANG USAHA)
(AKTIVITAS)

Struktur Organisasi
SDM dan SDM

Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan?)

» Struktur organisasi yang terdokumentasi yang
menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian
kewenangan dalam organisasi usaha.

o Kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan
sertifikasi yang sesuai, jumlah minimal
tertentu,

*} dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai
dengan kegiatan usaha.

Pelayanan

Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan
pelayanan minimum yang harus disediakan oleh
pelaku usaha.

Persyaratan
Produk/Proses/
Jasa

Diisi untuk kegiatan usaha akan menghasilkan
produk/jasa yang memiliki persyaratan standar
tambahan pada Lampiran Rancangan Peraturan
Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

Diisi dengan jenis produk/jasa yang akan
dihasilkan, proses produksi/pelayanan yang
dilakukan, dan judul standar yang disyaratkan.

SK No 082926 A
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(KBLI BIDANG USAHA)
(AKTIVITAS)

10.

Sistem Manajemen
Usaha

Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan
prosedur manajemen tertentu yang tidak dapat
diklasifikasikan dalam poin 6 s.d. 10, misal:
terkait perencanaan; pengelolaan; komunikasi
pelanggan; peningkatan berkelanjutan {upaya
untuk meningkatkan pelayanan/produksi);
tindakan pencegahan (antisipasi risiko dan
kemungkinan kejadian}; dan melakukan
monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.

11.

Penilaian
kesesuaian dan
Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIJAN

e« MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self
declaration) - siapkan check listnya untuk
dapat diberikan kepada Pelaku Usaha (bagian
dari lampiran standar).

¢ MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
melalui

Sertilikasi; atau Inspeksi; atau

e T = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh
Pelaku Usaha untuk memperoleh Izin secara
formal dari kementerian/lembaga  yang
berwenang. Pemenuhan terhadap standar
apabila ada.
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No.

(KBLI BIDANG USAHA)
(AKTIVITAS)

PENGAWASAN

Norma Pengawasan (cakupan, cara dan
intensitas Pengawasan berbasis Risiko).

Uraian ini harus mencakup norma Pengawasan
untuk UMK.

Perencanaan pelaksanaan Pengawasan (time
schedule, perangkat Pengawasan/kuesioner).

Hak dan kewajiban pelaksana pengawas.
Pelaksana Pengawasan (kompetensi, capacity
building, standar kompetensi untuk pihak
ketiga).

Mekanisme, format, dan substansi laporan.

Saluran pengaduan masyarakat.

LAMPIRAN II: STANDAR PRODUK

Kerangka kerangka

penulisan Standar Produk di dalam Peraturan

Menteri/Kepala Lembaga sebagai berikut:

(JUDUL STANDAR PRODUK])

No.

(PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA)

(KBLI TERKAIT)

1. | Ruang Lingkup

Diisi dengan maksud dan tujuan penerbitan
perizinan berusaha untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan usaha.

SK No 082830 A
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Istilah dan Definisi | Diisi dengan daftar istilah khusus yang

digunakan, spesilik pada standar dimaksud.

Persyaratan Umum

Diisi dengan persyaratan dasar yang bersifat
administratil yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha,
di luar data yang bisa diakses dengan OSS.

Persyaratan tersebut mencakup nomenklatur,
instansi  penerbit, dan pengaturan durasi
pemenuhan.

Persyaratan khusus

Diisi dengan persyaratan teknis khusus yang

atau Persyaratan | ditujukan untuk memenuhi maksud dan tujuan

Teknis Produk, | (poin 1) dan untuk memitigasi risiko kegiatan

Proses, dan/atau | usaha. Menguraikan persyaratan teknis khusus

Jasa yang harus dipenuhi oleh produk yang dihasilkan,
proses yang dioperasikan, dan/atau jasa yang
diberikan oleh Pelaku Usaha.

Sarana Diisi untuk produk yang memerlukan*})

® sarana minimum,;
¢ [asilitas minimum; dan/atau
¢ kondisi lingkungan usaha.

*) dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai

dengan kegiatan usaha.

SK No (082824 A
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6. | Penilaian
kesesuaian
Pengawasan

dan

PENILAIAN KESESUAIAN
(Sesuai dengan tingkat Risiko)

* MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
melalui dengan pernyataan kesesuaian diri {self
declaration).

* MT dan T = Pemenuhan terhadap standar
dilakukan melalui verifikasi.
PENGAWASAN

* Norma Pengawasan {cakupan, cara dan
intensitas Pengawasan).

Uraian inl harus mencakup norma Pengawasan
untuk UMK.

* Perencanaan pelaksanaan Pengawasan (time
schedule), perangkat kerja pelaksanaan
Pengawasan/kuesioner).

* Hak dan kewajiban pelaksana pengawas.

* Pelaksana Pengawasan (kompetensi, standar
kompetensi pihak ketiga apabila ada).

* Mekanisme, format, dan substansi laporan.

* Saluran pengaduan masyarakat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
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